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ii Aspek Hukum dan Administrasi Proyek Teknik Sipil 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Perkembangan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat 

menuntut adanya pemahaman yang tidak hanya berfokus pada aspek 

teknis, tetapi juga pada aspek hukum dan administrasi yang mengatur 

setiap tahapan proyek. Dalam praktiknya, proyek konstruksi melibatkan 

berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, sehingga diperlukan 

landasan hukum yang jelas serta sistem administrasi yang tertib agar 

pelaksanaan proyek dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. 

 

Buku ajar ini membahas secara komprehensif berbagai aspek 

hukum dan administrasi dalam proyek teknik sipil, mulai dari sistem 

hukum dan landasan regulasi konstruksi, badan usaha dan standar 

profesional, proses pengadaan barang dan jasa, hingga kontrak 

konstruksi dan analisis keuntungan. Selain itu, buku ajar ini juga 

membahas standar kontrak internasional seperti FIDIC, mekanisme 

pendanaan proyek, bank garansi, serta asuransi konstruksi. Buku ajar ini 

juga membahas administrasi kontrak, pengendalian proyek, ketentuan 

tata ruang dan bangunan, hukum lingkungan dan AMDAL, serta 

penyelesaian sengketa untuk menjamin kepastian hukum dalam 

pelaksanaan proyek konstruksi. 

 

Semoga buku ajar ini dapat menjadi sumber referensi yang 

bermanfaat dalam mendukung proses pembelajaran serta pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang teknik sipil. 

 

 

Salam Hangat 

 

 

Penulis 
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ANALISIS INSTRUKSIONAL 

 

 

No Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 

Indikator 

1 Mampu memahami terkait 

dengan sistem hukum dalam 

proyek teknik sipil, memahami 

UU No. 2 Tahun 2017 tentang 

jasa konstruksi, memahami 

prinsip legalitas dan tanggung 

jawab hukum, serta memahami 

peraturan perundang-undangan 

terkait proyek teknik sipil. 

Sehingga pembaca dapat 

memahami dan menerapkan 

sistem hukum proyek teknik sipil, 

mengimplementasikan ketentuan 

dalam UU No. 2 Tahun 2017, 

menjunjung prinsip legalitas, 

serta menjalankan tanggung 

jawab hukum dan mematuhi 

peraturan perundang-undangan 

secara profesional dan 

berkelanjutan. 

• Sistem Hukum dalam 

Proyek Teknik Sipil 

• UU No. 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi 

• Prinsip Legalitas dan 

Tanggung Jawab 

Hukum 

• Peraturan Perundang-

Undangan Terkait 

Proyek Teknik Sipil  

2 Mampu memahami terkait 

dengan legalitas dan 

pembentukan badan usaha 

konstruksi, memahami sertifikasi 

badan usaha dan tenaga kerja, 

memahami peran LPJK dan 

asosiasi profesi, serta memahami 

standar sertifikasi dan 

kompetensi dan tanggung jawab 

profesional. Sehingga pembaca 

dapat memahami legalitas dan 

proses pembentukan badan usaha 

konstruksi, menerapkan 

sertifikasi badan usaha dan 

• Legalitas dan 

Pembentukan Badan 

Usaha Konstruksi 

• Sertifikasi Badan Usaha 

dan Tenaga Kerja 

• Peran LPJK dan 

Asosiasi Profesi 

• Standar Sertifikasi dan 

Kompetensi dan 

Tanggung Jawab 

Profesional 
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tenaga kerja, menganalisis peran 

LPJK dan asosiasi profesi, serta 

memenuhi standar kompetensi 

dan tanggung jawab profesional 

dalam penyelenggaraan jasa 

konstruksi. 

3 Mampu memahami terkait 

dengan sistem pengadaan 

pemerintah dan swasta, 

memahami pengadaan secara 

prakualifikasi, memahami 

pengadaan secara 

pascakualifikasi, serta memahami 

risiko hukum dalam proses 

pengadaan. Sehingga pembaca 

dapat memahami sistem 

pengadaan pemerintah dan 

swasta, menerapkan metode 

prakualifikasi dan 

pascakualifikasi, serta 

menganalisis dan mengantisipasi 

risiko hukum dalam proses 

pengadaan proyek konstruksi. 

• Sistem Pengadaan 

Pemerintah dan Swasta 

• Pengadaan Secara 

Prakualifikasi 

• Pengadaan Secara 

Pascakualifikasi 

• Risiko Hukum dalam 

Proses Pengadaan 

 

4 Mampu memahami terkait 

dengan prinsip hukum perjanjian, 

memahami bentuk kontrak 

konstruksi (lumpsum, desain & 

build, unit price, cost plus, 

turnkey), memahami analisis 

keuntungan dan kerugian setiap 

bentuk kontrak, serta memahami 

wanprestasi dan force majeure. 

Sehingga pembaca dapat 

memahami prinsip hukum 

perjanjian, menganalisis berbagai 

bentuk kontrak konstruksi beserta 

keuntungan dan kerugiannya, 

serta mengidentifikasi dan 

menangani risiko wanprestasi dan 

force majeure dalam pelaksanaan 

proyek konstruksi. 

• Prinsip Hukum 

Perjanjian 

• Bentuk Kontrak 

Konstruksi (Lumpsum, 

Desain & Build, Unit 

Price, Cost Plus, 

Turnkey) 

• Analisis Keuntungan dan 

Kerugian Setiap Bentuk 

Kontrak 

• Wanprestasi dan Force 

Majeure 

 



Buku Ajar  ix 

 

5 Mampu memahami terkait 

dengan struktur kontrak FIDIC, 

memahami perbandingan kontrak 

nasional dan internasional, 

memahami risiko hukum proyek 

internasional, serta memahami 

implementasi FIDIC di 

Indonesia. Sehingga pembaca 

dapat memahami struktur kontrak 

FIDIC, membandingkan kontrak 

nasional dan internasional, 

menganalisis risiko hukum 

proyek internasional, serta 

mengimplementasikan prinsip 

FIDIC dalam proyek konstruksi 

di Indonesia. 

• Struktur Kontrak FIDIC 

• Perbandingan Kontrak 

Nasional dan 

Internasional  

• Risiko Hukum Proyek 

Internasional  

• Implementasi FIDIC di 

Indonesia 

 

6 Mampu memahami terkait 

dengan sumber pendanaan 

proyek (APBN/APBD, swasta, 

KPBU, pinjaman), memahami 

mekanisme pencairan dana 

proyek, memahami manajemen 

arus kas proyek, serta memahami 

risiko hukum dalam pendanaan. 

Sehingga pembaca dapat 

memahami berbagai sumber 

pendanaan proyek, mekanisme 

pencairan dana, mengelola arus 

kas proyek secara efektif, serta 

menganalisis risiko hukum dalam 

pendanaan proyek konstruksi. 

• Sumber Pendanaan 

Proyek (APBN/APBD, 

Swasta, KPBU, 

Pinjaman) 

• Mekanisme Pencairan 

Dana Proyek 

• Manajemen Arus Kas 

Proyek  

• Risiko Hukum dalam 

Pendanaan 

 

7 Mampu memahami terkait 

dengan dasar hukum bank 

garansi, memahami jenis bank 

garansi (bid bond, performance 

bond, dll.), memahami manfaat 

bank garansi bagi para pihak, 

serta memahami risiko hukum 

pencairan garansi. Sehingga 

pembaca dapat memahami dasar 

hukum bank garansi, 

• Dasar Hukum Bank 

Garansi 

• Jenis Bank Garansi (Bid 

Bond, Performance 

Bond, dll.) 

• Manfaat Bank Garansi 

Bagi Para Pihak 

• Risiko Hukum Pencairan 

Garansi 
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mengidentifikasi berbagai jenis 

bank garansi, menganalisis 

manfaatnya bagi para pihak, serta 

mengantisipasi risiko hukum 

dalam pencairan garansi pada 

proyek konstruksi. 

 

8 Mampu memahami terkait 

dengan dasar hukum asuransi 

konstruksi, memahami jenis 

asuransi proyek (CAR, TPL, dll.), 

memahami manfaat dan 

perlindungan hukum asuransi, 

serta memahami klaim dan 

penyelesaian sengketa asuransi. 

Sehingga pembaca dapat 

memahami dasar hukum asuransi 

konstruksi, mengidentifikasi 

jenis-jenis asuransi proyek, 

menganalisis manfaat dan 

perlindungan hukumnya, serta 

menangani proses klaim dan 

penyelesaian sengketa asuransi 

dalam proyek konstruksi. 

• Dasar Hukum Asuransi 

Konstruksi 

• Jenis Asuransi Proyek 

(CAR, TPL, dll.) 

• Manfaat dan 

Perlindungan Hukum 

Asuransi 

• Klaim dan Penyelesaian 

Sengketa Asuransi 

 

9 Mampu memahami terkait 

dengan administrasi dokumen 

kontrak, memahami claim dan 

variation order, memahami 

keterlambatan proyek dan 

implikasi hukum, serta 

memahami manajemen risiko 

hukum proyek. Sehingga 

pembaca dapat memahami 

administrasi dokumen kontrak, 

mengelola claim dan variation 

order, menganalisis 

keterlambatan proyek beserta 

implikasi hukumnya, serta 

menerapkan manajemen risiko 

hukum dalam proyek konstruksi. 

• Administrasi Dokumen 

Kontrak 

• Claim dan Variation 

Order 

• Keterlambatan Proyek 

dan Implikasi Hukum 

• Manajemen Risiko 

Hukum Proyek 

 

10 Mampu memahami terkait 

dengan SLF (Sertifikat Laik 
• SLF (Sertifikat Laik 

Fungsi) 
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Fungsi), memahami GSB, GSJ, 

GSDanau, memahami KDB dan 

KLB, serta memahami 

konsekuensi hukum pelanggaran 

tata ruang. Sehingga pembaca 

dapat memahami ketentuan SLF, 

GSB, GSJ, dan GSDanau, 

menghitung dan menerapkan 

KDB serta KLB, serta 

menganalisis konsekuensi hukum 

akibat pelanggaran tata ruang 

dalam proyek konstruksi. 

• GSB, GSJ, GSDanau 

• KDB dan KLB 

• Konsekuensi Hukum 

Pelanggaran Tata Ruang 

 

11 Mampu memahami terkait 

dengan UU No. 32 Tahun 2009 

tentang Lingkungan Hidup, 

memahami AMDAL dan izin 

lingkungan, memahami 

pelanggaran dan sanksi hukum, 

serta memahami tanggung jawab 

hukum atas pencemaran. 

Sehingga pembaca dapat 

memahami ketentuan dalam UU 

No. 32 Tahun 2009, menerapkan 

AMDAL dan izin lingkungan, 

serta menganalisis pelanggaran, 

sanksi, dan tanggung jawab 

hukum atas pencemaran dalam 

proyek konstruksi. 

• UU No. 32 Tahun 2009 

tentang Lingkungan 

Hidup 

• AMDAL dan Izin 

Lingkungan 

• Pelanggaran dan Sanksi 

Hukum 

• Tanggung Jawab Hukum 

atas Pencemaran 

 

12 Mampu memahami terkait 

dengan penyebab sengketa jasa 

konstruksi, memahami 

penyelesaian melalui mediasi dan 

arbitrase, memahami 

penyelesaian melalui pengadilan, 

serta memahami kepastian 

hukum dan keberlanjutan proyek. 

Sehingga pembaca dapat 

mengidentifikasi penyebab 

sengketa jasa konstruksi, memilih 

dan menerapkan metode 

penyelesaian melalui mediasi, 

• Penyebab Sengketa Jasa 

Konstruksi 

• Penyelesaian Melalui 

Mediasi dan Arbitrase 

• Penyelesaian Melalui 

Pengadilan 

• Kepastian Hukum dan 

Keberlanjutan Proyek 
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arbitrase, maupun pengadilan, 

serta memahami pentingnya 

kepastian hukum bagi 

keberlanjutan proyek konstruksi. 
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BAB I 

SISTEM HUKUM DAN 

LANDASAN REGULASI 

KONSTRUKSI 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan sistem hukum dalam proyek teknik 

sipil, memahami UU No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, 

memahami prinsip legalitas dan tanggung jawab hukum, serta 

memahami peraturan perundang-undangan terkait proyek teknik sipil. 

Sehingga pembaca dapat memahami dan menerapkan sistem hukum 

proyek teknik sipil, mengimplementasikan ketentuan dalam UU No. 2 

Tahun 2017, menjunjung prinsip legalitas, serta menjalankan 

tanggung jawab hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan 

secara profesional dan berkelanjutan. 

Materi Pembelajaran 

• Sistem Hukum dalam Proyek Teknik Sipil 

• UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

• Prinsip Legalitas dan Tanggung Jawab Hukum 

• Peraturan Perundang-Undangan Terkait Proyek Teknik Sipil 

• Ringkasan 

• Essay 

• Daftar Bacaan 

 

 

A. Sistem Hukum dalam Proyek Teknik Sipil 

 

Sistem hukum dalam proyek teknik sipil merupakan seperangkat 

aturan, prinsip, dan mekanisme kelembagaan yang mengatur seluruh 

proses penyelenggaraan kegiatan konstruksi, mulai dari tahap 

perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan dan 
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penyelesaian sengketa proyek. Keberadaan sistem hukum sangat penting 

karena proyek konstruksi melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan 

yang berbeda, seperti pemerintah, pemilik proyek, kontraktor, konsultan, 

tenaga kerja, serta masyarakat yang terdampak pembangunan. Oleh 

karena itu, hukum berfungsi memberikan kepastian, perlindungan, dan 

keadilan bagi seluruh pihak agar penyelenggaraan proyek dapat berjalan 

tertib, aman, efisien, serta sesuai dengan standar teknis dan peraturan 

yang berlaku (Sutedi, 2020; Ervianto, 2021). 

 

1. Pengertian Sistem Hukum dalam Proyek Teknik Sipil 

Sistem hukum dalam proyek teknik sipil merupakan seperangkat 

aturan, prinsip, serta lembaga yang berfungsi mengatur penyelenggaraan 

kegiatan konstruksi agar berjalan secara tertib, adil, dan memiliki 

kepastian hukum. Secara umum, sistem hukum dapat diartikan sebagai 

suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan 

dalam mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 

Menurut Soerjono Soekanto (2018), sistem hukum memiliki tiga 

komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya 

hukum. Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga yang 

menjalankan dan menegakkan hukum, seperti pengadilan, pemerintah, 

dan lembaga pengawas. Substansi hukum berkaitan dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur suatu bidang tertentu, sedangkan 

budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat 

dalam mematuhi hukum yang berlaku. Ketiga komponen tersebut saling 

berkaitan dan mempengaruhi efektivitas penerapan hukum dalam 

berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam sektor konstruksi. 

Pada konteks proyek teknik sipil, sistem hukum berperan penting 

dalam mengatur hubungan hukum antara berbagai pihak yang terlibat 

dalam kegiatan konstruksi, seperti pemerintah sebagai pemilik proyek, 

kontraktor, konsultan perencana, konsultan pengawas, serta masyarakat 

yang terdampak oleh pembangunan. Sistem hukum tersebut menetapkan 

hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga kegiatan 

pembangunan dapat dilaksanakan secara transparan, profesional, dan 

bertanggung jawab. Regulasi yang menjadi bagian dari sistem hukum 

konstruksi meliputi berbagai peraturan, seperti undang-undang jasa 

konstruksi, peraturan tentang bangunan gedung, ketentuan pengadaan 
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barang dan jasa pemerintah, serta regulasi mengenai perlindungan 

lingkungan hidup yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. 

 

2. Unsur-Unsur Sistem Hukum dalam Proyek Konstruksi 

Unsur-unsur sistem hukum dalam proyek konstruksi pada 

dasarnya terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, 

substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut saling 

berkaitan dan menentukan keberhasilan penerapan hukum dalam 

penyelenggaraan proyek konstruksi. Konsep ini banyak digunakan 

dalam kajian sosiologi hukum untuk memahami bagaimana hukum 

bekerja secara nyata dalam masyarakat dan dalam praktik pembangunan. 

Unsur pertama adalah struktur hukum (Legal Structure), yaitu 

lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan dalam pembentukan, 

pelaksanaan, serta penegakan hukum. Dalam sektor konstruksi di 

Indonesia, struktur hukum melibatkan berbagai lembaga pemerintah 

maupun lembaga independen yang berperan dalam pengaturan, 

pembinaan, dan pengawasan kegiatan konstruksi. Salah satu lembaga 

utama adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan jasa 

konstruksi dan penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur 

nasional. Selain itu terdapat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 

(LPJK) yang berperan dalam pengembangan sistem sertifikasi tenaga 

kerja konstruksi serta pembinaan badan usaha konstruksi agar memiliki 

standar kompetensi yang jelas. Pemerintah daerah juga memiliki peran 

penting dalam penerbitan izin bangunan, pengawasan tata ruang, serta 

pengendalian pembangunan di wilayahnya. Apabila terjadi sengketa 

dalam pelaksanaan proyek, maka penyelesaiannya dapat dilakukan 

melalui pengadilan atau lembaga arbitrase yang berfungsi memberikan 

kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Struktur hukum yang 

kuat akan mendukung terciptanya tata kelola industri konstruksi yang 

lebih tertib dan profesional. 

Unsur kedua adalah substansi hukum (Legal Substance), yaitu 

seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 

dalam penyelenggaraan kegiatan konstruksi. Substansi hukum ini 

mencakup berbagai regulasi yang mengatur tahap perencanaan, 

pelaksanaan, hingga pengawasan proyek konstruksi. Contohnya antara 
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lain undang-undang jasa konstruksi, undang-undang bangunan gedung, 

undang-undang lingkungan hidup, peraturan mengenai pengadaan 

barang dan jasa pemerintah, serta berbagai standar teknis seperti Standar 

Nasional Indonesia (SNI) di bidang konstruksi. Seluruh peraturan 

tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaku konstruksi agar 

pelaksanaan proyek dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, standar 

keselamatan, serta prinsip pembangunan yang berkelanjutan. 

Unsur ketiga adalah budaya hukum (Legal Culture), yaitu sikap, 

nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam 

sektor konstruksi, budaya hukum tercermin dari tingkat kepatuhan para 

pelaku proyek terhadap regulasi dan standar yang telah ditetapkan. 

Budaya hukum yang baik dapat dilihat dari kepatuhan terhadap standar 

keselamatan kerja konstruksi, kepatuhan terhadap kontrak kerja, 

transparansi dalam proses pengadaan proyek, serta tanggung jawab 

terhadap dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan. Menurut 

Ridwan HR (2020), budaya hukum memiliki peran penting dalam 

menentukan keberhasilan implementasi suatu regulasi. Hal ini berarti 

bahwa sebaik apa pun peraturan yang dibuat, pelaksanaannya tidak akan 

berjalan efektif tanpa adanya kesadaran dan komitmen dari para pelaku 

konstruksi untuk mematuhi hukum yang berlaku. 

 

3. Karakteristik Hukum dalam Proyek Teknik Sipil 

Karakteristik hukum dalam proyek teknik sipil memiliki 

kekhususan yang membedakannya dari sektor usaha lainnya. Hal ini 

disebabkan oleh kompleksitas kegiatan konstruksi, keterlibatan banyak 

pihak, serta besarnya risiko teknis dan finansial yang dapat muncul 

selama pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, pengaturan hukum dalam 

proyek konstruksi harus mampu memberikan kepastian hukum, 

perlindungan bagi para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa 

yang jelas apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan proyek. 

Salah satu karakteristik utama hukum dalam proyek teknik sipil 

adalah melibatkan banyak pihak. Dalam suatu proyek konstruksi 

biasanya terdapat berbagai aktor yang memiliki peran dan tanggung 

jawab berbeda. Pihak-pihak tersebut antara lain pemilik proyek atau 

owner, kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan, konsultan perencana 

yang bertanggung jawab dalam perancangan teknis, konsultan pengawas 
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yang mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan, subkontraktor yang 

mengerjakan bagian tertentu dari proyek, serta pemasok material yang 

menyediakan bahan konstruksi. Hubungan kerja di antara para pihak 

tersebut diatur melalui kontrak konstruksi yang memiliki kekuatan 

hukum mengikat sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan 

kewajiban yang jelas selama proyek berlangsung. 

Karakteristik kedua adalah memiliki nilai investasi yang besar. 

Proyek teknik sipil seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, 

bendungan, maupun pelabuhan biasanya membutuhkan dana yang 

sangat besar. Besarnya nilai investasi ini menyebabkan setiap kesalahan 

perencanaan, pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi, atau 

pelanggaran kontrak dapat menimbulkan kerugian finansial yang 

signifikan bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sistem hukum 

dalam proyek konstruksi diperlukan untuk mengatur mekanisme 

tanggung jawab serta perlindungan hukum terhadap potensi kerugian 

yang terjadi. 

Karakteristik berikutnya adalah mengandung risiko yang tinggi. 

Risiko dalam proyek konstruksi dapat muncul dalam berbagai bentuk, 

seperti kegagalan struktur bangunan, kecelakaan kerja, keterlambatan 

penyelesaian proyek, maupun pembengkakan biaya konstruksi. Risiko-

risiko tersebut tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga 

dapat menimbulkan dampak sosial dan keselamatan bagi masyarakat. 

Karena itu, pengaturan hukum diperlukan untuk menetapkan standar 

keselamatan kerja, tanggung jawab profesional, serta mekanisme 

pengendalian risiko dalam pelaksanaan proyek. 

Proyek konstruksi juga bersifat jangka panjang. Banyak proyek 

infrastruktur membutuhkan waktu pelaksanaan yang lama, mulai dari 

tahap perencanaan, pembangunan, hingga pengoperasian. Proyek seperti 

jalan tol, jembatan, bendungan, atau pelabuhan dapat berlangsung 

selama beberapa tahun. Kondisi ini menuntut adanya kepastian hukum 

yang berkelanjutan agar seluruh tahapan proyek dapat berjalan secara 

konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, 

sistem hukum dalam proyek teknik sipil memiliki peran penting dalam 

menjaga kelancaran pelaksanaan pembangunan serta melindungi 

kepentingan seluruh pihak yang terlibat. 
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4. Fungsi Hukum dalam Penyelenggaraan Proyek Konstruksi 

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan proyek konstruksi, khususnya dalam proyek teknik 

sipil yang melibatkan banyak pihak, memiliki nilai investasi besar, serta 

mengandung berbagai risiko teknis maupun administratif. Kehadiran 

hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, kepastian, dan 

perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan 

pembangunan. Dalam praktiknya, hukum memiliki beberapa fungsi 

utama yang mendukung kelancaran pelaksanaan proyek konstruksi. 

Fungsi pertama adalah fungsi pengaturan (Regulatory Function). 

Dalam fungsi ini, hukum berperan sebagai pedoman yang mengatur 

seluruh proses pembangunan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Pengaturan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari 

perencanaan proyek, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan 

konstruksi, hingga tahap pengawasan dan pemeliharaan bangunan. 

Melalui peraturan perundang-undangan, standar teknis, serta kontrak 

kerja konstruksi, hukum memberikan batasan yang jelas mengenai hak 

dan kewajiban setiap pihak. Dengan adanya fungsi pengaturan ini, 

kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara tertib, terstruktur, dan 

sesuai dengan standar keselamatan serta kualitas konstruksi. 

Gambar 1. Regulatory Function 
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Sumber: Icpte 

Fungsi kedua adalah fungsi perlindungan hukum. Hukum 

memberikan perlindungan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam 

proyek konstruksi, baik pemilik proyek, kontraktor, konsultan, tenaga 

kerja, maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. 

Perlindungan hukum ini mencakup berbagai aspek, seperti keselamatan 

kerja, perlindungan terhadap hak-hak pekerja, serta jaminan terhadap 

kualitas bangunan yang dihasilkan. Dengan adanya perlindungan 

hukum, para pihak memiliki kepastian mengenai hak yang dapat 

diperoleh serta tanggung jawab yang harus dipenuhi selama pelaksanaan 

proyek berlangsung. 

Fungsi ketiga adalah fungsi penyelesaian sengketa. Dalam 

pelaksanaan proyek konstruksi sering kali muncul konflik atau 

perselisihan antara para pihak, misalnya sengketa mengenai pelaksanaan 

kontrak, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perubahan pekerjaan 

(Variation Order), maupun masalah pembayaran. Untuk mengatasi hal 
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tersebut, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang 

dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti mediasi, arbitrase, 

maupun melalui proses peradilan. Mekanisme ini memberikan sarana 

bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara adil dan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Fungsi keempat adalah fungsi pengawasan. Melalui sistem 

hukum yang berlaku, pemerintah memiliki kewenangan untuk 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan konstruksi. 

Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan 

dilaksanakan sesuai dengan standar keselamatan, ketentuan teknis, serta 

peraturan tata ruang dan lingkungan hidup. Dengan adanya pengawasan 

yang efektif, potensi pelanggaran hukum maupun kegagalan konstruksi 

dapat diminimalkan sehingga kualitas pembangunan infrastruktur dapat 

terjaga dengan baik. 

 

B. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

merupakan landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan 

kegiatan jasa konstruksi di Indonesia. Undang-undang ini dibentuk untuk 

menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan sektor 

konstruksi modern, khususnya terkait globalisasi industri konstruksi, 

peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional, serta 

tuntutan tata kelola pembangunan yang lebih transparan dan profesional. 

Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem 

penyelenggaraan jasa konstruksi yang tertib, berkualitas, aman, dan 

berkelanjutan sehingga dapat mendukung pembangunan nasional secara 

efektif (Sutedi, 2020; Cahyono, 2022). 

 

1. Latar Belakang Pembentukan UU No. 2 Tahun 2017 

Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Jasa Konstruksi tidak dapat dilepaskan dari pentingnya 

sektor konstruksi dalam mendukung pembangunan nasional. Sektor 

konstruksi merupakan salah satu sektor strategis yang berperan besar 

dalam penyediaan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk mendorong 
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pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta 

mempercepat pemerataan pembangunan. Berbagai infrastruktur seperti 

jalan raya, jembatan, bendungan, pelabuhan, bandara, serta bangunan 

publik lainnya merupakan hasil dari kegiatan jasa konstruksi. 

Keberadaan infrastruktur tersebut tidak hanya mendukung aktivitas 

ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup 

masyarakat secara keseluruhan. 

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, dalam praktiknya 

sektor konstruksi di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan 

yang cukup kompleks. Beberapa permasalahan yang sering muncul 

antara lain kualitas pembangunan yang belum optimal, rendahnya 

penerapan standar keselamatan kerja konstruksi, serta lemahnya sistem 

pengawasan terhadap pelaksanaan proyek. Selain itu, dalam banyak 

proyek konstruksi juga sering terjadi sengketa kontrak antara pihak-

pihak yang terlibat, seperti pemilik proyek, kontraktor, maupun 

konsultan. Permasalahan lain yang cukup serius adalah masih rendahnya 

tingkat kompetensi sebagian tenaga kerja konstruksi, sehingga dapat 

mempengaruhi kualitas hasil pembangunan serta keselamatan kerja di 

lapangan. 

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa regulasi 

yang mengatur sektor konstruksi perlu diperbarui agar lebih mampu 

menjawab tantangan perkembangan industri konstruksi yang semakin 

kompleks. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum baru 

yang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia secara 

lebih komprehensif. Undang-undang ini menggantikan regulasi 

sebelumnya dengan tujuan memperkuat sistem pembinaan jasa 

konstruksi, meningkatkan profesionalisme pelaku konstruksi, serta 

menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang berkualitas 

dan berkelanjutan. 

 

2. Pengertian Jasa Konstruksi 

Pengertian jasa konstruksi dalam sistem hukum Indonesia diatur 

secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa 

jasa konstruksi adalah layanan jasa yang meliputi jasa konsultansi 
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konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pengertian ini menunjukkan 

bahwa kegiatan konstruksi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan 

pembangunan fisik, tetapi juga mencakup kegiatan perencanaan dan 

pengawasan yang mendukung keberhasilan suatu proyek pembangunan. 

Secara umum, jasa konstruksi terdiri dari dua jenis kegiatan 

utama yang saling berkaitan. Pertama adalah jasa konsultansi konstruksi, 

yaitu layanan profesional yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 

perancangan, serta pengawasan proyek konstruksi. Dalam tahap ini, 

konsultan memiliki peran penting dalam menyusun desain teknis, 

membuat perhitungan struktur, merencanakan anggaran biaya, serta 

memastikan bahwa rancangan bangunan telah memenuhi standar teknis, 

keselamatan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, konsultan 

pengawas juga bertugas memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi di lapangan sesuai dengan desain, spesifikasi teknis, serta 

ketentuan kontrak yang telah disepakati. 

Jenis kegiatan kedua adalah pekerjaan konstruksi, yaitu kegiatan 

yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan fisik suatu 

bangunan atau infrastruktur. Pekerjaan konstruksi meliputi berbagai 

aktivitas seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, bendungan, 

pelabuhan, maupun fasilitas publik lainnya. Selain kegiatan 

pembangunan baru, pekerjaan konstruksi juga mencakup pemeliharaan 

bangunan, perbaikan atau renovasi konstruksi yang telah ada, serta 

pembongkaran bangunan apabila diperlukan. Kegiatan ini biasanya 

dilaksanakan oleh kontraktor yang memiliki kemampuan teknis, tenaga 

kerja terampil, serta peralatan konstruksi yang memadai. 

 

 

 

3. Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

Tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

pembangunan nasional. Undang-undang ini disusun untuk menciptakan 

sistem penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih tertib, profesional, 

serta mampu menjawab tantangan perkembangan industri konstruksi 

yang semakin kompleks. Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya 
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memastikan bahwa kegiatan konstruksi tidak hanya menghasilkan 

infrastruktur yang berkualitas, tetapi juga dilaksanakan dengan 

memperhatikan aspek keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan 

pembangunan. 

Salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan jasa konstruksi 

adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi. Hal ini 

dilakukan dengan memperkuat sistem pembinaan, pengawasan, serta 

penerapan standar teknis dalam setiap tahap pembangunan. Dengan 

kualitas penyelenggaraan yang lebih baik, diharapkan hasil 

pembangunan infrastruktur dapat memenuhi standar keamanan, 

ketahanan, serta fungsi yang telah direncanakan. 

Tujuan berikutnya adalah mewujudkan tertib penyelenggaraan 

konstruksi. Tertib penyelenggaraan konstruksi berarti seluruh proses 

pembangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, standar teknis, serta prosedur yang berlaku. Ketertiban ini 

penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, penyimpangan 

pelaksanaan proyek, maupun konflik antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam kegiatan konstruksi. 

Undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan 

profesionalitas pelaku konstruksi. Profesionalitas tersebut diwujudkan 

melalui sistem sertifikasi tenaga kerja konstruksi, peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan kapasitas badan 

usaha konstruksi. Dengan adanya tenaga kerja yang kompeten dan badan 

usaha yang profesional, kualitas pekerjaan konstruksi dapat meningkat 

secara signifikan. 

Tujuan lainnya adalah menjamin keselamatan dan keamanan 

konstruksi. Kegiatan konstruksi memiliki risiko yang cukup tinggi, baik 

terhadap keselamatan tenaga kerja maupun terhadap keamanan 

bangunan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penerapan standar 

keselamatan kerja, pengawasan teknis, serta pengendalian mutu menjadi 

aspek penting dalam penyelenggaraan proyek konstruksi. 

 

4. Ruang Lingkup Pengaturan 

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mencakup berbagai aspek penting 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan konstruksi di 
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Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kerangka 

hukum yang komprehensif dalam mengatur seluruh proses 

penyelenggaraan jasa konstruksi, mulai dari aspek kelembagaan, pelaku 

usaha, tenaga kerja, hingga mekanisme pengawasan dan penyelesaian 

sengketa. Dengan adanya pengaturan yang luas dan sistematis, kegiatan 

konstruksi diharapkan dapat dilaksanakan secara tertib, profesional, serta 

memberikan jaminan keselamatan dan kualitas pembangunan. 

Salah satu ruang lingkup utama dalam undang-undang ini adalah 

penyelenggaraan jasa konstruksi, yaitu pengaturan mengenai tahapan 

kegiatan konstruksi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta 

pengawasan pekerjaan konstruksi. Pengaturan ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa setiap proyek pembangunan dilaksanakan sesuai 

dengan standar teknis, prosedur kerja, serta ketentuan hukum yang 

berlaku. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai usaha 

jasa konstruksi, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan badan usaha yang 

bergerak di bidang konstruksi, termasuk persyaratan legalitas usaha, 

klasifikasi usaha, serta tanggung jawab badan usaha dalam pelaksanaan 

proyek. 

Ruang lingkup lainnya adalah tenaga kerja konstruksi, yang 

mengatur mengenai kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja di sektor 

konstruksi. Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas 

sumber daya manusia di bidang konstruksi sehingga pekerjaan 

pembangunan dapat dilaksanakan oleh tenaga kerja yang memiliki 

keterampilan dan kompetensi yang memadai. Selain itu, undang-undang 

ini juga memberikan perhatian terhadap keselamatan konstruksi, yaitu 

upaya untuk menjamin keselamatan pekerja, masyarakat, serta 

keamanan bangunan yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi. 

Undang-undang ini juga mengatur mengenai sistem informasi 

jasa konstruksi, yang berfungsi untuk menyediakan data dan informasi 

yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi secara transparan dan 

terintegrasi. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan juga 

menjadi bagian penting dalam undang-undang ini, di mana pemerintah 

memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku 

usaha konstruksi serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kegiatan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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C. Prinsip Legalitas dan Tanggung Jawab Hukum 

 

Prinsip legalitas dan tanggung jawab hukum merupakan dua 

konsep fundamental dalam penyelenggaraan proyek teknik sipil. Prinsip 

legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan dalam kegiatan konstruksi 

harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, tanggung jawab 

hukum berkaitan dengan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam 

proyek konstruksi untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau 

keputusan yang diambil selama pelaksanaan proyek. Kedua prinsip ini 

sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi 

kepentingan para pihak, serta memastikan bahwa pembangunan 

infrastruktur dilaksanakan secara tertib, aman, dan profesional 

(Mertokusumo, 2019; Sutedi, 2020). 

 

1. Pengertian Prinsip Legalitas 

Prinsip legalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam 

sistem hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan 

oleh individu, badan usaha, maupun pemerintah harus memiliki dasar 

hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Prinsip ini menjadi landasan penting dalam negara hukum karena 

bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang serta 

memastikan bahwa setiap kebijakan, keputusan, atau tindakan yang 

diambil memiliki legitimasi hukum yang sah. Dengan adanya prinsip 

legalitas, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara tertib, 

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut Sudikno Mertokusumo (2019), asas legalitas berarti 

bahwa setiap tindakan hukum harus memiliki dasar dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada tindakan yang 

dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Asas ini juga menjamin bahwa 

hukum diterapkan secara adil dan konsisten kepada semua pihak. Dalam 

sistem hukum modern, prinsip legalitas berfungsi sebagai mekanisme 

pengendalian terhadap penggunaan kekuasaan, terutama oleh 

pemerintah atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat 

kebijakan dan menjalankan administrasi negara. 
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Pada konteks proyek teknik sipil, prinsip legalitas memiliki peran 

yang sangat penting karena kegiatan konstruksi melibatkan berbagai 

pihak, memiliki nilai investasi yang besar, serta berdampak langsung 

terhadap kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, seluruh proses 

pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah. Penerapan prinsip legalitas dalam 

proyek konstruksi dapat dilihat pada kewajiban untuk mematuhi 

berbagai regulasi yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, seperti 

peraturan mengenai jasa konstruksi, perizinan bangunan, pengadaan 

barang dan jasa pemerintah, serta ketentuan mengenai perlindungan 

lingkungan hidup. 

 

2. Penerapan Prinsip Legalitas dalam Proyek Teknik Sipil 

Penerapan prinsip legalitas dalam proyek teknik sipil dapat 

dilihat pada berbagai tahapan kegiatan pembangunan, mulai dari tahap 

perencanaan hingga penyelesaian proyek. Prinsip ini menuntut agar 

setiap aktivitas dalam penyelenggaraan proyek konstruksi dilaksanakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga 

seluruh proses pembangunan memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan 

adanya penerapan prinsip legalitas, kegiatan konstruksi dapat berjalan 

secara tertib, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi 

seluruh pihak yang terlibat. 

Salah satu bentuk penerapan prinsip legalitas dalam proyek 

konstruksi adalah melalui perizinan pembangunan. Sebelum suatu 

proyek dilaksanakan, pemilik proyek wajib memperoleh berbagai izin 

yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Perizinan ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan 

tata ruang, standar keselamatan bangunan, serta perlindungan 

lingkungan. Beberapa izin yang harus dipenuhi antara lain Persetujuan 

Bangunan Gedung (PBG) sebagai izin untuk mendirikan atau mengubah 

bangunan, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang menyatakan bahwa suatu 

bangunan telah memenuhi persyaratan teknis dan layak digunakan, izin 

lingkungan atau dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL), serta izin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata 

ruang wilayah. 
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Penerapan prinsip legalitas juga tercermin dalam kontrak 

konstruksi. Setiap proyek konstruksi harus dilaksanakan berdasarkan 

kontrak yang sah secara hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa. 

Kontrak konstruksi berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak, 

kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak selama 

pelaksanaan proyek berlangsung. Melalui kontrak tersebut, berbagai 

aspek penting seperti lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, biaya 

proyek, serta mekanisme penyelesaian sengketa dapat diatur secara jelas. 

Menurut Adrian Sutedi (2020), kontrak konstruksi merupakan instrumen 

hukum utama dalam pelaksanaan proyek karena menjadi dasar 

pengaturan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam 

kegiatan pembangunan. 

 

3. Konsep Tanggung Jawab Hukum 

Konsep tanggung jawab hukum merupakan salah satu prinsip 

penting dalam sistem hukum yang berkaitan dengan kewajiban 

seseorang atau suatu badan hukum untuk menanggung akibat dari 

tindakan yang dilakukannya. Tanggung jawab hukum muncul ketika 

suatu tindakan menimbulkan konsekuensi hukum, baik karena 

melanggar peraturan perundang-undangan maupun karena tidak 

memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. 

Dalam konteks hukum, setiap individu atau lembaga yang melakukan 

tindakan tertentu harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Menurut Ridwan HR (2020), tanggung jawab hukum merupakan 

konsekuensi dari adanya kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh 

setiap subjek hukum. Kewajiban hukum tersebut dapat bersumber dari 

peraturan perundang-undangan, perjanjian, maupun norma hukum yang 

berlaku dalam masyarakat. Apabila kewajiban tersebut tidak 

dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka pihak yang bersangkutan 

dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata berupa 

ganti rugi, maupun sanksi pidana apabila pelanggaran yang dilakukan 

termasuk dalam kategori tindak pidana. 

Pada sektor konstruksi, konsep tanggung jawab hukum memiliki 

peran yang sangat penting karena kegiatan pembangunan melibatkan 
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berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda. Para 

pihak tersebut antara lain pemilik proyek, kontraktor, konsultan 

perencana, konsultan pengawas, subkontraktor, serta penyedia material 

konstruksi. Setiap pihak memiliki kewajiban tertentu yang harus 

dipenuhi sesuai dengan kontrak kerja maupun ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Apabila salah satu pihak tidak 

melaksanakan kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan yang telah ditetapkan, maka pihak tersebut dapat dimintai 

pertanggungjawaban hukum. 

 

4. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Hukum dalam Proyek 

Konstruksi 

Tanggung jawab hukum dalam proyek konstruksi dapat 

dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu tanggung jawab perdata, 

tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab administratif. Pembagian 

ini penting karena setiap bentuk tanggung jawab memiliki dasar hukum, 

mekanisme penegakan, serta jenis sanksi yang berbeda. Dalam kegiatan 

konstruksi yang melibatkan banyak pihak dan memiliki nilai investasi 

yang besar, penerapan tanggung jawab hukum menjadi sangat penting 

untuk menjaga kepastian hukum serta melindungi kepentingan semua 

pihak yang terlibat. 

Bentuk pertama adalah tanggung jawab perdata, yaitu tanggung 

jawab yang berkaitan dengan hubungan hukum antara para pihak dalam 

suatu perjanjian atau kontrak. Dalam proyek konstruksi, hubungan 

antara pemilik proyek, kontraktor, konsultan perencana, maupun 

konsultan pengawas biasanya diatur melalui kontrak kerja konstruksi 

yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Tanggung jawab perdata 

umumnya muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban 

yang telah disepakati dalam kontrak, yang dikenal sebagai wanprestasi. 

Contoh wanprestasi dalam proyek konstruksi antara lain keterlambatan 

penyelesaian proyek, kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi teknis, kegagalan bangunan akibat kesalahan dalam 

pelaksanaan konstruksi, serta tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran 

sesuai dengan ketentuan kontrak. Apabila terjadi wanprestasi, pihak 

yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan 
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ketentuan yang telah diatur dalam kontrak maupun dalam hukum 

perdata. 

Bentuk kedua adalah tanggung jawab pidana, yaitu tanggung 

jawab yang timbul apabila suatu tindakan dalam proyek konstruksi 

melanggar ketentuan hukum pidana dan menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat atau negara. Pelanggaran pidana dalam sektor konstruksi 

dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya praktik korupsi dalam 

proses pengadaan proyek, penggunaan material yang tidak memenuhi 

standar teknis sehingga membahayakan keselamatan bangunan, 

pelanggaran terhadap standar keselamatan kerja yang menyebabkan 

kecelakaan fatal, serta pemalsuan dokumen proyek. Dalam kasus-kasus 

tersebut, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau pidana 

penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Bentuk ketiga adalah tanggung jawab administratif, yaitu 

tanggung jawab yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan 

administratif yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan 

jasa konstruksi. Pelanggaran administratif biasanya dikenakan sanksi 

oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pembinaan 

dan pengawasan sektor konstruksi. Bentuk sanksi administratif yang 

dapat diberikan antara lain peringatan tertulis, denda administratif, 

pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha jasa konstruksi. 

Sanksi administratif ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam 

penyelenggaraan kegiatan konstruksi serta meningkatkan kepatuhan 

para pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Dengan adanya 

berbagai bentuk tanggung jawab hukum tersebut, diharapkan 

penyelenggaraan proyek konstruksi dapat dilaksanakan secara 

profesional, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

 

D. 20 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Proyek Teknik 

Sipil   

 

Proyek teknik sipil merupakan kegiatan pembangunan fisik yang 

memiliki dampak luas terhadap masyarakat, lingkungan, serta 

perekonomian nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan proyek konstruksi 

harus mengikuti berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur 

aspek teknis, administratif, lingkungan, serta tata kelola pembangunan. 
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Regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang bertujuan untuk 

menjamin bahwa kegiatan konstruksi dilaksanakan secara tertib, aman, 

berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut Sutedi 

(2020), hukum konstruksi tidak hanya diatur oleh satu undang-undang, 

tetapi merupakan kombinasi dari berbagai regulasi yang saling berkaitan, 

mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis sektoral. 

Pada praktiknya, proyek teknik sipil di Indonesia dipengaruhi 

oleh berbagai regulasi yang mengatur jasa konstruksi, pengadaan barang 

dan jasa, tata ruang, lingkungan hidup, bangunan gedung, keselamatan 

kerja, serta pembiayaan proyek. Berikut ini adalah dua puluh peraturan 

perundang-undangan utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan 

penyelenggaraan proyek teknik sipil di Indonesia. 

 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

merupakan dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan jasa 

konstruksi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek 

penting dalam kegiatan konstruksi, mulai dari penyelenggaraan jasa 

konstruksi, usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, keselamatan 

konstruksi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi. 

Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya menciptakan 

sistem industri konstruksi yang tertib, profesional, dan memiliki standar 

yang jelas. Salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban 

sertifikasi bagi badan usaha konstruksi dan tenaga kerja konstruksi 

sebagai bukti kompetensi dan profesionalitas dalam menjalankan 

pekerjaan konstruksi. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur 

tanggung jawab hukum apabila terjadi kegagalan bangunan yang 

disebabkan oleh kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun 

pengawasan proyek. Dengan adanya pengaturan tersebut, 

penyelenggaraan proyek konstruksi diharapkan dapat berjalan lebih 

aman, berkualitas, dan memiliki kepastian hukum (Sutedi, 2020). 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung mengatur persyaratan administratif dan teknis dalam 
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penyelenggaraan bangunan gedung. Undang-undang ini bertujuan untuk 

menjamin bahwa setiap bangunan yang didirikan memenuhi standar 

keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi 

penggunanya. Regulasi ini mencakup beberapa ketentuan penting, antara 

lain persyaratan teknis bangunan, perizinan pembangunan, pemanfaatan 

bangunan, serta ketentuan mengenai pembongkaran bangunan. Melalui 

aturan tersebut, pemerintah memastikan bahwa pembangunan gedung 

dilakukan sesuai standar teknis dan ketentuan tata ruang yang berlaku. 

Menurut Wulfram I. Ervianto (2021), pengaturan mengenai bangunan 

gedung sangat penting untuk menjamin keamanan, kualitas, dan 

kelayakan bangunan yang digunakan oleh masyarakat. 

 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang 

wilayah sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Undang-

undang ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan 

bangunan dilakukan secara terencana, terarah, serta tidak menimbulkan 

konflik penggunaan lahan maupun kerusakan lingkungan. Pada 

praktiknya, setiap proyek konstruksi wajib menyesuaikan lokasi 

pembangunan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Rencana tata ruang tersebut biasanya dituangkan dalam 

dokumen perencanaan seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 

dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang menjadi pedoman dalam 

pemanfaatan ruang di suatu wilayah. Melalui pengaturan tata ruang ini, 

pembangunan dapat dilaksanakan secara tertib serta menjaga 

keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian 

lingkungan. 

 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan dalam berbagai kegiatan pembangunan, 

termasuk proyek konstruksi. Undang-undang ini menegaskan bahwa 
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setiap kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak 

terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan seperti 

AMDAL atau UKL-UPL. Tujuan utama regulasi ini adalah untuk 

mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjaga 

keberlanjutan sumber daya alam, serta memastikan bahwa pembangunan 

dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Menurut Ridwan HR (2020), 

perlindungan lingkungan merupakan bagian penting dari tanggung 

jawab hukum dalam kegiatan pembangunan sehingga setiap proyek 

harus memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. 

 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur mekanisme 

pengadaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur yang 

digunakan bagi kepentingan umum, seperti jalan tol, bendungan, 

bandara, dan fasilitas publik lainnya. Regulasi ini bertujuan memberikan 

kepastian hukum serta memastikan proses pengadaan tanah dilakukan 

secara adil dan transparan. Undang-undang ini mengatur beberapa aspek 

penting, antara lain tahapan pengadaan tanah, proses penilaian ganti rugi, 

musyawarah dengan pemilik tanah, serta mekanisme penyelesaian 

sengketa apabila terjadi perbedaan pendapat dalam proses pengadaan 

tanah. Dengan adanya pengaturan tersebut, proses pengadaan tanah 

dapat dilaksanakan secara tertib sehingga mendukung kelancaran 

pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat luas. 

 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran 

mengatur penyelenggaraan profesi insinyur di Indonesia. Undang-

undang ini bertujuan meningkatkan profesionalitas dan kompetensi 

tenaga ahli teknik, termasuk di bidang teknik sipil yang berperan penting 

dalam proyek konstruksi. Regulasi ini mengatur beberapa aspek utama, 

seperti sertifikasi profesi insinyur, penerapan kode etik profesi, serta 

tanggung jawab profesional insinyur dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan para insinyur memiliki 
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standar kompetensi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan 

tugasnya. Menurut Wulfram I. Ervianto (2021), profesionalitas tenaga 

ahli merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan 

serta kualitas pelaksanaan proyek konstruksi. 

 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

merupakan regulasi yang bertujuan menyederhanakan proses perizinan 

dan meningkatkan kemudahan berusaha, termasuk dalam sektor 

konstruksi. Undang-undang ini diperkenalkan untuk mendorong 

investasi serta mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di 

Indonesia. Pada sektor konstruksi, undang-undang ini menerapkan 

sistem perizinan berbasis risiko, yaitu mekanisme perizinan yang 

disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Dengan sistem ini, 

proses perizinan menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien sehingga 

dapat mendukung percepatan pembangunan dan kegiatan investasi. 

 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Perppu Cipta Kerja 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 

Cipta Kerja merupakan undang-undang yang menetapkan Perppu Cipta 

Kerja menjadi undang-undang. Regulasi ini memperkuat dan 

melanjutkan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, khususnya terkait kemudahan berusaha dan 

percepatan investasi. Pada sektor konstruksi, undang-undang ini tetap 

mempertahankan beberapa ketentuan penting, seperti penyederhanaan 

perizinan usaha, penerapan perizinan berbasis risiko, serta pengaturan 

mengenai pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pembangunan. 

Tujuannya adalah mendukung percepatan pembangunan sekaligus tetap 

menjaga kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan proyek 

konstruksi. 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan peraturan turunan dari 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang 

mengatur lebih rinci mengenai penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi 

di Indonesia. Peraturan ini memuat ketentuan penting seperti klasifikasi 

usaha jasa konstruksi, sistem sertifikasi badan usaha konstruksi, serta 

mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan konstruksi 

oleh pemerintah. Melalui pengaturan yang lebih detail ini, diharapkan 

kegiatan konstruksi dapat dilaksanakan secara profesional, tertib, dan 

sesuai dengan standar yang berlaku. 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Bangunan Gedung 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU Bangunan Gedung merupakan peraturan pelaksanaan 

dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

yang mengatur lebih rinci berbagai aspek teknis dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung. Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai 

perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, hingga pembongkaran 

bangunan gedung agar memenuhi standar keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna. Salah satu perubahan 

penting dalam regulasi ini adalah penggantian Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang 

merupakan sistem perizinan baru untuk memastikan bahwa 

pembangunan bangunan telah memenuhi persyaratan teknis dan tata 

ruang sebelum dilaksanakan. 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

mengatur pelaksanaan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup 

dalam berbagai kegiatan pembangunan, termasuk proyek konstruksi. 

Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL), persetujuan lingkungan, serta 

pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari suatu kegiatan 

pembangunan. Tujuan utama regulasi ini adalah memastikan bahwa 
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pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan serta tidak 

menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. 

 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa 

dalam proyek pemerintah. Regulasi ini menjadi pedoman bagi instansi 

pemerintah dalam melaksanakan proses pengadaan secara tertib dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan utama peraturan ini adalah 

menciptakan proses pengadaan yang transparan, efisien, efektif, dan 

akuntabel, sehingga penggunaan anggaran negara dapat dilakukan secara 

tepat serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan 

proyek pemerintah. 

 

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Perpres Pengadaan Barang dan Jasa 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan perubahan 

dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini bertujuan menyempurnakan 

sistem pengadaan pemerintah agar lebih efisien, transparan, dan sesuai 

dengan perkembangan teknologi. Beberapa perubahan penting dalam 

regulasi ini berkaitan dengan penyederhanaan prosedur pengadaan, 

peningkatan penggunaan sistem elektronik (E-procurement), serta 

penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

 

14. Peraturan Menteri PUPR tentang Sistem Manajemen 

Keselamatan Konstruksi 

Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem 

Manajemen Keselamatan Konstruksi mengatur penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam penyelenggaraan 

proyek konstruksi. Regulasi ini menjadi pedoman bagi pelaku konstruksi 

dalam menerapkan standar keselamatan kerja di lokasi proyek. Tujuan 

utama peraturan ini adalah untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, 



24 Aspek Hukum dan Administrasi Proyek Teknik Sipil 

 

meningkatkan keselamatan tenaga kerja, serta memastikan bahwa 

kegiatan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan standar keselamatan 

yang telah ditetapkan. 

 

15. Peraturan Menteri PUPR tentang Standar dan Pedoman 

Konstruksi 

Peraturan Menteri PUPR tentang Standar dan Pedoman 

Konstruksi merupakan regulasi yang mengatur berbagai standar teknis 

dan pedoman pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang harus dipatuhi oleh 

pelaku jasa konstruksi. Peraturan ini menjadi acuan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi agar hasil 

pembangunan memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan ketahanan 

bangunan. Dengan adanya standar dan pedoman tersebut, kegiatan 

konstruksi dapat dilaksanakan secara lebih tertib, profesional, dan sesuai 

dengan ketentuan teknis yang berlaku. 

 

16. Peraturan Menteri PUPR tentang Sertifikasi Badan Usaha Jasa 

Konstruksi 

Peraturan Menteri PUPR tentang Sertifikasi Badan Usaha Jasa 

Konstruksi mengatur tata cara dan mekanisme sertifikasi bagi badan 

usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Sertifikasi ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa badan usaha memiliki kemampuan teknis, 

manajemen, dan sumber daya yang memadai dalam melaksanakan 

pekerjaan konstruksi. Melalui regulasi ini diatur proses klasifikasi dan 

kualifikasi badan usaha, persyaratan administrasi, serta prosedur 

penerbitan sertifikat badan usaha konstruksi. Sertifikasi tersebut menjadi 

bukti bahwa suatu perusahaan konstruksi telah memenuhi standar yang 

ditetapkan untuk melaksanakan proyek konstruksi secara profesional. 

 

17. Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Konstruksi 

Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Konstruksi merupakan 

standar teknis nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan 

konstruksi. SNI mengatur berbagai aspek teknis pembangunan seperti 

perencanaan dan desain struktur, spesifikasi material bangunan, metode 

pelaksanaan pekerjaan, serta pengujian kualitas konstruksi. Penerapan 

SNI bertujuan untuk memastikan bahwa bangunan dan infrastruktur 
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yang dibangun memiliki kualitas, keamanan, dan ketahanan yang sesuai 

dengan standar nasional. Dengan mengikuti standar ini, kegiatan 

konstruksi dapat dilaksanakan secara lebih aman, efisien, dan 

profesional. 

 

18. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) 

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) 

mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengembangan 

industri jasa konstruksi, khususnya dalam bidang sertifikasi tenaga kerja 

konstruksi dan pembinaan pelaku usaha konstruksi. Melalui peraturan 

tersebut, LPJK menetapkan mekanisme sertifikasi kompetensi tenaga 

kerja, standar kualifikasi tenaga ahli, serta sistem pembinaan bagi badan 

usaha konstruksi. Regulasi ini bertujuan meningkatkan kompetensi, 

profesionalitas, dan kualitas sumber daya manusia dalam sektor 

konstruksi. 

 

19. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) 

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

merupakan regulasi yang mengatur perencanaan dan pemanfaatan ruang 

di suatu daerah. Peraturan ini menjadi dasar dalam menentukan lokasi 

pembangunan infrastruktur, kawasan permukiman, kawasan industri, 

serta ruang terbuka hijau. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi 

pemerintah daerah dan pelaku pembangunan dalam melaksanakan 

kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan. Dengan adanya pengaturan ini, pembangunan dapat 

dilakukan secara terarah, tertib, dan berkelanjutan serta menghindari 

konflik penggunaan lahan. 

 

20. Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Perizinan 

Pembangunan 

Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Perizinan 

Pembangunan merupakan regulasi yang mengatur ketentuan teknis 

pembangunan bangunan di wilayah suatu daerah. Peraturan ini menjadi 

pedoman bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan 

pembangunan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah 
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tersebut. Regulasi ini biasanya mengatur persyaratan perizinan 

bangunan, standar teknis bangunan, serta mekanisme pengawasan 

pembangunan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya peraturan daerah 

ini, kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara tertib, aman, dan 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 

 

E. Ringkasan 

 

Sistem hukum dalam proyek teknik sipil merupakan kerangka 

aturan yang mengatur seluruh kegiatan konstruksi mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa. 

Sistem hukum ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, 

perlindungan bagi para pihak yang terlibat, serta menjamin bahwa 

pembangunan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan standar 

keselamatan, kualitas, dan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam 

praktiknya, sistem hukum konstruksi terdiri dari tiga unsur utama, yaitu 

struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang saling 

berinteraksi dalam mengatur kegiatan pembangunan (Soekanto, 2018). 

Landasan hukum utama dalam sektor konstruksi di Indonesia 

adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 

Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan jasa 

konstruksi, seperti usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, 

keselamatan konstruksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa 

konstruksi. Regulasi ini juga menekankan pentingnya profesionalitas 

pelaku konstruksi melalui sistem sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja 

konstruksi serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek 

(Sutedi, 2020). 

Pada pelaksanaan proyek teknik sipil, prinsip legalitas menjadi 

landasan penting yang menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan 

harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip ini 

mengharuskan setiap tahap proyek memiliki dasar hukum yang jelas, 

seperti perizinan pembangunan, kontrak konstruksi, standar teknis 

bangunan, serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Dengan penerapan 

prinsip legalitas, penyelenggaraan proyek dapat dilakukan secara tertib 

dan transparan. 
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Tanggung jawab hukum juga menjadi aspek penting dalam 

proyek konstruksi. Setiap pihak yang terlibat dalam proyek memiliki 

tanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan yang diambil selama 

pelaksanaan proyek. Tanggung jawab hukum tersebut dapat berupa 

tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif. Tanggung jawab 

perdata berkaitan dengan pelanggaran kontrak atau wanprestasi, 

tanggung jawab pidana berkaitan dengan pelanggaran hukum yang 

merugikan masyarakat atau negara, sedangkan tanggung jawab 

administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan 

administratif yang ditetapkan oleh pemerintah (Ridwan HR, 2020). 

Penyelenggaraan proyek teknik sipil juga diatur oleh berbagai 

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan 

pembangunan infrastruktur. Beberapa regulasi penting tersebut antara 

lain Undang-Undang Bangunan Gedung, Undang-Undang Penataan 

Ruang, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang 

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, serta berbagai peraturan 

pemerintah dan peraturan presiden mengenai pengadaan barang dan jasa 

serta penyelenggaraan konstruksi. Regulasi-regulasi tersebut 

membentuk sistem hukum yang komprehensif dalam mengatur kegiatan 

pembangunan. 

Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, kegiatan konstruksi 

dapat dilaksanakan secara profesional, aman, dan berkelanjutan. Sistem 

hukum juga berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran 

dalam proyek pembangunan serta menyediakan mekanisme 

penyelesaian sengketa apabila terjadi konflik antara para pihak. Oleh 

karena itu, pemahaman terhadap sistem hukum dan regulasi konstruksi 

menjadi hal yang sangat penting bagi para pelaku proyek teknik sipil, 

baik pemerintah, kontraktor, konsultan, maupun tenaga kerja konstruksi, 

agar kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ervianto, 2021). 

 

 

 

 

 

 



28 Aspek Hukum dan Administrasi Proyek Teknik Sipil 

 

F. Essay 

 

1. Jelaskan pengertian sistem hukum dalam proyek teknik sipil serta 

peranannya dalam menjamin keberhasilan pembangunan 

infrastruktur. 

2. Uraikan unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, 

substansi hukum, dan budaya hukum dalam konteks 

penyelenggaraan proyek konstruksi. 

3. Jelaskan latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan perbedaannya dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. 

4. Analisis tujuan utama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dalam 

meningkatkan kualitas dan profesionalitas industri konstruksi di 

Indonesia. 

5. Jelaskan prinsip legalitas dalam penyelenggaraan proyek teknik sipil 

serta berikan contoh penerapannya dalam kegiatan pembangunan. 

6. Uraikan berbagai bentuk tanggung jawab hukum yang dapat timbul 

dalam proyek konstruksi, baik tanggung jawab perdata, pidana, 

maupun administratif. 

7. Jelaskan tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh pemilik proyek, 

kontraktor, konsultan perencana, dan konsultan pengawas dalam 

pelaksanaan proyek konstruksi. 

8. Analisis peran berbagai peraturan perundang-undangan selain UU 

Jasa Konstruksi dalam mendukung penyelenggaraan proyek teknik 

sipil di Indonesia. 

9. Jelaskan hubungan antara regulasi tata ruang, lingkungan hidup, dan 

bangunan gedung dalam pelaksanaan proyek pembangunan 

infrastruktur. 

10. Menurut pendapat Anda, mengapa pemahaman terhadap sistem 

hukum dan regulasi konstruksi sangat penting bagi para pelaku 

proyek teknik sipil? Jelaskan dengan contoh. 
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BAB II 

BADAN USAHA DAN STANDAR 

PROFESIONAL KONSTRUKSI 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan legalitas dan pembentukan badan 

usaha konstruksi, memahami sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja, 

memahami peran LPJK dan asosiasi profesi, serta memahami standar 

sertifikasi dan kompetensi dan tanggung jawab profesional. Sehingga 

pembaca dapat memahami legalitas dan proses pembentukan badan 

usaha konstruksi, menerapkan sertifikasi badan usaha dan tenaga 

kerja, menganalisis peran LPJK dan asosiasi profesi, serta memenuhi 

standar kompetensi dan tanggung jawab profesional dalam 

penyelenggaraan jasa konstruksi. 

Materi Pembelajaran 

• Legalitas dan Pembentukan Badan Usaha Konstruksi 

• Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja 

• Peran LPJK dan Asosiasi Profesi 

• Standar Sertifikasi dan Kompetensi dan Tanggung Jawab 

Profesional 

• Ringkasan 

• Essay 

• Daftar Bacaan  

 

 

A. Legalitas dan Pembentukan Badan Usaha Konstruksi 

 

Legalitas badan usaha konstruksi merupakan salah satu aspek 

fundamental dalam penyelenggaraan proyek teknik sipil. Setiap 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi wajib memiliki 

status hukum yang jelas serta memenuhi berbagai persyaratan 

administratif dan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Legalitas ini 

bertujuan untuk menjamin bahwa badan usaha yang terlibat dalam 
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kegiatan konstruksi memiliki kemampuan profesional, tanggung jawab 

hukum, serta kompetensi yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan 

konstruksi. Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan badan 

usaha konstruksi yang legal dan profesional sangat penting untuk 

menjamin kualitas infrastruktur, keselamatan kerja, serta kepastian 

hukum dalam hubungan kontraktual antar pihak dalam proyek (Sutedi, 

2020; Ervianto, 2021). 

 

1. Pengertian Badan Usaha Konstruksi 

Badan usaha konstruksi merupakan entitas bisnis yang bergerak 

dalam penyediaan layanan di bidang pembangunan infrastruktur. 

Kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha ini meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, serta pengawasan pekerjaan konstruksi. Dalam sistem 

hukum Indonesia, pengertian badan usaha konstruksi diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang 

menyatakan bahwa badan usaha konstruksi adalah badan usaha yang 

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan 

kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi. Dengan demikian, badan usaha 

konstruksi dapat berbentuk perusahaan seperti perseroan terbatas, 

koperasi, maupun bentuk badan usaha lainnya yang secara resmi 

menjalankan kegiatan usaha konstruksi. 

Menurut Wulfram I. Ervianto (2021), badan usaha konstruksi 

merupakan organisasi yang dibentuk secara formal untuk menjalankan 

kegiatan usaha yang berkaitan dengan pembangunan berbagai jenis 

infrastruktur. Kegiatan tersebut mencakup pembangunan gedung, jalan, 

jembatan, irigasi, bendungan, serta berbagai fasilitas publik lainnya yang 

diperlukan dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, badan usaha konstruksi 

memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai sumber daya 

yang diperlukan dalam proyek konstruksi, seperti tenaga kerja yang 

kompeten, peralatan konstruksi, material bangunan, serta sistem 

manajemen proyek yang efektif. Keberadaan sumber daya tersebut 

sangat penting agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan 

rencana, standar teknis, serta waktu yang telah ditetapkan. 

 

2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Konstruksi 
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Badan usaha konstruksi di Indonesia dapat berbentuk beberapa 

jenis badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Bentuk badan usaha tersebut menentukan sistem 

pengelolaan, tanggung jawab hukum, serta mekanisme operasional 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan konstruksi. Salah satu bentuk 

badan usaha yang paling umum digunakan dalam industri konstruksi 

adalah Perseroan Terbatas (PT). PT merupakan badan hukum yang 

didirikan berdasarkan perjanjian dengan modal yang terbagi dalam 

bentuk saham. Ketentuan mengenai PT diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam bentuk badan 

usaha ini terdapat pemisahan yang jelas antara kekayaan perusahaan dan 

kekayaan pribadi pemegang saham, sehingga tanggung jawab pemegang 

saham terbatas pada modal yang ditanamkan. Dalam sektor konstruksi, 

banyak perusahaan kontraktor besar menggunakan bentuk PT karena 

pengelolaannya lebih profesional serta memudahkan perusahaan dalam 

memperoleh investasi dan pembiayaan proyek. 

Terdapat pula badan usaha berbentuk firma (Fa). Firma adalah 

badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang menjalankan 

usaha dengan menggunakan satu nama bersama. Dalam firma, seluruh 

anggota memiliki tanggung jawab penuh terhadap kewajiban 

perusahaan. Menurut H. Salim HS (2021), salah satu karakteristik utama 

firma adalah tanggung jawab tidak terbatas dari para sekutunya. Artinya, 

apabila perusahaan mengalami kerugian atau memiliki kewajiban yang 

harus dipenuhi, maka para anggota firma dapat dimintai 

pertanggungjawaban hingga pada harta pribadinya. 

Bentuk badan usaha lainnya adalah Commanditaire 

Vennootschap (CV). CV merupakan badan usaha yang terdiri dari dua 

jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif 

bertanggung jawab menjalankan kegiatan perusahaan, sedangkan sekutu 

pasif hanya menanamkan modal tanpa terlibat langsung dalam 

pengelolaan usaha. Bentuk CV cukup banyak digunakan oleh kontraktor 

skala kecil dan menengah karena proses pendiriannya relatif lebih 

sederhana dibandingkan dengan PT. 

Badan usaha konstruksi juga dapat berbentuk koperasi. Dalam 

koperasi, para anggota memiliki kedudukan yang sama sebagai pemilik 

sekaligus pengguna jasa. Menurut Ridwan HR (2020), koperasi di 
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bidang konstruksi biasanya dibentuk oleh kelompok tenaga kerja atau 

pengusaha kecil untuk meningkatkan kemampuan dalam memperoleh 

proyek pembangunan serta memperkuat kerja sama ekonomi 

antaranggota. Dengan berbagai bentuk badan usaha tersebut, pelaku 

konstruksi dapat memilih struktur organisasi yang paling sesuai dengan 

kebutuhan dan skala usahanya. 

3. Persyaratan Legalitas Badan Usaha Konstruksi 

Persyaratan legalitas merupakan hal penting yang harus dipenuhi 

oleh badan usaha konstruksi agar dapat menjalankan kegiatan usaha 

secara sah dan diakui oleh hukum. Legalitas ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa perusahaan memiliki dasar hukum yang jelas, 

memenuhi ketentuan administrasi, serta memiliki kemampuan dalam 

melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Salah satu persyaratan utama adalah akta pendirian perusahaan. 

Akta ini dibuat oleh notaris dan berisi informasi mengenai identitas 

perusahaan, tujuan usaha, modal perusahaan, serta struktur organisasi. 

Akta pendirian kemudian harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar badan usaha memiliki 

status hukum yang sah. 

Badan usaha juga wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 

NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui 

sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko, NIB berfungsi sebagai tanda daftar 

perusahaan sekaligus izin usaha yang memungkinkan badan usaha 

menjalankan kegiatan bisnisnya secara legal. Selain itu, badan usaha 

konstruksi sebelumnya diwajibkan memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi 

(IUJK) sebagai izin khusus untuk menjalankan usaha di bidang 

konstruksi. Namun setelah diterapkannya sistem OSS, IUJK digantikan 

oleh mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko yang telah 

terintegrasi dengan NIB sehingga proses perizinan menjadi lebih 

sederhana dan efisien. 

Persyaratan penting lainnya adalah Sertifikat Badan Usaha 

(SBU). SBU merupakan sertifikat yang menunjukkan klasifikasi dan 

kualifikasi badan usaha konstruksi, yang menjadi bukti bahwa 

perusahaan memiliki kemampuan teknis serta manajerial untuk 
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melaksanakan pekerjaan konstruksi. Ketentuan mengenai kewajiban 

kepemilikan SBU diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Selain itu, setiap badan 

usaha juga wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai 

identitas perpajakan. NPWP digunakan dalam berbagai keperluan 

administrasi pajak serta transaksi bisnis. Dengan memenuhi seluruh 

persyaratan legalitas tersebut, badan usaha konstruksi dapat menjalankan 

kegiatan usahanya secara resmi, profesional, serta sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

 

4. Proses Pembentukan Badan Usaha Konstruksi 

Proses pembentukan badan usaha konstruksi dilakukan melalui 

beberapa tahapan administratif dan hukum agar perusahaan dapat 

beroperasi secara sah. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa 

badan usaha memiliki dasar hukum yang jelas serta memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan di bidang jasa konstruksi. 

Tahap pertama adalah penyusunan akta pendirian perusahaan. Pada 

tahap ini, para pendiri menyusun dokumen akta pendirian melalui 

notaris. Akta tersebut berisi informasi penting seperti nama perusahaan, 

tujuan dan bidang usaha, struktur organisasi, kepemilikan saham atau 

modal, serta ketentuan mengenai pengelolaan perusahaan. Akta 

pendirian ini menjadi dasar hukum berdirinya suatu badan usaha. 

Tahap berikutnya adalah pengesahan oleh Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah akta pendirian 

selesai dibuat, dokumen tersebut diajukan untuk mendapatkan 

pengesahan sebagai badan hukum. Dengan adanya pengesahan ini, 

perusahaan secara resmi diakui oleh negara sebagai entitas hukum yang 

dapat menjalankan kegiatan usaha. Selanjutnya perusahaan harus 

melakukan pendaftaran usaha melalui sistem Online Single Submission 

(OSS). Melalui sistem ini, badan usaha akan memperoleh Nomor Induk 

Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan 

sekaligus sebagai dasar perizinan usaha. Sistem OSS juga 

mengintegrasikan berbagai proses perizinan sehingga proses 

administrasi menjadi lebih sederhana dan efisien. 

Setelah memperoleh NIB, badan usaha konstruksi perlu 

mengajukan Sertifikat Badan Usaha (SBU) melalui lembaga sertifikasi 
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yang berwenang. Sertifikat ini menunjukkan klasifikasi dan kualifikasi 

perusahaan dalam bidang jasa konstruksi serta menjadi bukti bahwa 

perusahaan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan 

konstruksi. Tahap terakhir adalah pemenuhan persyaratan teknis 

perusahaan. Badan usaha konstruksi harus memiliki tenaga ahli yang 

memiliki sertifikat kompetensi, peralatan konstruksi yang memadai, 

serta sistem manajemen keselamatan kerja yang sesuai dengan standar 

yang berlaku. Dengan memenuhi seluruh tahapan tersebut, badan usaha 

konstruksi dapat menjalankan kegiatan usahanya secara legal, 

profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

 

B. Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja 

 

Sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja merupakan elemen 

penting dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang profesional, aman, 

dan berkualitas. Dalam industri konstruksi, kegiatan pembangunan 

melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab 

teknis yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan sistem sertifikasi yang 

memastikan bahwa badan usaha maupun tenaga kerja konstruksi 

memiliki kompetensi, kemampuan manajerial, serta standar profesional 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sertifikasi juga menjadi instrumen pengendalian mutu dalam proyek 

konstruksi sehingga dapat meminimalkan risiko kegagalan bangunan, 

kecelakaan kerja, maupun sengketa hukum dalam pelaksanaan proyek 

(Sutedi, 2020; Ervianto, 2021). 

 

1. Pengertian Sertifikasi dalam Jasa Konstruksi 

Sertifikasi dalam jasa konstruksi merupakan proses penilaian dan 

pengakuan resmi terhadap kompetensi badan usaha maupun tenaga kerja 

konstruksi berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

dan lembaga yang berwenang. Sertifikasi bertujuan untuk memastikan 

bahwa pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi memiliki 

kemampuan teknis, pengalaman, serta pengetahuan yang memadai untuk 

melaksanakan pekerjaan pembangunan secara aman dan profesional. 

Ketentuan mengenai sertifikasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa 
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sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat kepada badan usaha 

atau tenaga kerja konstruksi yang telah memenuhi persyaratan 

kompetensi dan kualifikasi tertentu sesuai dengan standar yang berlaku. 

Menurut Wulfram I. Ervianto (2021), sertifikasi dalam industri 

konstruksi memiliki peran penting dalam menjamin kualitas 

penyelenggaraan proyek. Melalui proses sertifikasi, kemampuan teknis, 

pengalaman kerja, serta pemahaman terhadap standar konstruksi dapat 

dinilai secara objektif. Dengan demikian, pelaku jasa konstruksi yang 

telah tersertifikasi diharapkan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan spesifikasi teknis, standar keselamatan, serta ketentuan hukum 

yang berlaku dalam sektor konstruksi. 

Adrian Sutedi (2020) menjelaskan bahwa sertifikasi merupakan 

salah satu instrumen penting dalam sistem regulasi jasa konstruksi. 

Sertifikasi tidak hanya berfungsi sebagai bukti kompetensi, tetapi juga 

sebagai mekanisme pengendalian kualitas dalam industri konstruksi. 

Dengan adanya sertifikasi, pemerintah dapat memastikan bahwa badan 

usaha dan tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam proyek 

pembangunan memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar 

profesional yang ditetapkan. 

 

2. Sertifikasi Badan Usaha Konstruksi 

Sertifikasi badan usaha konstruksi merupakan proses penilaian 

terhadap kemampuan suatu perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan 

konstruksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil dari proses 

ini diberikan dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang menjadi 

bukti bahwa perusahaan memiliki kompetensi serta kualifikasi untuk 

menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi. Ketentuan 

mengenai kewajiban sertifikasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang 

menyatakan bahwa setiap badan usaha yang bergerak di bidang jasa 

konstruksi wajib memiliki SBU sebagai syarat untuk dapat menjalankan 

kegiatan usaha secara legal. 

Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan dokumen resmi yang 

menunjukkan bahwa suatu badan usaha telah memenuhi persyaratan 

klasifikasi dan kualifikasi tertentu dalam bidang jasa konstruksi. 

Sertifikat ini memuat berbagai informasi penting mengenai perusahaan, 
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seperti klasifikasi bidang pekerjaan konstruksi yang dapat dilaksanakan, 

kualifikasi usaha perusahaan, kemampuan teknis dan manajerial 

perusahaan, serta masa berlaku sertifikat tersebut. Dengan adanya SBU, 

pemerintah dan pengguna jasa dapat mengetahui kemampuan serta ruang 

lingkup pekerjaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan konstruksi. 

Tujuan utama dari sertifikasi badan usaha konstruksi adalah 

untuk menjamin bahwa perusahaan yang terlibat dalam kegiatan 

pembangunan memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu, sertifikasi 

juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dalam industri 

konstruksi, memberikan perlindungan kepada pengguna jasa konstruksi, 

serta menjamin kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Sertifikasi juga 

berperan dalam meningkatkan daya saing perusahaan konstruksi baik di 

tingkat nasional maupun internasional, karena perusahaan yang telah 

tersertifikasi dianggap lebih terpercaya dan memenuhi standar 

profesional yang berlaku. 

 

3. Klasifikasi Badan Usaha Konstruksi 

Klasifikasi badan usaha konstruksi merupakan pengelompokan 

perusahaan berdasarkan jenis pekerjaan konstruksi yang dapat 

dilaksanakan. Sistem klasifikasi ini digunakan dalam proses sertifikasi 

untuk memastikan bahwa badan usaha hanya menjalankan pekerjaan 

yang sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya. Ketentuan 

mengenai klasifikasi badan usaha konstruksi diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi sebagai bagian dari sistem pengaturan industri jasa 

konstruksi. 

Secara umum, klasifikasi badan usaha konstruksi terbagi menjadi 

beberapa jenis kegiatan utama. Pertama adalah jasa perencanaan 

konstruksi, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana 

teknis suatu proyek pembangunan. Kegiatan ini meliputi perancangan 

struktur bangunan, perencanaan jalan, jembatan, sistem drainase, serta 

berbagai infrastruktur lainnya. Dalam tahap ini, perusahaan atau 

konsultan perencana bertanggung jawab menyusun desain teknis, 

gambar kerja, serta perhitungan struktur yang akan menjadi dasar 

pelaksanaan proyek konstruksi. 
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Kedua adalah jasa pelaksanaan konstruksi, yaitu kegiatan 

pembangunan fisik yang dilakukan di lapangan. Kegiatan ini meliputi 

pembangunan berbagai jenis infrastruktur seperti gedung, jalan raya, 

jembatan, bendungan, pelabuhan, maupun fasilitas publik lainnya. 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang ini biasanya berperan sebagai 

kontraktor yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan konstruksi 

sesuai dengan rencana, spesifikasi teknis, serta jadwal proyek yang telah 

ditetapkan. 

Ketiga adalah jasa pengawasan konstruksi, yaitu kegiatan yang 

bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai 

dengan perencanaan yang telah dibuat. Perusahaan atau konsultan 

pengawas bertugas memastikan bahwa pekerjaan konstruksi 

dilaksanakan sesuai dengan desain, spesifikasi teknis, standar 

keselamatan kerja, serta ketentuan kontrak yang berlaku. Pengawasan ini 

sangat penting untuk menjaga kualitas hasil pembangunan dan 

mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan proyek. 

 

4. Kualifikasi Badan Usaha Konstruksi 

Kualifikasi badan usaha konstruksi merupakan pengelompokan 

perusahaan berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki dalam 

melaksanakan pekerjaan konstruksi. Sistem kualifikasi ini digunakan 

untuk menilai kemampuan teknis, sumber daya manusia, pengalaman 

kerja, serta kemampuan finansial suatu perusahaan. Pengaturan 

mengenai kualifikasi badan usaha konstruksi menjadi bagian dari sistem 

sertifikasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Melalui sistem ini, 

setiap perusahaan konstruksi dapat dikategorikan sesuai dengan tingkat 

kemampuan yang dimilikinya dalam menangani proyek pembangunan. 

Secara umum, kualifikasi badan usaha konstruksi dibagi menjadi 

tiga kategori utama, yaitu kualifikasi kecil, menengah, dan besar. 

Kualifikasi kecil diberikan kepada badan usaha dengan kapasitas usaha 

yang relatif terbatas. Perusahaan dalam kategori ini biasanya menangani 

proyek konstruksi dengan nilai kontrak yang tidak terlalu besar dan 

umumnya beroperasi pada skala lokal atau daerah. Meskipun demikian, 

perusahaan kecil tetap memiliki peran penting dalam pelaksanaan 
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berbagai proyek pembangunan, terutama pada proyek-proyek berskala 

kecil hingga menengah. 

Selanjutnya adalah kualifikasi menengah, yaitu badan usaha 

yang memiliki kemampuan teknis, pengalaman kerja, serta kapasitas 

finansial yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Perusahaan dengan kualifikasi menengah biasanya mampu menangani 

proyek konstruksi dengan nilai kontrak yang lebih besar serta memiliki 

tenaga kerja dan peralatan yang lebih lengkap. Kategori ini sering 

menjadi penghubung antara perusahaan kecil dan perusahaan besar 

dalam industri konstruksi. 

Kategori terakhir adalah kualifikasi besar, yang diberikan kepada 

badan usaha dengan kapasitas teknis, sumber daya manusia, 

pengalaman, serta kemampuan finansial yang sangat kuat. Perusahaan 

dengan kualifikasi besar biasanya mampu menangani proyek-proyek 

konstruksi berskala besar seperti pembangunan jalan tol, jembatan besar, 

bendungan, bandara, maupun proyek infrastruktur nasional lainnya. 

 

C. Peran LPJK dan Asosiasi Profesi 

 

Pada industri jasa konstruksi, keberadaan lembaga yang 

mengatur, mengawasi, dan meningkatkan profesionalitas pelaku 

konstruksi sangat diperlukan untuk menjamin kualitas pembangunan 

infrastruktur. Dua institusi penting dalam sistem penyelenggaraan jasa 

konstruksi di Indonesia adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 

(LPJK) dan berbagai asosiasi profesi konstruksi. Kedua lembaga ini 

memiliki peran strategis dalam pembinaan, sertifikasi, pengembangan 

kompetensi, serta peningkatan standar profesional dalam industri 

konstruksi. Melalui peran LPJK dan asosiasi profesi, diharapkan industri 

konstruksi dapat berkembang secara profesional, kompetitif, dan mampu 

mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan (Sutedi, 2020; 

Ervianto, 2021). 

 

1. Pengertian LPJK 

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) merupakan 

lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendukung pembinaan 

dan pengembangan sektor jasa konstruksi di Indonesia. Keberadaan 
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LPJK bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta profesionalitas badan 

usaha dan tenaga kerja yang terlibat dalam industri konstruksi. Peran 

lembaga ini sangat penting karena sektor konstruksi melibatkan berbagai 

pihak dan memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, sehingga 

diperlukan pengelolaan yang baik serta standar kompetensi yang jelas. 

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi, LPJK dijelaskan sebagai lembaga yang membantu 

pemerintah dalam menyelenggarakan pengembangan jasa konstruksi. 

Tugas tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti registrasi 

pelaku usaha konstruksi, sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja 

konstruksi, serta pembinaan terhadap pelaku industri konstruksi. Melalui 

kegiatan ini, LPJK berperan dalam memastikan bahwa badan usaha 

maupun tenaga kerja yang terlibat dalam proyek pembangunan memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

LPJK juga berfungsi sebagai lembaga yang mendorong 

peningkatan kualitas industri konstruksi secara berkelanjutan. Dengan 

adanya sistem registrasi dan sertifikasi, LPJK dapat membantu 

menciptakan standar profesional yang lebih baik dalam pelaksanaan 

proyek konstruksi. Hal ini penting untuk menjamin kualitas hasil 

pembangunan serta meningkatkan keselamatan kerja dalam kegiatan 

konstruksi. 

 

2. Dasar Hukum Pembentukan LPJK 

Dasar hukum pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa 

Konstruksi (LPJK) di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan sektor jasa 

konstruksi. Keberadaan dasar hukum ini bertujuan memberikan 

legitimasi dan kepastian hukum terhadap peran serta fungsi LPJK dalam 

melakukan pembinaan dan pengembangan industri konstruksi. 

Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam undang-undang tersebut 

dijelaskan bahwa LPJK berperan membantu pemerintah dalam 

mengembangkan sektor jasa konstruksi melalui kegiatan registrasi, 

sertifikasi, serta pembinaan terhadap badan usaha dan tenaga kerja 

konstruksi. Regulasi ini juga menegaskan pentingnya peningkatan 
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profesionalitas pelaku konstruksi agar kualitas pembangunan dapat 

terjamin. 

Pengaturan mengenai peran dan pelaksanaan fungsi LPJK juga 

dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Peraturan pemerintah ini 

mengatur berbagai aspek teknis dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, 

termasuk sistem sertifikasi badan usaha, sertifikasi tenaga kerja 

konstruksi, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan industri 

konstruksi. Melalui regulasi ini, LPJK memiliki peran dalam mendukung 

pengembangan sistem sertifikasi yang menjadi dasar penilaian 

kompetensi pelaku jasa konstruksi. 

Dasar hukum LPJK juga diperkuat melalui berbagai Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang 

mengatur pembinaan jasa konstruksi. Peraturan menteri ini biasanya 

mengatur secara lebih teknis mengenai pelaksanaan sertifikasi, 

pembinaan tenaga kerja konstruksi, serta pengembangan kapasitas badan 

usaha konstruksi. 

 

 

3. Fungsi dan Tugas LPJK 

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memiliki 

berbagai fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pengembangan serta 

peningkatan kualitas industri jasa konstruksi di Indonesia. Peran LPJK 

sangat penting dalam memastikan bahwa badan usaha dan tenaga kerja 

konstruksi memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Fungsi dan tugas LPJK dijalankan sebagai 

bagian dari pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 

Salah satu fungsi utama LPJK adalah melakukan registrasi badan 

usaha dan tenaga kerja konstruksi. Registrasi ini bertujuan untuk 

mendata serta memastikan bahwa seluruh pelaku usaha dan tenaga kerja 

yang terlibat dalam kegiatan konstruksi telah memenuhi persyaratan 

administrasi dan kompetensi yang ditetapkan. Dengan adanya registrasi, 

pemerintah dapat memiliki data yang akurat mengenai pelaku industri 

konstruksi di Indonesia. 
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LPJK juga memiliki tugas dalam penyelenggaraan sistem 

sertifikasi bagi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi melalui lembaga 

sertifikasi yang telah terakreditasi. Menurut Adrian Sutedi (2020), sistem 

sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas pelaku jasa 

konstruksi serta menjamin bahwa pekerjaan konstruksi dilakukan oleh 

pihak yang memiliki kompetensi yang memadai. 

LPJK juga berperan dalam pembinaan pelaku jasa konstruksi. 

Kegiatan pembinaan ini dilakukan melalui berbagai program seperti 

pelatihan teknis, seminar profesional, workshop pengembangan 

kompetensi, serta program peningkatan kapasitas tenaga kerja 

konstruksi. Melalui kegiatan tersebut, kemampuan teknis dan manajerial 

para pelaku konstruksi dapat terus ditingkatkan agar mampu mengikuti 

perkembangan teknologi dan standar industri. 

LPJK turut berperan dalam pengembangan Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang konstruksi. Standar ini 

menjadi acuan dalam proses sertifikasi tenaga kerja sehingga 

kemampuan tenaga kerja konstruksi dapat dinilai secara objektif dan 

terukur. LPJK juga mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi 

yang memuat data mengenai badan usaha, tenaga kerja konstruksi, serta 

kegiatan pembangunan. Sistem informasi ini membantu meningkatkan 

transparansi dan mempermudah akses informasi bagi pemerintah 

maupun masyarakat terkait penyelenggaraan jasa konstruksi di 

Indonesia. 

 

4. Peran Strategis LPJK dalam Industri Konstruksi 

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memiliki peran 

strategis dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas industri 

konstruksi di Indonesia. Melalui berbagai program pembinaan, 

sertifikasi, dan pengembangan standar kompetensi, LPJK membantu 

menciptakan sistem penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih 

terstruktur dan berkualitas. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari 

implementasi kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 

Salah satu peran utama LPJK adalah meningkatkan 

profesionalitas pelaku jasa konstruksi. Hal ini dilakukan melalui 

penerapan sistem registrasi dan sertifikasi bagi badan usaha maupun 
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tenaga kerja konstruksi. Dengan adanya sistem tersebut, hanya pelaku 

konstruksi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai yang 

dapat terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan. 

LPJK juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia di sektor konstruksi. Melalui berbagai kegiatan seperti 

pelatihan, seminar, dan program pengembangan kompetensi, LPJK 

membantu meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial tenaga kerja 

konstruksi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sangat penting 

karena keberhasilan suatu proyek konstruksi sangat bergantung pada 

kompetensi tenaga kerja yang terlibat. 

LPJK memiliki peran penting dalam menjamin standar 

kompetensi tenaga kerja konstruksi. Melalui pengembangan standar 

kompetensi dan sistem sertifikasi, LPJK memastikan bahwa tenaga kerja 

konstruksi memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. 

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi serta 

mengurangi risiko kesalahan teknis dalam pelaksanaan proyek. 

LPJK juga berperan dalam mendorong terciptanya persaingan 

usaha yang sehat dalam industri konstruksi. Dengan adanya sistem 

sertifikasi dan klasifikasi badan usaha, perusahaan konstruksi dapat 

bersaing secara lebih adil berdasarkan kemampuan dan kualifikasi yang 

dimiliki. Sistem ini membantu menciptakan industri konstruksi yang 

lebih transparan dan profesional. 

 

D. Standar Sertifikasi dan Kompetensi dan Tanggung Jawab 

Profesional 

 

Pada industri konstruksi, standar sertifikasi, kompetensi, dan 

tanggung jawab profesional merupakan elemen penting yang menjamin 

kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan proyek pembangunan. Setiap 

badan usaha maupun tenaga kerja konstruksi harus memenuhi standar 

kompetensi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat 

melaksanakan pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab. 

Standar tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi 

juga mencakup etika profesi, tanggung jawab hukum, serta keselamatan 

kerja. Melalui penerapan standar sertifikasi dan kompetensi yang jelas, 

diharapkan seluruh pelaku jasa konstruksi dapat bekerja secara 
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profesional dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas tinggi 

(Sutedi, 2020; Ervianto, 2021). 

 

1. Pengertian Standar Sertifikasi dalam Jasa Konstruksi 

Standar sertifikasi dalam jasa konstruksi merupakan seperangkat 

kriteria, prosedur, dan mekanisme penilaian yang digunakan untuk 

mengukur serta mengakui kompetensi badan usaha maupun tenaga kerja 

konstruksi. Standar ini menjadi dasar dalam proses pemberian sertifikat 

kompetensi yang menunjukkan bahwa seseorang atau suatu badan usaha 

telah memenuhi persyaratan profesional dalam melaksanakan pekerjaan 

konstruksi. Dengan adanya standar sertifikasi, kualitas pelaksanaan 

proyek dapat lebih terjamin karena pekerjaan dilakukan oleh pihak yang 

memiliki kemampuan teknis yang sesuai dengan bidangnya. 

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi, sertifikasi dijelaskan sebagai proses penilaian kompetensi 

yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa tenaga kerja 

dan badan usaha konstruksi memiliki kemampuan yang sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. Proses ini biasanya melibatkan penilaian 

terhadap pengetahuan teknis, pengalaman kerja, keterampilan praktis, 

serta pemahaman terhadap standar keselamatan dan kualitas konstruksi. 

Menurut Wulfram I. Ervianto (2021), standar sertifikasi sangat 

penting dalam industri konstruksi karena pekerjaan konstruksi memiliki 

tingkat risiko yang tinggi. Kesalahan kecil dalam tahap perencanaan, 

perancangan, maupun pelaksanaan konstruksi dapat menyebabkan 

kegagalan bangunan yang berpotensi membahayakan keselamatan 

manusia serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Oleh karena 

itu, diperlukan sistem sertifikasi yang mampu memastikan bahwa pelaku 

konstruksi memiliki kompetensi yang memadai sebelum terlibat dalam 

suatu proyek pembangunan. 

 

2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 

merupakan salah satu standar kompetensi yang digunakan dalam sektor 

konstruksi di Indonesia untuk menilai kemampuan tenaga kerja secara 

objektif. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup 

aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki 
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seseorang untuk melaksanakan tugas pada bidang pekerjaan tertentu. 

Standar ini disusun oleh pemerintah sebagai pedoman dalam 

pengembangan sumber daya manusia agar tenaga kerja memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. 

Pada sektor konstruksi, penerapan SKKNI diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi. Peraturan tersebut menegaskan bahwa standar 

kompetensi tenaga kerja konstruksi harus mengacu pada SKKNI yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya standar ini, proses penilaian 

kompetensi tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih terstruktur, 

transparan, dan terukur. 

SKKNI di bidang konstruksi mencakup berbagai jenis pekerjaan 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan proyek pembangunan. 

Beberapa bidang yang termasuk dalam SKKNI antara lain perencanaan 

konstruksi, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, manajemen 

proyek konstruksi, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Setiap 

bidang pekerjaan memiliki standar kompetensi tersendiri yang 

menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki oleh tenaga kerja 

dalam menjalankan tugasnya. 

 

 

 

3. Sistem Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi 

Sistem sertifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan mekanisme 

yang digunakan untuk menilai dan mengakui kompetensi tenaga kerja di 

bidang konstruksi. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

setiap tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pembangunan memiliki 

kemampuan teknis, pengetahuan, serta keterampilan yang sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. Ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi 

tenaga kerja konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa tenaga kerja 

konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai 

bukti bahwa memiliki kompetensi profesional dalam bidang 

pekerjaannya. 

Untuk memperoleh sertifikat tersebut, tenaga kerja konstruksi 

harus mengikuti proses sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga 
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sertifikasi yang berwenang. Proses ini umumnya terdiri dari beberapa 

tahapan. Tahap pertama adalah pendaftaran peserta sertifikasi, di mana 

calon peserta mengajukan permohonan untuk mengikuti proses 

sertifikasi. Setelah itu dilakukan verifikasi dokumen, yaitu pemeriksaan 

terhadap dokumen pendidikan, pelatihan, serta pengalaman kerja yang 

dimiliki oleh peserta. 

Tahap berikutnya adalah pelatihan atau pembekalan kompetensi, 

yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap 

standar kerja yang berlaku dalam bidang konstruksi. Setelah mengikuti 

pembekalan, peserta akan menjalani uji kompetensi yang dilakukan oleh 

asesor profesional. Dalam uji ini, peserta dinilai berdasarkan 

kemampuan teknis, pengetahuan, serta keterampilan yang dimiliki sesuai 

dengan bidang pekerjaannya. Apabila peserta dinyatakan lulus dalam uji 

kompetensi, maka akan dilakukan penerbitan sertifikat kompetensi 

sebagai bukti bahwa tenaga kerja tersebut telah memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan. Sertifikat ini menjadi syarat penting bagi 

tenaga kerja untuk dapat terlibat dalam proyek konstruksi secara 

profesional. 

 

4. Tingkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi 

Kompetensi tenaga kerja konstruksi dibagi ke dalam beberapa 

tingkatan berdasarkan kemampuan teknis, pendidikan, serta tanggung 

jawab profesional yang dimiliki. Pembagian ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa setiap tenaga kerja menjalankan tugas sesuai dengan 

tingkat keahlian dan perannya dalam proyek konstruksi. Sistem 

pengelompokan kompetensi ini juga menjadi dasar dalam proses 

sertifikasi tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 

Tingkatan pertama adalah tenaga kerja terampil. Tenaga kerja 

terampil merupakan pekerja konstruksi yang memiliki keterampilan 

teknis tertentu dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan. Biasanya 

terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan fisik dan memiliki 

keahlian praktis dalam bidang pekerjaan tertentu. Contoh tenaga kerja 

terampil antara lain tukang batu, tukang kayu, tukang besi, serta operator 

alat berat. Untuk diakui secara profesional, tenaga kerja terampil harus 

mengikuti pelatihan serta uji kompetensi sehingga dapat memperoleh 
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Sertifikat Keterampilan Kerja sebagai bukti bahwa memiliki 

kemampuan yang sesuai dengan standar yang berlaku. 

Tingkatan berikutnya adalah tenaga kerja ahli. Tenaga kerja ahli 

merupakan tenaga profesional yang umumnya memiliki pendidikan 

formal di bidang teknik, arsitektur, atau konstruksi serta memiliki 

tanggung jawab yang lebih besar dalam pelaksanaan proyek 

pembangunan. Biasanya terlibat dalam kegiatan perencanaan, 

pengambilan keputusan teknis, pengelolaan proyek, serta pengawasan 

pelaksanaan konstruksi. Contoh tenaga kerja ahli antara lain insinyur 

sipil, arsitek, manajer proyek, serta konsultan pengawas yang 

bertanggung jawab memastikan bahwa pekerjaan konstruksi 

dilaksanakan sesuai dengan desain, spesifikasi teknis, dan standar 

keselamatan kerja. 

 

E. Ringkasan 

 

Badan usaha dan standar profesional merupakan bagian penting 

dalam sistem penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Keberadaan 

badan usaha konstruksi yang memiliki legalitas yang jelas serta tenaga 

kerja yang memiliki kompetensi profesional sangat menentukan 

keberhasilan pembangunan proyek teknik sipil. Oleh karena itu, 

pemerintah menetapkan berbagai regulasi dan mekanisme sertifikasi 

untuk memastikan bahwa seluruh pelaku jasa konstruksi memiliki 

kemampuan yang sesuai dengan standar yang berlaku (Sutedi, 2020). 

Legalitas badan usaha konstruksi merupakan dasar hukum yang 

memungkinkan suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha di 

bidang konstruksi. Badan usaha konstruksi dapat berbentuk Perseroan 

Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), firma, maupun 

koperasi. Untuk dapat beroperasi secara sah, badan usaha konstruksi 

harus memenuhi berbagai persyaratan administratif seperti memiliki akta 

pendirian, Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), serta Sertifikat Badan Usaha (SBU). Sertifikat Badan Usaha 

merupakan bukti bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan 

klasifikasi dan kualifikasi tertentu dalam bidang jasa konstruksi. Sistem 

klasifikasi dan kualifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa 
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perusahaan hanya mengerjakan proyek yang sesuai dengan kemampuan 

teknis dan kapasitasnya (Ervianto, 2021). 

Tenaga kerja konstruksi juga wajib memiliki sertifikasi 

kompetensi sebagai bukti kemampuan profesional dalam melaksanakan 

pekerjaan konstruksi. Sertifikasi tenaga kerja dilakukan melalui proses 

uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI). Sertifikasi ini menghasilkan Sertifikat Kompetensi 

Kerja yang menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki pengetahuan, 

keterampilan, serta sikap profesional yang diperlukan dalam bidang 

konstruksi. Tenaga kerja konstruksi umumnya dibagi menjadi dua 

kategori utama, yaitu tenaga kerja terampil dan tenaga kerja ahli. Tenaga 

kerja terampil memiliki keterampilan teknis tertentu seperti tukang 

bangunan atau operator alat berat, sedangkan tenaga kerja ahli biasanya 

memiliki pendidikan formal di bidang teknik dan bertanggung jawab 

dalam perencanaan, pengawasan, atau manajemen proyek konstruksi 

(Sutedi, 2020). 

Pada sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, Lembaga 

Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memiliki peran yang sangat 

penting. LPJK merupakan lembaga yang membantu pemerintah dalam 

melakukan pembinaan dan pengembangan sektor jasa konstruksi. Tugas 

utama LPJK meliputi registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi, 

penyelenggaraan sertifikasi kompetensi, pengembangan standar 

kompetensi kerja, serta pelaksanaan berbagai program pembinaan bagi 

pelaku jasa konstruksi. Melalui peran LPJK, pemerintah dapat 

memastikan bahwa industri konstruksi berjalan secara profesional dan 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Ervianto, 2021). 

Berbagai asosiasi profesi juga memiliki peran penting dalam 

pengembangan industri konstruksi. Asosiasi profesi merupakan 

organisasi yang menghimpun para profesional di bidang konstruksi 

seperti insinyur, arsitek, dan konsultan konstruksi. Beberapa contoh 

asosiasi profesi di Indonesia antara lain Persatuan Insinyur Indonesia 

(PII), Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Gabungan 

Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), serta Ikatan 

Arsitek Indonesia (IAI). Asosiasi-asosiasi ini berperan dalam 

meningkatkan kompetensi anggota, menjaga etika profesi, serta 
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berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pembangunan nasional 

(Ridwan HR, 2020). 

Standar sertifikasi dan kompetensi dalam industri konstruksi juga 

berkaitan erat dengan tanggung jawab profesional para pelaku jasa 

konstruksi. Tanggung jawab profesional mencakup berbagai aspek, 

seperti tanggung jawab teknis dalam memastikan bahwa pekerjaan 

konstruksi dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan standar teknis 

yang berlaku, tanggung jawab terhadap keselamatan kerja melalui 

penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta 

tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran atau kegagalan 

bangunan akibat kelalaian profesional. Dengan adanya sistem tanggung 

jawab profesional ini, diharapkan setiap pelaku jasa konstruksi dapat 

bekerja secara lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan proyek pembangunan (Sutedi, 2020). 

Etika profesi juga merupakan aspek penting dalam industri 

konstruksi. Etika profesi mengatur perilaku profesional para pelaku 

konstruksi agar selalu menjunjung tinggi integritas, kejujuran, serta 

tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat. Penerapan etika 

profesi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 

profesi konstruksi serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur 

dilakukan dengan memperhatikan kepentingan publik (Ridwan HR, 

2020). 

Pada konteks pembangunan nasional, profesionalisme dalam 

industri konstruksi sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan 

infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Pembangunan 

infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, dan gedung publik 

memerlukan tenaga kerja yang kompeten serta badan usaha yang 

memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang memadai. Oleh karena 

itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia konstruksi menjadi salah 

satu prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional (Mahardhani, 

2021). 

Implementasi sistem sertifikasi dan standar kompetensi dalam 

industri konstruksi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu 

tantangan utama adalah masih terbatasnya jumlah tenaga kerja 

konstruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi, terutama di daerah-

daerah yang jauh dari pusat pelatihan. Selain itu, perkembangan 
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teknologi konstruksi yang sangat cepat juga menuntut tenaga kerja untuk 

terus meningkatkan kompetensinya agar dapat mengikuti perkembangan 

tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, 

lembaga pendidikan, asosiasi profesi, serta pelaku industri konstruksi 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi 

(Ervianto, 2021). 

Dengan adanya sistem legalitas badan usaha, sertifikasi tenaga 

kerja, pembinaan oleh LPJK, serta penguatan peran asosiasi profesi, 

diharapkan industri konstruksi di Indonesia dapat berkembang secara 

lebih profesional dan kompetitif. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas proyek konstruksi, tetapi juga untuk melindungi 

masyarakat dari risiko kegagalan bangunan serta menciptakan 

lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja konstruksi. 

 

F. Essay 

 

1. Jelaskan pengertian badan usaha konstruksi serta pentingnya 

legalitas dalam penyelenggaraan proyek teknik sipil. 

2. Uraikan proses pembentukan badan usaha konstruksi di Indonesia 

serta persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh perusahaan 

konstruksi. 

3. Jelaskan perbedaan antara klasifikasi dan kualifikasi badan usaha 

konstruksi serta pengaruhnya terhadap jenis proyek yang dapat 

dikerjakan. 

4. Jelaskan pengertian sertifikasi badan usaha konstruksi dan tujuan 

penerapan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dalam industri konstruksi. 

5. Uraikan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja 

konstruksi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek 

pembangunan. 

6. Jelaskan peran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) 

dalam pembinaan dan pengembangan industri jasa konstruksi di 

Indonesia. 

7. Analisis peran asosiasi profesi konstruksi dalam meningkatkan 

kompetensi dan profesionalitas tenaga kerja di bidang konstruksi. 
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8. Jelaskan konsep standar kompetensi kerja dalam industri konstruksi 

serta kaitannya dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI). 

9. Uraikan berbagai bentuk tanggung jawab profesional yang harus 

dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi dalam pelaksanaan proyek 

pembangunan. 

10. Menurut pendapat Anda, bagaimana pentingnya penerapan standar 

sertifikasi dan kompetensi dalam menciptakan industri konstruksi 

yang profesional dan berkualitas di Indonesia? 
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BAB III 

PENGADAAN BARANG DAN 

JASA KONSTRUKSI  

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan sistem pengadaan pemerintah dan 

swasta, memahami pengadaan secara prakualifikasi, memahami 

pengadaan secara pascakualifikasi, serta memahami risiko hukum 

dalam proses pengadaan. Sehingga pembaca dapat memahami sistem 

pengadaan pemerintah dan swasta, menerapkan metode prakualifikasi 

dan pascakualifikasi, serta menganalisis dan mengantisipasi risiko 

hukum dalam proses pengadaan proyek konstruksi. 

Materi Pembelajaran 

• Sistem Pengadaan Pemerintah dan Swasta 

• Pengadaan Secara Prakualifikasi 

• Pengadaan Secara Pascakualifikasi 

• Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan 

• Ringkasan 

• Essay 

• Daftar Bacaan  

 

 

A. Sistem Pengadaan Pemerintah dan Swasta 

 

Sistem pengadaan barang dan jasa konstruksi merupakan 

mekanisme penting dalam pelaksanaan proyek pembangunan, baik yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta. Melalui sistem 

pengadaan yang baik, pemilik proyek dapat memilih penyedia jasa 

konstruksi yang memiliki kemampuan teknis, pengalaman, serta 

kapasitas finansial yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan 

konstruksi secara efektif dan efisien. Sistem pengadaan juga berperan 

dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang 
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sehat dalam industri konstruksi. Oleh karena itu, pengadaan barang dan 

jasa konstruksi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang 

jelas serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Ervianto, 2021; Sutedi, 2020). 

 

 

1. Pengertian Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi 

Sistem pengadaan barang dan jasa konstruksi merupakan 

rangkaian proses yang dilakukan untuk memperoleh penyedia jasa 

konstruksi yang akan melaksanakan suatu proyek pembangunan. Proses 

ini mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan, 

pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian 

pekerjaan konstruksi. Pengadaan barang dan jasa memiliki peran yang 

sangat penting dalam proyek pembangunan karena melalui proses ini 

pemerintah atau pihak pengguna jasa dapat menentukan penyedia jasa 

yang paling kompeten untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi secara 

efektif dan efisien. 

Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah di 

Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam peraturan tersebut 

dijelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk 

memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat 

daerah, maupun institusi lainnya, yang prosesnya dimulai dari tahap 

perencanaan kebutuhan hingga selesainya seluruh kegiatan untuk 

memperoleh barang atau jasa tersebut. Dengan demikian, pengadaan 

tidak hanya mencakup proses pemilihan penyedia jasa, tetapi juga 

meliputi perencanaan, pengelolaan kontrak, serta pengawasan 

pelaksanaan pekerjaan. 

Pada sektor konstruksi, sistem pengadaan memiliki ruang 

lingkup yang cukup luas karena melibatkan berbagai jenis penyedia jasa. 

Penyedia jasa tersebut dapat berupa kontraktor pelaksana yang 

bertanggung jawab terhadap pembangunan fisik proyek, konsultan 

perencana yang menyusun desain dan perencanaan teknis, serta 

konsultan pengawas yang memastikan bahwa pelaksanaan proyek 

berjalan sesuai dengan desain, spesifikasi teknis, dan ketentuan kontrak. 

Pemilihan penyedia jasa ini biasanya dilakukan melalui proses seleksi 
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atau tender yang bertujuan untuk mendapatkan perusahaan dengan 

kemampuan teknis dan manajerial terbaik. 

 

2. Tujuan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 

Sistem pengadaan barang dan jasa konstruksi memiliki tujuan 

penting dalam memastikan bahwa proses pembangunan berjalan secara 

efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui 

sistem pengadaan yang baik, pemilik proyek dapat memilih penyedia 

jasa konstruksi yang memiliki kemampuan teknis, pengalaman, serta 

sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. 

Pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah di 

Indonesia tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan 

pentingnya prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses 

pengadaan. 

Salah satu tujuan utama dari sistem pengadaan adalah 

memperoleh penyedia jasa konstruksi yang kompeten dan profesional. 

Melalui proses seleksi atau tender yang terbuka dan objektif, pengguna 

jasa dapat menilai kemampuan teknis, pengalaman kerja, serta kapasitas 

manajerial dari setiap penyedia jasa yang mengikuti proses pengadaan. 

Dengan demikian, proyek konstruksi dapat dilaksanakan oleh pihak yang 

benar-benar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan 

proyek. 

Sistem pengadaan juga bertujuan untuk menjamin penggunaan 

anggaran secara efisien dan efektif. Dalam proyek konstruksi yang 

menggunakan dana pemerintah, pengelolaan anggaran harus dilakukan 

secara hati-hati agar tidak terjadi pemborosan atau penggunaan dana 

yang tidak tepat. Proses pengadaan yang transparan memungkinkan 

pemilik proyek untuk memilih penyedia jasa dengan penawaran terbaik 

tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. 

Tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas hasil pekerjaan 

konstruksi. Dengan memilih penyedia jasa yang kompeten, hasil 

pembangunan diharapkan memiliki kualitas yang baik serta memenuhi 

standar teknis dan keselamatan yang telah ditetapkan. Sistem pengadaan 

juga berperan dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di antara 
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perusahaan konstruksi, karena setiap penyedia jasa memiliki kesempatan 

yang sama untuk mengikuti proses seleksi proyek pembangunan. 

 

3. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa 

Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa merupakan dasar 

penting yang harus diterapkan dalam setiap proses pengadaan, termasuk 

dalam proyek konstruksi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

kegiatan pengadaan dilakukan secara transparan, adil, dan bertanggung 

jawab sehingga dapat menghasilkan penyedia jasa yang kompeten serta 

penggunaan anggaran yang optimal. Ketentuan mengenai prinsip 

pengadaan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan 

bahwa seluruh proses pengadaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip 

tata kelola yang baik. 

Salah satu prinsip utama adalah efisiensi, yaitu pengadaan harus 

dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal sehingga 

menghasilkan manfaat yang maksimal bagi proyek pembangunan. 

Prinsip ini berkaitan dengan penggunaan waktu, biaya, serta tenaga kerja 

secara tepat agar proses pengadaan tidak menimbulkan pemborosan 

anggaran. Selain itu, terdapat prinsip efektivitas, yang berarti bahwa 

proses pengadaan harus mampu menghasilkan barang atau jasa yang 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan proyek konstruksi. Dengan kata 

lain, hasil pengadaan harus dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan. 

Prinsip berikutnya adalah transparansi, yaitu seluruh proses 

pengadaan harus terbuka dan dapat diketahui oleh berbagai pihak, 

termasuk masyarakat. Transparansi penting untuk mencegah terjadinya 

praktik penyimpangan dalam proses pengadaan. Selain itu, terdapat pula 

prinsip terbuka, yang memberikan kesempatan yang sama kepada 

seluruh penyedia jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan untuk 

mengikuti proses pengadaan. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip 

bersaing, di mana proses pengadaan harus menciptakan persaingan usaha 

yang sehat di antara para peserta tender sehingga pengguna jasa dapat 

memilih penyedia jasa terbaik. 
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Gambar 2.  Good Governance 

 
Sumber: Mekari 

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah adil dan tidak 

diskriminatif, yang berarti bahwa semua peserta pengadaan harus 

diperlakukan secara sama tanpa adanya perlakuan khusus terhadap pihak 

tertentu. Terakhir, terdapat prinsip akuntabilitas, yaitu seluruh proses 

pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif 

maupun hukum. Menurut Ardhana Januar Mahardhani (2021), 

penerapan prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari upaya 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance 

dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan, sehingga pengelolaan 

proyek dapat berlangsung secara transparan, efisien, dan berorientasi 

pada kepentingan publik. 

 

4. Sistem Pengadaan dalam Proyek Pemerintah 

Sistem pengadaan dalam proyek pemerintah merupakan 

mekanisme yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk memperoleh 

barang dan jasa konstruksi secara transparan, efisien, dan akuntabel. 

Pengadaan ini diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan 

agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dengan 

baik. Ketentuan mengenai proses pengadaan tersebut diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, yang menjelaskan bahwa pengadaan barang 

dan jasa pemerintah harus dilaksanakan melalui prosedur yang jelas 

mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian kontrak 

pekerjaan. 

Pada proyek pemerintah, proses pengadaan umumnya dilakukan 

melalui sistem tender atau lelang yang dilaksanakan oleh panitia atau 
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pejabat pengadaan. Proses ini bertujuan untuk memilih penyedia jasa 

konstruksi yang memiliki kemampuan teknis, pengalaman kerja, serta 

kapasitas manajerial yang sesuai dengan kebutuhan proyek 

pembangunan. Melalui proses tender yang terbuka dan kompetitif, 

pemerintah dapat memperoleh penyedia jasa yang mampu melaksanakan 

pekerjaan konstruksi dengan kualitas yang baik serta biaya yang efisien. 

Terdapat beberapa metode pengadaan yang digunakan dalam 

proyek pemerintah. Salah satunya adalah tender terbuka, yaitu metode 

yang memberikan kesempatan kepada seluruh penyedia jasa konstruksi 

yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses lelang proyek. 

Metode ini dianggap paling transparan karena memberikan peluang yang 

sama bagi semua peserta. Selain itu terdapat tender terbatas, yaitu 

metode pengadaan yang hanya mengundang penyedia jasa tertentu yang 

memiliki kualifikasi khusus atau pengalaman dalam bidang pekerjaan 

tertentu. 

Metode lain yang digunakan adalah seleksi, yang biasanya 

diterapkan untuk memilih konsultan perencana atau konsultan pengawas 

dalam proyek konstruksi. Selain itu terdapat penunjukan langsung, yang 

dilakukan dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat, proyek dengan 

teknologi khusus, atau ketika hanya terdapat satu penyedia jasa yang 

mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Sementara itu, pengadaan 

langsung biasanya digunakan untuk pekerjaan dengan nilai proyek yang 

relatif kecil sehingga proses pengadaannya dapat dilakukan secara lebih 

sederhana. 

 

B. Pengadaan Secara Prakualifikasi 

 

Pengadaan secara prakualifikasi merupakan salah satu metode 

seleksi penyedia barang dan jasa konstruksi yang dilakukan sebelum 

proses pemasukan penawaran harga atau proposal teknis. Dalam sistem 

ini, panitia atau kelompok kerja pengadaan terlebih dahulu melakukan 

penilaian terhadap kemampuan administrasi, teknis, dan keuangan calon 

penyedia jasa konstruksi. Tujuan dari prakualifikasi adalah untuk 

memastikan bahwa hanya perusahaan yang memiliki kompetensi, 

pengalaman, serta kapasitas yang memadai yang dapat mengikuti proses 

tender proyek konstruksi (Ervianto, 2021). 
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Metode prakualifikasi umumnya digunakan dalam proyek 

konstruksi yang berskala besar, kompleks, atau memiliki tingkat risiko 

yang tinggi. Dengan melakukan seleksi awal terhadap calon penyedia 

jasa, pemerintah maupun pihak swasta dapat mengurangi kemungkinan 

terpilihnya kontraktor yang tidak memiliki kemampuan teknis maupun 

manajerial yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi 

(Sutedi, 2020). 

Pada regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di 

Indonesia, mekanisme prakualifikasi diatur dalam berbagai peraturan, 

salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Peraturan tersebut 

menegaskan bahwa prakualifikasi dilakukan untuk menilai kompetensi 

dan kelayakan penyedia jasa sebelum mengikuti tahapan pengadaan 

selanjutnya (LKPP, 2021). 

 

 

1. Pengertian Prakualifikasi 

Prakualifikasi merupakan salah satu tahapan penting dalam 

proses pengadaan barang dan jasa konstruksi, khususnya dalam 

pemilihan penyedia jasa untuk proyek pembangunan. Prakualifikasi 

adalah proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum peserta 

tender memasukkan dokumen penawaran. Pada tahap ini, penyedia jasa 

konstruksi diminta untuk menyampaikan berbagai dokumen yang 

menunjukkan kemampuan dan kelayakan perusahaan dalam 

melaksanakan pekerjaan konstruksi. Ketentuan mengenai proses 

pengadaan, termasuk tahapan penilaian kualifikasi penyedia jasa, diatur 

dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

Pada proses prakualifikasi, panitia atau pejabat pengadaan akan 

menilai berbagai aspek penting yang berkaitan dengan kemampuan 

perusahaan. Beberapa dokumen yang biasanya diminta dalam proses ini 

antara lain legalitas badan usaha, pengalaman perusahaan dalam 

mengerjakan proyek konstruksi, kualifikasi tenaga ahli yang dimiliki, 

kemampuan keuangan perusahaan, serta ketersediaan peralatan 

konstruksi yang diperlukan. Penilaian terhadap dokumen-dokumen 
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tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan yang mengikuti 

proses tender benar-benar memiliki kapasitas teknis dan manajerial yang 

memadai untuk melaksanakan proyek yang akan dikerjakan. 

Menurut Adrian Sutedi (2020), prakualifikasi memiliki beberapa 

tujuan penting dalam sistem pengadaan barang dan jasa konstruksi. Salah 

satu tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa peserta tender 

memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Dengan 

adanya tahap prakualifikasi, hanya perusahaan yang memenuhi 

persyaratan tertentu yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam 

proses tender. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas peserta 

tender sehingga proses seleksi menjadi lebih efektif. 

 

2. Tujuan Pengadaan Secara Prakualifikasi 

Tujuan pengadaan secara prakualifikasi dalam proyek konstruksi 

berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas proses pemilihan 

penyedia jasa. Prakualifikasi merupakan tahap seleksi awal yang 

dilakukan sebelum proses tender berlangsung, sehingga hanya 

perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat mengikuti 

tahap penawaran. Mekanisme ini menjadi bagian penting dalam sistem 

pengadaan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang 

menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam 

proses pengadaan. 

Salah satu tujuan utama dari prakualifikasi adalah menjamin 

kualitas penyedia jasa konstruksi. Melalui proses seleksi awal ini, panitia 

pengadaan dapat menilai kemampuan teknis, pengalaman kerja, serta 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan mengikuti tender. 

Dengan demikian, peserta tender yang lolos prakualifikasi merupakan 

perusahaan yang benar-benar memiliki kompetensi dan pengalaman 

yang sesuai dengan kebutuhan proyek konstruksi. 

Tujuan berikutnya adalah meningkatkan efisiensi dalam proses 

pengadaan. Tanpa adanya prakualifikasi, panitia pengadaan harus 

menilai seluruh dokumen penawaran dari semua perusahaan yang 

mengikuti tender, termasuk perusahaan yang sebenarnya tidak 

memenuhi syarat. Dengan adanya tahap prakualifikasi, jumlah peserta 
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tender dapat disaring sejak awal sehingga proses evaluasi penawaran 

dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. 

Prakualifikasi juga bertujuan untuk mengurangi risiko dalam 

pelaksanaan proyek konstruksi. Proyek konstruksi umumnya melibatkan 

investasi yang besar, penggunaan teknologi yang kompleks, serta waktu 

pelaksanaan yang cukup panjang. Oleh karena itu, pemilihan kontraktor 

yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa proyek dapat 

diselesaikan dengan baik, sesuai dengan standar teknis, anggaran, dan 

jadwal yang telah ditetapkan. 

Tujuan lainnya adalah meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam proses pengadaan. Proses prakualifikasi yang 

dilakukan secara terbuka dan objektif dapat memberikan kepercayaan 

kepada masyarakat bahwa pemilihan penyedia jasa dilakukan secara adil 

dan profesional. Menurut Wulfram I. Ervianto (2021), sistem 

prakualifikasi yang baik dapat meningkatkan kredibilitas proses 

pengadaan serta membantu memastikan bahwa proyek pembangunan 

dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki kemampuan teknis dan 

manajerial yang memadai. 

 

3. Tahapan Proses Prakualifikasi 

Tahapan proses prakualifikasi dalam pengadaan jasa konstruksi 

merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 

kemampuan calon penyedia jasa sebelum mengikuti proses tender. 

Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa peserta yang mengikuti 

proses pengadaan benar-benar memiliki kompetensi teknis, kemampuan 

manajerial, serta kondisi keuangan yang memadai untuk melaksanakan 

proyek konstruksi. Proses prakualifikasi dalam pengadaan pemerintah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, yang mengatur prosedur pemilihan penyedia barang dan 

jasa secara transparan dan akuntabel. 

Tahap pertama dalam proses prakualifikasi adalah pengumuman 

prakualifikasi kepada publik. Dalam pengadaan pemerintah, 

pengumuman ini biasanya dilakukan melalui sistem Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE) agar dapat diakses oleh seluruh penyedia jasa 

konstruksi yang berminat. Pengumuman tersebut berisi informasi 
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mengenai proyek yang akan dilelang, persyaratan kualifikasi peserta, 

serta jadwal pelaksanaan proses prakualifikasi. Melalui pengumuman 

ini, pemerintah memberikan kesempatan yang terbuka kepada 

perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi. 

Tahap berikutnya adalah pendaftaran dan pengambilan dokumen 

prakualifikasi oleh perusahaan yang berminat mengikuti proses seleksi. 

Dokumen prakualifikasi berisi berbagai ketentuan yang harus dipenuhi 

oleh peserta, seperti persyaratan administrasi, persyaratan teknis, 

persyaratan keuangan, format dokumen kualifikasi, serta jadwal 

pelaksanaan proses prakualifikasi. 

Peserta memasuki tahap penyampaian dokumen kualifikasi. Pada 

tahap ini, perusahaan menyerahkan dokumen yang menunjukkan 

kemampuan dan kelayakannya dalam mengikuti tender proyek 

konstruksi. Dokumen tersebut biasanya meliputi akta pendirian 

perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Badan Usaha 

(SBU), laporan keuangan perusahaan, daftar pengalaman proyek, daftar 

tenaga ahli, daftar peralatan yang dimiliki, serta surat pernyataan 

integritas. 

Tahap selanjutnya adalah evaluasi dokumen kualifikasi oleh 

panitia pengadaan. Evaluasi ini mencakup beberapa aspek penting 

seperti aspek administrasi yang berkaitan dengan kelengkapan legalitas 

perusahaan, aspek teknis yang menilai pengalaman proyek serta 

kemampuan tenaga ahli, dan aspek keuangan yang menilai kemampuan 

modal serta stabilitas keuangan perusahaan. Menurut Ardhana Januar 

Mahardhani (2021), evaluasi kualifikasi harus dilakukan secara objektif, 

transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan konflik atau sengketa 

dalam proses pengadaan. 

Setelah proses evaluasi selesai, panitia pengadaan melakukan 

penetapan peserta yang lolos prakualifikasi. Perusahaan yang memenuhi 

seluruh persyaratan akan diundang untuk mengikuti tahap berikutnya, 

yaitu proses tender atau pemasukan penawaran. Tahap terakhir adalah 

pengumuman hasil prakualifikasi yang biasanya disampaikan melalui 

sistem LPSE. Pengumuman ini penting untuk menjaga transparansi serta 

memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan sanggahan 

apabila terdapat ketidaksesuaian dalam proses evaluasi. 
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4. Kriteria Penilaian dalam Prakualifikasi 

Kriteria penilaian dalam prakualifikasi merupakan aspek penting 

yang digunakan oleh panitia pengadaan untuk menentukan kelayakan 

penyedia jasa konstruksi sebelum mengikuti proses tender. Penilaian ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan yang mengikuti proses 

pengadaan memiliki kemampuan teknis, manajerial, serta finansial yang 

memadai untuk melaksanakan proyek konstruksi. Mekanisme penilaian 

kualifikasi ini menjadi bagian dari sistem pengadaan pemerintah yang 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan pentingnya 

proses seleksi penyedia jasa secara transparan dan akuntabel. 

Salah satu kriteria utama dalam prakualifikasi adalah legalitas 

perusahaan. Legalitas merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi oleh 

setiap badan usaha konstruksi agar dapat menjalankan kegiatan usaha 

secara sah. Dokumen legalitas yang biasanya diperiksa dalam proses 

prakualifikasi meliputi akta pendirian perusahaan, Nomor Induk 

Berusaha (NIB), Sertifikat Badan Usaha (SBU), serta Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP). Keberadaan dokumen tersebut menunjukkan 

bahwa perusahaan telah terdaftar secara resmi dan memiliki izin untuk 

menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi. 

Kriteria berikutnya adalah pengalaman proyek. Pengalaman 

kerja perusahaan dalam melaksanakan proyek konstruksi menjadi 

indikator penting untuk menilai kemampuan teknis perusahaan. Panitia 

pengadaan biasanya menilai jumlah proyek yang pernah dikerjakan, nilai 

proyek sebelumnya, jenis proyek yang pernah dilaksanakan, serta rekam 

jejak keberhasilan proyek yang telah diselesaikan oleh perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki pengalaman dalam proyek sejenis biasanya 

dianggap lebih mampu menyelesaikan pekerjaan secara efektif. 

Kemampuan keuangan perusahaan juga menjadi aspek penting 

dalam proses prakualifikasi. Kemampuan finansial menunjukkan apakah 

perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai 

pelaksanaan proyek sebelum pembayaran dilakukan oleh pemberi kerja. 

Dokumen yang biasanya diminta dalam penilaian ini antara lain laporan 

keuangan perusahaan, surat dukungan dari bank, serta bukti ketersediaan 

modal kerja. 
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Kriteria lainnya adalah ketersediaan tenaga ahli yang kompeten. 

Perusahaan konstruksi harus memiliki tenaga profesional yang memiliki 

sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, seperti 

insinyur sipil, manajer proyek, ahli struktur, ahli geoteknik, dan ahli 

manajemen konstruksi. Menurut Wulfram I. Ervianto (2021), 

keberadaan tenaga ahli yang kompeten sangat menentukan keberhasilan 

pelaksanaan proyek konstruksi karena bertanggung jawab terhadap 

berbagai keputusan teknis dalam proyek. 

 

C. Pengadaan Secara Pascakualifikasi 

 

Pengadaan secara pascakualifikasi merupakan metode seleksi 

penyedia barang dan jasa konstruksi di mana proses penilaian kualifikasi 

peserta dilakukan setelah penyedia jasa menyampaikan dokumen 

penawaran. Dalam metode ini, seluruh peserta yang berminat dapat 

langsung mengikuti proses tender dengan memasukkan dokumen 

penawaran administrasi, teknis, dan harga, kemudian panitia pengadaan 

melakukan evaluasi penawaran terlebih dahulu sebelum melakukan 

pemeriksaan kualifikasi terhadap peserta yang memiliki penawaran 

terbaik. Sistem ini banyak digunakan dalam pengadaan proyek 

konstruksi yang bersifat sederhana atau tidak terlalu kompleks (Sutedi, 

2020). 

Pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, 

mekanisme pascakualifikasi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta 

perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. 

Regulasi tersebut menjelaskan bahwa pascakualifikasi dilakukan dengan 

cara menilai kelayakan penyedia jasa setelah evaluasi penawaran 

dilakukan dan sebelum penetapan pemenang tender. Metode ini 

bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan sekaligus memberikan 

kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam 

tender proyek konstruksi (LKPP, 2021). 

 

1. Pengertian Pascakualifikasi 

Pascakualifikasi merupakan salah satu metode penilaian dalam 

proses pengadaan barang dan jasa konstruksi yang dilakukan setelah 
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evaluasi dokumen penawaran peserta tender. Dalam metode ini, peserta 

tender tidak perlu melalui tahap seleksi awal seperti pada sistem 

prakualifikasi. Semua penyedia jasa konstruksi yang memenuhi 

persyaratan administrasi dasar diperbolehkan langsung mengikuti proses 

tender dengan mengajukan dokumen penawaran. Pengaturan mengenai 

metode pemilihan penyedia jasa dalam pengadaan pemerintah di 

Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang memberikan pedoman 

mengenai mekanisme seleksi penyedia jasa secara transparan dan 

efisien. 

Pada sistem pascakualifikasi, proses evaluasi dilakukan secara 

bertahap setelah peserta menyampaikan dokumen penawaran. Tahap 

pertama adalah penyampaian dokumen penawaran oleh seluruh peserta 

tender yang berminat mengikuti proyek. Dokumen tersebut biasanya 

mencakup dokumen administrasi, dokumen teknis yang menjelaskan 

metode pelaksanaan pekerjaan, serta penawaran harga yang diajukan 

oleh perusahaan. Setelah dokumen diterima, panitia pengadaan 

melakukan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi, kesesuaian 

teknis, serta kewajaran harga yang diajukan oleh peserta. 

Setelah proses evaluasi tersebut selesai, panitia akan menentukan 

peserta yang memiliki penawaran terbaik berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Peserta dengan nilai evaluasi 

terbaik kemudian akan menjalani tahap pemeriksaan kualifikasi untuk 

memastikan bahwa perusahaan tersebut benar-benar memenuhi seluruh 

persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. 

Pemeriksaan ini biasanya meliputi verifikasi legalitas perusahaan, 

kemampuan teknis, pengalaman proyek, kemampuan keuangan, serta 

ketersediaan tenaga ahli dan peralatan konstruksi. 

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, maka 

perusahaan tersebut dapat ditetapkan sebagai pemenang tender dan 

berhak melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dilelangkan. Namun, 

apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi kualifikasi yang 

dipersyaratkan, maka panitia pengadaan dapat melakukan pemeriksaan 

terhadap peserta dengan peringkat berikutnya. 
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2. Tujuan Pengadaan Secara Pascakualifikasi 

Tujuan pengadaan secara pascakualifikasi dalam proyek 

konstruksi berkaitan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas proses pemilihan penyedia jasa. Metode ini digunakan dalam 

sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Dalam metode pascakualifikasi, seluruh 

penyedia jasa yang memenuhi persyaratan administrasi dasar dapat 

langsung mengikuti proses tender tanpa melalui seleksi awal seperti pada 

metode prakualifikasi. Penilaian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi 

dokumen penawaran, khususnya terhadap peserta yang memiliki 

penawaran terbaik. 

Salah satu tujuan utama dari penggunaan metode 

pascakualifikasi adalah mempercepat proses pengadaan. Karena tidak 

terdapat tahap seleksi awal, seluruh proses pengadaan dapat berlangsung 

lebih cepat dan sederhana. Hal ini sangat penting terutama dalam proyek 

konstruksi yang membutuhkan pelaksanaan segera agar pembangunan 

dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. 

Tujuan berikutnya adalah meningkatkan partisipasi penyedia jasa 

konstruksi. Dalam sistem pascakualifikasi, semua perusahaan yang 

memenuhi persyaratan dasar memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengikuti tender proyek pembangunan. Dengan demikian, lebih banyak 

perusahaan dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan sehingga 

peluang untuk mendapatkan penyedia jasa yang kompeten menjadi lebih 

besar. 

Metode pascakualifikasi juga bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi administrasi dalam proses pengadaan. Panitia pengadaan tidak 

perlu memeriksa dokumen kualifikasi seluruh peserta tender sejak awal. 

Pemeriksaan kualifikasi hanya dilakukan terhadap peserta yang memiliki 

penawaran terbaik setelah proses evaluasi administrasi, teknis, dan harga 

selesai dilakukan. Hal ini dapat mengurangi beban administrasi serta 

mempercepat proses evaluasi. 

Tujuan lainnya adalah mendorong persaingan usaha yang sehat 

di antara penyedia jasa konstruksi. Dengan semakin banyak peserta yang 

mengikuti tender, maka peluang untuk memperoleh penawaran terbaik 

baik dari segi kualitas maupun harga menjadi lebih besar. Menurut 
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Adrian Sutedi (2020), metode pascakualifikasi dapat meningkatkan 

efektivitas proses pengadaan karena memungkinkan panitia pengadaan 

untuk fokus pada evaluasi penawaran terbaik sekaligus memastikan 

bahwa penyedia jasa yang terpilih benar-benar memenuhi persyaratan 

kualifikasi yang dibutuhkan dalam proyek konstruksi. 

 

3. Tahapan Pengadaan Pascakualifikasi 

Tahapan pengadaan dengan metode pascakualifikasi merupakan 

rangkaian proses yang digunakan dalam pemilihan penyedia jasa 

konstruksi tanpa melalui seleksi awal kualifikasi. Metode ini 

memungkinkan seluruh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan 

administratif dasar untuk langsung mengikuti proses tender. Prosedur 

pelaksanaan pengadaan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang 

menekankan bahwa proses pengadaan harus dilakukan secara 

transparan, adil, dan akuntabel. 

Tahap pertama adalah pengumuman tender kepada publik. 

Dalam pengadaan pemerintah, pengumuman ini umumnya dilakukan 

melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Informasi 

yang disampaikan dalam pengumuman biasanya mencakup nama dan 

lokasi proyek, nilai perkiraan proyek, persyaratan peserta, serta jadwal 

pelaksanaan tender. Tujuan dari pengumuman ini adalah memberikan 

kesempatan kepada seluruh penyedia jasa konstruksi yang memenuhi 

persyaratan untuk mengikuti proses pengadaan secara terbuka. 

Tahap berikutnya adalah pendaftaran dan pengambilan dokumen 

tender. Perusahaan yang berminat mengikuti tender harus mendaftarkan 

diri dan memperoleh dokumen pemilihan yang berisi berbagai ketentuan 

dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta. Dokumen tersebut 

biasanya memuat persyaratan administrasi, spesifikasi teknis pekerjaan, 

metode evaluasi penawaran, serta format dokumen penawaran yang 

harus disusun oleh peserta. 

Tahap penyampaian dokumen penawaran oleh peserta tender. 

Dokumen penawaran terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu 

dokumen administrasi yang berisi legalitas perusahaan seperti akta 

pendirian, Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), serta Sertifikat Badan Usaha (SBU). Selain itu terdapat 
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dokumen teknis yang menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan, 

jadwal proyek, serta daftar tenaga ahli dan peralatan yang akan 

digunakan. Peserta juga harus menyampaikan dokumen penawaran 

harga yang berisi rincian biaya pelaksanaan proyek. Dalam sistem 

pengadaan modern, dokumen ini biasanya disampaikan melalui sistem 

elektronik untuk meningkatkan transparansi. 

Panitia pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi 

evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Peserta yang 

memenuhi seluruh persyaratan serta memiliki penawaran terbaik akan 

dipilih untuk mengikuti tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah 

evaluasi kualifikasi, yaitu pemeriksaan kemampuan perusahaan yang 

memiliki penawaran terbaik. Aspek yang dinilai antara lain legalitas 

perusahaan, pengalaman proyek, kemampuan keuangan, kualifikasi 

tenaga ahli, serta ketersediaan peralatan konstruksi. 

Apabila peserta tersebut memenuhi seluruh persyaratan 

kualifikasi, maka panitia pengadaan akan melakukan penetapan 

pemenang tender secara objektif dan transparan. Tahap terakhir adalah 

pengumuman pemenang tender melalui sistem LPSE. Menurut Ardhana 

Januar Mahardhani (2021), pengumuman hasil pengadaan secara terbuka 

merupakan bagian penting dari penerapan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance), sehingga proses pengadaan dapat dipercaya oleh 

masyarakat dan para pelaku usaha. 

4. Kriteria Penilaian dalam Pascakualifikasi 

Kriteria penilaian dalam metode pascakualifikasi merupakan 

dasar yang digunakan oleh panitia pengadaan untuk menentukan 

kelayakan penyedia jasa konstruksi dalam proses tender. Penilaian ini 

dilakukan setelah peserta menyampaikan dokumen penawaran, sehingga 

evaluasi dilakukan secara bertahap terhadap aspek administrasi, teknis, 

harga, dan kualifikasi perusahaan. Proses ini menjadi bagian dari sistem 

pengadaan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang 

menekankan bahwa pemilihan penyedia jasa harus dilakukan secara 

objektif, transparan, dan akuntabel. 

Kriteria pertama yang dinilai adalah aspek administrasi. 

Penilaian administrasi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh 
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dokumen yang disampaikan oleh peserta tender telah lengkap dan sesuai 

dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. 

Dokumen yang biasanya diperiksa pada tahap ini meliputi akta pendirian 

perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), serta Sertifikat Badan Usaha (SBU). Kelengkapan dokumen 

administrasi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki legalitas yang 

sah untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi. 

Kriteria berikutnya adalah aspek teknis. Penilaian teknis 

dilakukan untuk menilai kemampuan peserta dalam melaksanakan 

pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi proyek. Dalam tahap ini, 

panitia pengadaan biasanya menilai metode pelaksanaan pekerjaan yang 

diusulkan oleh peserta, pengalaman perusahaan dalam mengerjakan 

proyek sejenis, kualifikasi tenaga ahli yang dimiliki, serta jadwal 

pelaksanaan proyek yang direncanakan. Aspek teknis sangat penting 

karena berkaitan langsung dengan kualitas hasil pekerjaan konstruksi 

yang akan dilaksanakan. 

Terdapat pula aspek harga yang menjadi salah satu faktor penting 

dalam penilaian penawaran. Evaluasi harga dilakukan untuk memastikan 

bahwa penawaran biaya yang diajukan oleh peserta tender wajar dan 

sesuai dengan nilai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dalam banyak 

kasus, pemenang tender adalah peserta yang menawarkan harga paling 

kompetitif atau relatif rendah namun tetap memenuhi seluruh 

persyaratan teknis dan administrasi yang telah ditetapkan. 

Kriteria terakhir adalah aspek kualifikasi. Setelah evaluasi 

administrasi, teknis, dan harga selesai dilakukan, panitia pengadaan akan 

melakukan pemeriksaan kualifikasi terhadap peserta yang memiliki 

penawaran terbaik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

perusahaan tersebut benar-benar memiliki kemampuan teknis, sumber 

daya manusia, pengalaman proyek, serta kapasitas keuangan yang 

memadai untuk melaksanakan proyek konstruksi. 

 

D. Penunjukan Langsung dan Penugasan 

 

Penunjukan langsung dan penugasan merupakan bagian dari 

metode pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam kondisi 

tertentu di luar mekanisme tender atau seleksi terbuka. Kedua metode ini 
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hadir sebagai alternatif untuk menjawab kebutuhan efisiensi waktu, 

karakteristik pekerjaan yang khusus, serta kepentingan strategis dalam 

pelaksanaan proyek konstruksi. Meskipun tidak melalui proses 

kompetisi yang umum, penerapannya tetap harus berpedoman pada 

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi agar tidak menimbulkan 

permasalahan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai 

konsep, tujuan, serta batasan penggunaan penunjukan langsung dan 

penugasan menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan pengadaan 

yang tepat dan bertanggung jawab. 

 

1. Penunjukan Langsung 
Penunjukan langsung merupakan salah satu metode pemilihan 

penyedia jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui proses tender 

terbuka maupun seleksi kompetitif lainnya. Metode ini pada dasarnya 

merupakan pengecualian dari prinsip umum pengadaan yang 

mengedepankan persaingan usaha yang sehat, transparansi, dan 

keterbukaan. Oleh karena itu, penerapannya dibatasi secara ketat dan 

hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan, khususnya dalam kerangka pengadaan 

barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Penunjukan langsung biasanya 

digunakan ketika situasi tidak memungkinkan dilaksanakannya proses 

tender secara normal, baik karena keterbatasan waktu, sifat pekerjaan, 

maupun kondisi pasar penyedia jasa yang sangat terbatas. Salah satu 

kondisi yang paling umum adalah keadaan darurat, seperti bencana alam, 

kegagalan konstruksi, atau kondisi lain yang mengancam keselamatan 

publik dan membutuhkan penanganan segera. Dalam situasi seperti ini, 

proses tender yang memerlukan waktu relatif lama dinilai tidak efektif 

sehingga penunjukan langsung menjadi solusi untuk mempercepat 

pelaksanaan pekerjaan. 

Selain kondisi darurat, penunjukan langsung juga dapat 

dilakukan apabila pekerjaan yang akan dilaksanakan memiliki 

karakteristik khusus, misalnya menggunakan teknologi tinggi atau 

spesifikasi teknis yang hanya dapat dipenuhi oleh penyedia tertentu. 

Dalam praktik konstruksi, tidak semua pekerjaan dapat dilaksanakan 

oleh banyak kontraktor, terutama untuk proyek yang memerlukan 

keahlian khusus, peralatan canggih, atau hak paten tertentu. Dalam 
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kondisi ini, pemilihan penyedia jasa secara langsung dianggap lebih 

rasional dibandingkan membuka tender yang pada akhirnya hanya akan 

diikuti oleh satu atau sangat sedikit peserta. Penunjukan langsung juga 

dapat diterapkan pada pekerjaan lanjutan yang secara teknis tidak dapat 

dipisahkan dari kontrak sebelumnya. Hal ini sering terjadi pada proyek 

konstruksi yang bersifat bertahap atau berkelanjutan, di mana 

keterlibatan penyedia jasa yang sama dianggap lebih efisien dan 

menjamin kesinambungan mutu pekerjaan. Jika pekerjaan lanjutan 

tersebut dipisahkan dan diberikan kepada penyedia lain, maka dapat 

menimbulkan risiko ketidaksesuaian teknis, keterlambatan, atau bahkan 

konflik tanggung jawab. 

Meskipun penunjukan langsung tidak melalui proses kompetisi 

terbuka, pelaksanaannya tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar 

pengadaan, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. 

Artinya, setiap keputusan untuk melakukan penunjukan langsung harus 

dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum, serta 

didukung oleh alasan yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. Proses 

ini biasanya tetap melibatkan evaluasi terhadap kemampuan penyedia 

jasa yang ditunjuk, baik dari aspek teknis, pengalaman, maupun 

kapasitas keuangan, meskipun dilakukan secara lebih sederhana 

dibandingkan proses tender. Selain itu, negosiasi harga juga menjadi 

bagian penting dalam penunjukan langsung untuk memastikan bahwa 

biaya yang disepakati tetap wajar dan sesuai dengan nilai pasar. 

Namun demikian, metode penunjukan langsung memiliki risiko 

yang cukup tinggi, terutama terkait dengan potensi penyalahgunaan 

kewenangan, praktik kolusi, dan kurangnya transparansi. Tanpa 

pengawasan yang memadai, penunjukan langsung dapat menjadi celah 

bagi terjadinya praktik tidak sehat dalam pengadaan, seperti pengaturan 

pemenang atau pemberian proyek kepada pihak tertentu tanpa dasar yang 

objektif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat 

dari berbagai pihak, termasuk aparat pengawas internal pemerintah, 

Badan Pemeriksa Keuangan, serta lembaga penegak hukum. 

Dokumentasi yang lengkap dan audit yang transparan menjadi kunci 

untuk memastikan bahwa penunjukan langsung dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun metode ini 

memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam pelaksanaan proyek, 
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penggunaannya harus tetap dilakukan secara hati-hati dan bertanggung 

jawab agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. 

 

2. Penugasan 

Penugasan merupakan metode pengadaan di mana pemerintah 

atau pengguna jasa secara langsung memberikan pekerjaan kepada badan 

usaha tertentu tanpa melalui proses tender atau seleksi terbuka. Berbeda 

dengan penunjukan langsung yang umumnya didasarkan pada kondisi 

teknis atau situasional tertentu, penugasan lebih bersifat kebijakan 

strategis yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan nasional. Dalam praktiknya, penugasan biasanya 

diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha 

milik daerah (BUMD) yang dianggap memiliki kapasitas, pengalaman, 

serta sumber daya yang memadai untuk melaksanakan proyek tertentu. 

Penugasan ini sering kali berkaitan dengan proyek-proyek yang 

memiliki nilai strategis tinggi, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun 

politik, sehingga pemerintah memandang perlu untuk menunjuk 

langsung entitas yang dapat dipercaya dan dikendalikan. 

Salah satu alasan utama dilakukannya penugasan adalah untuk 

mempercepat pelaksanaan proyek, terutama dalam konteks 

pembangunan infrastruktur yang mendesak. Proyek strategis nasional, 

seperti pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan infrastruktur 

energi, sering kali memerlukan percepatan agar dapat segera 

memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan 

ekonomi. Dalam situasi seperti ini, proses tender yang memakan waktu 

dianggap kurang efektif, sehingga penugasan menjadi alternatif yang 

lebih efisien. Selain itu, penugasan juga digunakan untuk memastikan 

bahwa proyek-proyek yang memiliki dampak luas terhadap kepentingan 

publik dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang memiliki komitmen 

terhadap pelayanan publik, bukan semata-mata berorientasi pada 

keuntungan. 

Penugasan juga dapat dilakukan pada pekerjaan yang 

memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi dengan pemerintah, 

misalnya proyek yang berkaitan dengan keamanan nasional, pelayanan 

dasar masyarakat, atau pengelolaan sumber daya strategis. Dalam hal ini, 

pemerintah cenderung memilih BUMN atau BUMD karena memiliki 
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hubungan struktural dan mekanisme pengawasan yang lebih jelas 

dibandingkan dengan perusahaan swasta. Dengan demikian, risiko 

kegagalan proyek atau penyimpangan dapat lebih mudah dikendalikan. 

Namun demikian, meskipun penugasan dilakukan secara langsung, 

bukan berarti prosesnya bebas dari aturan. Pelaksanaan penugasan tetap 

harus mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan yang baik, seperti 

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. 

Dalam pelaksanaannya, badan usaha yang menerima penugasan 

tetap diwajibkan untuk memenuhi standar teknis, administratif, dan 

keuangan yang telah ditetapkan. Selain itu, mekanisme pengendalian dan 

evaluasi juga harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa 

proyek berjalan sesuai dengan rencana. Pemerintah sebagai pemberi 

tugas memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pekerjaan, termasuk dalam hal penggunaan anggaran, 

kualitas pekerjaan, serta ketepatan waktu penyelesaian. Hal ini penting 

untuk menjaga akuntabilitas publik, mengingat proyek yang 

dilaksanakan melalui penugasan umumnya menggunakan dana negara 

atau berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. 

Meskipun memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan kontrol, 

metode penugasan juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah 

satunya adalah potensi inefisiensi apabila badan usaha yang ditunjuk 

tidak memiliki kinerja yang optimal atau kurang kompetitif 

dibandingkan dengan penyedia jasa lainnya. Selain itu, penugasan juga 

dapat menimbulkan persepsi kurangnya transparansi dan persaingan 

usaha yang sehat apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan 

yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk 

memastikan bahwa setiap keputusan penugasan didasarkan pada 

pertimbangan yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dengan pengelolaan yang baik, penugasan dapat menjadi instrumen 

yang efektif dalam mendukung percepatan pembangunan dan 

pencapaian tujuan strategis nasional, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip 

tata kelola yang baik dalam pengadaan barang dan jasa. 
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E. Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan 

 

Proses pengadaan barang dan jasa konstruksi merupakan tahapan 

yang sangat penting dalam penyelenggaraan proyek teknik sipil. Dalam 

proses ini terdapat berbagai aktivitas administratif, teknis, serta 

keuangan yang melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, kontraktor, 

konsultan perencana, konsultan pengawas, dan penyedia material. 

Karena melibatkan penggunaan anggaran yang besar serta kepentingan 

publik, proses pengadaan sering kali memiliki potensi risiko hukum yang 

cukup tinggi. Risiko hukum tersebut dapat muncul apabila terjadi 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, penyimpangan 

prosedur, konflik kepentingan, ataupun tindakan yang merugikan negara 

maupun pihak lain (Sutedi, 2020). 

Menurut Ervianto (2021), risiko hukum dalam pengadaan 

konstruksi dapat terjadi pada setiap tahapan proses pengadaan, mulai dari 

perencanaan pengadaan, penyusunan dokumen tender, proses 

pelelangan, penetapan pemenang, hingga pelaksanaan kontrak. Apabila 

tidak dikelola dengan baik, risiko hukum tersebut dapat menimbulkan 

sengketa kontrak, tuntutan hukum, kerugian negara, bahkan kasus tindak 

pidana korupsi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap potensi risiko 

hukum dalam pengadaan menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh 

pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. 

 

1. Pengertian Risiko Hukum dalam Pengadaan 

Risiko hukum dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi 

merupakan potensi terjadinya permasalahan hukum yang muncul akibat 

pelanggaran peraturan, kesalahan dalam prosedur pengadaan, atau 

ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan pengadaan dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses pengadaan proyek 

konstruksi, banyak pihak yang terlibat seperti pengguna jasa, penyedia 

jasa, panitia pengadaan, serta lembaga pengawas. Apabila salah satu 

pihak tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang 

berlaku, maka hal tersebut dapat menimbulkan risiko hukum yang 

berdampak pada proses pembangunan maupun pihak yang terlibat. 

Pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah di 

Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
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tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menetapkan 

berbagai prosedur dan prinsip yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan 

pengadaan, seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan 

persaingan yang sehat. Apabila proses pengadaan tidak dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat timbul berbagai 

konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat, baik berupa sanksi 

administratif, gugatan perdata, maupun sanksi pidana. 

Menurut Adrian Sutedi (2020), risiko hukum dalam pengadaan 

dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti pelanggaran prosedur 

pengadaan, manipulasi dalam proses tender, konflik kepentingan, serta 

penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang terlibat dalam proses 

pengadaan. Risiko ini tidak hanya berdampak pada individu atau 

perusahaan tertentu, tetapi juga dapat menghambat pelaksanaan proyek 

pembangunan serta merugikan keuangan negara. 

 

2. Prinsip Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

Prinsip hukum dalam pengadaan barang dan jasa merupakan 

pedoman dasar yang harus diterapkan oleh seluruh pihak yang terlibat 

dalam proses pengadaan, baik pengguna jasa, panitia pengadaan, 

maupun penyedia jasa konstruksi. Penerapan prinsip-prinsip ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan secara 

adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Ketentuan mengenai prinsip-prinsip pengadaan tersebut diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan 

barang dan jasa pemerintah di Indonesia. 

Salah satu prinsip utama dalam pengadaan adalah transparansi. 

Prinsip ini menuntut agar seluruh proses pengadaan dilakukan secara 

terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, 

termasuk masyarakat. Transparansi penting untuk mencegah terjadinya 

praktik penyimpangan seperti kolusi, korupsi, atau manipulasi dalam 

proses tender. Dengan adanya keterbukaan informasi, proses pengadaan 

dapat diawasi secara lebih luas sehingga meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap pelaksanaan proyek pembangunan. 

Prinsip berikutnya adalah akuntabilitas, yaitu setiap keputusan 

yang diambil dalam proses pengadaan harus dapat 
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dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Hal ini 

berarti bahwa seluruh tahapan pengadaan harus didokumentasikan 

dengan baik serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan. Apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, 

seluruh keputusan dan tindakan yang diambil dalam proses pengadaan 

dapat ditelusuri secara jelas. 

Pengadaan juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi 

dan efektivitas. Prinsip ini menekankan bahwa penggunaan sumber daya 

seperti waktu, biaya, dan tenaga harus dilakukan secara optimal agar 

hasil pengadaan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi 

pembangunan. Proses pengadaan yang efisien dan efektif juga dapat 

membantu pemerintah dalam mengelola anggaran secara lebih baik. 

Prinsip lainnya adalah persaingan yang sehat, yang memberikan 

kesempatan yang sama kepada seluruh penyedia jasa untuk mengikuti 

proses tender. Persaingan yang sehat akan mendorong penyedia jasa 

untuk memberikan penawaran terbaik baik dari segi kualitas maupun 

harga. Selain itu terdapat prinsip keadilan dan non-diskriminasi, yang 

menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan khusus atau diskriminatif 

terhadap peserta tertentu dalam proses pengadaan. Prinsip ini bertujuan 

untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem pengadaan. 

 

3. Jenis Risiko Hukum dalam Pengadaan Konstruksi 

Jenis risiko hukum dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi 

dapat muncul pada berbagai tahapan proses pengadaan, mulai dari tahap 

perencanaan hingga pelaksanaan kontrak proyek. Risiko-risiko tersebut 

biasanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap prosedur pengadaan, 

konflik kepentingan, kecurangan dalam proses tender, sengketa kontrak, 

hingga potensi kerugian negara. Oleh karena itu, proses pengadaan harus 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah agar risiko hukum dapat diminimalkan. 

Salah satu risiko yang sering terjadi adalah pelanggaran prosedur 

pengadaan. Risiko ini muncul ketika panitia pengadaan tidak mengikuti 

tahapan yang telah ditetapkan dalam regulasi. Contohnya adalah tidak 

melakukan pengumuman tender secara terbuka, mengubah kriteria 

evaluasi tanpa dasar yang jelas, atau tidak melakukan evaluasi 
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penawaran secara objektif. Pelanggaran prosedur tersebut dapat 

menyebabkan proses tender dianggap tidak sah dan berpotensi digugat 

oleh peserta yang merasa dirugikan. 

Risiko berikutnya adalah konflik kepentingan. Konflik 

kepentingan terjadi ketika pihak yang terlibat dalam proses pengadaan 

memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan yang 

diambil. Misalnya, panitia pengadaan memiliki hubungan keluarga 

dengan salah satu peserta tender, pejabat pengadaan memiliki 

kepentingan finansial terhadap perusahaan peserta, atau adanya tekanan 

dari pihak tertentu dalam menentukan pemenang tender. Konflik 

kepentingan ini dapat merusak integritas proses pengadaan dan 

berpotensi menimbulkan praktik korupsi. 

Terdapat pula risiko kecurangan dan manipulasi tender. 

Kecurangan dapat dilakukan oleh peserta tender maupun oleh pihak 

penyelenggara pengadaan. Contohnya adalah persekongkolan antar 

peserta tender, pengaturan harga penawaran, serta manipulasi dokumen 

penawaran. Praktik tersebut dapat melanggar prinsip persaingan usaha 

yang sehat dan menyebabkan kerugian dalam proses pengadaan. 

Risiko hukum juga dapat muncul dalam bentuk sengketa kontrak 

setelah proses tender selesai dan kontrak proyek telah ditandatangani. 

Sengketa kontrak biasanya terjadi akibat perbedaan penafsiran terhadap 

isi kontrak atau ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan 

ketentuan yang telah disepakati. Penyebab sengketa dapat berupa 

keterlambatan proyek, perubahan spesifikasi pekerjaan, perselisihan 

mengenai pembayaran, maupun kualitas pekerjaan yang tidak sesuai 

standar. Sengketa ini umumnya diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, 

arbitrase, atau melalui jalur pengadilan. 

Risiko yang paling serius dalam pengadaan proyek pemerintah 

adalah risiko kerugian negara. Kerugian negara dapat terjadi apabila 

terdapat penyimpangan dalam penggunaan anggaran proyek, seperti 

praktik mark-up anggaran, pengadaan fiktif, atau pembayaran yang tidak 

sesuai dengan progres pekerjaan. Menurut Adrian Sutedi (2020), apabila 

terbukti terjadi kerugian negara dalam proses pengadaan, maka pihak 

yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk sanksi 

pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh 

karena itu, penerapan prosedur pengadaan yang transparan dan akuntabel 
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sangat penting untuk mencegah terjadinya berbagai risiko hukum 

tersebut. 

 

4. Risiko Hukum bagi Para Pihak dalam Pengadaan 

Risiko hukum dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi tidak 

hanya berdampak pada penyelenggara pengadaan, tetapi juga pada 

seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, termasuk pejabat 

pengadaan, kontraktor, dan konsultan. Setiap pihak memiliki tanggung 

jawab dan kewajiban yang diatur dalam regulasi pengadaan pemerintah, 

khususnya dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Apabila kewajiban tersebut tidak 

dipenuhi dengan baik, maka berbagai risiko hukum dapat muncul dan 

berpotensi menimbulkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. 

Pejabat pengadaan merupakan pihak yang memiliki peran 

penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengadaan 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Risiko 

hukum bagi pejabat pengadaan dapat muncul apabila terjadi pelanggaran 

prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau keputusan yang tidak sesuai 

dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, apabila pejabat 

pengadaan melakukan manipulasi dalam proses evaluasi tender atau 

memberikan perlakuan khusus kepada peserta tertentu, maka tindakan 

tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi 

administratif hingga tuntutan pidana apabila terbukti merugikan negara. 

Oleh karena itu, pejabat pengadaan harus menjalankan tugasnya secara 

profesional, objektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Kontraktor sebagai pelaksana proyek juga menghadapi risiko 

hukum yang cukup besar dalam pelaksanaan pengadaan konstruksi. 

Risiko ini dapat timbul apabila kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan spesifikasi teknis, tidak memenuhi standar kualitas yang 

telah ditetapkan, atau mengalami keterlambatan dalam penyelesaian 

proyek. Dalam kondisi tersebut, kontraktor dapat dikenakan berbagai 

sanksi, seperti pemutusan kontrak oleh pemberi kerja, pencairan jaminan 

pelaksanaan, denda keterlambatan, hingga pencantuman dalam daftar 

hitam (blacklist) yang dapat menghambat perusahaan untuk mengikuti 

proyek pengadaan di masa mendatang. 
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Konsultan perencana dan konsultan pengawas juga memiliki 

potensi menghadapi risiko hukum dalam proyek konstruksi. Konsultan 

perencana bertanggung jawab dalam menyusun desain dan perencanaan 

teknis proyek, sedangkan konsultan pengawas bertugas memastikan 

bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Apabila terjadi kesalahan dalam perencanaan atau 

pengawasan yang menyebabkan kerusakan bangunan, kegagalan 

konstruksi, atau kerugian finansial, maka konsultan dapat dikenakan 

tuntutan hukum. Menurut Adrian Sutedi (2020), tanggung jawab 

profesional para pihak dalam proyek konstruksi sangat penting untuk 

meminimalkan potensi sengketa dan memastikan bahwa proyek 

pembangunan dapat berjalan dengan aman, efektif, dan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

 

F. Ringkasan 

 

Pengadaan barang dan jasa konstruksi merupakan salah satu 

tahapan penting dalam pelaksanaan proyek teknik sipil karena 

menentukan pemilihan penyedia jasa yang akan melaksanakan pekerjaan 

konstruksi. Proses pengadaan ini harus dilaksanakan secara sistematis, 

transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

agar dapat menghasilkan pelaksanaan proyek yang efektif, efisien, dan 

berkualitas. Dalam praktiknya, sistem pengadaan konstruksi dapat 

dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, dengan 

mekanisme dan prosedur yang disesuaikan dengan kebutuhan serta 

karakteristik proyek yang akan dilaksanakan. 

Sistem pengadaan pemerintah umumnya diatur secara ketat 

melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya 

dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Regulasi tersebut 

mengatur prinsip-prinsip dasar pengadaan, tahapan pelaksanaan, serta 

tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. 

Sementara itu, pengadaan yang dilakukan oleh pihak swasta cenderung 

memiliki fleksibilitas yang lebih besar, meskipun tetap harus 

memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan profesionalitas dalam 

pemilihan penyedia jasa konstruksi (Sutedi, 2020). 
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Pada sistem pengadaan konstruksi terdapat beberapa metode 

seleksi penyedia jasa yang dapat digunakan, di antaranya adalah 

prakualifikasi dan pascakualifikasi. Pengadaan secara prakualifikasi 

merupakan metode seleksi di mana proses penilaian kualifikasi peserta 

dilakukan sebelum pemasukan dokumen penawaran. Metode ini 

biasanya digunakan untuk proyek yang memiliki tingkat kompleksitas 

tinggi atau nilai proyek yang besar, sehingga diperlukan seleksi awal 

untuk memastikan bahwa peserta tender memiliki kemampuan teknis, 

pengalaman, serta kapasitas keuangan yang memadai. Dengan adanya 

tahap prakualifikasi, hanya perusahaan yang memenuhi persyaratan 

tertentu yang dapat mengikuti proses tender selanjutnya (Ervianto, 

2021). 

Pengadaan secara pascakualifikasi merupakan metode seleksi di 

mana penilaian kualifikasi peserta dilakukan setelah proses evaluasi 

dokumen penawaran. Dalam metode ini, seluruh peserta dapat langsung 

mengikuti proses tender dengan menyampaikan dokumen penawaran 

administrasi, teknis, dan harga. Setelah dilakukan evaluasi penawaran, 

panitia pengadaan kemudian melakukan pemeriksaan kualifikasi 

terhadap peserta yang memiliki penawaran terbaik. Metode ini umumnya 

digunakan dalam proyek dengan tingkat kompleksitas yang lebih rendah 

karena prosesnya lebih sederhana dan dapat mempercepat pelaksanaan 

pengadaan. 

Aspek lain yang sangat penting dalam proses pengadaan 

konstruksi adalah pengelolaan risiko hukum. Risiko hukum dapat 

muncul pada setiap tahapan proses pengadaan, mulai dari perencanaan 

pengadaan, penyusunan dokumen tender, pelaksanaan pelelangan, 

hingga pelaksanaan kontrak proyek. Risiko tersebut dapat berupa 

pelanggaran prosedur pengadaan, konflik kepentingan, kecurangan 

dalam proses tender, sengketa kontrak, maupun kerugian negara akibat 

penyimpangan dalam penggunaan anggaran proyek. 

Pelanggaran prosedur pengadaan merupakan salah satu bentuk 

risiko hukum yang paling sering terjadi. Pelanggaran ini dapat terjadi 

apabila panitia pengadaan tidak mengikuti tahapan pengadaan yang telah 

ditetapkan dalam regulasi yang berlaku. Selain itu, konflik kepentingan 

juga dapat menimbulkan risiko hukum apabila pihak yang terlibat dalam 

proses pengadaan memiliki kepentingan pribadi yang mempengaruhi 
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keputusan dalam penentuan pemenang tender. Praktik kecurangan 

seperti persekongkolan tender dan manipulasi dokumen penawaran juga 

dapat menyebabkan kerugian bagi negara maupun pihak lain yang 

terlibat dalam proyek (Mahardhani, 2021). 

Risiko hukum dalam pengadaan tidak hanya berdampak pada 

penyelenggara pengadaan, tetapi juga pada seluruh pihak yang terlibat 

dalam proyek konstruksi, termasuk kontraktor, konsultan perencana, dan 

konsultan pengawas. Kontraktor dapat menghadapi sanksi berupa 

pemutusan kontrak, denda keterlambatan, maupun pencantuman dalam 

daftar hitam apabila tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

ketentuan kontrak. Sementara itu, konsultan perencana maupun 

konsultan pengawas dapat menghadapi tuntutan hukum apabila terjadi 

kesalahan dalam perencanaan atau pengawasan proyek yang 

menyebabkan kerugian bagi pemilik proyek. 

Untuk meminimalkan risiko hukum dalam pengadaan konstruksi, 

diperlukan penerapan prinsip-prinsip pengadaan yang baik, seperti 

transparansi, akuntabilitas, efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan. 

Selain itu, penggunaan sistem E-procurement atau pengadaan secara 

elektronik juga dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi 

potensi penyimpangan dalam proses pengadaan. Sistem ini 

memungkinkan seluruh proses tender dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipantau oleh berbagai pihak yang berkepentingan. 

Upaya pencegahan risiko hukum juga dapat dilakukan melalui 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam 

proses pengadaan, terutama pejabat pengadaan dan panitia tender. 

Pemahaman yang baik terhadap regulasi pengadaan serta kemampuan 

dalam melakukan evaluasi penawaran secara objektif sangat diperlukan 

untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

Pengawasan terhadap proses pengadaan juga harus dilakukan 

secara efektif oleh lembaga yang berwenang, seperti inspektorat 

pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengawasan ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa penggunaan anggaran proyek dilakukan secara 

transparan dan akuntabel serta untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan dalam proses pengadaan. 
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Pengadaan barang dan jasa konstruksi merupakan proses yang 

sangat kompleks dan memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat 

menghasilkan pelaksanaan proyek yang berkualitas. Pemilihan metode 

pengadaan yang tepat, penerapan prinsip-prinsip pengadaan yang 

transparan dan akuntabel, serta pengelolaan risiko hukum secara efektif 

merupakan faktor-faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan 

pelaksanaan proyek konstruksi. Oleh karena itu, seluruh pihak yang 

terlibat dalam proses pengadaan harus memiliki pemahaman yang baik 

terhadap sistem pengadaan serta regulasi yang mengaturnya agar dapat 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional (Sutedi, 

2020; Ervianto, 2021; Mahardhani, 2021; LKPP, 2021). 

 

G. Essay 

 

1. Jelaskan pengertian pengadaan barang dan jasa konstruksi serta 

perannya dalam keberhasilan pelaksanaan proyek teknik sipil. 

2. Uraikan perbedaan antara sistem pengadaan yang dilakukan oleh 

pemerintah dan sistem pengadaan yang dilakukan oleh pihak swasta 

dalam proyek konstruksi. 

3. Jelaskan pengertian pengadaan secara prakualifikasi serta tahapan-

tahapan yang dilakukan dalam proses prakualifikasi. 

4. Mengapa metode prakualifikasi biasanya digunakan pada proyek 

konstruksi yang berskala besar dan kompleks? Jelaskan alasan 

Anda. 

5. Jelaskan pengertian pengadaan secara pascakualifikasi serta 

bagaimana tahapan pelaksanaannya dalam proses tender proyek 

konstruksi. 

6. Bandingkan kelebihan dan kekurangan metode prakualifikasi dan 

pascakualifikasi dalam sistem pengadaan jasa konstruksi. 

7. Jelaskan berbagai bentuk risiko hukum yang dapat terjadi dalam 

proses pengadaan barang dan jasa konstruksi. 

8. Bagaimana konflik kepentingan dapat terjadi dalam proses 

pengadaan konstruksi dan apa dampaknya terhadap proses tender? 

9. Jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan 

risiko hukum dalam proses pengadaan proyek konstruksi. 
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10. Menurut pendapat Anda, bagaimana penerapan sistem pengadaan 

yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kualitas 

pembangunan infrastruktur di Indonesia? 
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BAB IV 

KONTRAK PROYEK 

KONSTRUKSI DAN ANALISIS 

UNTUNG-RUGI  

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan prinsip hukum perjanjian, 

memahami bentuk kontrak konstruksi (lumpsum, desain & build, unit 

price, cost plus, turnkey), memahami analisis keuntungan dan 

kerugian setiap bentuk kontrak, serta memahami wanprestasi dan 

force majeure. Sehingga pembaca dapat memahami prinsip hukum 

perjanjian, menganalisis berbagai bentuk kontrak konstruksi beserta 

keuntungan dan kerugiannya, serta mengidentifikasi dan menangani 

risiko wanprestasi dan force majeure dalam pelaksanaan proyek 

konstruksi. 

Materi Pembelajaran 

• Prinsip Hukum Perjanjian 

• Bentuk Kontrak Konstruksi (Lumpsum, Desain & Build, Unit 

Price, Cost Plus, Turnkey) 

• Analisis Keuntungan dan Kerugian Setiap Bentuk Kontrak 

• Wanprestasi dan Force Majeure 

• Ringkasan 

• Essay 

• Daftar Bacaan 

 

 

A. Prinsip Hukum Perjanjian 

 

Prinsip hukum perjanjian merupakan dasar utama dalam 

penyusunan dan pelaksanaan kontrak proyek konstruksi. Dalam kegiatan 

pembangunan infrastruktur, hubungan antara pemilik proyek (owner), 

kontraktor, konsultan perencana, dan konsultan pengawas diatur melalui 
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suatu kontrak yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, kontrak 

konstruksi harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum perjanjian 

agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan 

bagi para pihak yang terlibat dalam proyek. Dalam sistem hukum 

Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya dalam Buku III 

tentang perikatan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi para 

pihak dalam menyusun kontrak konstruksi yang sah dan dapat 

dilaksanakan secara efektif (Sutedi, 2020). 

Menurut Ervianto (2021), kontrak konstruksi merupakan 

perjanjian tertulis yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, serta 

pembagian risiko antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi. 

Agar kontrak tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah, maka kontrak 

harus dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum perjanjian 

yang berlaku. 

 

1. Pengertian Perjanjian dalam Hukum 

Perjanjian dalam hukum merupakan suatu kesepakatan yang 

dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk menimbulkan hubungan hukum 

yang mengikat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

khususnya Pasal 1313, dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih lainnya. Pengertian tersebut menunjukkan 

bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang melahirkan hak 

dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan adanya 

perjanjian, masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi 

apa yang telah disepakati serta memiliki hak untuk menuntut 

pelaksanaan kewajiban tersebut apabila tidak dipenuhi oleh pihak lain. 

Pada praktik hukum perdata, perjanjian menjadi dasar utama 

dalam berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis karena memberikan 

kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian tidak hanya menciptakan 

hubungan hukum, tetapi juga mengatur secara jelas mengenai objek yang 

diperjanjikan, hak dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi yang 

timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh 

karena itu, suatu perjanjian harus dibuat secara jelas, disepakati secara 



86 Aspek Hukum dan Administrasi Proyek Teknik Sipil 

 

sukarela oleh para pihak, dan tidak bertentangan dengan hukum yang 

berlaku. 

Pada konteks proyek konstruksi, perjanjian dikenal sebagai 

kontrak konstruksi, yaitu dokumen hukum yang mengatur hubungan 

kerja antara pemilik proyek (pemberi kerja) dengan kontraktor sebagai 

pelaksana pekerjaan konstruksi. Kontrak konstruksi memuat berbagai 

ketentuan penting, seperti ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, 

nilai kontrak, jadwal pelaksanaan proyek, mekanisme pembayaran, serta 

tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan adanya kontrak tersebut, 

pelaksanaan proyek konstruksi dapat dilakukan secara terarah dan 

terstruktur. 

 

2. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip penting 

dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak 

untuk membuat dan menentukan isi perjanjian sesuai dengan 

kehendaknya. Prinsip ini diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, khususnya dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa 

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi yang membuatnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa para pihak 

memiliki kewenangan untuk menentukan berbagai hal dalam perjanjian 

selama kesepakatan tersebut dibuat secara sah dan tidak bertentangan 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Pada praktiknya, asas kebebasan berkontrak memberikan ruang 

bagi para pihak untuk menyusun perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingan masing-masing. Para pihak bebas menentukan bentuk, isi, 

maupun syarat-syarat yang akan dimuat dalam perjanjian tersebut. 

Kebebasan ini memungkinkan terciptanya perjanjian yang fleksibel dan 

dapat menyesuaikan dengan berbagai kondisi serta karakteristik kegiatan 

yang dilakukan oleh para pihak. 

Pada konteks proyek konstruksi, asas kebebasan berkontrak 

memberikan kesempatan bagi pemilik proyek dan kontraktor untuk 

merumuskan ketentuan kontrak yang sesuai dengan kebutuhan proyek. 

Melalui asas ini, para pihak dapat menentukan berbagai aspek penting 

dalam kontrak konstruksi, seperti jenis kontrak yang digunakan, sistem 

pembayaran pekerjaan, jadwal pelaksanaan proyek, serta pembagian 



Buku Ajar  87 

 

risiko antara para pihak. Misalnya, para pihak dapat memilih jenis 

kontrak lump sum, unit price, atau bentuk kontrak lainnya yang dianggap 

paling sesuai dengan karakteristik proyek yang akan dilaksanakan. 

 

3. Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme merupakan salah satu asas penting dalam 

hukum perjanjian yang menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap 

sah apabila telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang 

membuatnya. Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya persesuaian 

kehendak antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian mengenai 

hal-hal yang diperjanjikan. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 yang 

menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya 

kesepakatan para pihak. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka 

perjanjian dapat menimbulkan hubungan hukum yang mengikat dan 

menciptakan hak serta kewajiban bagi para pihak. 

Pada praktik hukum perdata, asas konsensualisme menekankan 

bahwa inti dari suatu perjanjian terletak pada persetujuan kehendak 

antara para pihak. Artinya, selama para pihak telah mencapai 

kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian, maka perjanjian 

tersebut sudah dapat dianggap sah dan mengikat. Pada umumnya, 

kesepakatan ini lahir melalui proses komunikasi atau perundingan antara 

para pihak sebelum perjanjian dibuat secara tertulis. Oleh karena itu, 

kesepakatan menjadi unsur utama yang menunjukkan bahwa para pihak 

secara sadar dan sukarela menerima seluruh ketentuan yang tercantum 

dalam perjanjian. 

Pada konteks proyek konstruksi, asas konsensualisme dapat 

dilihat dari adanya kesepakatan antara pemilik proyek dan kontraktor 

yang kemudian dituangkan dalam dokumen kontrak konstruksi. 

Dokumen kontrak tersebut biasanya ditandatangani oleh kedua belah 

pihak sebagai bentuk persetujuan resmi atas isi perjanjian yang telah 

disepakati bersama. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai aspek 

penting dalam pelaksanaan proyek, seperti ruang lingkup pekerjaan, nilai 

kontrak, waktu pelaksanaan proyek, serta hak dan kewajiban masing-

masing pihak selama proses pembangunan berlangsung. 
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4. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas pacta sunt servanda merupakan salah satu prinsip penting 

dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang 

dibuat secara sah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang 

membuatnya. Prinsip ini berarti bahwa perjanjian memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang 

terlibat. Ketentuan mengenai prinsip ini berkaitan dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1338 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan demikian, 

setiap pihak yang telah menyepakati suatu perjanjian memiliki 

kewajiban hukum untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang 

tercantum di dalamnya. 

Pada praktik hukum perdata, asas pacta sunt servanda berfungsi 

untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin bahwa setiap 

kesepakatan yang telah dibuat tidak dapat diabaikan secara sepihak. 

Apabila suatu perjanjian telah disepakati secara sah oleh para pihak, 

maka isi perjanjian tersebut harus dihormati dan dilaksanakan dengan 

itikad baik. Prinsip ini juga mendorong para pihak untuk lebih berhati-

hati sebelum membuat suatu perjanjian, karena segala ketentuan yang 

disepakati akan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. 

Pada konteks proyek konstruksi, asas pacta sunt servanda 

memiliki peranan yang sangat penting karena proyek konstruksi 

umumnya melibatkan investasi yang besar, sumber daya yang kompleks, 

serta jangka waktu pelaksanaan yang relatif panjang. Oleh karena itu, 

kontrak konstruksi menjadi pedoman utama bagi pemilik proyek dan 

kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. Isi kontrak biasanya 

mencakup ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, jadwal pelaksanaan 

proyek, sistem pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. Dengan adanya prinsip pacta sunt servanda, semua ketentuan 

tersebut harus dipatuhi agar proyek dapat berjalan dengan tertib dan 

sesuai dengan rencana yang telah disepakati. 

 

5. Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik merupakan salah satu prinsip penting dalam 

hukum perjanjian yang mengharuskan para pihak untuk melaksanakan 
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perjanjian secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Prinsip ini 

menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian 

harus bertindak secara wajar dan tidak melakukan tindakan yang dapat 

merugikan pihak lain. Dalam hukum perdata Indonesia, asas ini 

berkaitan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, khususnya Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap 

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan tersebut 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak tidak hanya didasarkan pada 

aturan tertulis, tetapi juga pada sikap saling menghormati dan kejujuran 

antara para pihak. 

Pada praktiknya, asas itikad baik menuntut para pihak untuk tidak 

menyalahgunakan hak yang dimiliki dalam suatu perjanjian. Para pihak 

harus menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah 

dibuat serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian 

bagi pihak lain. Dengan adanya asas ini, hubungan hukum antara para 

pihak tidak hanya bersifat formal, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai 

kepercayaan dan tanggung jawab. 

Pada konteks kontrak konstruksi, asas itikad baik memiliki 

peranan yang sangat penting karena proyek konstruksi biasanya 

melibatkan banyak pihak, seperti pemilik proyek, kontraktor, dan 

konsultan. Kerja sama yang baik antara para pihak sangat diperlukan 

agar pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lancar. Itikad baik dalam 

proyek konstruksi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti 

penyampaian informasi yang benar dan transparan mengenai kondisi 

proyek, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang 

telah disepakati, serta kesediaan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang muncul melalui musyawarah dan komunikasi yang baik. 

 

B. Bentuk Kontrak Konstruksi (Lumpsum, Desain & Build, Unit 

Price, Cost Plus, Turnkey) 

 

Pada industri konstruksi, kontrak merupakan dokumen hukum 

yang mengatur hubungan kerja antara pemilik proyek (owner) dan 

penyedia jasa konstruksi seperti kontraktor dan konsultan. Salah satu 

aspek penting dalam kontrak konstruksi adalah pemilihan bentuk 

kontrak yang digunakan. Bentuk kontrak menentukan sistem 
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pembayaran, pembagian risiko, tanggung jawab pekerjaan, serta metode 

pengendalian biaya dalam suatu proyek pembangunan. Oleh karena itu, 

pemilihan jenis kontrak harus disesuaikan dengan karakteristik proyek, 

tingkat kompleksitas pekerjaan, serta kepastian desain yang tersedia 

(Ervianto, 2021). 

Menurut Soeharto (2019), bentuk kontrak konstruksi yang umum 

digunakan dalam proyek pembangunan antara lain kontrak lumpsum, 

unit price, design and build, cost plus, dan turnkey. Setiap jenis kontrak 

memiliki karakteristik, kelebihan, serta kelemahan yang berbeda 

sehingga penggunaannya harus dipertimbangkan secara matang. 

 

 

 

1. Kontrak Lumpsum 

Kontrak lumpsum merupakan salah satu jenis kontrak konstruksi 

di mana nilai total pekerjaan telah ditetapkan secara pasti sejak awal 

sebelum proyek dilaksanakan. Dalam jenis kontrak ini, kontraktor 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai 

dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, serta ketentuan yang tercantum 

dalam dokumen kontrak dengan harga yang telah disepakati bersama. 

Artinya, nilai kontrak bersifat tetap (fixed price) dan tidak berubah 

selama pelaksanaan proyek, kecuali apabila terjadi perubahan pekerjaan 

yang disetujui oleh kedua belah pihak melalui mekanisme perubahan 

kontrak. Jenis kontrak ini banyak digunakan dalam proyek konstruksi 

yang desainnya telah direncanakan secara matang sehingga 

kemungkinan perubahan selama pelaksanaan proyek relatif kecil. 

Menurut Ervianto (2021), kontrak lumpsum biasanya diterapkan 

pada proyek yang memiliki perencanaan dan spesifikasi yang jelas sejak 

awal. Dengan kondisi tersebut, kontraktor dapat memperkirakan secara 

akurat biaya pelaksanaan pekerjaan sehingga nilai kontrak dapat 

ditentukan secara pasti. Dalam pelaksanaannya, pembayaran kepada 

kontraktor umumnya dilakukan berdasarkan progres pekerjaan yang 

telah diselesaikan, sesuai dengan jadwal atau tahap pekerjaan yang telah 

ditentukan dalam kontrak. 

Kontrak lumpsum memiliki beberapa karakteristik utama. 

Pertama, nilai kontrak bersifat tetap dan tidak berubah selama proyek 
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berlangsung. Kedua, sistem pembayaran biasanya didasarkan pada 

kemajuan pekerjaan yang telah dicapai oleh kontraktor. Ketiga, sebagian 

besar risiko yang berkaitan dengan kenaikan biaya konstruksi, seperti 

kenaikan harga material atau biaya tenaga kerja, menjadi tanggung jawab 

kontraktor. Selain itu, apabila terjadi perubahan pekerjaan atau 

penambahan lingkup pekerjaan, maka perubahan tersebut harus melalui 

prosedur perubahan kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

 

2. Kontrak Unit Price 

Kontrak unit price merupakan salah satu jenis kontrak konstruksi 

di mana pembayaran kepada kontraktor dilakukan berdasarkan harga 

satuan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dalam sistem ini, 

setiap jenis pekerjaan memiliki harga satuan tertentu yang telah 

disepakati oleh para pihak sebelum proyek dimulai. Total nilai proyek 

kemudian dihitung berdasarkan volume pekerjaan yang benar-benar 

dilaksanakan di lapangan. Dengan demikian, nilai akhir kontrak dapat 

berubah sesuai dengan jumlah pekerjaan yang terealisasi selama 

pelaksanaan proyek. 

Menurut Adrian Sutedi (2020), kontrak unit price sering 

digunakan dalam proyek konstruksi yang volume pekerjaannya belum 

dapat dipastikan secara akurat pada tahap perencanaan. Kondisi ini 

biasanya terjadi pada proyek yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi 

terkait kondisi lapangan, seperti proyek pembangunan jalan, jembatan, 

atau pekerjaan tanah. Dalam situasi tersebut, penggunaan kontrak unit 

price memberikan fleksibilitas karena penyesuaian volume pekerjaan 

dapat dilakukan sesuai dengan kondisi yang ditemukan selama 

pelaksanaan proyek. 

Salah satu karakteristik utama dari kontrak unit price adalah 

bahwa harga satuan setiap jenis pekerjaan telah ditentukan dalam 

dokumen kontrak sejak awal. Namun, volume pekerjaan dapat berubah 

sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, total 

nilai proyek tidak ditentukan secara pasti pada awal kontrak, melainkan 

dihitung berdasarkan volume aktual pekerjaan yang telah dilaksanakan 

oleh kontraktor. Proses pembayaran biasanya dilakukan setelah 

dilakukan pengukuran pekerjaan di lapangan untuk memastikan jumlah 

pekerjaan yang benar-benar telah diselesaikan. 
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3. Kontrak Design and Build 

Kontrak Design and Build merupakan salah satu bentuk kontrak 

dalam proyek konstruksi di mana satu pihak, yaitu kontraktor, 

bertanggung jawab sekaligus atas dua kegiatan utama proyek, yaitu 

proses perencanaan desain dan pelaksanaan pembangunan konstruksi. 

Dalam sistem ini, pemilik proyek tidak perlu menunjuk konsultan 

perencana secara terpisah karena seluruh proses perancangan dan 

pembangunan dilakukan oleh satu pihak yang sama. Dengan demikian, 

kontraktor tidak hanya bertugas melaksanakan pekerjaan konstruksi, 

tetapi juga menyusun desain teknis yang akan digunakan dalam proyek 

tersebut. 

Menurut Harold Kerzner (2022), kontrak design and build 

banyak digunakan dalam proyek konstruksi modern karena mampu 

mempercepat proses pembangunan serta meningkatkan koordinasi 

antara kegiatan perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pada sistem 

kontrak konvensional, proses desain biasanya harus selesai terlebih 

dahulu sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Namun dalam kontrak 

design and build, proses perencanaan dan pembangunan dapat dilakukan 

secara paralel sehingga waktu pelaksanaan proyek menjadi lebih singkat. 

Kontrak design and build memiliki beberapa karakteristik utama. 

Pertama, kontraktor memegang tanggung jawab penuh terhadap desain 

dan pelaksanaan konstruksi proyek. Kedua, proses perencanaan dan 

pembangunan dapat dilakukan secara bersamaan untuk mempercepat 

penyelesaian proyek. Ketiga, risiko yang berkaitan dengan kesalahan 

desain sebagian besar menjadi tanggung jawab kontraktor, karena 

kontraktor merupakan pihak yang menyusun dan melaksanakan desain 

tersebut. 

 

4. Kontrak Cost Plus 

Kontrak cost plus merupakan salah satu jenis kontrak konstruksi 

di mana pemilik proyek membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 

kontraktor selama pelaksanaan proyek, ditambah dengan sejumlah 

keuntungan atau fee yang telah disepakati sebelumnya. Dalam sistem ini, 

biaya proyek tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan 

dihitung berdasarkan biaya aktual yang terjadi selama proses 



Buku Ajar  93 

 

pelaksanaan pekerjaan. Selain mengganti seluruh biaya yang 

dikeluarkan kontraktor, pemilik proyek juga memberikan tambahan 

imbalan berupa persentase tertentu dari biaya proyek atau jumlah fee 

tetap sebagai keuntungan bagi kontraktor. 

Menurut Iman Soeharto (2019), kontrak cost plus umumnya 

digunakan pada proyek yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi 

sehingga sulit untuk memperkirakan biaya proyek secara akurat pada 

tahap perencanaan. Kondisi tersebut sering terjadi pada proyek yang 

bersifat kompleks, proyek penelitian, atau proyek yang menggunakan 

teknologi baru. Dalam situasi seperti ini, penggunaan kontrak dengan 

harga tetap menjadi sulit karena banyak faktor yang dapat berubah 

selama pelaksanaan proyek. 

Kontrak cost plus memiliki beberapa karakteristik utama. 

Pertama, seluruh biaya konstruksi yang timbul selama pelaksanaan 

proyek menjadi tanggung jawab pemilik proyek. Kedua, kontraktor 

menerima tambahan fee atau persentase keuntungan sebagai imbalan 

atas jasa yang diberikan. Ketiga, total biaya proyek dapat berubah sesuai 

dengan kondisi yang terjadi selama proses pembangunan, karena 

perhitungan biaya didasarkan pada pengeluaran aktual yang dilakukan 

oleh kontraktor. 

 

5. Kontrak Turnkey 

Kontrak turnkey merupakan salah satu jenis kontrak konstruksi 

di mana kontraktor bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh 

tahapan pembangunan proyek, mulai dari perencanaan desain, 

pengadaan material, pelaksanaan konstruksi, hingga penyelesaian 

proyek dalam kondisi siap digunakan oleh pemilik. Istilah turnkey secara 

harfiah berarti “memutar kunci”, yang menggambarkan bahwa pemilik 

proyek hanya perlu menerima hasil akhir proyek dan dapat langsung 

mengoperasikan fasilitas yang telah selesai dibangun tanpa harus terlibat 

secara langsung dalam proses pembangunan. 

Menurut Ervianto (2021), kontrak turnkey sering digunakan 

dalam proyek-proyek besar yang bersifat kompleks, seperti 

pembangunan pabrik industri, pembangkit listrik, kilang minyak, serta 

berbagai fasilitas produksi lainnya. Dalam jenis kontrak ini, kontraktor 

bertindak sebagai pihak yang mengelola seluruh kegiatan proyek secara 



94 Aspek Hukum dan Administrasi Proyek Teknik Sipil 

 

terpadu sehingga pemilik proyek tidak perlu mengoordinasikan berbagai 

pihak secara terpisah. 

Kontrak turnkey memiliki beberapa karakteristik utama. 

Pertama, kontraktor memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh 

proses pembangunan proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga 

penyelesaian proyek. Kedua, pemilik proyek menerima hasil akhir 

berupa fasilitas yang telah selesai dibangun dan siap digunakan. Ketiga, 

sebagian besar risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, seperti 

keterlambatan pekerjaan, kesalahan desain, maupun peningkatan biaya 

konstruksi, berada pada pihak kontraktor. 

 

C. Analisis Keuntungan dan Kerugian Setiap Bentuk Kontrak 

 

Pada proyek konstruksi, pemilihan bentuk kontrak merupakan 

keputusan strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan proyek. 

Bentuk kontrak menentukan pembagian risiko, sistem pembayaran, 

mekanisme pengendalian biaya, serta hubungan hukum antara pemilik 

proyek (owner) dan penyedia jasa konstruksi (kontraktor). Setiap jenis 

kontrak memiliki karakteristik, keuntungan, dan potensi kerugian yang 

berbeda tergantung pada kompleksitas proyek, tingkat ketidakpastian 

pekerjaan, serta kemampuan manajemen para pihak. Oleh karena itu, 

analisis terhadap keuntungan dan kerugian setiap bentuk kontrak 

konstruksi sangat penting agar proyek dapat berjalan secara efektif, 

efisien, dan sesuai dengan prinsip hukum kontrak (Ervianto, 2022; Barrie 

& Paulson, 2021). 

Secara umum, dalam praktik konstruksi dikenal beberapa bentuk 

kontrak utama, yaitu kontrak Lump Sum, Unit Price, Design and Build, 

Cost Plus, dan Turnkey. Masing-masing bentuk kontrak ini memiliki 

karakteristik yang berbeda dalam pembagian risiko biaya, tanggung 

jawab desain, serta pengendalian mutu pekerjaan. 

 

1. Analisis Kontrak Lump sum 

Kontrak Lump Sum merupakan salah satu bentuk kontrak 

konstruksi di mana nilai total pekerjaan telah ditetapkan secara pasti 

sejak awal sebelum proyek dimulai. Dalam kontrak ini, kontraktor 

berkewajiban menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan 
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spesifikasi teknis, gambar kerja, serta ketentuan yang tercantum dalam 

dokumen kontrak dengan harga yang telah disepakati bersama. Artinya, 

meskipun terjadi perubahan biaya selama pelaksanaan proyek, 

kontraktor tetap harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan nilai 

kontrak yang telah ditetapkan. Menurut Ervianto (2022), kontrak lump 

sum umumnya digunakan pada proyek yang memiliki perencanaan 

desain yang jelas dan relatif stabil sehingga kemungkinan perubahan 

pekerjaan selama pelaksanaan proyek dapat diminimalkan. 

Dari segi keuntungan, kontrak lump sum memberikan kepastian 

biaya bagi pemilik proyek. Karena nilai kontrak telah ditentukan sejak 

awal, pemilik proyek dapat merencanakan dan mengendalikan anggaran 

proyek dengan lebih baik. Hal ini sangat penting terutama dalam proyek 

pemerintah yang harus mengikuti sistem penganggaran yang ketat dan 

transparan. Selain itu, kontrak lump sum juga dapat mendorong efisiensi 

kerja kontraktor. Dalam sistem ini, kontraktor akan berusaha 

menyelesaikan pekerjaan dengan biaya yang seefisien mungkin tanpa 

mengurangi kualitas pekerjaan agar dapat memperoleh keuntungan yang 

optimal. Kondisi tersebut sering kali mendorong kontraktor untuk 

meningkatkan produktivitas serta menggunakan metode kerja yang lebih 

efektif dalam pelaksanaan proyek. 

Keuntungan lainnya adalah administrasi kontrak yang relatif 

lebih sederhana dibandingkan dengan jenis kontrak lainnya. Sistem 

pembayaran biasanya dilakukan berdasarkan progres pekerjaan yang 

telah diselesaikan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam kontrak. 

Dengan sistem ini, proses pengawasan dan pengendalian biaya proyek 

menjadi lebih mudah karena nilai total kontrak telah diketahui sejak 

awal. 

 

2. Analisis Kontrak Unit Price 

Kontrak Unit Price merupakan jenis kontrak konstruksi di mana 

pembayaran kepada kontraktor dilakukan berdasarkan harga satuan 

untuk setiap jenis pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak. Dalam 

sistem ini, setiap pekerjaan memiliki harga satuan yang disepakati sejak 

awal, sedangkan total biaya proyek dihitung dengan mengalikan harga 

satuan tersebut dengan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan 

di lapangan. Menurut Donald S. Barrie dan Boyd C. Paulson Jr. (2021), 
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kontrak unit price banyak digunakan dalam proyek konstruksi yang 

volume pekerjaannya belum dapat dipastikan secara akurat pada tahap 

perencanaan, sehingga diperlukan sistem pembayaran yang lebih 

fleksibel. 

Salah satu keuntungan utama dari kontrak unit price adalah 

fleksibilitasnya terhadap perubahan volume pekerjaan. Dalam proyek 

konstruksi, sering kali terdapat ketidakpastian mengenai kondisi 

lapangan yang dapat mempengaruhi jumlah pekerjaan yang harus 

dilakukan. Dengan sistem harga satuan, perubahan volume pekerjaan 

tidak memerlukan perubahan kontrak secara menyeluruh, karena nilai 

total proyek akan menyesuaikan secara otomatis berdasarkan jumlah 

pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. Hal ini membuat kontrak unit 

price lebih adaptif terhadap kondisi proyek yang dinamis. 

Kontrak unit price juga memberikan transparansi dalam 

perhitungan biaya proyek. Setiap item pekerjaan memiliki harga satuan 

yang jelas dan tercantum dalam dokumen kontrak, sehingga pemilik 

proyek dapat mengetahui secara rinci bagaimana biaya proyek dihitung. 

Transparansi ini memudahkan pemilik proyek dalam melakukan 

pengawasan terhadap penggunaan anggaran serta memastikan bahwa 

pembayaran yang dilakukan kepada kontraktor sesuai dengan pekerjaan 

yang telah diselesaikan. 

 

3. Analisis Kontrak Design and Build 

Kontrak Design and Build merupakan sistem kontrak konstruksi 

di mana satu pihak bertanggung jawab secara sekaligus terhadap proses 

perancangan (design) dan pelaksanaan pembangunan (build). Dalam 

sistem ini, pemilik proyek menyerahkan tanggung jawab perencanaan 

teknis dan pelaksanaan konstruksi kepada satu kontraktor utama yang 

mengelola seluruh proses proyek secara terpadu. Menurut Allan 

Ashworth dan Srinath Perera (2022), sistem design and build semakin 

banyak digunakan dalam proyek modern karena mampu meningkatkan 

efisiensi pelaksanaan proyek serta memperbaiki koordinasi antara proses 

desain dan konstruksi. 

Salah satu keuntungan utama dari kontrak design and build 

adalah adanya integrasi antara kegiatan perancangan dan pelaksanaan 

konstruksi. Karena kedua proses tersebut dilakukan oleh satu pihak yang 
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sama, koordinasi antara tim perancang dan tim pelaksana menjadi lebih 

efektif. Hal ini dapat mengurangi potensi kesalahan komunikasi yang 

sering terjadi dalam sistem kontrak tradisional yang memisahkan 

perencana dan kontraktor sebagai pihak yang berbeda. 

Kontrak design and build juga dapat mempercepat waktu 

penyelesaian proyek. Dalam sistem ini, proses desain dan konstruksi 

dapat dilakukan secara paralel sehingga beberapa tahap pekerjaan dapat 

berjalan bersamaan. Kondisi tersebut memungkinkan proyek 

diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan 

sistem kontrak konvensional yang mengharuskan desain selesai terlebih 

dahulu sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. 

 

4. Analisis Kontrak Cost Plus 

Kontrak Cost Plus merupakan sistem kontrak konstruksi di mana 

pemilik proyek membayar seluruh biaya konstruksi yang dikeluarkan 

oleh kontraktor selama pelaksanaan proyek, kemudian menambahkan 

sejumlah fee atau keuntungan bagi kontraktor sesuai dengan kesepakatan 

yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dalam sistem ini, biaya proyek 

tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan dihitung berdasarkan 

biaya aktual yang terjadi selama proses pembangunan. Menurut Edward 

R. Fisk dan Wayne D. Reynolds (2020), kontrak cost plus sering 

digunakan pada proyek yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi atau 

pada proyek yang desainnya belum sepenuhnya selesai pada tahap awal 

perencanaan. 

Salah satu keuntungan utama dari kontrak cost plus adalah 

tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam pelaksanaan proyek. Sistem ini 

sangat cocok digunakan pada proyek konstruksi yang masih mungkin 

mengalami perubahan desain atau spesifikasi pekerjaan selama proses 

pembangunan. Dengan menggunakan sistem ini, perubahan pekerjaan 

tidak memerlukan proses perubahan kontrak yang rumit karena biaya 

tambahan dapat langsung dihitung sebagai bagian dari biaya proyek yang 

akan dibayar oleh pemilik. 

Kontrak cost plus juga memungkinkan pengendalian kualitas 

yang lebih baik. Karena kontraktor tidak dibatasi oleh nilai kontrak tetap, 

dapat menggunakan material, teknologi, atau metode kerja yang lebih 

baik tanpa khawatir mengalami kerugian akibat kenaikan biaya 
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konstruksi. Kondisi ini dapat memberikan keuntungan bagi pemilik 

proyek karena kualitas hasil pekerjaan dapat dipertahankan sesuai 

dengan standar yang diinginkan. 

 

5. Analisis Kontrak Turnkey 

Kontrak Turnkey merupakan salah satu sistem kontrak konstruksi 

di mana kontraktor bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh 

tahapan proyek, mulai dari perencanaan, desain, pengadaan material, 

pelaksanaan konstruksi, hingga penyelesaian proyek dalam kondisi siap 

digunakan oleh pemilik proyek. Dalam sistem ini, pemilik proyek pada 

dasarnya hanya menerima hasil akhir proyek yang telah selesai dibangun 

dan siap dioperasikan. Menurut Frank Harris dan Ronald McCaffer 

(2021), kontrak turnkey banyak digunakan pada proyek berskala besar 

dan kompleks seperti pembangunan pabrik industri, pembangkit listrik, 

serta berbagai fasilitas produksi yang memerlukan integrasi perencanaan 

dan pelaksanaan secara menyeluruh. 

Salah satu keuntungan utama dari kontrak turnkey adalah 

kemudahan bagi pemilik proyek dalam pengelolaan pembangunan. 

Pemilik proyek tidak perlu terlibat secara langsung dalam proses 

perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi karena seluruh kegiatan 

proyek telah dikelola oleh kontraktor. Hal ini memungkinkan pemilik 

proyek untuk lebih fokus pada aspek operasional atau strategi bisnis yang 

berkaitan dengan penggunaan fasilitas yang dibangun. 

Kontrak turnkey juga memberikan kepastian yang lebih baik 

terkait biaya dan waktu penyelesaian proyek. Karena seluruh tahapan 

pekerjaan telah direncanakan secara terintegrasi sejak awal, kontraktor 

memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek dapat 

diselesaikan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah disepakati. 

Sistem ini juga memberikan kejelasan tanggung jawab karena seluruh 

proses pembangunan berada di bawah kendali satu pihak, yaitu 

kontraktor utama. 

 

D. Wanprestasi dan Force Majeure 

 

Pada pelaksanaan proyek konstruksi, hubungan antara pemilik 

proyek (owner) dan penyedia jasa konstruksi (kontraktor) diikat oleh 
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suatu perjanjian atau kontrak yang memiliki kekuatan hukum. Kontrak 

tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus 

dipenuhi selama pelaksanaan proyek. Namun dalam praktiknya, tidak 

semua kewajiban kontrak dapat dipenuhi secara sempurna. Kegagalan 

salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya disebut wanprestasi, 

sedangkan kegagalan yang terjadi akibat keadaan di luar kendali para 

pihak disebut force majeure. Kedua konsep ini merupakan bagian 

penting dalam hukum perjanjian dan sering menjadi dasar penyelesaian 

sengketa dalam proyek konstruksi (Subekti, 2018; Ervianto, 2022). 

 

1. Wanprestasi dalam Kontrak Konstruksi 

Wanprestasi merupakan kondisi ketika salah satu pihak dalam 

suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang 

telah disepakati dalam kontrak. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep 

wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1243 yang menyatakan 

bahwa pihak yang tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya dapat 

dikenakan tuntutan ganti rugi. Menurut R. Subekti (2018), wanprestasi 

dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan debitur dalam 

memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan dalam suatu kontrak. 

Dalam konteks proyek konstruksi, pihak yang dapat melakukan 

wanprestasi tidak hanya kontraktor, tetapi juga konsultan maupun 

pemilik proyek apabila tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan 

ketentuan kontrak yang telah disepakati. 

Pada praktik pelaksanaan proyek konstruksi, wanprestasi dapat 

muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, pihak yang berkewajiban tidak 

melaksanakan prestasi sama sekali, misalnya kontraktor yang tidak 

memulai pekerjaan meskipun kontrak telah ditandatangani atau 

meninggalkan proyek sebelum pekerjaan selesai. Kedua, pekerjaan 

dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, seperti penggunaan 

material yang kualitasnya lebih rendah dari spesifikasi teknis yang telah 

ditentukan dalam kontrak. Ketiga, keterlambatan dalam melaksanakan 

prestasi. Dalam proyek konstruksi, keterlambatan penyelesaian 

pekerjaan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik proyek sehingga 

kontrak biasanya mencantumkan ketentuan denda keterlambatan 

(liquidated damages). Keempat, melakukan tindakan yang dilarang 
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dalam kontrak, misalnya kontraktor mengalihkan pekerjaan kepada 

pihak lain tanpa persetujuan pemilik proyek, padahal kontrak melarang 

adanya subkontrak tanpa izin. 

Terjadinya wanprestasi dalam proyek konstruksi dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan manajemen proyek, 

masalah keuangan kontraktor, kesalahan teknis dalam desain atau 

konstruksi, serta masalah organisasi seperti kurangnya tenaga kerja yang 

kompeten. Faktor-faktor tersebut dapat menghambat pelaksanaan proyek 

sehingga kewajiban kontrak tidak dapat dipenuhi secara tepat waktu 

maupun sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. 

Apabila wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan memiliki hak 

untuk menuntut pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan Pasal 1243 

KUHPerdata, pihak yang melakukan wanprestasi dapat diwajibkan 

untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selain ganti 

rugi, konsekuensi hukum lain yang dapat timbul adalah pemutusan 

kontrak, pengenaan denda keterlambatan, serta penyelesaian sengketa 

melalui mekanisme hukum seperti mediasi, arbitrase, atau proses 

peradilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep wanprestasi 

sangat penting dalam kontrak konstruksi agar setiap pihak dapat 

melaksanakan kewajibannya secara profesional dan menghindari 

sengketa hukum selama pelaksanaan proyek. 

 

2. Force Majeure 

Terdapat kondisi lain yang dapat menyebabkan kegagalan 

pelaksanaan kontrak, yaitu force majeure atau keadaan memaksa. Force 

majeure merupakan peristiwa yang terjadi di luar kendali para pihak 

sehingga menghalangi pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati 

dalam kontrak. Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai 

force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa debitur tidak wajib mengganti kerugian apabila 

ketidakmampuan memenuhi prestasi disebabkan oleh kejadian yang 

tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan tidak dapat dihindari. Menurut 

Wulfram I. Ervianto (2022), force majeure merupakan kondisi di mana 

kontraktor atau pemilik proyek tidak dapat melaksanakan kewajibannya 

karena adanya peristiwa yang berada di luar kendali manusia. 
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Pada praktik konstruksi, force majeure dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis. Pertama adalah force majeure absolut, yaitu keadaan 

yang menyebabkan pelaksanaan kontrak menjadi tidak mungkin 

dilakukan sama sekali. Contohnya adalah bencana alam besar seperti 

gempa bumi atau tsunami yang menghancurkan lokasi proyek sehingga 

pembangunan tidak dapat dilanjutkan. Kedua adalah force majeure 

relatif, yaitu keadaan yang tidak sepenuhnya menghentikan pelaksanaan 

kontrak tetapi menimbulkan hambatan yang sangat besar. Misalnya, 

banjir besar yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan konstruksi. 

Terdapat pula force majeure permanen, yaitu peristiwa yang 

membuat kontrak tidak dapat dilaksanakan secara permanen sehingga 

proyek harus dihentikan. Sebaliknya, force majeure sementara 

merupakan keadaan yang hanya menghambat pelaksanaan proyek untuk 

sementara waktu, sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan kembali setelah 

kondisi kembali normal. 

Pada proyek konstruksi, beberapa peristiwa yang sering 

dikategorikan sebagai force majeure antara lain bencana alam seperti 

gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, kebakaran besar yang merusak 

lokasi proyek, perang atau konflik bersenjata, perubahan kebijakan 

pemerintah yang drastis, serta pandemi global yang menghambat 

mobilitas tenaga kerja dan distribusi material. Sebagai contoh, pandemi 

COVID-19 sering dianggap sebagai force majeure dalam berbagai 

kontrak konstruksi karena pembatasan aktivitas masyarakat 

menyebabkan keterlambatan proyek (Harris & McCaffer, 2021). 

Meskipun sama-sama dapat menyebabkan kegagalan 

pelaksanaan kontrak, force majeure memiliki perbedaan mendasar 

dengan wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena kesalahan atau kelalaian 

salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban kontrak. Sebaliknya, 

force majeure terjadi karena peristiwa di luar kendali para pihak yang 

tidak dapat diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, dalam kasus 

wanprestasi pihak yang bersalah dapat diminta untuk membayar ganti 

rugi, sedangkan dalam force majeure pihak yang mengalami hambatan 

biasanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. 
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E. Ringkasan 

 

Kontrak proyek konstruksi merupakan dasar hukum yang 

mengatur hubungan kerja antara pemilik proyek dan penyedia jasa 

konstruksi. Dalam kontrak tersebut diatur hak dan kewajiban para pihak, 

ruang lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan, biaya proyek, serta 

mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, 

pemahaman mengenai prinsip hukum perjanjian dan bentuk-bentuk 

kontrak konstruksi menjadi sangat penting dalam pengelolaan proyek 

agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ervianto, 2022). 

Prinsip hukum perjanjian dalam kontrak konstruksi pada 

dasarnya berlandaskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 yang mengatur syarat 

sahnya perjanjian. Empat syarat tersebut meliputi kesepakatan para 

pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, serta 

sebab yang halal. Selain itu, kontrak juga harus memenuhi prinsip 

kebebasan berkontrak, konsensualisme, kepastian hukum, dan itikad 

baik. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam penyusunan kontrak 

proyek konstruksi agar setiap pihak dapat melaksanakan kewajibannya 

secara adil dan bertanggung jawab (Subekti, 2018). 

Pada praktik konstruksi, terdapat beberapa bentuk kontrak yang 

umum digunakan, yaitu Lump Sum, Unit Price, Design and Build, Cost 

Plus, dan Turnkey. Kontrak lump sum menetapkan harga proyek secara 

tetap sejak awal sehingga memberikan kepastian biaya bagi pemilik 

proyek, namun risiko biaya lebih banyak ditanggung oleh kontraktor. 

Kontrak unit price menggunakan sistem harga satuan untuk setiap 

pekerjaan sehingga lebih fleksibel terhadap perubahan volume 

pekerjaan, meskipun total biaya proyek menjadi kurang pasti (Barrie & 

Paulson, 2021). 

Kontrak Design and build menggabungkan proses perancangan 

dan pelaksanaan konstruksi dalam satu kontrak sehingga koordinasi 

proyek menjadi lebih efisien dan waktu pelaksanaan dapat dipercepat. 

Namun, sistem ini dapat mengurangi kontrol pemilik proyek terhadap 

desain bangunan. Sementara itu, kontrak cost plus memungkinkan 

pemilik proyek membayar seluruh biaya konstruksi ditambah 
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keuntungan kontraktor, sehingga memberikan fleksibilitas tinggi tetapi 

tidak memberikan kepastian biaya proyek. Adapun kontrak turnkey 

memberikan tanggung jawab penuh kepada kontraktor mulai dari desain 

hingga proyek siap digunakan, sehingga memudahkan pemilik proyek 

tetapi biasanya memiliki biaya yang lebih tinggi (Ashworth & Perera, 

2022). 

Wanprestasi merupakan keadaan di mana salah satu pihak tidak 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah 

disepakati. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan 

pekerjaan sama sekali, melaksanakan pekerjaan tetapi tidak sesuai 

spesifikasi, terlambat menyelesaikan pekerjaan, atau melakukan 

tindakan yang dilarang dalam kontrak. Apabila wanprestasi terjadi, 

pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, mengenakan denda, 

atau bahkan memutuskan kontrak sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku (Subekti, 2018). 

Pada proyek konstruksi, wanprestasi sering terjadi akibat 

berbagai faktor seperti kesalahan manajemen proyek, keterbatasan 

keuangan kontraktor, kesalahan teknis dalam pelaksanaan pekerjaan, 

serta kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

proyek. Oleh karena itu, pengelolaan proyek yang baik serta pengawasan 

yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran 

kontrak. 

Di samping wanprestasi, terdapat pula kondisi force majeure 

yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak konstruksi. Force 

majeure merupakan keadaan memaksa yang terjadi di luar kendali para 

pihak sehingga menghalangi pelaksanaan kewajiban kontrak. Dalam 

hukum perdata Indonesia, force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan 

Pasal 1245 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pihak yang tidak dapat 

memenuhi kewajibannya karena keadaan memaksa tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban hukum. 

Peristiwa yang biasanya dikategorikan sebagai force majeure 

antara lain bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, 

kebakaran besar, perang atau konflik bersenjata, perubahan kebijakan 

pemerintah yang signifikan, serta pandemi global yang menghambat 

pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam kondisi tersebut, para pihak 

biasanya dapat menunda pelaksanaan kontrak atau melakukan 
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penyesuaian terhadap jadwal proyek tanpa dikenakan sanksi hukum 

(Harris & McCaffer, 2021). 

Perbedaan utama antara wanprestasi dan force majeure terletak 

pada penyebab kegagalan pelaksanaan kontrak. Wanprestasi terjadi 

karena kesalahan atau kelalaian salah satu pihak, sedangkan force 

majeure terjadi karena peristiwa yang berada di luar kendali manusia dan 

tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam kasus wanprestasi, pihak yang 

bersalah biasanya wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang 

dirugikan. Sebaliknya, dalam kondisi force majeure, pihak yang 

mengalami hambatan biasanya dibebaskan dari kewajiban membayar 

ganti rugi. 

Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, kontrak 

konstruksi biasanya mencantumkan klausul yang mengatur mengenai 

wanprestasi, sanksi keterlambatan, serta kondisi force majeure. Klausul 

ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak 

apabila terjadi masalah dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, kontrak 

juga sering mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui 

negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. 

 

F. Essay 

 

1. Jelaskan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang menjadi dasar 

dalam penyusunan kontrak proyek konstruksi serta kaitannya 

dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata). 

2. Analisislah perbedaan karakteristik antara kontrak konstruksi Lump 

Sum dan Unit Price serta dampaknya terhadap pembagian risiko 

antara pemilik proyek dan kontraktor. 

3. Jelaskan konsep kontrak Design and Build dalam proyek konstruksi 

serta kelebihan dan kelemahannya dibandingkan dengan sistem 

kontrak tradisional. 

4. Mengapa kontrak Cost Plus sering digunakan pada proyek 

konstruksi yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi? Jelaskan 

keuntungan dan potensi risikonya bagi pemilik proyek. 
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5. Uraikan konsep kontrak Turnkey dalam proyek konstruksi dan 

jelaskan bagaimana sistem ini mempengaruhi tanggung jawab 

kontraktor terhadap keberhasilan proyek. 

6. Jelaskan pengertian wanprestasi dalam hukum perjanjian serta 

bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam pelaksanaan 

proyek konstruksi. 

7. Analisislah faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya 

wanprestasi dalam kontrak proyek konstruksi serta dampaknya 

terhadap keberlangsungan proyek. 

8. Jelaskan pengertian force majeure dalam kontrak konstruksi serta 

berikan contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai force 

majeure dalam proyek pembangunan. 

9. Bandingkan konsep wanprestasi dan force majeure dalam hukum 

kontrak serta jelaskan perbedaan konsekuensi hukum dari kedua 

kondisi tersebut. 

10. Jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan 

dalam proyek konstruksi apabila terjadi wanprestasi atau 

perselisihan kontrak antara para pihak. 
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BAB V 

STANDAR KONTRAK 

INTERNASIONAL DAN FIDIC 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan struktur kontrak FIDIC, memahami 

perbandingan kontrak nasional dan internasional, memahami risiko 

hukum proyek internasional, serta memahami implementasi FIDIC di 

Indonesia. Sehingga pembaca dapat memahami struktur kontrak 

FIDIC, membandingkan kontrak nasional dan internasional, 

menganalisis risiko hukum proyek internasional, serta 

mengimplementasikan prinsip FIDIC dalam proyek konstruksi di 

Indonesia. 

Materi Pembelajaran 

• Struktur Kontrak FIDIC 

• Perbandingan Kontrak Nasional dan Internasional  

• Risiko Hukum Proyek Internasional  

• Implementasi FIDIC di Indonesia 

• Ringkasan 

• Essay 

• Daftar Bacaan  

 

 

A. Struktur Kontrak FIDIC 

 

Kontrak konstruksi internasional yang dikembangkan oleh 

International Federation of Consulting Engineers atau FIDIC 

merupakan salah satu standar kontrak yang paling banyak digunakan 

dalam proyek konstruksi internasional. FIDIC dikenal luas karena 

menyediakan sistem kontrak yang terstruktur, jelas, dan dapat digunakan 

di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Kontrak ini 

banyak digunakan dalam proyek infrastruktur berskala besar seperti 
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pembangunan jalan tol, bendungan, bandara, dan pembangkit listrik, 

terutama dalam proyek yang didanai oleh lembaga keuangan 

internasional seperti World Bank dan Asian Development Bank (Bunni, 

2019; Totterdill, 2020). 

Struktur kontrak FIDIC dirancang secara sistematis agar dapat 

mengatur seluruh aspek pelaksanaan proyek konstruksi mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Dalam 

praktiknya, kontrak FIDIC terdiri dari beberapa komponen utama yang 

saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dokumen kontrak. 

Struktur ini memberikan kepastian hukum, pembagian tanggung jawab 

yang jelas, serta mekanisme pengendalian proyek yang efektif. Secara 

umum, struktur kontrak FIDIC terdiri dari beberapa bagian utama yaitu 

General Conditions, Particular Conditions, Specification, Drawings, 

dan Bill of Quantities. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda 

namun saling melengkapi dalam mengatur pelaksanaan proyek 

konstruksi. 

 

1. General Conditions (Ketentuan Umum) 

General Conditions (Ketentuan Umum) merupakan bagian 

utama dalam kontrak standar yang dikeluarkan oleh International 

Federation of Consulting Engineers. Bagian ini berisi ketentuan-

ketentuan dasar yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak 

yang terlibat dalam proyek konstruksi, terutama pemilik proyek 

(employer), kontraktor, dan pihak pengawas proyek (engineer). General 

Conditions dirancang sebagai ketentuan standar yang dapat digunakan 

dalam berbagai proyek konstruksi internasional, sehingga memberikan 

pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan kontrak secara profesional 

dan konsisten. Dengan adanya ketentuan umum ini, seluruh pihak yang 

terlibat dalam proyek memiliki pemahaman yang sama mengenai aturan 

dasar yang mengatur pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 

Pada General Conditions biasanya diatur berbagai hal penting 

yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek. Salah satu aspek utama yang 

diatur adalah definisi istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak, 

sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran antara para pihak. Selain itu, 

bagian ini juga menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak 

yang terlibat dalam proyek, termasuk tanggung jawab kontraktor dalam 
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melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis serta kewajiban 

pemilik proyek dalam menyediakan pembayaran sesuai dengan 

ketentuan kontrak. 

General Conditions juga mengatur prosedur pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi, termasuk sistem pengawasan proyek yang 

dilakukan oleh engineer sebagai wakil pemilik proyek. Di samping itu, 

bagian ini mencakup ketentuan mengenai sistem pembayaran proyek, 

seperti mekanisme penagihan (payment certificates), jadwal 

pembayaran, serta prosedur verifikasi pekerjaan yang telah diselesaikan 

oleh kontraktor. Ketentuan mengenai perubahan pekerjaan (variation) 

juga menjadi bagian penting dalam General Conditions karena proyek 

konstruksi sering mengalami perubahan desain atau penyesuaian 

pekerjaan selama pelaksanaan proyek. 

General Conditions juga mengatur pengendalian waktu 

pelaksanaan proyek, termasuk ketentuan mengenai jadwal pekerjaan, 

perpanjangan waktu pelaksanaan (extension of time), serta sanksi 

keterlambatan apabila pekerjaan tidak selesai sesuai dengan jadwal yang 

telah disepakati. Tidak kalah penting, bagian ini juga memuat 

mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama 

pelaksanaan kontrak, baik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun 

mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang diatur dalam kontrak. 

 

2. Particular Conditions (Ketentuan Khusus) 

Particular Conditions (Ketentuan Khusus) merupakan bagian 

dari kontrak standar yang diterbitkan oleh International Federation of 

Consulting Engineers yang berfungsi untuk menyesuaikan ketentuan 

umum kontrak dengan kondisi spesifik suatu proyek. Berbeda dengan 

General Conditions yang bersifat standar dan dapat digunakan secara 

umum dalam berbagai proyek internasional, Particular Conditions 

disusun secara khusus agar kontrak dapat menyesuaikan kebutuhan 

proyek tertentu, baik dari segi teknis, administratif, maupun hukum yang 

berlaku di lokasi proyek. Dengan demikian, bagian ini memungkinkan 

kontrak FIDIC tetap fleksibel dan relevan ketika digunakan dalam 

berbagai negara yang memiliki sistem hukum dan kondisi proyek yang 

berbeda. 
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Pada praktiknya, Particular Conditions biasanya berisi 

penyesuaian atau tambahan terhadap ketentuan yang terdapat dalam 

General Conditions. Penyesuaian tersebut dapat mencakup berbagai 

aspek penting, seperti penyesuaian terhadap hukum nasional yang 

berlaku di negara tempat proyek dilaksanakan. Hal ini sangat penting 

karena setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan yang 

berbeda terkait dengan kontrak, tenaga kerja, keselamatan kerja, maupun 

tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Oleh 

karena itu, Particular Conditions digunakan untuk memastikan bahwa 

pelaksanaan kontrak tetap sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang 

berlaku. 

Particular Conditions juga dapat memuat pengaturan mengenai 

kondisi lingkungan proyek yang bersifat spesifik, seperti kondisi 

geografis, iklim, atau karakteristik lokasi proyek yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ketentuan teknis 

tambahan juga sering dimasukkan dalam bagian ini, terutama apabila 

proyek memiliki standar teknis tertentu yang tidak diatur secara rinci 

dalam General Conditions. Di samping itu, bagian ini dapat mengatur 

sistem pembayaran tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek, 

termasuk jadwal pembayaran, metode penagihan, maupun mekanisme 

verifikasi pekerjaan. 

Ketentuan mengenai keselamatan kerja juga sering dicantumkan 

dalam Particular Conditions, terutama pada proyek konstruksi yang 

memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan tenaga kerja dan lingkungan 

sekitar. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak 

yang terlibat dalam proyek mematuhi standar keselamatan yang telah 

ditetapkan. 

 

3. Technical Specifications (Spesifikasi Teknis) 

Technical Specifications (Spesifikasi Teknis) merupakan salah 

satu bagian penting dalam dokumen kontrak konstruksi yang berfungsi 

untuk menjelaskan secara rinci standar teknis yang harus dipenuhi dalam 

pelaksanaan pekerjaan proyek. Dalam kontrak standar yang digunakan 

dalam proyek internasional seperti yang diterbitkan oleh International 

Federation of Consulting Engineers, spesifikasi teknis menjadi pedoman 

utama bagi kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan agar hasil 
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konstruksi sesuai dengan kualitas dan standar yang telah ditetapkan oleh 

pemilik proyek. Dokumen ini juga menjadi dasar bagi pihak pengawas 

proyek (engineer) dalam melakukan pengendalian mutu selama 

pelaksanaan konstruksi. 

Spesifikasi teknis biasanya memuat berbagai ketentuan yang 

berkaitan dengan standar material yang digunakan dalam proyek 

konstruksi. Dalam bagian ini dijelaskan jenis material yang 

diperbolehkan, kualitas material yang harus dipenuhi, serta standar 

industri atau standar nasional yang menjadi acuan penggunaan material 

tersebut. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai material 

konstruksi, kontraktor tidak dapat menggunakan bahan yang kualitasnya 

lebih rendah dari standar yang telah disepakati dalam kontrak. 

Spesifikasi teknis juga mengatur metode pelaksanaan pekerjaan 

yang harus diikuti oleh kontraktor selama proses konstruksi berlangsung. 

Metode kerja ini meliputi teknik pelaksanaan pekerjaan, tahapan 

pembangunan, serta prosedur operasional yang harus dipatuhi untuk 

memastikan pekerjaan dilakukan secara efektif dan aman. Ketentuan 

mengenai standar keselamatan kerja juga biasanya dicantumkan dalam 

dokumen spesifikasi teknis guna melindungi tenaga kerja serta 

lingkungan sekitar proyek dari potensi risiko kecelakaan kerja. 

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam spesifikasi teknis 

adalah pengaturan mengenai standar mutu konstruksi. Dalam bagian ini 

dijelaskan tingkat kualitas pekerjaan yang harus dicapai oleh kontraktor, 

termasuk toleransi teknis yang diperbolehkan dalam pelaksanaan 

pekerjaan. Spesifikasi teknis juga mencantumkan prosedur pengujian 

kualitas pekerjaan, seperti metode pengujian material, inspeksi 

konstruksi, serta mekanisme verifikasi hasil pekerjaan sebelum 

diserahkan kepada pemilik proyek. 

 

4. Drawings (Gambar Kerja) 

Drawings (Gambar Kerja) merupakan salah satu dokumen 

penting dalam kontrak konstruksi yang berisi ilustrasi teknis mengenai 

desain proyek secara detail. Dalam standar kontrak yang diterbitkan oleh 

International Federation of Consulting Engineers, gambar kerja menjadi 

bagian yang sangat penting karena berfungsi sebagai panduan utama 

bagi kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi di lapangan. 
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Dokumen ini biasanya memuat informasi visual yang menggambarkan 

bentuk bangunan, ukuran atau dimensi konstruksi, tata letak fasilitas, 

serta berbagai elemen teknis lainnya yang diperlukan untuk memastikan 

bahwa proyek dibangun sesuai dengan perencanaan yang telah 

disepakati. 

Gambar kerja umumnya disusun oleh perancang atau konsultan 

perencana dan menjadi dasar teknis dalam pelaksanaan proyek. Di 

dalamnya tercantum berbagai detail konstruksi seperti struktur 

bangunan, sistem instalasi, tata letak ruang, serta hubungan antar 

komponen bangunan. Informasi yang terdapat dalam gambar kerja 

membantu kontraktor memahami bagaimana suatu bagian proyek harus 

dibangun, termasuk ukuran, posisi, dan hubungan antara berbagai 

elemen konstruksi. Oleh karena itu, gambar kerja berperan penting 

dalam mengurangi kesalahan interpretasi terhadap desain proyek. 

Pada pelaksanaan proyek konstruksi, kontraktor menggunakan 

gambar kerja sebagai pedoman operasional saat melakukan 

pembangunan di lapangan. Setiap pekerjaan yang dilakukan harus 

mengacu pada gambar tersebut agar hasil konstruksi sesuai dengan 

desain yang telah ditentukan. Apabila terdapat kebutuhan perubahan 

desain selama proyek berlangsung, perubahan terhadap gambar kerja 

tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dalam sistem kontrak FIDIC, 

setiap perubahan biasanya harus melalui prosedur resmi yang melibatkan 

persetujuan dari pihak engineer sebagai wakil pemilik proyek. Prosedur 

ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan desain tetap sesuai 

dengan standar teknis, anggaran proyek, serta jadwal pelaksanaan yang 

telah direncanakan. 

Gambar kerja juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang 

efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. 

Perancang, kontraktor, dan pengawas proyek menggunakan gambar 

kerja untuk menyamakan pemahaman mengenai desain dan metode 

pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya representasi visual yang jelas, 

koordinasi antar pihak menjadi lebih mudah dan risiko kesalahan dalam 

pelaksanaan pekerjaan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, keberadaan 

gambar kerja dalam kontrak konstruksi memiliki peran yang sangat 

penting dalam memastikan bahwa proyek dapat dilaksanakan secara 
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tepat, efisien, dan sesuai dengan spesifikasi desain yang telah 

direncanakan. 

 

5. Bill of Quantities (Daftar Kuantitas Pekerjaan) 

Bill of Quantities (BoQ) atau daftar kuantitas pekerjaan 

merupakan dokumen penting dalam kontrak konstruksi yang berisi 

rincian jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam suatu proyek, 

lengkap dengan volume pekerjaan serta harga satuan masing-masing 

item pekerjaan. Dokumen ini banyak digunakan dalam sistem kontrak 

berbasis harga satuan (unit price contract) dan menjadi salah satu 

komponen utama dalam dokumen kontrak yang digunakan dalam proyek 

konstruksi internasional, termasuk dalam standar kontrak yang 

diterbitkan oleh International Federation of Consulting Engineers. BoQ 

biasanya disusun berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi teknis proyek 

sehingga seluruh pekerjaan yang diperlukan dalam proyek dapat 

diidentifikasi secara sistematis. 

Pada praktiknya, BoQ berfungsi sebagai dasar perhitungan nilai 

kontrak proyek. Setiap item pekerjaan yang tercantum dalam dokumen 

ini memiliki volume pekerjaan yang telah dihitung serta harga satuan 

yang diajukan oleh kontraktor dalam proses tender. Total nilai proyek 

kemudian diperoleh dari hasil perkalian antara volume pekerjaan dengan 

harga satuan masing-masing item. Dengan sistem ini, pemilik proyek 

dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai struktur biaya 

proyek serta mengetahui bagaimana anggaran proyek dialokasikan pada 

setiap jenis pekerjaan konstruksi. 

BoQ juga berfungsi sebagai alat pengendalian biaya proyek 

selama pelaksanaan konstruksi. Dengan adanya daftar kuantitas 

pekerjaan yang terperinci, pemilik proyek dan pihak pengawas dapat 

memantau perkembangan pekerjaan secara lebih sistematis serta 

membandingkan antara volume pekerjaan yang telah dilaksanakan 

dengan volume yang direncanakan dalam kontrak. Hal ini 

memungkinkan proses pengawasan proyek dilakukan secara lebih 

transparan dan akuntabel. 

Fungsi penting lainnya dari BoQ adalah sebagai dasar 

pembayaran kepada kontraktor. Dalam proyek yang menggunakan 

sistem harga satuan, pembayaran biasanya dilakukan berdasarkan 
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volume pekerjaan yang telah diselesaikan di lapangan. Setelah pekerjaan 

diukur dan diverifikasi oleh pihak pengawas proyek, pembayaran kepada 

kontraktor dilakukan sesuai dengan harga satuan yang tercantum dalam 

BoQ. Dengan demikian, sistem pembayaran menjadi lebih jelas dan 

terukur. 

BoQ juga memiliki peran penting dalam proses tender proyek 

konstruksi. Dokumen ini digunakan sebagai alat evaluasi penawaran dari 

para peserta tender karena setiap kontraktor harus mengisi harga satuan 

untuk setiap item pekerjaan yang tercantum dalam BoQ. Melalui 

perbandingan harga satuan yang diajukan oleh para peserta tender, 

pemilik proyek dapat menilai kewajaran biaya serta memilih kontraktor 

yang menawarkan harga yang paling kompetitif dengan tetap 

mempertimbangkan kualitas pekerjaan yang diharapkan. Dengan adanya 

BoQ, proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian biaya proyek 

konstruksi dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan transparan. 

B. Perbandingan Kontrak Nasional dan Internasional 

 

Pada industri konstruksi, kontrak merupakan instrumen hukum 

yang sangat penting untuk mengatur hubungan antara pemilik proyek 

(owner), kontraktor, konsultan, serta pihak-pihak lain yang terlibat 

dalam pelaksanaan proyek. Kontrak berfungsi sebagai dasar hukum yang 

menetapkan hak dan kewajiban para pihak, ruang lingkup pekerjaan, 

sistem pembayaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam 

praktiknya, kontrak konstruksi dapat dibedakan menjadi dua kategori 

utama, yaitu kontrak nasional dan kontrak internasional. Kontrak 

nasional digunakan dalam proyek yang dilaksanakan dalam lingkup satu 

negara dan mengikuti sistem hukum domestik, sedangkan kontrak 

internasional digunakan dalam proyek yang melibatkan pihak dari 

berbagai negara atau menggunakan standar kontrak internasional seperti 

kontrak yang disusun oleh International Federation of Consulting 

Engineers (Bunni, 2019; Totterdill, 2020). 

Perbandingan antara kontrak nasional dan kontrak internasional 

sangat penting untuk dipahami karena kedua jenis kontrak tersebut 

memiliki karakteristik yang berbeda dalam berbagai aspek, seperti 

sistem hukum yang digunakan, struktur kontrak, pembagian risiko, 

mekanisme pengawasan proyek, serta metode penyelesaian sengketa. 
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1. Perbedaan Sistem Hukum yang Digunakan 

Perbedaan mendasar antara kontrak konstruksi nasional dan 

kontrak konstruksi internasional terletak pada sistem hukum yang 

menjadi dasar pengaturannya. Kontrak nasional umumnya disusun 

berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempat proyek dilaksanakan. 

Di Indonesia, kontrak konstruksi biasanya mengacu pada berbagai 

ketentuan hukum nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan 

jasa konstruksi. Selain itu, kontrak nasional juga harus mematuhi 

berbagai peraturan turunan seperti peraturan pemerintah dan peraturan 

menteri yang berkaitan dengan standar pelaksanaan proyek, pengadaan 

barang dan jasa, serta keselamatan kerja di sektor konstruksi. Dengan 

demikian, isi dan pelaksanaan kontrak nasional sangat dipengaruhi oleh 

kerangka hukum domestik yang berlaku di negara tersebut. 

Kontrak konstruksi internasional dirancang agar dapat digunakan 

di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Karena 

proyek internasional sering melibatkan pihak-pihak dari berbagai 

negara, seperti pemilik proyek, kontraktor, konsultan, dan penyedia 

pembiayaan, maka kontrak yang digunakan harus memiliki ketentuan 

yang bersifat lebih universal. Oleh karena itu, kontrak internasional 

biasanya disusun dengan menggunakan prinsip-prinsip umum hukum 

kontrak yang dapat diterima secara luas dalam praktik perdagangan 

internasional. Salah satu contoh kontrak konstruksi internasional yang 

banyak digunakan adalah standar kontrak yang diterbitkan oleh 

International Federation of Consulting Engineers. 

Pada kontrak internasional, perbedaan sistem hukum antarnegara 

sering diatasi dengan mencantumkan ketentuan khusus mengenai hukum 

yang berlaku (governing law) serta mekanisme penyelesaian sengketa 

yang disepakati oleh para pihak. Penyelesaian sengketa dalam kontrak 

internasional umumnya dilakukan melalui mekanisme arbitrase 

internasional karena dianggap lebih netral dan dapat diterima oleh pihak-

pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Hal ini berbeda dengan 

kontrak nasional yang biasanya menyelesaikan sengketa melalui 

pengadilan nasional sesuai dengan yurisdiksi hukum negara tersebut. 
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2. Struktur Kontrak 

Perbedaan antara kontrak konstruksi nasional dan kontrak 

konstruksi internasional juga dapat dilihat dari struktur dokumen 

kontraknya. Kontrak nasional pada umumnya memiliki struktur yang 

lebih sederhana karena digunakan dalam lingkup proyek domestik yang 

biasanya melibatkan pihak-pihak dari negara yang sama dan tunduk pada 

sistem hukum yang sama. Dalam banyak proyek konstruksi di Indonesia, 

dokumen kontrak biasanya hanya terdiri dari beberapa bagian utama 

seperti perjanjian kerja konstruksi, spesifikasi teknis, gambar kerja, serta 

jadwal pelaksanaan proyek. Struktur yang relatif sederhana ini dianggap 

cukup untuk mengatur hubungan hukum antara pemilik proyek dan 

kontraktor karena seluruh kegiatan proyek telah berada dalam kerangka 

hukum nasional yang jelas, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi. 

Kontrak konstruksi internasional memiliki struktur yang lebih 

kompleks dan sistematis. Hal ini disebabkan oleh karakteristik proyek 

internasional yang biasanya melibatkan berbagai pihak dari negara yang 

berbeda serta memiliki tingkat risiko dan kompleksitas yang lebih tinggi. 

Oleh karena itu, kontrak internasional dirancang dengan struktur yang 

lebih rinci agar seluruh aspek proyek dapat diatur secara jelas dan 

terperinci. Salah satu contoh kontrak konstruksi internasional yang 

paling banyak digunakan adalah kontrak standar yang diterbitkan oleh 

International Federation of Consulting Engineers. 

Pada kontrak FIDIC, struktur dokumen kontrak disusun secara 

lebih lengkap dan terstandarisasi. Dokumen kontrak biasanya terdiri dari 

beberapa bagian utama seperti General Conditions yang mengatur 

ketentuan umum kontrak, Particular Conditions yang berisi ketentuan 

khusus sesuai dengan kondisi proyek, Specifications atau spesifikasi 

teknis yang menjelaskan standar pekerjaan, Drawings yang memuat 

gambar kerja proyek, serta Bill of Quantities yang berisi daftar kuantitas 

pekerjaan beserta perhitungan biaya proyek. Struktur yang rinci ini 

bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab 

masing-masing pihak serta meminimalkan potensi perbedaan 

interpretasi selama pelaksanaan proyek. 
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3. Pembagian Risiko Proyek 

Pembagian risiko proyek merupakan salah satu aspek penting 

dalam kontrak konstruksi karena menentukan pihak mana yang 

bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan selama pelaksanaan 

proyek. Risiko dalam proyek konstruksi dapat berupa keterlambatan 

pekerjaan, kenaikan biaya material, kesalahan desain, kondisi lapangan 

yang tidak terduga, maupun perubahan kebijakan pemerintah. Oleh 

karena itu, pengaturan pembagian risiko yang jelas dalam kontrak sangat 

diperlukan agar setiap pihak memahami tanggung jawabnya serta dapat 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian selama proyek 

berlangsung. 

Pada banyak kontrak konstruksi nasional, pembagian risiko 

sering kali lebih berpihak kepada pemilik proyek. Hal ini terjadi karena 

pemilik proyek biasanya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam 

proses penyusunan kontrak. Akibatnya, beberapa risiko proyek sering 

dialihkan kepada kontraktor meskipun tidak sepenuhnya berada dalam 

kendali kontraktor tersebut. Sebagai contoh, kontraktor dapat diminta 

untuk menanggung risiko keterlambatan proyek atau kenaikan biaya 

material meskipun kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal. 

Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan 

kontraktual serta berpotensi menimbulkan konflik antara pemilik proyek 

dan kontraktor selama pelaksanaan proyek. 

Kontrak konstruksi internasional dirancang dengan pendekatan 

pembagian risiko yang lebih seimbang antara para pihak yang terlibat 

dalam proyek. Salah satu contoh yang banyak digunakan dalam proyek 

internasional adalah standar kontrak yang diterbitkan oleh International 

Federation of Consulting Engineers. Dalam sistem kontrak ini, 

pembagian risiko dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap risiko 

sebaiknya ditanggung oleh pihak yang paling mampu mengendalikan 

atau mengelola risiko tersebut. 

 

4. Peran Konsultan atau Engineer 

Perbedaan antara kontrak konstruksi nasional dan kontrak 

konstruksi internasional juga dapat dilihat dari peran konsultan atau 

pihak pengawas proyek. Dalam kontrak konstruksi nasional, fungsi 
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pengawasan proyek umumnya dilakukan oleh konsultan pengawas yang 

bekerja atas nama pemilik proyek. Konsultan pengawas bertugas untuk 

memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai 

dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, serta jadwal pelaksanaan proyek 

yang telah ditetapkan dalam kontrak. Selain itu, konsultan pengawas 

juga bertanggung jawab untuk memantau kualitas pekerjaan, melakukan 

inspeksi lapangan, serta melaporkan perkembangan proyek kepada 

pemilik proyek. Dengan demikian, konsultan pengawas pada umumnya 

berperan sebagai perwakilan pemilik proyek dalam mengawasi 

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. 

Pada kontrak konstruksi internasional terdapat peran khusus yang 

disebut Engineer, yang memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih luas 

dibandingkan dengan konsultan pengawas dalam kontrak nasional. 

Peran engineer ini banyak dijumpai dalam kontrak standar yang 

diterbitkan oleh International Federation of Consulting Engineers. 

Dalam sistem kontrak tersebut, engineer tidak hanya berfungsi sebagai 

pengawas teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab administratif dan 

kontraktual dalam mengelola pelaksanaan proyek konstruksi. 

Engineer dalam kontrak FIDIC memiliki kewenangan untuk 

memberikan instruksi teknis kepada kontraktor terkait pelaksanaan 

pekerjaan di lapangan. Selain itu, engineer juga bertugas mengevaluasi 

progres pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor serta memastikan 

bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan kontrak. Dalam 

beberapa situasi, engineer juga memiliki wewenang untuk menyetujui 

atau menolak perubahan pekerjaan (variation) yang mungkin diperlukan 

selama pelaksanaan proyek berlangsung. 

Peran penting lainnya dari engineer adalah melakukan penilaian 

terhadap klaim yang diajukan oleh kontraktor, misalnya klaim terkait 

tambahan biaya atau perpanjangan waktu pelaksanaan proyek. Dalam 

hal ini, engineer harus melakukan evaluasi secara objektif berdasarkan 

ketentuan kontrak dan kondisi proyek yang sebenarnya. Oleh karena itu, 

engineer dalam kontrak internasional diharapkan dapat bertindak secara 

profesional dan independen dalam mengambil keputusan. 
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C. Risiko Hukum Proyek Internasional 

 

Proyek konstruksi internasional merupakan kegiatan 

pembangunan yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara, baik 

sebagai pemilik proyek, kontraktor, konsultan, maupun lembaga 

pendanaan. Proyek semacam ini biasanya memiliki skala yang besar dan 

tingkat kompleksitas yang tinggi karena harus menghadapi berbagai 

perbedaan dalam sistem hukum, budaya bisnis, regulasi, serta kondisi 

ekonomi dan politik. Oleh karena itu, proyek konstruksi internasional 

memiliki berbagai risiko hukum yang harus dipahami dan dikelola 

dengan baik oleh para pihak yang terlibat. 

Pada praktik internasional, banyak proyek konstruksi 

menggunakan standar kontrak yang dikembangkan oleh International 

Federation of Consulting Engineers karena dianggap mampu 

mengakomodasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam proyek 

lintas negara. Namun demikian, penggunaan kontrak standar 

internasional tidak sepenuhnya menghilangkan risiko hukum karena 

masih terdapat berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan proyek (Bunni, 2019; Totterdill, 2020). Menurut Harris dan 

McCaffer (2021), risiko hukum dalam proyek internasional dapat 

muncul dari berbagai sumber seperti perbedaan sistem hukum, 

ketidakpastian politik, masalah kontrak, hingga sengketa antar pihak 

yang terlibat dalam proyek. 

 

1. Risiko Perbedaan Sistem Hukum 

Salah satu risiko hukum yang paling signifikan dalam proyek 

konstruksi internasional adalah adanya perbedaan sistem hukum antara 

negara asal investor, negara asal kontraktor, dan negara tempat proyek 

dilaksanakan. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda dalam 

mengatur hubungan kontraktual, tanggung jawab hukum, serta 

mekanisme penyelesaian sengketa. Perbedaan ini dapat mempengaruhi 

cara suatu kontrak ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik. Misalnya, 

beberapa negara menganut sistem civil law yang menekankan pada 

kodifikasi hukum dalam undang-undang, sedangkan negara lain 

menggunakan sistem common law yang lebih banyak mengandalkan 

preseden atau putusan pengadilan sebagai sumber hukum. 



120 Aspek Hukum dan Administrasi Proyek Teknik Sipil 

 

Perbedaan sistem hukum tersebut dapat menimbulkan berbagai 

tantangan dalam pelaksanaan proyek konstruksi internasional. Dalam 

sistem civil law, ketentuan kontrak biasanya ditafsirkan berdasarkan 

aturan yang tercantum dalam undang-undang, seperti yang berlaku 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, dalam 

sistem common law, interpretasi kontrak sering kali dipengaruhi oleh 

praktik yurisprudensi atau putusan pengadilan sebelumnya. Akibatnya, 

suatu klausul kontrak yang dianggap jelas dalam satu sistem hukum 

dapat ditafsirkan secara berbeda dalam sistem hukum yang lain. 

Perbedaan cara penafsiran ini berpotensi menimbulkan konflik antara 

para pihak yang terlibat dalam proyek. 

Perbedaan terminologi hukum juga dapat menimbulkan 

kesalahpahaman dalam pelaksanaan kontrak. Istilah hukum tertentu 

mungkin memiliki arti yang berbeda dalam sistem hukum yang berbeda. 

Kondisi ini dapat menyebabkan perbedaan pemahaman mengenai hak 

dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak. Dalam proyek 

konstruksi internasional yang melibatkan berbagai pihak dari latar 

belakang hukum yang berbeda, potensi kesalahpahaman tersebut 

menjadi salah satu sumber sengketa yang cukup sering terjadi. 

Untuk mengurangi risiko tersebut, kontrak konstruksi 

internasional biasanya mencantumkan klausul choice of law atau pilihan 

hukum yang akan digunakan dalam menafsirkan dan melaksanakan 

kontrak. Klausul ini menentukan sistem hukum negara mana yang akan 

menjadi dasar penyelesaian sengketa apabila terjadi konflik antara para 

pihak. Selain itu, kontrak internasional juga sering mencantumkan 

mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional agar 

proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih netral dan 

dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proyek. Dengan 

adanya pengaturan tersebut, risiko hukum akibat perbedaan sistem 

hukum dapat diminimalkan sehingga pelaksanaan proyek konstruksi 

internasional dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian 

hukum bagi para pihak. 

 

2. Risiko Perubahan Regulasi 

Risiko perubahan regulasi merupakan salah satu risiko hukum 

yang sering dihadapi dalam proyek konstruksi internasional. Risiko ini 
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muncul ketika pemerintah suatu negara melakukan perubahan kebijakan 

atau peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek 

pembangunan. Perubahan regulasi dapat mempengaruhi berbagai aspek 

penting dalam proyek, seperti proses perizinan, ketentuan perpajakan, 

standar lingkungan, hingga kebijakan mengenai investasi asing. Karena 

proyek konstruksi internasional biasanya berlangsung dalam jangka 

waktu yang panjang, kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan 

selama pelaksanaan proyek menjadi cukup besar dan dapat berdampak 

langsung terhadap kelancaran proyek. 

Perubahan regulasi dapat menimbulkan berbagai konsekuensi 

bagi para pihak yang terlibat dalam proyek. Misalnya, pemerintah dapat 

menerapkan aturan baru mengenai standar perlindungan lingkungan 

yang lebih ketat sehingga kontraktor harus menyesuaikan metode 

pelaksanaan pekerjaan atau menggunakan teknologi yang lebih ramah 

lingkungan. Hal ini tentu dapat meningkatkan biaya proyek dan 

memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, perubahan 

kebijakan juga dapat terjadi dalam bentuk pembatasan terhadap 

kepemilikan asing dalam sektor konstruksi atau perubahan aturan 

mengenai perizinan proyek. Apabila perubahan tersebut terjadi setelah 

kontrak ditandatangani, maka proyek dapat mengalami keterlambatan 

bahkan berisiko dihentikan sementara sampai persyaratan baru dapat 

dipenuhi. 

Risiko perubahan regulasi juga dapat mempengaruhi aspek 

finansial proyek. Perubahan kebijakan perpajakan atau tarif bea masuk 

terhadap material konstruksi dapat meningkatkan biaya pembangunan 

secara signifikan. Dalam proyek yang melibatkan investor asing, 

perubahan kebijakan investasi juga dapat mempengaruhi kelayakan 

ekonomi proyek yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, 

perubahan regulasi menjadi salah satu faktor eksternal yang harus 

dipertimbangkan secara serius dalam perencanaan dan pelaksanaan 

proyek konstruksi internasional. 

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, kontrak konstruksi 

internasional biasanya mencantumkan klausul change in law. Klausul ini 

mengatur bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-

undangan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan proyek, 

maka para pihak dapat melakukan penyesuaian terhadap ketentuan 
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kontrak. Penyesuaian tersebut dapat berupa perubahan biaya proyek, 

perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, atau perubahan metode 

pelaksanaan proyek. 

 

3. Risiko Politik 

Risiko politik merupakan salah satu risiko hukum yang paling 

kompleks dan sulit diprediksi dalam proyek konstruksi internasional. 

Risiko ini berkaitan dengan perubahan kondisi politik atau kebijakan 

pemerintah yang dapat mempengaruhi keberlangsungan proyek 

pembangunan. Karena proyek internasional sering melibatkan investasi 

besar dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, stabilitas 

politik suatu negara menjadi faktor yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan proyek tersebut. Ketika situasi politik berubah 

secara signifikan, proyek konstruksi yang sedang berjalan dapat 

menghadapi berbagai hambatan hukum maupun administratif. 

Salah satu bentuk risiko politik yang sering terjadi adalah 

perubahan pemerintahan yang diikuti dengan perubahan kebijakan 

pembangunan. Pemerintahan baru dapat memiliki prioritas 

pembangunan yang berbeda sehingga proyek yang sebelumnya disetujui 

dapat ditinjau ulang atau bahkan dihentikan. Selain itu, konflik politik 

atau kerusuhan sosial juga dapat mengganggu pelaksanaan proyek 

konstruksi. Situasi keamanan yang tidak stabil dapat menyebabkan 

aktivitas pembangunan terhenti, menghambat mobilisasi tenaga kerja 

dan material, serta meningkatkan biaya operasional proyek. 

Risiko politik juga dapat muncul dalam bentuk kebijakan 

nasionalisasi aset milik perusahaan asing. Dalam beberapa kasus, 

pemerintah suatu negara dapat mengambil alih kepemilikan proyek atau 

perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh investor asing sebagai bagian 

dari kebijakan ekonomi nasional. Tindakan ini tentu dapat menimbulkan 

kerugian besar bagi investor maupun kontraktor yang telah menanamkan 

modal dalam proyek tersebut. Selain itu, pemerintah juga memiliki 

kewenangan untuk membatalkan izin proyek apabila dianggap tidak 

sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional atau kepentingan 

publik. 

Pada proyek konstruksi internasional, risiko politik sering kali 

menjadi pertimbangan utama bagi investor sebelum memutuskan untuk 
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berinvestasi di suatu negara. Oleh karena itu, berbagai mekanisme 

perlindungan biasanya dimasukkan dalam kontrak proyek untuk 

mengurangi dampak risiko tersebut. Misalnya, kontrak dapat 

mencantumkan klausul perlindungan investasi, jaminan kompensasi 

apabila terjadi pengambilalihan aset, atau mekanisme penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase internasional. Banyak proyek internasional 

juga menggunakan standar kontrak dari International Federation of 

Consulting Engineers yang menyediakan kerangka pengaturan risiko 

secara lebih sistematis. Dengan adanya pengaturan tersebut, para pihak 

yang terlibat dalam proyek konstruksi internasional dapat memiliki 

perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap potensi kerugian yang 

timbul akibat risiko politik. 

 

4. Risiko Sengketa Kontrak 

Risiko sengketa kontrak merupakan salah satu risiko hukum yang 

paling sering muncul dalam proyek konstruksi internasional. Sengketa 

kontrak biasanya terjadi ketika terdapat perbedaan penafsiran terhadap 

ketentuan yang tercantum dalam kontrak antara para pihak yang terlibat 

dalam proyek. Dalam praktik konstruksi, sengketa dapat timbul karena 

berbagai faktor, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan, 

perubahan desain proyek, klaim tambahan biaya, atau kegagalan salah 

satu pihak dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Ketika konflik 

tersebut tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi atau negosiasi 

biasa, sengketa dapat berkembang menjadi perselisihan hukum yang 

lebih kompleks. 

Pada proyek konstruksi internasional, potensi sengketa kontrak 

menjadi lebih besar karena proyek tersebut biasanya melibatkan 

berbagai pihak dari negara yang berbeda, seperti investor, kontraktor, 

konsultan, dan pemasok material. Perbedaan latar belakang hukum, 

budaya bisnis, serta sistem manajemen proyek dapat mempengaruhi cara 

para pihak memahami dan melaksanakan ketentuan kontrak. Selain itu, 

proyek internasional juga sering memiliki tingkat kompleksitas teknis 

yang tinggi serta nilai investasi yang besar, sehingga setiap perubahan 

pekerjaan atau keterlambatan proyek dapat menimbulkan konsekuensi 

finansial yang signifikan bagi para pihak. 
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Salah satu sumber sengketa yang paling umum dalam proyek 

konstruksi adalah klaim tambahan biaya atau klaim perpanjangan waktu 

pelaksanaan proyek. Kontraktor dapat mengajukan klaim apabila terjadi 

perubahan pekerjaan, kondisi lapangan yang tidak terduga, atau 

keterlambatan yang disebabkan oleh pihak lain. Sebaliknya, pemilik 

proyek dapat menolak klaim tersebut apabila dianggap tidak sesuai 

dengan ketentuan kontrak. Perbedaan pandangan inilah yang sering kali 

menjadi awal terjadinya sengketa kontrak dalam proyek konstruksi. 

Untuk mengantisipasi dan mengelola potensi sengketa tersebut, 

kontrak konstruksi internasional biasanya mencantumkan mekanisme 

penyelesaian sengketa yang jelas dan terstruktur. Dalam banyak proyek 

yang menggunakan standar kontrak dari International Federation of 

Consulting Engineers, penyelesaian sengketa dilakukan melalui 

beberapa tahap. Tahap awal biasanya melibatkan penyelesaian melalui 

negosiasi atau penilaian oleh Dispute Adjudication Board (DAB) yang 

berfungsi sebagai badan independen untuk memberikan keputusan 

sementara terhadap sengketa yang muncul selama pelaksanaan proyek. 

Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, 

para pihak dapat melanjutkan penyelesaian melalui arbitrase 

internasional yang bersifat final dan mengikat. Dengan adanya 

mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, risiko konflik dalam 

proyek konstruksi internasional dapat dikelola secara lebih efektif dan 

memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. 

 

D. Implementasi FIDIC di Indonesia 

 

Implementasi kontrak FIDIC (Fédération Internationale Des 

Ingénieurs-Conseils) di Indonesia semakin berkembang seiring 

meningkatnya proyek infrastruktur berskala besar yang melibatkan 

pendanaan internasional, kerja sama multinasional, serta standar 

manajemen proyek global. Kontrak FIDIC sering digunakan dalam 

proyek yang didanai oleh lembaga keuangan internasional seperti Bank 

Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan lembaga pembiayaan 

lainnya karena dianggap memiliki struktur kontrak yang jelas, 

transparan, serta mampu mengelola risiko proyek secara sistematis 

(Bunni, 2019). Dalam konteks Indonesia, penerapan FIDIC harus 
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disesuaikan dengan kerangka hukum nasional, khususnya peraturan 

mengenai jasa konstruksi dan hukum kontrak. 

 

1. Latar Belakang Penggunaan FIDIC di Indonesia 

Penggunaan kontrak FIDIC di Indonesia dilatarbelakangi oleh 

kebutuhan akan standar kontrak konstruksi yang diakui secara 

internasional, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur berskala 

besar. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, 

pelabuhan, bandara, serta pembangkit listrik sering melibatkan berbagai 

pihak dari berbagai negara, termasuk kontraktor asing, konsultan 

internasional, serta lembaga pembiayaan global. Dalam kondisi tersebut, 

diperlukan suatu standar kontrak yang dapat dipahami secara luas oleh 

seluruh pihak yang terlibat dalam proyek. Oleh karena itu, standar 

kontrak yang dikembangkan oleh International Federation of Consulting 

Engineers sering digunakan sebagai dasar pengaturan hubungan 

kontraktual dalam proyek konstruksi internasional. 

Kontrak FIDIC dikenal memiliki struktur yang sistematis dan 

komprehensif dalam mengatur berbagai aspek pelaksanaan proyek 

konstruksi. Menurut Bunni (2019), kontrak ini menyediakan kerangka 

kerja yang jelas mengenai hubungan antara pemilik proyek (employer), 

kontraktor, serta konsultan atau engineer yang bertugas mengawasi 

pelaksanaan proyek. Dalam kontrak FIDIC diatur berbagai hal penting 

seperti pembagian risiko proyek, mekanisme pembayaran kepada 

kontraktor, prosedur perubahan pekerjaan atau variation, pengajuan 

klaim, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul 

selama pelaksanaan proyek. Dengan adanya pengaturan yang rinci 

tersebut, kontrak FIDIC dapat membantu meminimalkan potensi konflik 

dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek konstruksi. 

Di Indonesia, penggunaan kontrak FIDIC umumnya terjadi pada 

proyek-proyek yang melibatkan pembiayaan internasional atau kerja 

sama dengan kontraktor asing. Banyak lembaga pembiayaan 

internasional mensyaratkan penggunaan standar kontrak internasional 

untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan 

proyek. Oleh karena itu, kontrak FIDIC sering digunakan sebagai acuan 

dalam proyek yang didanai oleh lembaga keuangan global atau dalam 

proyek kerja sama internasional. 
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Penerapan kontrak FIDIC di Indonesia tidak berarti 

menggantikan hukum nasional yang berlaku. Kontrak tersebut tetap 

harus disesuaikan dengan ketentuan hukum Indonesia. Salah satu dasar 

hukum yang mengatur sektor konstruksi di Indonesia adalah Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Oleh karena itu, 

dalam praktiknya ketentuan FIDIC biasanya disesuaikan melalui bagian 

Particular Conditions agar selaras dengan peraturan perundang-

undangan nasional. Dengan cara ini, kontrak FIDIC dapat digunakan 

secara efektif dalam proyek konstruksi di Indonesia tanpa mengabaikan 

ketentuan hukum yang berlaku di tingkat nasional. 

 

2. Penyesuaian FIDIC dengan Hukum Nasional 

Penyesuaian kontrak FIDIC dengan hukum nasional merupakan 

langkah penting dalam penerapan kontrak internasional di Indonesia. 

Meskipun kontrak yang dikembangkan oleh International Federation of 

Consulting Engineers dirancang sebagai standar internasional yang 

dapat digunakan di berbagai negara, implementasinya tetap harus 

menyesuaikan dengan sistem hukum dan regulasi yang berlaku di negara 

tempat proyek dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam praktiknya kontrak 

FIDIC biasanya mengalami beberapa modifikasi agar selaras dengan 

ketentuan hukum Indonesia serta kondisi administratif dan teknis proyek 

yang bersangkutan. 

Penyesuaian tersebut umumnya dilakukan melalui dokumen 

Particular Conditions of Contract, yaitu bagian kontrak yang berfungsi 

untuk menyesuaikan ketentuan standar FIDIC dengan kebutuhan 

spesifik proyek. Melalui dokumen ini, berbagai klausul dalam kontrak 

dapat diubah atau ditambahkan agar sesuai dengan regulasi nasional, 

kebijakan pemerintah, serta karakteristik proyek yang sedang 

dilaksanakan. Dengan adanya penyesuaian ini, kontrak internasional 

tetap dapat digunakan tanpa mengabaikan kewajiban hukum yang 

berlaku di tingkat nasional. 

Menurut Ardhana Januar Mahardhani (2020), proses adaptasi 

kontrak internasional ke dalam konteks nasional merupakan bagian dari 

praktik tata kelola pembangunan yang kolaboratif. Dalam pendekatan 

ini, pemerintah, sektor swasta, serta berbagai pemangku kepentingan 

lainnya bekerja sama untuk memastikan bahwa proyek pembangunan 
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dapat berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan kolaboratif tersebut juga 

memungkinkan terciptanya keseimbangan antara standar internasional 

dan kepentingan nasional dalam pelaksanaan proyek pembangunan. 

 

3. Penerapan FIDIC pada Proyek Infrastruktur 

Penerapan kontrak FIDIC pada proyek infrastruktur di Indonesia 

umumnya terjadi pada proyek-proyek besar yang memiliki tingkat 

kompleksitas tinggi serta melibatkan berbagai pihak dari dalam maupun 

luar negeri. Kontrak yang dikembangkan oleh International Federation 

of Consulting Engineers dirancang untuk memberikan kerangka kerja 

yang jelas dalam pengelolaan proyek konstruksi internasional, termasuk 

pengaturan mengenai pembagian tanggung jawab, risiko proyek, 

mekanisme pembayaran, serta penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, 

standar kontrak ini banyak digunakan dalam proyek infrastruktur yang 

memerlukan koordinasi antara kontraktor lokal, kontraktor asing, 

konsultan internasional, serta lembaga pembiayaan global. 

Pada praktiknya, terdapat beberapa jenis kontrak FIDIC yang 

umum digunakan dalam proyek konstruksi di Indonesia. Salah satunya 

adalah FIDIC Red Book, yang biasanya digunakan untuk proyek 

konstruksi di mana desain proyek disediakan oleh pemilik proyek atau 

pemberi kerja. Dalam skema ini, kontraktor bertanggung jawab untuk 

melaksanakan pekerjaan konstruksi berdasarkan desain yang telah 

ditetapkan oleh pemberi kerja atau konsultan perancang. Jenis kontrak 

ini banyak digunakan dalam proyek-proyek konstruksi konvensional 

seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. 

Terdapat FIDIC Yellow Book, yang digunakan dalam proyek 

yang menggabungkan kegiatan desain dan konstruksi. Dalam jenis 

kontrak ini, kontraktor memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk 

melaksanakan pekerjaan konstruksi tetapi juga untuk merancang desain 

proyek sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemberi kerja. 

Model kontrak ini sering digunakan dalam proyek infrastruktur yang 

memerlukan integrasi antara proses desain dan pelaksanaan pekerjaan 

agar proyek dapat diselesaikan secara lebih efisien. 

Jenis kontrak lainnya adalah FIDIC Silver Book, yang umumnya 

digunakan dalam proyek Engineering, Procurement, and Construction 
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(EPC). Dalam kontrak ini, kontraktor memiliki tanggung jawab yang 

lebih luas karena harus mengelola seluruh proses proyek mulai dari 

perancangan, pengadaan material dan peralatan, hingga pelaksanaan 

konstruksi. Dengan demikian, sebagian besar risiko proyek berada pada 

pihak kontraktor. Model kontrak ini sering digunakan pada proyek 

industri dan energi yang memerlukan sistem pengelolaan proyek yang 

terintegrasi. 

 

4. Peran Engineer dalam Kontrak FIDIC 

Peran Engineer merupakan salah satu karakteristik utama dalam 

kontrak konstruksi yang menggunakan standar dari International 

Federation of Consulting Engineers. Dalam sistem kontrak FIDIC, 

engineer berfungsi sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam 

mengelola pelaksanaan proyek serta memastikan bahwa seluruh 

pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak. Engineer pada 

dasarnya bertindak sebagai perwakilan pemberi kerja (employer), tetapi 

dalam menjalankan tugasnya harus tetap menjaga profesionalitas dan 

objektivitas agar keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu 

pihak. 

Secara umum, engineer memiliki beberapa fungsi utama dalam 

pelaksanaan proyek konstruksi. Salah satu tugas utamanya adalah 

melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

kontraktor. Melalui kegiatan pengawasan ini, engineer memastikan 

bahwa seluruh pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai dengan spesifikasi 

teknis, gambar kerja, serta jadwal pelaksanaan proyek yang telah 

disepakati dalam kontrak. Selain itu, engineer juga memiliki 

kewenangan untuk memberikan instruksi teknis kepada kontraktor 

apabila terdapat kebutuhan penyesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan di 

lapangan. 

Engineer juga memiliki peran penting dalam proses administrasi 

kontrak. Engineer bertugas menilai kemajuan pekerjaan proyek, 

memverifikasi volume pekerjaan yang telah diselesaikan, serta 

mengeluarkan sertifikat pembayaran yang menjadi dasar bagi pemberi 

kerja untuk melakukan pembayaran kepada kontraktor. Dengan 

demikian, engineer menjadi pihak yang memastikan bahwa proses 
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pembayaran dilakukan secara transparan dan sesuai dengan progres 

pekerjaan yang sebenarnya. 

Peran penting lainnya dari engineer adalah dalam menangani 

klaim yang diajukan oleh kontraktor. Dalam proyek konstruksi, 

kontraktor sering mengajukan klaim terkait keterlambatan pekerjaan, 

perubahan desain, atau penambahan biaya proyek. Engineer memiliki 

kewenangan untuk mengevaluasi klaim tersebut berdasarkan ketentuan 

kontrak serta kondisi teknis yang terjadi di lapangan. Menurut pedoman 

kontrak yang diterbitkan oleh International Federation of Consulting 

Engineers, engineer harus menjalankan tugasnya secara profesional, 

objektif, dan independen dalam mengambil keputusan. 

 

E. Ringkasan 

 

Standar kontrak internasional dalam proyek konstruksi memiliki 

peran penting dalam memastikan pelaksanaan proyek yang kompleks 

dapat berjalan secara terstruktur, transparan, dan memiliki kepastian 

hukum. Salah satu standar kontrak internasional yang paling banyak 

digunakan adalah FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-

Conseils). Kontrak ini menyediakan kerangka hukum dan administratif 

yang mengatur hubungan antara pemilik proyek (employer), kontraktor, 

serta konsultan atau engineer dalam pelaksanaan proyek konstruksi. 

Struktur kontrak FIDIC terdiri dari berbagai komponen seperti General 

Conditions, Particular Conditions, spesifikasi teknis, gambar kerja, serta 

dokumen administrasi lainnya yang secara bersama-sama menjadi dasar 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Menurut FIDIC (2017), struktur 

tersebut dirancang untuk memberikan kejelasan mengenai tanggung 

jawab para pihak, mekanisme pembayaran, perubahan pekerjaan, serta 

penyelesaian sengketa sehingga dapat meminimalkan konflik dalam 

proyek. 

Pada praktiknya, terdapat berbagai jenis kontrak FIDIC yang 

digunakan sesuai karakteristik proyek. Beberapa di antaranya adalah Red 

Book untuk proyek konstruksi yang desainnya disiapkan oleh pemberi 

kerja, Yellow Book untuk proyek desain dan konstruksi (design and 

build), serta Silver Book yang umumnya digunakan dalam proyek EPC 

(Engineering, Procurement, and Construction). Setiap jenis kontrak 
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memiliki pembagian tanggung jawab dan risiko yang berbeda antara 

pemilik proyek dan kontraktor. Hal ini menunjukkan bahwa standar 

kontrak internasional dirancang secara fleksibel untuk menyesuaikan 

kebutuhan berbagai jenis proyek konstruksi (Bunni, 2019). 

Perbandingan antara kontrak konstruksi nasional dan kontrak 

internasional menunjukkan adanya perbedaan dalam beberapa aspek 

penting, seperti sistem pembagian risiko, mekanisme pengawasan 

proyek, serta penyelesaian sengketa. Kontrak nasional biasanya lebih 

menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan suatu negara dan 

cenderung menggunakan pendekatan administratif yang mengikuti 

sistem hukum domestik. Sebaliknya, kontrak internasional seperti FIDIC 

lebih menekankan pada standar profesional global yang dapat digunakan 

oleh berbagai negara dan organisasi internasional. Meskipun demikian, 

kontrak internasional tetap harus disesuaikan dengan hukum nasional 

negara tempat proyek dilaksanakan agar memiliki kekuatan hukum yang 

sah. 

Pada proyek konstruksi internasional, terdapat berbagai risiko 

hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang terlibat. Risiko 

tersebut dapat muncul dari perbedaan sistem hukum antarnegara, 

perbedaan budaya bisnis, perubahan kebijakan pemerintah, serta potensi 

konflik kontraktual antara pemilik proyek dan kontraktor. Risiko hukum 

juga dapat berkaitan dengan masalah pembayaran, keterlambatan 

proyek, klaim pekerjaan tambahan, serta kegagalan dalam memenuhi 

kewajiban kontraktual. Oleh karena itu, kontrak internasional seperti 

FIDIC menyediakan mekanisme pengelolaan risiko dan penyelesaian 

sengketa yang bertahap melalui negosiasi, dispute adjudication board, 

hingga arbitrase internasional. 

Implementasi kontrak FIDIC di Indonesia semakin meningkat 

seiring dengan berkembangnya proyek infrastruktur yang melibatkan 

kerja sama internasional dan pendanaan dari lembaga keuangan global. 

Dalam konteks ini, penggunaan FIDIC membantu menciptakan standar 

pelaksanaan proyek yang lebih profesional dan transparan. Namun 

demikian, penerapan kontrak FIDIC di Indonesia tidak dapat dilakukan 

secara langsung tanpa penyesuaian. Kontrak tersebut harus diselaraskan 

dengan sistem hukum nasional, khususnya dengan ketentuan yang diatur 
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dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

serta peraturan terkait lainnya. 

Penyesuaian kontrak FIDIC dengan hukum nasional biasanya 

dilakukan melalui dokumen Particular Conditions of Contract yang 

berfungsi untuk menyesuaikan ketentuan standar kontrak dengan kondisi 

hukum, administratif, serta teknis di Indonesia. Penyesuaian tersebut 

dapat mencakup ketentuan mengenai perpajakan, penggunaan tenaga 

kerja lokal, standar keselamatan kerja, bahasa kontrak, serta mekanisme 

penyelesaian sengketa sesuai dengan hukum Indonesia. Dengan adanya 

penyesuaian ini, kontrak internasional dapat diterapkan tanpa 

mengabaikan ketentuan hukum nasional yang berlaku. 

Keberhasilan implementasi kontrak FIDIC di Indonesia juga 

sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang terlibat 

dalam proyek konstruksi. Para profesional seperti kontraktor, konsultan, 

dan manajer proyek perlu memiliki pemahaman yang memadai 

mengenai struktur kontrak, pembagian risiko, serta prosedur administrasi 

yang diatur dalam standar FIDIC. Tanpa pemahaman yang baik, potensi 

kesalahan interpretasi kontrak dapat meningkat dan berpotensi 

menimbulkan sengketa antara para pihak. 

 

F. Essay 

 

1. Jelaskan konsep dasar kontrak FIDIC dan mengapa standar kontrak 

tersebut banyak digunakan dalam proyek konstruksi internasional. 

2. Uraikan struktur utama kontrak FIDIC serta fungsi masing-masing 

bagian dalam mengatur pelaksanaan proyek konstruksi. 

3. Bandingkan kontrak konstruksi nasional di Indonesia dengan 

kontrak internasional seperti FIDIC dari segi pembagian risiko, 

pengawasan proyek, dan penyelesaian sengketa. 

4. Jelaskan peran engineer dalam kontrak FIDIC serta bagaimana 

kedudukannya dalam hubungan antara pemilik proyek dan 

kontraktor. 

5. Analisis berbagai risiko hukum yang dapat muncul dalam proyek 

konstruksi internasional, serta bagaimana kontrak FIDIC 

mengantisipasi risiko tersebut. 
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6. Jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak FIDIC, 

mulai dari negosiasi hingga arbitrase internasional. 

7. Uraikan faktor-faktor yang mendorong penggunaan kontrak FIDIC 

di Indonesia, khususnya dalam proyek infrastruktur berskala besar. 

8. Jelaskan bagaimana penyesuaian kontrak FIDIC dengan hukum 

nasional Indonesia dilakukan agar tetap memiliki kekuatan hukum 

yang sah. 

9. Analisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi kontrak 

FIDIC di Indonesia, baik dari aspek hukum, teknis, maupun sumber 

daya manusia. 

10. Jelaskan pentingnya harmonisasi antara standar kontrak 

internasional dan regulasi nasional dalam meningkatkan kualitas 

pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia. 
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BAB VI 

PENDANAAN DAN PENGADAAN 

DANA PROYEK 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan sumber pendanaan proyek 

(APBN/APBD, swasta, KPBU, pinjaman), memahami mekanisme 

pencairan dana proyek, memahami manajemen arus kas proyek, serta 

memahami risiko hukum dalam pendanaan. Sehingga pembaca dapat 

memahami berbagai sumber pendanaan proyek, mekanisme pencairan 

dana, mengelola arus kas proyek secara efektif, serta menganalisis 

risiko hukum dalam pendanaan proyek konstruksi. 

Materi Pembelajaran 

• Sumber Pendanaan Proyek (APBN/APBD, Swasta, KPBU, 

Pinjaman) 

• Mekanisme Pencairan Dana Proyek 

• Manajemen Arus Kas Proyek  

• Risiko Hukum dalam Pendanaan 

• Ringkasan 

• Essay 

• Daftar Bacaan  

 

 

A. Sumber Pendanaan Proyek (APBN/APBD, Swasta, KPBU, 

Pinjaman) 

 

Pendanaan merupakan elemen fundamental dalam pelaksanaan 

proyek konstruksi karena menentukan keberlangsungan kegiatan 

pembangunan dari tahap perencanaan hingga penyelesaian proyek. 

Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, proyek konstruksi tidak 

dapat berjalan secara efektif meskipun telah memiliki desain teknis yang 

matang. Dalam praktik pembangunan modern, sumber pendanaan 
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proyek tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor 

swasta, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, serta pinjaman 

dari lembaga keuangan nasional maupun internasional. Diversifikasi 

sumber pendanaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

pembangunan infrastruktur sekaligus mengurangi beban anggaran 

pemerintah (Yescombe, 2018). 

Secara umum, sumber pendanaan proyek konstruksi dapat 

dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu pendanaan dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), 

pendanaan swasta, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha 

(KPBU), dan pinjaman dari lembaga keuangan. Masing-masing sumber 

pendanaan memiliki karakteristik, mekanisme pengelolaan, serta tingkat 

risiko yang berbeda. 

 

1. Pendanaan dari APBN dan APBD 

Pendanaan proyek konstruksi di Indonesia sebagian besar 

bersumber dari anggaran pemerintah, yaitu Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat 

yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. Sementara itu, APBD merupakan rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang disahkan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua instrumen anggaran tersebut 

memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur 

serta penyediaan fasilitas publik di berbagai wilayah Indonesia. 

Pendanaan melalui APBN umumnya digunakan untuk 

membiayai proyek-proyek infrastruktur berskala nasional yang memiliki 

dampak strategis terhadap pertumbuhan ekonomi dan konektivitas 

antarwilayah. Contoh proyek yang dibiayai melalui APBN antara lain 

pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, jaringan irigasi, 

serta berbagai fasilitas publik lainnya. Dana dalam APBN berasal dari 

berbagai sumber penerimaan negara, seperti pajak, penerimaan negara 

bukan pajak (PNBP), serta hibah dari pihak lain. Menurut Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia, alokasi anggaran infrastruktur dalam 

APBN memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan 
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ekonomi nasional, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta 

memperkuat konektivitas antar daerah di Indonesia. 

APBD digunakan untuk membiayai pembangunan yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah. Proyek yang dibiayai melalui APBD 

biasanya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan lokal, seperti 

pembangunan jalan daerah, gedung pemerintahan, fasilitas pendidikan, 

fasilitas kesehatan, serta berbagai infrastruktur perkotaan. Penggunaan 

APBD harus mengikuti prinsip pengelolaan keuangan daerah yang 

transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa dana publik digunakan secara optimal untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di daerah. 

 

2. Pendanaan dari Sektor Swasta 

Pendanaan proyek konstruksi tidak hanya berasal dari 

pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta yang memiliki peran 

penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan berbagai 

fasilitas ekonomi. Pendanaan dari sektor swasta biasanya berasal dari 

perusahaan konstruksi, pengembang properti, konsorsium bisnis, 

maupun investor institusional yang memiliki kepentingan untuk 

menanamkan modal dalam suatu proyek pembangunan. Keterlibatan 

sektor swasta menjadi semakin penting terutama ketika kebutuhan 

pembangunan infrastruktur meningkat sementara kapasitas anggaran 

pemerintah memiliki keterbatasan. 

Investasi dari sektor swasta umumnya difokuskan pada proyek-

proyek yang memiliki potensi keuntungan ekonomi yang jelas. Contoh 

proyek yang sering didanai oleh sektor swasta antara lain pembangunan 

kawasan industri, pusat perbelanjaan, perumahan, hotel, gedung 

perkantoran, serta berbagai fasilitas komersial lainnya. Dalam proyek-

proyek tersebut, investor swasta menanamkan modal dengan tujuan 

memperoleh keuntungan dari hasil operasional proyek di masa depan, 

seperti pendapatan sewa, penjualan properti, atau aktivitas bisnis yang 

berlangsung di dalam kawasan tersebut. 

Pada praktik pembiayaan proyek oleh sektor swasta, salah satu 

pendekatan yang sering digunakan adalah project finance. Menurut E. R. 

Yescombe (2018), project finance merupakan sistem pembiayaan di 
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mana proyek diperlakukan sebagai suatu entitas ekonomi yang berdiri 

sendiri. Dalam sistem ini, pembiayaan proyek tidak sepenuhnya 

bergantung pada kondisi keuangan perusahaan induk, melainkan pada 

kemampuan proyek tersebut untuk menghasilkan arus kas di masa depan. 

Pendapatan yang dihasilkan dari operasional proyek nantinya digunakan 

untuk membayar utang, biaya operasional, serta memberikan 

keuntungan kepada para investor. 

Keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan proyek konstruksi 

memberikan berbagai keuntungan bagi pembangunan. Pertama, 

investasi swasta dapat membantu mengurangi beban anggaran 

pemerintah dalam membiayai proyek-proyek pembangunan. Kedua, 

sektor swasta sering memiliki kemampuan manajerial dan teknologi 

yang lebih fleksibel sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam 

pengelolaan proyek. Ketiga, partisipasi swasta juga dapat mendorong 

inovasi serta penggunaan teknologi modern dalam pembangunan 

infrastruktur maupun fasilitas komersial. 

 

3. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) 

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) 

merupakan salah satu skema pembiayaan infrastruktur yang 

dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi keterbatasan 

anggaran negara sekaligus memanfaatkan potensi investasi dari sektor 

swasta. Skema ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 

2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur yang menjadi dasar hukum pelaksanaan 

kemitraan antara pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan 

infrastruktur publik. Melalui mekanisme ini, pemerintah tidak 

sepenuhnya menanggung biaya pembangunan proyek, melainkan 

bekerja sama dengan pihak swasta yang turut berkontribusi dalam 

pembiayaan serta pelaksanaan proyek. 

KPBU pada dasarnya merupakan bentuk kemitraan strategis 

antara pemerintah dan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur 

yang dibutuhkan masyarakat. Dalam skema ini, pihak swasta tidak hanya 

berperan sebagai penyedia dana investasi, tetapi juga dapat terlibat dalam 

proses pembangunan, pengoperasian, hingga pemeliharaan infrastruktur 

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kontrak yang 
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disepakati. Dengan demikian, tanggung jawab proyek dibagi antara 

pemerintah dan sektor swasta sehingga pelaksanaan proyek dapat 

berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. 

Menurut E. R. Yescombe (2018), model kemitraan seperti KPBU 

merupakan salah satu inovasi dalam pembiayaan infrastruktur yang 

banyak diterapkan di berbagai negara. Pendekatan ini memungkinkan 

pembangunan infrastruktur tetap berjalan meskipun pemerintah 

memiliki keterbatasan anggaran. Selain itu, keterlibatan sektor swasta 

juga dapat meningkatkan efisiensi manajemen proyek serta mendorong 

penerapan teknologi yang lebih modern dalam pelaksanaan 

pembangunan. 

 

4. Pendanaan melalui Pinjaman 

Pendanaan melalui pinjaman merupakan salah satu sumber 

pembiayaan yang sering digunakan dalam pelaksanaan proyek 

konstruksi, terutama untuk proyek infrastruktur berskala besar yang 

memerlukan investasi dana dalam jumlah sangat besar. Pinjaman ini 

dapat diperoleh dari berbagai lembaga keuangan, baik lembaga 

keuangan domestik maupun internasional. Di tingkat nasional, 

pembiayaan dapat berasal dari bank komersial atau lembaga pembiayaan 

pembangunan, sedangkan di tingkat internasional pinjaman sering 

diberikan oleh institusi keuangan global yang memiliki program 

pendanaan pembangunan. 

Beberapa lembaga internasional yang sering memberikan 

dukungan pembiayaan bagi proyek pembangunan antara lain World 

Bank, Asian Development Bank, serta Japan International Cooperation 

Agency. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran penting dalam 

membantu negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk membiayai 

berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan, 

bendungan, sistem transportasi massal, energi, serta infrastruktur publik 

lainnya. Dukungan pembiayaan ini sering kali juga disertai dengan 

bantuan teknis, konsultasi perencanaan proyek, serta pengawasan 

pelaksanaan pembangunan. 

Pendanaan melalui pinjaman memiliki beberapa karakteristik 

utama. Pertama, dana yang dipinjam harus dikembalikan dalam jangka 

waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara 
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pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Kedua, terdapat kewajiban 

pembayaran bunga yang menjadi biaya tambahan atas penggunaan dana 

tersebut. Ketiga, pinjaman biasanya disertai dengan berbagai persyaratan 

tertentu yang berkaitan dengan tata kelola proyek, pelaporan keuangan, 

serta standar pelaksanaan pembangunan. Persyaratan tersebut bertujuan 

untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan secara efektif, 

transparan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan. 

Pinjaman dari lembaga internasional umumnya juga 

mensyaratkan penerapan standar tertentu dalam pengelolaan proyek, 

seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan lingkungan, 

serta penerapan praktik tata kelola yang baik. Dengan adanya 

persyaratan tersebut, proyek pembangunan diharapkan dapat 

dilaksanakan secara lebih profesional dan berkelanjutan. 

B. Mekanisme Pencairan Dana Proyek 

 

Mekanisme pencairan dana proyek merupakan proses 

administratif dan keuangan yang mengatur bagaimana dana yang telah 

dialokasikan untuk suatu proyek dapat digunakan dalam pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi. Proses ini sangat penting karena berkaitan 

langsung dengan kelancaran pelaksanaan proyek, keberlanjutan kegiatan 

konstruksi, serta pengendalian penggunaan anggaran agar sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam proyek konstruksi, pencairan 

dana umumnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan 

pekerjaan di lapangan agar dana digunakan secara efektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan (Hansen, 2021). 

Pada konteks proyek pemerintah, mekanisme pencairan dana 

harus mengikuti sistem pengelolaan keuangan negara atau daerah yang 

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, 

pada proyek swasta mekanisme pencairan dana biasanya diatur dalam 

kontrak kerja antara pemilik proyek dan kontraktor. Menurut Yescombe 

(2018), sistem pencairan dana yang terstruktur sangat penting dalam 

proyek konstruksi karena proyek umumnya membutuhkan dana besar 

dalam jangka waktu yang panjang, sehingga diperlukan pengaturan yang 

jelas mengenai jadwal pembayaran dan pengawasan penggunaan dana. 
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1. Tahapan Administrasi Pencairan Dana 

Tahapan administrasi pencairan dana merupakan proses penting 

dalam pengelolaan keuangan proyek konstruksi. Proses ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa dana yang digunakan dalam proyek benar-

benar sesuai dengan perencanaan, ketentuan kontrak, serta aturan 

pengelolaan keuangan yang berlaku. Dengan adanya tahapan 

administrasi yang jelas, penggunaan dana proyek dapat dilakukan secara 

transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua 

pihak yang terlibat dalam proyek. 

Tahap pertama dalam proses pencairan dana adalah perencanaan 

anggaran proyek. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) yang memuat seluruh kebutuhan dana proyek 

secara rinci. RAB biasanya mencakup biaya pembelian material 

konstruksi, upah tenaga kerja, penggunaan peralatan, biaya operasional 

proyek, serta berbagai biaya pendukung lainnya. Penyusunan anggaran 

ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan nilai kontrak 

serta estimasi total biaya yang diperlukan selama pelaksanaan proyek. 

Tahap berikutnya adalah penetapan kontrak proyek. Setelah 

proses pengadaan atau tender selesai, pemilik proyek dan kontraktor 

akan menandatangani kontrak kerja konstruksi. Kontrak tersebut 

memuat berbagai ketentuan penting seperti nilai kontrak, ruang lingkup 

pekerjaan, jadwal pelaksanaan proyek, serta mekanisme pembayaran 

yang akan digunakan selama proyek berlangsung. Dokumen kontrak ini 

menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan proyek serta menjadi acuan 

dalam proses pembayaran kepada kontraktor. 

Kontraktor dapat melakukan pengajuan permintaan pembayaran 

berdasarkan progres pekerjaan yang telah diselesaikan. Permintaan 

pembayaran ini biasanya diajukan secara berkala sesuai dengan sistem 

pembayaran yang disepakati dalam kontrak, misalnya pembayaran 

berdasarkan termin atau berdasarkan volume pekerjaan yang telah 

dilaksanakan. 

Dilakukan verifikasi dan pemeriksaan oleh konsultan pengawas, 

manajemen konstruksi, atau pihak yang berwenang. Proses ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan benar-benar 

sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, serta ketentuan yang 

tercantum dalam kontrak proyek. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan 
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bahwa pekerjaan telah memenuhi persyaratan, maka proses pembayaran 

dapat dilanjutkan. 

Tahap terakhir adalah persetujuan pembayaran oleh pemilik 

proyek atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan 

keuangan proyek. Setelah persetujuan diberikan, dana proyek dapat 

dicairkan kepada kontraktor sesuai dengan jumlah pekerjaan yang telah 

diselesaikan. Dengan adanya tahapan administrasi ini, pengelolaan 

keuangan proyek dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. 

 

2. Sistem Pembayaran Termin 

Sistem pembayaran termin merupakan mekanisme pembayaran 

yang paling umum digunakan dalam proyek konstruksi. Dalam sistem 

ini, pencairan dana proyek tidak dilakukan sekaligus di awal atau di akhir 

pekerjaan, melainkan dibayarkan secara bertahap sesuai dengan 

kemajuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Mekanisme ini 

memungkinkan pembayaran dilakukan secara proporsional berdasarkan 

persentase penyelesaian pekerjaan yang telah dicapai oleh kontraktor. 

Pada praktiknya, pembayaran termin biasanya didasarkan pada 

persentase progres pekerjaan yang telah diselesaikan. Misalnya, 

kontraktor dapat menerima pembayaran setelah menyelesaikan sekitar 

20%, 40%, 60%, hingga 80% dari total pekerjaan yang direncanakan. 

Setiap tahapan pembayaran tersebut disebut sebagai termin pembayaran. 

Besarnya nilai pembayaran pada setiap termin dihitung berdasarkan 

volume pekerjaan yang telah selesai dikerjakan sesuai dengan ketentuan 

yang tercantum dalam kontrak proyek. Dengan demikian, sistem ini 

memberikan keseimbangan antara kepentingan pemilik proyek dan 

kontraktor. 

Menurut Hansen (2021), sistem pembayaran termin memiliki 

beberapa tujuan utama dalam pengelolaan proyek konstruksi. Salah 

satunya adalah untuk menjaga kelancaran arus kas kontraktor selama 

proses pembangunan berlangsung. Proyek konstruksi biasanya 

memerlukan biaya operasional yang besar, seperti pembelian material, 

pembayaran upah tenaga kerja, serta penggunaan peralatan. Dengan 

adanya pembayaran secara bertahap, kontraktor dapat memperoleh dana 

yang diperlukan untuk melanjutkan pekerjaan tanpa harus menanggung 

seluruh biaya proyek terlebih dahulu. 



142 Aspek Hukum dan Administrasi Proyek Teknik Sipil 

 

Sistem pembayaran termin juga berfungsi untuk mengurangi 

risiko kerugian bagi pemilik proyek. Karena pembayaran hanya 

dilakukan setelah sebagian pekerjaan selesai dan diverifikasi, pemilik 

proyek memiliki jaminan bahwa dana yang dibayarkan benar-benar 

sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Sistem ini juga 

membantu meningkatkan disiplin pelaksanaan proyek karena kontraktor 

harus mencapai target progres tertentu sebelum dapat menerima 

pembayaran berikutnya. 

Pada pelaksanaannya, pembayaran termin biasanya disertai 

dengan berbagai dokumen pendukung yang menjadi bukti bahwa 

pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Dokumen tersebut 

antara lain laporan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan 

pekerjaan, serta sertifikat pembayaran yang ditandatangani oleh 

konsultan pengawas atau pihak yang berwenang. Dengan adanya 

dokumen-dokumen tersebut, proses pembayaran dapat dilakukan secara 

transparan dan akuntabel sehingga pengelolaan keuangan proyek dapat 

berjalan dengan lebih tertib dan terkontrol. 

3. Pembayaran Uang Muka (Advance Payment) 

Pembayaran uang muka atau advance payment merupakan salah 

satu mekanisme pendanaan yang sering digunakan dalam proyek 

konstruksi untuk membantu kontraktor mempersiapkan pelaksanaan 

pekerjaan sejak tahap awal. Berbeda dengan sistem pembayaran termin 

yang dilakukan setelah adanya progres pekerjaan, uang muka diberikan 

sebelum pekerjaan dimulai atau pada tahap awal pelaksanaan proyek. 

Tujuan utama pemberian uang muka adalah untuk memberikan 

dukungan finansial kepada kontraktor agar dapat melakukan berbagai 

persiapan yang diperlukan sebelum kegiatan konstruksi berjalan secara 

penuh. 

Pada praktiknya, uang muka biasanya digunakan untuk 

membiayai berbagai kebutuhan awal proyek. Kebutuhan tersebut 

meliputi mobilisasi peralatan ke lokasi proyek, pembelian material awal, 

pengadaan perlengkapan kerja, serta perekrutan tenaga kerja yang akan 

terlibat dalam pelaksanaan proyek. Tanpa adanya dana awal ini, 

kontraktor sering kali mengalami kesulitan untuk memulai pekerjaan 

karena harus menanggung seluruh biaya awal proyek secara mandiri. 



Buku Ajar  143 

 

Oleh karena itu, pembayaran uang muka menjadi salah satu instrumen 

penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan proyek konstruksi. 

Besarnya nilai uang muka biasanya telah ditentukan dalam 

kontrak kerja antara pemilik proyek dan kontraktor. Secara umum, 

jumlah uang muka berkisar antara 10% hingga 30% dari total nilai 

kontrak proyek, tergantung pada kesepakatan para pihak serta kebijakan 

yang berlaku dalam proyek tersebut. Nilai ini harus dihitung secara hati-

hati agar cukup membantu kontraktor dalam memulai pekerjaan, namun 

tetap tidak menimbulkan risiko yang terlalu besar bagi pemilik proyek. 

Meskipun memberikan manfaat bagi kontraktor, pemberian uang 

muka juga mengandung risiko bagi pemilik proyek apabila kontraktor 

tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak. Oleh karena 

itu, dalam praktik konstruksi biasanya disyaratkan adanya jaminan uang 

muka atau advance payment guarantee yang diterbitkan oleh bank atau 

lembaga keuangan. Jaminan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan 

bagi pemilik proyek, karena jika kontraktor gagal melaksanakan 

pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, pemilik proyek dapat mencairkan 

jaminan tersebut untuk menutup kerugian yang timbul. 

4. Retensi Pembayaran 

Retensi pembayaran merupakan salah satu mekanisme 

pengendalian kualitas yang umum digunakan dalam kontrak konstruksi. 

Retensi adalah sejumlah dana yang sengaja ditahan oleh pemilik proyek 

dari setiap pembayaran kepada kontraktor hingga pekerjaan proyek 

selesai secara keseluruhan. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah 

untuk memastikan bahwa kontraktor menyelesaikan seluruh pekerjaan 

sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan dalam kontrak. 

Pada praktiknya, retensi biasanya berkisar antara 5% hingga 10% 

dari nilai kontrak. Persentase ini dapat dipotong secara bertahap dari 

setiap pembayaran termin yang diterima kontraktor selama pelaksanaan 

proyek. Dengan cara ini, sebagian dari nilai pekerjaan tetap disimpan 

oleh pemilik proyek sebagai bentuk jaminan bahwa kontraktor akan 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan memenuhi seluruh 

kewajiban kontraktualnya. 

Dana retensi umumnya baru dapat dibayarkan kepada kontraktor 

setelah beberapa persyaratan penting dipenuhi. Pertama, proyek harus 

telah diselesaikan sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar 
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kerja, dan ketentuan kontrak. Kedua, kontraktor harus melewati masa 

pemeliharaan (maintenance period) atau sering disebut juga sebagai 

defects liability period, yaitu periode waktu setelah proyek selesai di 

mana kontraktor masih bertanggung jawab untuk memperbaiki 

kerusakan atau cacat pekerjaan yang mungkin muncul. 

Selama masa pemeliharaan tersebut, apabila ditemukan 

kerusakan atau ketidaksesuaian pada hasil pekerjaan, kontraktor wajib 

melakukan perbaikan tanpa biaya tambahan bagi pemilik proyek. Setelah 

masa pemeliharaan berakhir dan seluruh kewajiban kontraktor telah 

dipenuhi, maka dana retensi dapat dicairkan dan dibayarkan kepada 

kontraktor secara penuh. Dengan adanya mekanisme retensi, pemilik 

proyek memiliki jaminan tambahan bahwa kontraktor akan tetap 

bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan bahkan setelah proyek 

selesai. Selain itu, sistem ini juga mendorong kontraktor untuk menjaga 

standar kualitas pekerjaan serta memastikan bahwa seluruh pekerjaan 

konstruksi dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan 

kontrak. 

 

5. Pembayaran Akhir (Final Payment) 

Pembayaran akhir (final payment) merupakan tahap terakhir 

dalam sistem pembayaran proyek konstruksi. Pembayaran ini dilakukan 

setelah seluruh pekerjaan proyek telah selesai dilaksanakan dan melalui 

proses pemeriksaan akhir oleh pihak yang berwenang. Tahap ini 

menandai bahwa kontraktor telah menyelesaikan kewajibannya sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja. 

Sebelum pembayaran akhir dapat dilakukan, terdapat beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh kontraktor. Pertama, seluruh 

pekerjaan konstruksi harus telah diselesaikan sesuai dengan spesifikasi 

teknis, gambar kerja, serta ketentuan kontrak yang telah disepakati oleh 

para pihak. Kedua, kontraktor harus menyerahkan laporan penyelesaian 

proyek, yang biasanya mencakup dokumen administratif, laporan 

pelaksanaan pekerjaan, serta dokumen teknis lainnya seperti gambar as-

built drawing. Ketiga, harus dipastikan bahwa tidak terdapat kewajiban 

kontraktor yang belum dipenuhi, termasuk kewajiban perbaikan 

pekerjaan, penyelesaian administrasi proyek, maupun kewajiban lainnya 

yang tercantum dalam kontrak. 
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Pembayaran akhir umumnya mencakup beberapa komponen 

penting dalam sistem keuangan proyek konstruksi. Komponen tersebut 

meliputi sisa pembayaran termin yang belum dibayarkan, pencairan dana 

retensi yang sebelumnya ditahan oleh pemilik proyek sebagai jaminan 

kualitas pekerjaan, serta pembayaran atas pekerjaan tambahan 

(variation) apabila selama pelaksanaan proyek terdapat perubahan atau 

penambahan pekerjaan yang telah disetujui oleh para pihak. 

Setelah seluruh proses pembayaran akhir diselesaikan, maka 

hubungan kontraktual antara pemilik proyek dan kontraktor secara resmi 

dianggap telah berakhir. Pada tahap ini, proyek dinyatakan selesai secara 

administratif maupun teknis, dan tanggung jawab kontraktor terhadap 

pelaksanaan pekerjaan dianggap telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan 

kontrak yang berlaku. 

 

C. Manajemen Arus Kas Proyek 

 

Manajemen arus kas proyek (project cash flow management) 

merupakan proses pengelolaan aliran masuk dan keluar dana dalam suatu 

proyek konstruksi agar kegiatan pembangunan dapat berjalan secara 

lancar dan berkelanjutan. Arus kas proyek sangat penting karena proyek 

konstruksi biasanya membutuhkan biaya yang besar pada tahap awal 

pelaksanaan, sementara pemasukan dana sering kali diperoleh secara 

bertahap melalui sistem pembayaran termin. Oleh karena itu, 

pengelolaan arus kas yang baik sangat diperlukan untuk memastikan 

bahwa proyek memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh 

kegiatan konstruksi hingga proyek selesai (Kerzner, 2022). 

Pada praktik manajemen proyek modern, arus kas tidak hanya 

berkaitan dengan pencatatan keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari 

strategi pengendalian proyek. Arus kas yang tidak terkelola dengan baik 

dapat menyebabkan keterlambatan pekerjaan, meningkatnya biaya 

proyek, bahkan kegagalan proyek secara keseluruhan. Menurut 

Yescombe (2018), manajemen arus kas merupakan salah satu faktor 

kunci dalam keberhasilan proyek konstruksi karena berhubungan 

langsung dengan kemampuan kontraktor dan pemilik proyek dalam 

memenuhi kewajiban finansial selama masa pelaksanaan proyek. 
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1. Pengertian dan Konsep Arus Kas Proyek 

Arus kas proyek (project cash flow) merupakan pergerakan dana 

yang masuk dan keluar selama proses pelaksanaan suatu proyek 

konstruksi. Arus kas ini menjadi salah satu aspek penting dalam 

manajemen proyek karena menentukan kemampuan proyek dalam 

membiayai seluruh kegiatan operasional yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan anggaran yang telah 

direncanakan. 

Secara umum, arus kas proyek terdiri dari dua komponen utama, 

yaitu arus kas masuk (cash inflow) dan arus kas keluar (cash outflow). 

Arus kas masuk biasanya berasal dari berbagai sumber pendanaan 

proyek, seperti pembayaran dari pemilik proyek berdasarkan progres 

pekerjaan, investasi dari pihak swasta, maupun pinjaman dari lembaga 

keuangan. Dalam proyek yang menggunakan sistem pembayaran termin, 

arus kas masuk biasanya diterima secara bertahap sesuai dengan 

persentase penyelesaian pekerjaan. 

Arus kas keluar merupakan berbagai pengeluaran yang 

diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proyek. Pengeluaran tersebut 

dapat meliputi biaya pembelian material konstruksi, pembayaran upah 

tenaga kerja, penyewaan atau pengadaan peralatan konstruksi, biaya 

transportasi dan logistik, serta berbagai biaya operasional lainnya yang 

muncul selama proyek berlangsung. 

2. Perencanaan Arus Kas Proyek 

Perencanaan arus kas proyek merupakan tahap awal yang sangat 

penting dalam manajemen keuangan proyek konstruksi. Pada tahap ini 

dilakukan proses estimasi terhadap seluruh aliran dana yang akan terjadi 

selama masa pelaksanaan proyek, baik dana yang akan diterima maupun 

dana yang akan dikeluarkan. Tujuan utama dari perencanaan arus kas 

adalah untuk memastikan bahwa ketersediaan dana selalu mencukupi 

sehingga kegiatan proyek dapat berjalan sesuai jadwal yang telah 

ditetapkan. Dalam praktiknya, perencanaan arus kas biasanya didasarkan 

pada beberapa komponen utama yang menjadi dasar perhitungan 

kebutuhan dana proyek. 

Pertama adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB 

merupakan dokumen yang memuat estimasi keseluruhan biaya yang 

diperlukan dalam proyek konstruksi. Di dalamnya tercantum berbagai 
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komponen biaya seperti pembelian material, pembayaran tenaga kerja, 

penggunaan atau penyewaan peralatan, serta biaya operasional lainnya. 

RAB menjadi dasar utama dalam menentukan jumlah dana yang harus 

disediakan selama pelaksanaan proyek. 

Kedua adalah jadwal pelaksanaan proyek. Jadwal proyek 

menunjukkan urutan serta waktu pelaksanaan setiap tahap pekerjaan 

konstruksi. Dengan adanya jadwal ini, manajer proyek dapat 

memperkirakan kapan dana diperlukan untuk membiayai setiap aktivitas 

pekerjaan. Hal ini membantu dalam mengatur waktu pengeluaran dana 

agar sesuai dengan progres proyek. 

Ketiga adalah sistem pembayaran proyek yang tercantum dalam 

kontrak kerja. Dalam banyak proyek konstruksi, pembayaran dilakukan 

secara bertahap melalui sistem pembayaran termin berdasarkan 

kemajuan pekerjaan. Sistem pembayaran ini akan mempengaruhi kapan 

kontraktor menerima dana dari pemilik proyek, sehingga perlu 

diperhitungkan dengan baik dalam perencanaan arus kas. 

Dengan melakukan perencanaan arus kas secara tepat, manajer 

proyek dapat mengantisipasi kebutuhan dana pada setiap tahap 

pelaksanaan proyek. Perencanaan yang baik juga membantu 

menghindari risiko kekurangan dana yang dapat menyebabkan 

keterlambatan pekerjaan. Oleh karena itu, pengelolaan arus kas yang 

efektif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran 

pelaksanaan proyek konstruksi hingga tahap penyelesaian. 

 

3. Pengendalian Arus Kas Proyek 

Pengendalian arus kas proyek merupakan bagian penting dalam 

manajemen keuangan proyek konstruksi yang dilakukan setelah tahap 

perencanaan arus kas. Tujuan utama pengendalian arus kas adalah untuk 

memastikan bahwa penggunaan dana proyek berjalan sesuai dengan 

anggaran yang telah direncanakan serta mencegah terjadinya 

pemborosan atau penyimpangan penggunaan dana selama pelaksanaan 

proyek. 

Pengendalian arus kas sangat penting karena proyek konstruksi 

biasanya melibatkan dana yang besar dan berlangsung dalam jangka 

waktu yang cukup panjang. Tanpa pengendalian yang baik, pengeluaran 

proyek dapat melebihi anggaran yang telah ditetapkan sehingga 
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berpotensi menimbulkan masalah keuangan yang dapat menghambat 

pelaksanaan proyek. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pengendalian arus 

kas adalah pemantauan pengeluaran proyek secara berkala. Dalam hal 

ini, manajer proyek harus melakukan pengawasan terhadap seluruh 

pengeluaran yang terjadi selama proyek berlangsung. Setiap biaya yang 

dikeluarkan harus dicatat dan dibandingkan dengan anggaran yang telah 

ditetapkan dalam rencana anggaran biaya (RAB). Dengan pemantauan 

yang rutin, potensi pembengkakan biaya dapat segera diketahui dan 

diatasi. 

Pengendalian arus kas juga dilakukan melalui evaluasi kinerja 

keuangan proyek. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan antara 

rencana arus kas yang telah disusun sebelumnya dengan realisasi 

pemasukan dan pengeluaran dana yang terjadi di lapangan. Jika 

ditemukan perbedaan yang signifikan antara rencana dan realisasi, maka 

manajer proyek dapat melakukan penyesuaian strategi pengelolaan 

keuangan proyek agar tetap sesuai dengan tujuan awal. 

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah pengendalian biaya 

proyek. Pengendalian biaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya proyek, mengurangi 

pemborosan material konstruksi, serta meningkatkan efisiensi dalam 

pelaksanaan pekerjaan. Dengan pengelolaan biaya yang baik, 

penggunaan dana proyek dapat lebih efektif dan efisien. 

 

4. Hubungan Arus Kas dengan Sistem Pembayaran Proyek 

Hubungan antara arus kas dan sistem pembayaran proyek 

merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen keuangan 

proyek konstruksi. Sistem pembayaran yang ditetapkan dalam kontrak 

akan secara langsung mempengaruhi pola arus kas yang terjadi selama 

pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hubungan ini 

sangat diperlukan agar kontraktor dapat mengelola keuangan proyek 

secara efektif. 

Pada praktik konstruksi, sebagian besar proyek menggunakan 

sistem pembayaran termin, yaitu pembayaran yang dilakukan secara 

bertahap berdasarkan kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan. Pada 

sistem ini, kontraktor biasanya harus menyelesaikan sebagian pekerjaan 
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terlebih dahulu sebelum dapat mengajukan permintaan pembayaran 

kepada pemilik proyek. Setelah pekerjaan diverifikasi oleh konsultan 

pengawas atau pihak yang berwenang, barulah pembayaran dapat 

dilakukan sesuai dengan persentase progres pekerjaan. 

Kondisi tersebut menyebabkan kontraktor sering kali harus 

mengeluarkan dana terlebih dahulu untuk membiayai berbagai 

kebutuhan proyek, seperti pembelian material, pembayaran tenaga kerja, 

penggunaan peralatan, serta biaya operasional lainnya. Dengan kata lain, 

arus kas keluar biasanya terjadi lebih awal dibandingkan dengan arus kas 

masuk. Oleh karena itu, kontraktor perlu memiliki kemampuan 

manajemen arus kas yang baik agar kegiatan proyek dapat berjalan tanpa 

hambatan keuangan. 

 

D. Risiko Hukum dalam Pendanaan 

 

Pendanaan proyek konstruksi tidak hanya berkaitan dengan 

aspek keuangan, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang sangat 

penting. Setiap sumber pendanaan, baik yang berasal dari pemerintah, 

sektor swasta, lembaga keuangan, maupun kerja sama pemerintah dan 

badan usaha, selalu diikat oleh perjanjian hukum yang mengatur hak dan 

kewajiban para pihak. Oleh karena itu, pengelolaan pendanaan proyek 

harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan sengketa 

hukum atau pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Menurut 

Yescombe (2018), risiko hukum dalam pendanaan proyek dapat muncul 

dari berbagai aspek, seperti kontrak pembiayaan, ketidakpatuhan 

terhadap regulasi, serta konflik kepentingan antara pihak yang terlibat 

dalam proyek. 

Pada proyek konstruksi berskala besar, risiko hukum sering kali 

meningkat karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang 

berbeda, seperti pemerintah, kontraktor, investor, bank, serta lembaga 

keuangan internasional. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko hukum 

tersebut dapat menyebabkan keterlambatan proyek, kerugian finansial, 

bahkan penghentian pelaksanaan proyek. 
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1. Risiko Hukum dalam Kontrak Pembiayaan 

Risiko hukum dalam kontrak pembiayaan merupakan salah satu 

aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pendanaan proyek 

konstruksi. Kontrak pembiayaan adalah perjanjian yang mengatur 

hubungan hukum antara pihak penyedia dana seperti bank, investor, atau 

lembaga keuangan dengan pihak yang menerima pembiayaan untuk 

melaksanakan proyek konstruksi. 

Pada kontrak pembiayaan biasanya terdapat berbagai ketentuan 

penting yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Beberapa 

ketentuan yang umum dicantumkan antara lain jumlah dana yang 

diberikan, jadwal pencairan dana, kewajiban pembayaran kembali 

pinjaman, tingkat bunga atau imbal hasil, serta jaminan atau agunan yang 

diberikan oleh pihak penerima pembiayaan. Ketentuan-ketentuan 

tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur pelaksanaan hubungan 

keuangan selama proyek berlangsung. 

Risiko hukum dapat muncul apabila salah satu pihak tidak dapat 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati 

dalam kontrak. Kondisi ini dikenal sebagai wanprestasi, yaitu kegagalan 

salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya. 

Misalnya, apabila kontraktor tidak mampu menyelesaikan proyek sesuai 

jadwal yang telah ditetapkan, maka investor atau lembaga pemberi 

pinjaman dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan yang terdapat 

dalam kontrak pembiayaan. 

Risiko hukum juga dapat timbul akibat ketidakjelasan klausul 

kontrak, perbedaan interpretasi terhadap ketentuan kontrak, atau 

perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan pihak 

penerima pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, 

penyusunan kontrak pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati dengan 

memperhatikan aspek hukum, keuangan, dan manajemen risiko. 

 

2. Risiko Penyalahgunaan Dana Proyek 

Risiko penyalahgunaan dana proyek merupakan salah satu risiko 

hukum yang cukup serius dalam pendanaan proyek konstruksi. Risiko 

ini muncul ketika dana yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan 

proyek digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan 

tujuan atau rencana proyek yang telah ditetapkan. 
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Pada praktiknya, dana proyek seharusnya digunakan secara 

khusus untuk membiayai berbagai kegiatan yang berkaitan langsung 

dengan pelaksanaan proyek konstruksi, seperti pembelian material, 

pembayaran tenaga kerja, pengadaan peralatan, serta biaya operasional 

lainnya. Apabila dana tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi atau 

kegiatan lain di luar proyek, maka hal tersebut dapat dikategorikan 

sebagai penyalahgunaan dana. 

Risiko ini menjadi lebih serius terutama pada proyek yang 

menggunakan dana pemerintah, seperti proyek yang dibiayai melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam konteks ini, 

penyalahgunaan dana tidak hanya melanggar ketentuan kontrak proyek, 

tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang 

berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengelolaan dana proyek harus selalu berpedoman pada prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat. Transparansi 

berarti seluruh penggunaan dana harus dicatat dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara terbuka. Akuntabilitas berarti setiap 

pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana memiliki tanggung jawab 

yang jelas terhadap penggunaan dana tersebut. Sementara itu, 

pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses 

penggunaan dana berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

 

3. Risiko Keterlambatan Pembayaran 

Risiko keterlambatan pembayaran merupakan salah satu risiko 

hukum yang cukup sering terjadi dalam proyek konstruksi. Risiko ini 

muncul ketika pemilik proyek tidak dapat melakukan pembayaran 

kepada kontraktor sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam 

kontrak kerja. Ketepatan waktu pembayaran sangat penting karena 

pembayaran tersebut menjadi sumber utama arus kas bagi kontraktor 

dalam melaksanakan pekerjaan proyek. 

Keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan berbagai 

dampak negatif terhadap pelaksanaan proyek. Salah satu dampak yang 

paling langsung adalah terganggunya arus kas kontraktor. Kontraktor 

biasanya bergantung pada pembayaran termin dari pemilik proyek untuk 
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membiayai berbagai kebutuhan operasional seperti pembelian material, 

pembayaran tenaga kerja, serta penyewaan peralatan. Jika pembayaran 

terlambat, kontraktor dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi 

kewajiban finansial tersebut. 

Keterlambatan pembayaran juga dapat menyebabkan 

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Ketika kontraktor mengalami 

keterbatasan dana, beberapa aktivitas konstruksi dapat terhambat atau 

bahkan terhenti sementara hingga dana tersedia kembali. Kondisi ini 

berpotensi mengganggu jadwal proyek secara keseluruhan. Dampak lain 

yang mungkin muncul adalah peningkatan biaya proyek. Keterlambatan 

pekerjaan sering kali menimbulkan biaya tambahan, seperti biaya tenaga 

kerja tambahan, biaya penyimpanan material, atau biaya perpanjangan 

penggunaan peralatan. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan total 

biaya proyek yang harus ditanggung oleh para pihak. 

Pada beberapa kasus, keterlambatan pembayaran juga dapat 

memicu sengketa hukum antara pemilik proyek dan kontraktor. Apabila 

keterlambatan pembayaran menyebabkan kerugian finansial bagi 

kontraktor, kontraktor dapat mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan 

yang tercantum dalam kontrak. Klaim tersebut dapat berupa permintaan 

kompensasi biaya tambahan maupun perpanjangan waktu pelaksanaan 

proyek. 

 

4. Risiko Perubahan Kebijakan dan Regulasi 

Risiko perubahan kebijakan dan regulasi merupakan salah satu 

risiko hukum yang dapat mempengaruhi pendanaan proyek konstruksi. 

Risiko ini muncul ketika terjadi perubahan dalam kebijakan pemerintah 

atau peraturan perundang-undangan yang berdampak pada pelaksanaan 

maupun pembiayaan proyek. Perubahan kebijakan dapat terjadi dalam 

berbagai bentuk, seperti perubahan kebijakan fiskal, perpajakan, regulasi 

investasi, atau peraturan teknis terkait konstruksi. Perubahan tersebut 

dapat mempengaruhi kelayakan finansial proyek karena dapat 

meningkatkan biaya pelaksanaan atau mengubah struktur pendanaan 

yang telah direncanakan sebelumnya. 

Sebagai contoh, pemerintah dapat mengubah ketentuan pajak, 

tarif impor material konstruksi, atau aturan mengenai investasi asing. 

Jika perubahan tersebut menyebabkan peningkatan biaya proyek secara 
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signifikan, maka pihak kontraktor atau investor dapat mengalami 

kerugian finansial. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan 

dalam hubungan kontraktual antara para pihak yang terlibat dalam 

proyek. Apabila perubahan kebijakan tersebut tidak diantisipasi dalam 

kontrak proyek, maka risiko munculnya konflik atau sengketa hukum 

akan semakin besar. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut 

penyesuaian kontrak atau bahkan mengajukan klaim ganti rugi kepada 

pihak lainnya. 

Menurut Yescombe (2018), dalam proyek yang melibatkan 

investasi internasional, kontrak biasanya mencantumkan klausul khusus 

seperti stabilization clause atau change in law clause. Klausul ini 

bertujuan untuk melindungi investor dari dampak perubahan kebijakan 

pemerintah yang dapat mempengaruhi kelangsungan proyek. Melalui 

klausul tersebut, para pihak dapat melakukan penyesuaian terhadap 

ketentuan kontrak apabila terjadi perubahan regulasi yang berdampak 

langsung terhadap pelaksanaan atau pembiayaan proyek. 

 

E. Ringkasan 

 

Pendanaan proyek merupakan salah satu faktor utama yang 

menentukan keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi. Tanpa 

dukungan pembiayaan yang memadai, proyek tidak dapat berjalan secara 

optimal meskipun telah memiliki perencanaan teknis yang baik. Oleh 

karena itu, pengelolaan pendanaan proyek memerlukan sistem yang 

terencana, transparan, dan akuntabel agar seluruh kegiatan pembangunan 

dapat berlangsung secara efektif hingga proyek selesai. 

Sumber pendanaan proyek konstruksi dapat berasal dari berbagai 

pihak, antara lain pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

sektor swasta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta 

pinjaman dari lembaga keuangan nasional maupun internasional. 

Pendanaan melalui APBN dan APBD umumnya digunakan untuk 

membiayai proyek infrastruktur publik yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sektor swasta 

biasanya berinvestasi pada proyek-proyek yang memiliki potensi 

keuntungan ekonomi seperti pembangunan kawasan komersial, 
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perumahan, dan fasilitas industri. Dalam beberapa kasus, proyek 

infrastruktur juga dapat didanai melalui skema KPBU yang 

memungkinkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk 

meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur (Yescombe, 2018). 

Proses selanjutnya adalah mekanisme pencairan dana proyek. 

Pencairan dana biasanya dilakukan secara bertahap berdasarkan 

kemajuan pekerjaan melalui sistem pembayaran termin. Sistem ini 

memungkinkan pemilik proyek melakukan pembayaran sesuai dengan 

progres pekerjaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor. Selain itu, 

dalam beberapa proyek terdapat mekanisme pembayaran uang muka 

yang bertujuan untuk membantu kontraktor memulai pekerjaan 

konstruksi. Mekanisme retensi juga sering diterapkan sebagai jaminan 

kualitas pekerjaan, di mana sebagian pembayaran ditahan hingga proyek 

selesai dan masa pemeliharaan berakhir (Hansen, 2021). 

Manajemen arus kas proyek juga memiliki peran yang sangat 

penting dalam pengelolaan keuangan proyek konstruksi. Arus kas 

proyek mencakup seluruh aliran dana yang masuk dan keluar selama 

pelaksanaan proyek. Pengelolaan arus kas yang baik memungkinkan 

kontraktor dan pemilik proyek mengatur pemasukan serta pengeluaran 

dana secara seimbang sehingga proyek dapat berjalan tanpa mengalami 

hambatan finansial. Perencanaan arus kas biasanya dilakukan dengan 

mempertimbangkan rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan 

proyek, serta sistem pembayaran yang disepakati dalam kontrak. Dengan 

perencanaan dan pengendalian arus kas yang baik, risiko kekurangan 

dana selama pelaksanaan proyek dapat diminimalkan (Kerzner, 2022). 

Pendanaan proyek konstruksi juga memiliki berbagai risiko 

hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang terlibat. Risiko 

hukum dapat muncul dari berbagai faktor, seperti pelanggaran terhadap 

kontrak pembiayaan, penyalahgunaan dana proyek, keterlambatan 

pembayaran, serta perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi 

sistem pendanaan proyek. Dalam proyek yang melibatkan kerja sama 

antara pemerintah dan badan usaha, risiko hukum juga dapat muncul dari 

ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antara para pihak. Oleh 

karena itu, diperlukan kontrak yang jelas, sistem pengawasan yang ketat, 

serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk mengurangi 

potensi konflik hukum dalam pendanaan proyek (Flyvbjerg, 2021). 
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Proyek konstruksi yang melibatkan pendanaan internasional juga 

menghadapi risiko hukum tambahan akibat perbedaan sistem hukum 

antarnegara. Dalam situasi seperti ini, penggunaan standar kontrak 

internasional serta mekanisme arbitrase sering digunakan untuk 

memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Hal ini 

menunjukkan bahwa aspek hukum dan keuangan dalam proyek 

konstruksi memiliki hubungan yang sangat erat dan harus dikelola secara 

terpadu. 

 

F. Essay 

 

1. Jelaskan berbagai sumber pendanaan proyek konstruksi serta 

karakteristik masing-masing sumber pendanaan tersebut. 

2. Analisis peran APBN dan APBD dalam pembiayaan proyek 

infrastruktur serta keterbatasan yang dihadapi pemerintah dalam 

pendanaan pembangunan. 

3. Jelaskan konsep pendanaan proyek oleh sektor swasta serta 

bagaimana investasi swasta dapat mendukung pembangunan 

infrastruktur. 

4. Uraikan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha 

(KPBU) dalam pembiayaan proyek konstruksi serta manfaatnya 

bagi pembangunan nasional. 

5. Jelaskan mekanisme pencairan dana dalam proyek konstruksi serta 

tujuan penggunaan sistem pembayaran termin. 

6. Analisis pentingnya pembayaran uang muka dan retensi dalam 

sistem pembayaran proyek konstruksi. 

7. Jelaskan konsep manajemen arus kas proyek serta perannya dalam 

menjaga kelancaran pelaksanaan proyek konstruksi. 

8. Analisis berbagai risiko keuangan yang dapat mempengaruhi arus 

kas proyek konstruksi. 

9. Jelaskan berbagai risiko hukum yang dapat muncul dalam 

pendanaan proyek konstruksi serta faktor penyebabnya. 

10. Uraikan strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko 

hukum dan risiko keuangan dalam sistem pendanaan proyek 

konstruksi. 
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BAB VII 

BANK GARANSI DALAM 

PROYEK KONSTRUKSI  

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan dasar hukum bank garansi, 

memahami jenis bank garansi (bid bond, performance bond, dll.), 

memahami manfaat bank garansi bagi para pihak, serta memahami 

risiko hukum pencairan garansi. Sehingga pembaca dapat memahami 

dasar hukum bank garansi, mengidentifikasi berbagai jenis bank 

garansi, menganalisis manfaatnya bagi para pihak, serta 

mengantisipasi risiko hukum dalam pencairan garansi pada proyek 

konstruksi. 

Materi Pembelajaran 

• Dasar Hukum Bank Garansi 

• Jenis Bank Garansi (Bid Bond, Performance Bond, dll.) 

• Manfaat Bank Garansi Bagi Para Pihak 

• Risiko Hukum Pencairan Garansi 

• Ringkasan 

• Essay 

• Daftar Bacaan   

 

 

A. Dasar Hukum Bank Garansi 

 

Dasar hukum bank garansi dalam proyek konstruksi berkaitan 

dengan berbagai ketentuan hukum perdata, regulasi perbankan, serta 

peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bank garansi berfungsi 

sebagai instrumen penjaminan yang memberikan kepastian kepada 

pemilik proyek bahwa kontraktor akan memenuhi kewajiban 

kontraktualnya. Berikut beberapa dasar hukum yang menjadi landasan 

penggunaan bank garansi: 
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1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi 

salah satu dasar hukum utama dalam praktik penjaminan, termasuk 

dalam penggunaan bank garansi pada proyek konstruksi. Dasar hukum 

tersebut terdapat dalam Pasal 1820 KUHPerdata yang mengatur 

mengenai konsep penjaminan atau borgtocht. Pasal ini menjelaskan 

bahwa penjaminan merupakan suatu perjanjian di mana pihak ketiga 

mengikatkan dirinya kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban debitur 

apabila debitur tidak mampu atau tidak memenuhi kewajibannya 

sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan kata lain, pihak penjamin 

memberikan jaminan kepada kreditur bahwa kewajiban debitur tetap 

akan dipenuhi meskipun debitur gagal melaksanakannya. 

Pada praktik proyek konstruksi, konsep penjaminan ini 

diterapkan dalam bentuk bank garansi yang melibatkan tiga pihak utama. 

Pertama, bank bertindak sebagai pihak penjamin yang memberikan 

jaminan pembayaran kepada penerima jaminan. Kedua, kontraktor 

berperan sebagai pihak yang dijamin, yaitu pihak yang memiliki 

kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang 

telah disepakati. Ketiga, pemilik proyek bertindak sebagai penerima 

jaminan atau pihak yang berhak menuntut pembayaran dari bank apabila 

kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan 

kontrak. 

Dengan mekanisme tersebut, bank garansi berfungsi sebagai alat 

perlindungan hukum bagi pemilik proyek agar tidak mengalami kerugian 

apabila terjadi wanprestasi dari pihak kontraktor. Selain itu, keberadaan 

bank sebagai penjamin juga meningkatkan kepercayaan antara para 

pihak dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Oleh karena itu, konsep 

penjaminan yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata menjadi 

landasan hukum penting yang mendukung penerapan bank garansi 

dalam praktik bisnis dan konstruksi di Indonesia (Hansen, 2021). 

 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

merupakan salah satu landasan hukum penting yang mengatur 

penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia. Undang-undang 
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ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek 

konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga 

pengawasan dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam kegiatan 

konstruksi. Salah satu hal yang ditekankan dalam regulasi ini adalah 

pentingnya kejelasan tanggung jawab penyedia jasa konstruksi terhadap 

pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak. 

Pada praktik pelaksanaan proyek konstruksi, undang-undang ini 

juga mendukung penggunaan berbagai instrumen jaminan untuk 

memastikan bahwa penyedia jasa dapat melaksanakan kewajibannya 

secara profesional dan sesuai dengan ketentuan kontrak. Salah satu 

instrumen yang sering digunakan adalah bank garansi, yaitu jaminan 

yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin bahwa kontraktor atau 

penyedia jasa konstruksi akan melaksanakan pekerjaannya sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik proyek. Apabila 

kontraktor gagal memenuhi kewajibannya, pemilik proyek dapat 

mengajukan klaim kepada bank sebagai pihak penjamin. 

Penggunaan bank garansi dalam proyek konstruksi berfungsi 

untuk memberikan perlindungan kepada pemilik proyek dari potensi 

kerugian yang mungkin timbul akibat kegagalan kontraktor dalam 

melaksanakan pekerjaan. Selain itu, keberadaan jaminan ini juga 

mendorong kontraktor untuk menjalankan pekerjaannya secara lebih 

bertanggung jawab karena terdapat konsekuensi finansial apabila terjadi 

pelanggaran kontrak. 

 

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu regulasi penting yang 

mengatur proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 

pemerintah. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai tata cara 

pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel, mulai dari tahap 

perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. Salah satu aspek yang diatur 

dalam peraturan ini adalah kewajiban penyedia barang atau jasa untuk 

memberikan jaminan dalam proses pengadaan proyek pemerintah. 

Pada praktiknya, penyedia jasa yang mengikuti proses pengadaan 

diwajibkan menyerahkan beberapa bentuk jaminan sebagai bentuk 
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komitmen terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah ditawarkan. 

Beberapa jenis jaminan yang umum digunakan antara lain jaminan 

penawaran (bid bond), jaminan pelaksanaan (performance bond), 

jaminan uang muka (advance payment bond), serta jaminan 

pemeliharaan (maintenance bond). Jaminan penawaran diberikan pada 

tahap tender untuk memastikan bahwa peserta lelang benar-benar serius 

mengikuti proses pengadaan. Jaminan pelaksanaan diberikan setelah 

kontrak ditandatangani untuk menjamin bahwa penyedia jasa akan 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak. Sementara 

itu, jaminan uang muka digunakan untuk menjamin pengembalian dana 

uang muka yang diberikan oleh pemerintah kepada kontraktor, dan 

jaminan pemeliharaan bertujuan untuk menjamin kualitas pekerjaan 

selama masa pemeliharaan setelah proyek selesai. 

Tujuan utama dari pemberlakuan berbagai jenis jaminan tersebut 

adalah untuk melindungi pemerintah sebagai pemilik proyek dari risiko 

wanprestasi atau kegagalan penyedia jasa dalam melaksanakan 

kewajibannya. Dengan adanya jaminan tersebut, pemerintah memiliki 

perlindungan finansial apabila kontraktor tidak mampu menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 berperan penting dalam menciptakan sistem 

pengadaan yang lebih aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum 

bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah. 

 

4. Ketentuan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Ketentuan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga 

menjadi salah satu dasar hukum penting dalam penerbitan dan 

penggunaan bank garansi di Indonesia. Bank garansi merupakan salah 

satu produk jasa perbankan yang berfungsi sebagai jaminan atas 

kewajiban pihak tertentu dalam suatu perjanjian, termasuk dalam proyek 

konstruksi. Karena berkaitan dengan potensi risiko keuangan bagi bank, 

penerbitan bank garansi harus mengikuti prinsip kehati-hatian atau 

prudential banking principle yang diatur dalam regulasi perbankan dan 

diawasi oleh OJK. 

Prinsip kehati-hatian ini mengharuskan bank untuk melakukan 

berbagai langkah analisis sebelum memutuskan untuk menerbitkan bank 

garansi kepada nasabah. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah 
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analisis kelayakan nasabah, yang meliputi penilaian terhadap kondisi 

keuangan, reputasi usaha, kemampuan manajerial, serta rekam jejak 

pelaksanaan proyek sebelumnya. Melalui analisis tersebut, bank dapat 

menilai apakah nasabah memiliki kemampuan yang cukup untuk 

memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada pihak penerima jaminan. 

Bank juga biasanya meminta jaminan tambahan atau agunan dari 

nasabah sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko yang mungkin 

timbul. Hal ini penting karena apabila nasabah gagal memenuhi 

kewajibannya dalam kontrak, maka pihak penerima jaminan berhak 

mengajukan klaim kepada bank. Dalam kondisi tersebut, bank sebagai 

penjamin wajib melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang 

tercantum dalam bank garansi. 

 

5. Standar Internasional – Uniform Rules for Demand Guarantees 

(URDG 758) 

Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG 758) merupakan 

salah satu standar internasional yang sering digunakan dalam praktik 

bank garansi, khususnya dalam proyek yang melibatkan transaksi lintas 

negara. Standar ini diterbitkan oleh International Chamber of Commerce 

(ICC) sebagai pedoman yang mengatur mekanisme penerbitan dan 

pelaksanaan bank garansi dalam perdagangan dan proyek internasional. 

URDG 758 bertujuan untuk menciptakan keseragaman aturan sehingga 

pihak-pihak dari berbagai negara dapat memahami dan menjalankan 

kewajibannya berdasarkan prinsip yang sama. 

URDG 758 mengatur berbagai aspek penting yang berkaitan 

dengan bank garansi. Salah satu aspek yang diatur adalah prosedur 

penerbitan jaminan, yaitu tata cara bank dalam menerbitkan dokumen 

jaminan berdasarkan permintaan nasabah yang membutuhkan jaminan 

dalam suatu kontrak. Selain itu, standar ini juga mengatur syarat 

pencairan jaminan, termasuk dokumen atau pernyataan yang harus 

diajukan oleh pihak penerima jaminan apabila ingin mengajukan klaim 

kepada bank. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses 

klaim dilakukan secara jelas dan sesuai dengan aturan yang telah 

disepakati. 

URDG 758 juga mengatur tanggung jawab bank sebagai pihak 

penjamin dalam transaksi bank garansi. Bank berkewajiban untuk 
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memenuhi klaim yang diajukan oleh penerima jaminan apabila 

persyaratan yang ditentukan dalam dokumen jaminan telah dipenuhi. 

Dalam konteks ini, bank bertindak secara independen dari kontrak utama 

antara pemberi kerja dan kontraktor, sehingga keputusan pembayaran 

didasarkan pada dokumen yang diajukan, bukan pada sengketa yang 

mungkin terjadi dalam kontrak utama. 

 

B. Jenis Bank Garansi (Bid Bond, Performance Bond, dll.) 

 

Pada proyek konstruksi, bank garansi memiliki beberapa jenis 

yang digunakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan proyek dan 

kebutuhan pengamanan risiko kontrak. Setiap jenis bank garansi 

memiliki fungsi yang berbeda untuk melindungi kepentingan pemilik 

proyek maupun memastikan tanggung jawab kontraktor dalam 

melaksanakan pekerjaan. Berikut adalah beberapa jenis bank garansi 

yang umum digunakan dalam proyek konstruksi: 

 

1. Bid Bond (Jaminan Penawaran) 

Bid bond (jaminan penawaran) merupakan salah satu jenis 

jaminan yang digunakan dalam proses tender atau pelelangan proyek 

konstruksi. Jaminan ini diberikan oleh peserta tender kepada pemilik 

proyek sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam mengikuti proses 

pengadaan. Dengan adanya bid bond, pemilik proyek dapat memastikan 

bahwa peserta tender benar-benar memiliki niat untuk melaksanakan 

proyek apabila penawarannya dipilih sebagai pemenang. 

Bid bond berfungsi untuk menjamin bahwa peserta tender tidak 

akan menarik atau mengubah penawarannya selama masa evaluasi 

tender berlangsung. Dalam proses pelelangan proyek, pemilik proyek 

biasanya memerlukan waktu untuk melakukan penilaian terhadap 

berbagai penawaran yang masuk, baik dari segi harga, kemampuan 

teknis, maupun pengalaman penyedia jasa. Selama periode tersebut, 

peserta tender diwajibkan untuk mempertahankan penawaran yang telah 

diajukan. Apabila tidak ada jaminan, terdapat risiko bahwa peserta 

tender dapat menarik penawarannya secara sepihak, sehingga dapat 

mengganggu proses pengadaan proyek. 
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Bid bond juga memberikan perlindungan kepada pemilik proyek 

apabila peserta tender yang telah ditetapkan sebagai pemenang tidak 

bersedia menandatangani kontrak atau tidak dapat memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan setelah proses tender selesai. Dalam 

kondisi tersebut, pemilik proyek berhak untuk mencairkan jaminan 

penawaran sebagai bentuk kompensasi atas kerugian atau gangguan 

yang timbul akibat kegagalan peserta tender tersebut. 

 

2. Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan) 

Performance bond (jaminan pelaksanaan) merupakan salah satu 

bentuk jaminan yang diberikan oleh kontraktor kepada pemilik proyek 

setelah kontrak proyek resmi ditandatangani. Jaminan ini berfungsi 

untuk memastikan bahwa kontraktor akan melaksanakan seluruh 

pekerjaan proyek sesuai dengan ketentuan, spesifikasi teknis, serta 

jadwal yang telah disepakati dalam kontrak. Dengan adanya 

performance bond, pemilik proyek memperoleh perlindungan apabila 

kontraktor tidak mampu memenuhi kewajibannya selama pelaksanaan 

proyek berlangsung. 

Pada praktiknya, jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh bank atau 

lembaga penjamin atas permintaan kontraktor. Bank kemudian bertindak 

sebagai penjamin yang menjamin kepada pemilik proyek bahwa 

kewajiban kontraktor akan dipenuhi. Jika kontraktor melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan kontrak hingga proyek selesai, maka jaminan 

tersebut tidak akan digunakan dan akan berakhir setelah masa kontrak 

atau masa pemeliharaan tertentu. 

Apabila kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan, mengalami 

keterlambatan yang signifikan, atau melakukan wanprestasi terhadap 

ketentuan kontrak, maka pemilik proyek berhak untuk mencairkan 

jaminan pelaksanaan tersebut. Dana yang diperoleh dari pencairan 

jaminan dapat digunakan untuk menutup kerugian yang timbul akibat 

kegagalan kontraktor atau untuk menunjuk kontraktor pengganti agar 

proyek dapat tetap diselesaikan. 

 

3. Advance Payment Bond (Jaminan Uang Muka) 

Advance Payment Bond (jaminan uang muka) merupakan 

jaminan yang diberikan oleh kontraktor kepada pemilik proyek untuk 
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menjamin penggunaan uang muka yang diberikan pada tahap awal 

pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam banyak proyek konstruksi, 

pemilik proyek biasanya memberikan sejumlah pembayaran di awal 

kontrak sebagai uang muka kepada kontraktor. Uang muka tersebut 

bertujuan untuk membantu kontraktor dalam mempersiapkan 

pelaksanaan proyek, seperti melakukan mobilisasi peralatan, membeli 

material awal, serta membayar tenaga kerja yang diperlukan untuk 

memulai pekerjaan. 

Meskipun pemberian uang muka dapat mempercepat proses 

pelaksanaan proyek, hal ini juga mengandung risiko bagi pemilik 

proyek. Risiko tersebut muncul apabila kontraktor tidak menggunakan 

dana tersebut sesuai dengan tujuan proyek atau bahkan gagal 

melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati dalam 

kontrak. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko tersebut, pemilik 

proyek biasanya mensyaratkan adanya advance payment bond sebelum 

uang muka diberikan kepada kontraktor. 

Advance payment bond diterbitkan oleh bank atau lembaga 

penjamin atas permintaan kontraktor dan berfungsi sebagai jaminan 

bahwa dana uang muka akan digunakan secara tepat untuk kepentingan 

proyek. Jaminan ini memberikan perlindungan kepada pemilik proyek 

apabila terjadi penyimpangan atau kegagalan pelaksanaan pekerjaan 

oleh kontraktor. Jika kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai 

kontrak atau terbukti menyalahgunakan dana uang muka, maka pemilik 

proyek memiliki hak untuk mengajukan klaim kepada bank guna 

mencairkan jaminan tersebut. 

 

4. Maintenance Bond (Jaminan Pemeliharaan) 

Maintenance Bond (jaminan pemeliharaan) merupakan jaminan 

yang diberikan oleh kontraktor kepada pemilik proyek setelah pekerjaan 

konstruksi selesai dan proyek telah diserahterimakan. Jaminan ini 

berlaku selama masa pemeliharaan proyek dan bertujuan untuk 

memastikan bahwa kontraktor tetap bertanggung jawab terhadap kualitas 

pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dalam proyek konstruksi, meskipun 

pekerjaan utama telah selesai, masih terdapat kemungkinan munculnya 

kerusakan atau cacat pekerjaan yang baru terlihat setelah bangunan atau 

infrastruktur digunakan. 
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Dengan maintenance bond, kontraktor menjamin bahwa setiap 

kerusakan, cacat konstruksi, atau ketidaksesuaian terhadap spesifikasi 

teknis yang muncul selama masa pemeliharaan akan diperbaiki tanpa 

menimbulkan biaya tambahan bagi pemilik proyek. Dengan demikian, 

jaminan ini memberikan perlindungan kepada pemilik proyek agar hasil 

pekerjaan yang diterima benar-benar memenuhi standar kualitas yang 

telah ditetapkan dalam kontrak. 

Masa pemeliharaan dalam proyek konstruksi biasanya 

berlangsung dalam jangka waktu tertentu setelah proyek selesai dan 

diserahterimakan. Menurut Yescombe (2018), periode pemeliharaan 

umumnya berkisar antara 6 bulan hingga 12 bulan setelah penyelesaian 

proyek, tergantung pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak 

konstruksi. Selama periode tersebut, kontraktor masih memiliki 

kewajiban untuk memantau kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikan 

apabila ditemukan kerusakan atau cacat pada hasil konstruksi. 

Apabila kontraktor tidak memenuhi kewajibannya untuk 

memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan, maka 

pemilik proyek memiliki hak untuk mencairkan maintenance bond yang 

telah diberikan. Dana dari pencairan jaminan tersebut dapat digunakan 

oleh pemilik proyek untuk melakukan perbaikan melalui pihak lain. Oleh 

karena itu, maintenance bond berfungsi sebagai instrumen perlindungan 

hukum yang penting untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan hasil 

pekerjaan konstruksi setelah proyek selesai dilaksanakan. 

 

C. Manfaat Bank Garansi Bagi Para Pihak 

 

Bank garansi merupakan instrumen jaminan yang memiliki peran 

penting dalam proyek konstruksi karena memberikan perlindungan dan 

kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak proyek. Dalam 

praktiknya, manfaat bank garansi tidak hanya dirasakan oleh pemilik 

proyek, tetapi juga oleh kontraktor dan pihak bank sebagai lembaga 

penjamin. Berikut adalah beberapa manfaat bank garansi bagi para 

pihak: 
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1. Manfaat bagi Pemilik Proyek (Owner) 

Manfaat Bank Garansi bagi Pemilik Proyek (Owner) sangat 

penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan proyek konstruksi 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. 

Bank garansi memberikan perlindungan finansial kepada pemilik proyek 

apabila kontraktor tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi 

kewajibannya selama pelaksanaan proyek. Dengan adanya jaminan dari 

bank sebagai pihak penjamin, pemilik proyek memiliki kepastian bahwa 

kerugian yang timbul akibat kegagalan kontraktor dapat diminimalkan. 

Salah satu manfaat utama bank garansi bagi pemilik proyek 

adalah memberikan jaminan keamanan finansial apabila kontraktor tidak 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak. Jika kontraktor 

melakukan wanprestasi, seperti tidak menyelesaikan pekerjaan, 

mengalami keterlambatan yang signifikan, atau tidak memenuhi 

spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, maka pemilik proyek memiliki 

hak untuk mengajukan klaim kepada bank untuk mencairkan jaminan 

tersebut. Bank garansi juga berfungsi untuk mengurangi risiko kerugian 

yang mungkin timbul akibat kegagalan kontraktor dalam melaksanakan 

proyek. Dengan adanya jaminan ini, pemilik proyek memiliki 

perlindungan tambahan yang dapat digunakan untuk menutup kerugian 

atau menunjuk kontraktor pengganti agar proyek tetap dapat 

diselesaikan. 

Manfaat lainnya adalah meningkatkan kepastian dalam 

pelaksanaan proyek. Kontraktor yang memberikan bank garansi 

memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan standar yang telah disepakati dalam kontrak. 

Hal ini karena adanya konsekuensi finansial jika kontraktor gagal 

memenuhi kewajibannya. Bank garansi juga dapat menjadi alat kontrol 

bagi pemilik proyek untuk memastikan bahwa kontraktor bekerja secara 

profesional dan bertanggung jawab. Apabila terjadi pelanggaran kontrak, 

pemilik proyek memiliki hak untuk mengajukan klaim terhadap jaminan 

tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum dan finansial. Dengan 

demikian, bank garansi menjadi instrumen penting dalam menjaga 

keamanan, kepastian, dan kelancaran pelaksanaan proyek konstruksi 

(Yescombe, 2018). 
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2. Manfaat bagi Kontraktor atau Penyedia Jasa Konstruksi 

Manfaat Bank Garansi bagi Kontraktor atau Penyedia Jasa 

Konstruksi sangat signifikan dalam mendukung kelancaran kegiatan 

usaha serta meningkatkan peluang kontraktor dalam memperoleh proyek 

konstruksi. Bank garansi berfungsi sebagai jaminan yang diberikan oleh 

bank kepada pemilik proyek atas kewajiban kontraktor, sehingga 

memberikan keyakinan bahwa kontraktor akan melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan ketentuan kontrak. Dengan adanya jaminan tersebut, 

tingkat kepercayaan pemilik proyek terhadap kemampuan dan komitmen 

kontraktor dalam menyelesaikan proyek menjadi lebih tinggi. 

Salah satu manfaat utama bagi kontraktor adalah meningkatkan 

kepercayaan pemilik proyek terhadap kemampuan kontraktor dalam 

melaksanakan pekerjaan. Ketika kontraktor memiliki dukungan bank 

garansi dari lembaga perbankan yang kredibel, hal ini menunjukkan 

bahwa kontraktor telah melalui proses evaluasi kelayakan oleh bank. 

Kondisi tersebut dapat menjadi indikator bahwa kontraktor memiliki 

kemampuan finansial dan manajerial yang memadai untuk 

melaksanakan proyek. 

Bank garansi juga memberikan kesempatan bagi kontraktor 

untuk mengikuti tender proyek yang lebih besar. Banyak proyek 

konstruksi, terutama proyek pemerintah atau proyek berskala besar, 

mensyaratkan adanya jaminan tertentu dalam proses tender. Dengan 

adanya dukungan bank garansi, kontraktor dapat memenuhi persyaratan 

tersebut sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk 

memenangkan proyek. 

Manfaat lainnya adalah mengurangi kebutuhan kontraktor untuk 

menyediakan jaminan dalam bentuk dana tunai. Tanpa bank garansi, 

kontraktor mungkin harus menyediakan dana tertentu sebagai jaminan 

proyek yang harus disimpan atau dibekukan selama masa kontrak. 

Dengan adanya bank garansi, fungsi jaminan tersebut dapat digantikan 

oleh bank sehingga dana perusahaan tetap dapat digunakan untuk 

kebutuhan operasional lainnya. 

Penggunaan bank garansi juga dapat meningkatkan reputasi dan 

kredibilitas perusahaan konstruksi di mata pemilik proyek maupun 

lembaga keuangan. Hal ini karena kontraktor yang mampu memperoleh 

bank garansi dari bank umumnya dianggap memiliki kondisi keuangan 
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yang sehat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan proyek 

secara profesional (Hansen, 2021). 

 

3. Manfaat bagi Bank sebagai Lembaga Penjamin 

Manfaat Bank Garansi bagi Bank sebagai Lembaga Penjamin 

juga cukup signifikan dalam kegiatan operasional perbankan. Bank 

garansi merupakan salah satu produk jasa perbankan yang memberikan 

kontribusi terhadap pendapatan bank melalui berbagai biaya yang 

dikenakan kepada nasabah. Ketika bank menerbitkan bank garansi atas 

permintaan nasabah, bank biasanya mengenakan biaya administrasi serta 

komisi penerbitan jaminan. Komisi tersebut dihitung berdasarkan nilai 

jaminan dan jangka waktu berlakunya bank garansi. Dengan demikian, 

bank dapat memperoleh pendapatan non-bunga (fee based income) yang 

menjadi salah satu sumber keuntungan bagi lembaga perbankan. 

Bank garansi juga membantu bank dalam memperluas hubungan 

bisnis dengan nasabah, terutama dengan perusahaan konstruksi, 

pengembang proyek, serta berbagai perusahaan yang terlibat dalam 

kegiatan pembangunan infrastruktur. Melalui layanan bank garansi, bank 

dapat menjalin kerja sama yang lebih erat dengan nasabah karena 

perusahaan-perusahaan tersebut sering membutuhkan berbagai jenis 

jaminan dalam pelaksanaan proyeknya. 

Hubungan bisnis yang terjalin melalui layanan bank garansi juga 

membuka peluang bagi bank untuk menawarkan produk dan layanan 

keuangan lainnya. Misalnya, bank dapat menawarkan kredit modal kerja 

kepada kontraktor untuk mendukung pelaksanaan proyek, pembiayaan 

proyek (project financing), atau layanan keuangan lainnya seperti 

fasilitas kredit investasi dan manajemen kas. Dengan demikian, bank 

garansi dapat menjadi pintu masuk bagi bank untuk mengembangkan 

portofolio layanan keuangan kepada nasabah korporasi. 

Peran bank dalam menyediakan bank garansi juga turut 

mendukung pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi secara 

lebih luas. Dengan memberikan jaminan terhadap pelaksanaan proyek 

konstruksi, bank membantu menciptakan rasa aman bagi pemilik proyek 

dan kontraktor sehingga proyek pembangunan dapat berjalan dengan 

lebih lancar. Oleh karena itu, bank garansi tidak hanya memberikan 

manfaat bagi bank secara finansial, tetapi juga memperkuat peran bank 
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dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional 

(Clifford, 2020). 

 

D. Risiko Hukum Pencairan Garansi 

 

Pencairan bank garansi dalam proyek konstruksi merupakan 

mekanisme yang memungkinkan pihak penerima jaminan (beneficiary) 

memperoleh pembayaran dari bank apabila pihak yang dijamin tidak 

memenuhi kewajiban kontraktualnya. Meskipun bank garansi 

memberikan perlindungan bagi pemilik proyek, proses pencairannya 

juga dapat menimbulkan berbagai risiko hukum yang dapat berujung 

pada sengketa antara para pihak. Berikut beberapa risiko hukum yang 

sering muncul dalam pencairan bank garansi: 

 

 

1. Sengketa Wanprestasi (Breach of Contract) 

Sengketa wanprestasi (breach of contract) merupakan salah satu 

risiko hukum yang paling umum terjadi dalam penggunaan bank garansi 

pada proyek konstruksi. Sengketa ini biasanya muncul ketika terjadi 

perbedaan pendapat antara pemilik proyek dan kontraktor mengenai 

apakah kontraktor benar-benar telah melakukan wanprestasi atau 

pelanggaran terhadap ketentuan kontrak. Dalam banyak kasus, pemilik 

proyek menganggap bahwa kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan jadwal, spesifikasi teknis, atau kewajiban lain yang telah 

disepakati, sehingga pemilik proyek memutuskan untuk mencairkan 

bank garansi sebagai bentuk perlindungan terhadap kerugian yang 

mungkin timbul. 

Dari sudut pandang kontraktor, kegagalan atau keterlambatan 

dalam pelaksanaan proyek tidak selalu disebabkan oleh kelalaian atau 

ketidakmampuan kontraktor. Kontraktor sering berpendapat bahwa 

masalah yang terjadi dalam proyek dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor lain, seperti perubahan desain oleh pemilik proyek, keterlambatan 

pembayaran dari pihak pemilik proyek, kondisi lapangan yang tidak 

terduga, atau faktor eksternal lainnya yang berada di luar kendali 

kontraktor. Dalam kondisi seperti ini, kontraktor dapat menolak tuduhan 

wanprestasi yang diajukan oleh pemilik proyek. 
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Apabila pemilik proyek tetap memutuskan untuk mencairkan 

bank garansi tanpa adanya kesepakatan atau penyelesaian bersama 

mengenai penyebab permasalahan tersebut, maka potensi sengketa 

hukum dapat muncul. Kontraktor memiliki hak untuk mengajukan 

gugatan hukum ke pengadilan atau menyelesaikan sengketa melalui 

mekanisme arbitrase, tergantung pada ketentuan yang tercantum dalam 

kontrak proyek. Sengketa ini biasanya berkaitan dengan keabsahan 

pencairan bank garansi serta tanggung jawab masing-masing pihak 

terhadap kegagalan proyek. Oleh karena itu, kejelasan klausul kontrak 

dan komunikasi yang baik antara para pihak sangat penting untuk 

meminimalkan potensi sengketa wanprestasi dalam proyek konstruksi 

(Hansen, 2021). 

 

2. Pencairan Garansi Secara Sepihak (Unfair Claim) 

Pencairan garansi secara sepihak (unfair claim) merupakan salah 

satu risiko hukum yang dapat terjadi dalam penggunaan bank garansi 

pada proyek konstruksi. Risiko ini muncul ketika pemilik proyek atau 

pihak penerima jaminan (beneficiary) mencairkan bank garansi tanpa 

dasar yang kuat atau tanpa adanya bukti yang jelas bahwa kontraktor 

telah melakukan wanprestasi. Dalam kondisi seperti ini, kontraktor dapat 

mengalami kerugian karena dana jaminan telah dicairkan meskipun 

pelanggaran kontrak belum tentu benar-benar terjadi. 

Kasus pencairan sepihak sering terjadi pada jenis bank garansi 

yang bersifat on demand guarantee. Pada sistem ini, bank sebagai 

penjamin memiliki kewajiban untuk membayar klaim kepada penerima 

jaminan segera setelah permintaan pencairan diajukan sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam dokumen jaminan. Bank biasanya tidak 

melakukan pemeriksaan mendalam mengenai apakah benar telah terjadi 

wanprestasi dalam kontrak utama antara pemilik proyek dan kontraktor. 

Prinsip ini dikenal sebagai prinsip independensi, di mana kewajiban bank 

untuk membayar didasarkan pada dokumen klaim yang diajukan, bukan 

pada substansi sengketa dalam kontrak proyek. 

Meskipun sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian 

pembayaran kepada penerima jaminan, dalam praktiknya kondisi 

tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kontraktor apabila klaim 

yang diajukan tidak memiliki dasar yang jelas atau dilakukan secara 



Buku Ajar  171 

 

tidak proporsional. Kontraktor mungkin harus menanggung kerugian 

finansial terlebih dahulu sebelum dapat membuktikan bahwa klaim 

tersebut tidak sah. 

 

3. Potensi Penyalahgunaan atau Fraud 

Potensi penyalahgunaan atau fraud merupakan salah satu risiko 

hukum yang dapat terjadi dalam penggunaan bank garansi pada proyek 

konstruksi. Risiko ini muncul ketika terdapat tindakan penipuan atau 

penyalahgunaan yang berkaitan dengan proses penerbitan maupun 

pencairan bank garansi. Dalam praktiknya, bank garansi seharusnya 

diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan resmi yang memiliki 

kewenangan dan diawasi oleh otoritas perbankan. Namun, dalam 

beberapa kasus ditemukan adanya praktik penyimpangan yang dapat 

merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam proyek. 

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi adalah 

penggunaan bank garansi palsu yang tidak diterbitkan oleh bank resmi. 

Dalam situasi ini, kontraktor atau pihak tertentu dapat menyerahkan 

dokumen jaminan yang tampak seperti bank garansi, tetapi sebenarnya 

tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dikeluarkan oleh lembaga 

perbankan yang sah. Jika pemilik proyek tidak melakukan verifikasi 

secara cermat terhadap keaslian dokumen tersebut, maka risiko kerugian 

dapat terjadi ketika kontraktor gagal melaksanakan kewajibannya dan 

jaminan tersebut tidak dapat dicairkan. 

Risiko penipuan juga dapat muncul dalam bentuk manipulasi 

dokumen jaminan, seperti perubahan nilai jaminan, tanggal berlaku, atau 

pihak penerima jaminan. Manipulasi tersebut dapat dilakukan untuk 

memberikan kesan bahwa jaminan yang diberikan lebih besar atau lebih 

lama masa berlakunya daripada yang sebenarnya. Tindakan semacam ini 

tentu melanggar ketentuan hukum dan dapat menimbulkan sengketa 

antara para pihak yang terlibat. 

Akibat dari penyalahgunaan atau penipuan dalam bank garansi, 

kerugian tidak hanya dapat dialami oleh pemilik proyek, tetapi juga oleh 

bank sebagai lembaga penjamin. Oleh karena itu, diperlukan sistem 

verifikasi yang ketat, pengawasan dari otoritas perbankan, serta kehati-

hatian dari semua pihak untuk memastikan bahwa bank garansi yang 

digunakan benar-benar sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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E. Ringkasan 

 

Bank garansi merupakan salah satu instrumen penting dalam 

proyek konstruksi yang berfungsi sebagai jaminan dari bank kepada 

pemilik proyek bahwa kontraktor akan melaksanakan kewajibannya 

sesuai dengan ketentuan kontrak. Keberadaan bank garansi memberikan 

perlindungan finansial bagi pemilik proyek apabila kontraktor tidak 

mampu menyelesaikan pekerjaan atau melakukan wanprestasi. Dalam 

praktiknya, bank garansi melibatkan tiga pihak utama, yaitu bank 

sebagai penjamin, kontraktor sebagai pihak yang dijamin, dan pemilik 

proyek sebagai penerima jaminan. 

Dasar hukum bank garansi di Indonesia bersumber dari berbagai 

regulasi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) yang mengatur mengenai konsep penjaminan, Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. Selain itu, dalam proyek internasional penggunaan bank 

garansi juga mengacu pada standar internasional seperti Uniform Rules 

for Demand Guarantees (URDG 758) yang diterbitkan oleh 

International Chamber of Commerce (ICC). 

Pada proyek konstruksi terdapat beberapa jenis bank garansi 

yang digunakan sesuai dengan tahapan proyek, seperti bid bond (jaminan 

penawaran) yang digunakan pada tahap tender, performance bond 

(jaminan pelaksanaan) yang menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai 

kontrak, advance payment bond (jaminan uang muka) yang menjamin 

penggunaan dana uang muka proyek, serta maintenance bond (jaminan 

pemeliharaan) yang menjamin kualitas pekerjaan selama masa 

pemeliharaan. Selain itu terdapat pula retention bond yang digunakan 

sebagai pengganti pemotongan retensi pembayaran proyek. 

Bank garansi memberikan berbagai manfaat bagi para pihak yang 

terlibat dalam proyek konstruksi. Bagi pemilik proyek, bank garansi 

memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian akibat kegagalan 

kontraktor. Bagi kontraktor, bank garansi meningkatkan kredibilitas 

perusahaan serta memudahkan dalam mengikuti tender proyek. 

Sementara itu, bagi bank, penerbitan bank garansi merupakan salah satu 
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layanan jasa keuangan yang memberikan pendapatan melalui biaya 

administrasi dan komisi jaminan. 

 

F. Essay 

 

1. Jelaskan pengertian bank garansi dalam proyek konstruksi serta 

peranannya dalam menjamin pelaksanaan kontrak antara pemilik 

proyek dan kontraktor. 

2. Uraikan dasar hukum bank garansi yang berlaku di Indonesia serta 

kaitannya dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

3. Jelaskan perbedaan antara Bid Bond dan Performance Bond dalam 

proyek konstruksi serta fungsi masing-masing jaminan tersebut. 

4. Bagaimana mekanisme penerbitan bank garansi oleh bank kepada 

kontraktor dalam proyek konstruksi? Jelaskan tahapan-tahapannya. 

5. Jelaskan manfaat bank garansi bagi pemilik proyek dalam 

mengurangi risiko kegagalan pelaksanaan proyek konstruksi. 

6. Mengapa bank garansi dianggap penting bagi kontraktor dalam 

mengikuti proses tender proyek konstruksi? 

7. Jelaskan peran bank sebagai lembaga penjamin dalam penerbitan 

bank garansi serta risiko yang dihadapi oleh bank dalam proses 

tersebut. 

8. Uraikan berbagai risiko hukum yang dapat muncul dalam pencairan 

bank garansi pada proyek konstruksi. 

9. Bagaimana cara meminimalkan sengketa hukum yang berkaitan 

dengan pencairan bank garansi dalam kontrak konstruksi? 

10. Jelaskan pentingnya pengaturan klausul bank garansi dalam kontrak 

konstruksi untuk menjaga kepastian hukum bagi para pihak yang 

terlibat dalam proyek. 
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BAB VIII 

ASURANSI DALAM PROYEK 

KONSTRUKSI  

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan dasar hukum asuransi konstruksi, 

memahami jenis asuransi proyek (CAR, TPL, dll.), memahami 

manfaat dan perlindungan hukum asuransi, serta memahami klaim dan 

penyelesaian sengketa asuransi. Sehingga pembaca dapat memahami 

dasar hukum asuransi konstruksi, mengidentifikasi jenis-jenis asuransi 

proyek, menganalisis manfaat dan perlindungan hukumnya, serta 

menangani proses klaim dan penyelesaian sengketa asuransi dalam 

proyek konstruksi. 

Materi Pembelajaran 

• Dasar Hukum Asuransi Konstruksi 

• Jenis Asuransi Proyek (CAR, TPL, dll.) 

• Manfaat dan Perlindungan Hukum Asuransi 

• Klaim dan Penyelesaian Sengketa Asuransi 

• Ringkasan 

• Essay 

• Daftar Bacaan  

 

 

A. Dasar Hukum Asuransi Konstruksi 

 

Dasar hukum asuransi konstruksi merupakan landasan yuridis 

yang mengatur hubungan antara perusahaan asuransi sebagai 

penanggung dan pihak tertanggung dalam proyek konstruksi. Asuransi 

konstruksi digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap 

berbagai risiko yang dapat terjadi selama pelaksanaan proyek, seperti 

kerusakan bangunan, kecelakaan kerja, maupun tuntutan hukum dari 

pihak ketiga. Di Indonesia, dasar hukum asuransi konstruksi bersumber 
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dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang 

perasuransian, hukum perdata, serta penyelenggaraan jasa konstruksi. 

Berikut adalah beberapa dasar hukum yang menjadi landasan 

penggunaan asuransi dalam proyek konstruksi: 

 

 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan 

salah satu dasar hukum penting dalam penyelenggaraan kegiatan 

asuransi di Indonesia. KUHD mengatur berbagai aspek yang berkaitan 

dengan kegiatan perdagangan, termasuk ketentuan mengenai perjanjian 

asuransi antara pihak penanggung dan tertanggung. Dalam ketentuan 

KUHD dijelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian di mana pihak 

penanggung, yaitu perusahaan asuransi, mengikatkan diri kepada pihak 

tertanggung untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang mungkin 

terjadi akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Sebagai imbalannya, 

pihak tertanggung berkewajiban membayar sejumlah premi kepada 

penanggung sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam 

perjanjian asuransi. 

Prinsip dasar yang terkandung dalam KUHD menekankan bahwa 

asuransi merupakan mekanisme pengalihan risiko dari pihak yang 

menghadapi kemungkinan kerugian kepada pihak penanggung yang 

memiliki kemampuan untuk menanggung risiko tersebut. Dengan 

adanya perjanjian asuransi, kerugian yang timbul akibat suatu peristiwa 

yang tidak terduga dapat diminimalkan karena penanggung akan 

memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku. 

Pada konteks proyek konstruksi, prinsip asuransi yang diatur 

dalam KUHD menjadi landasan bagi penggunaan berbagai jenis produk 

asuransi yang bertujuan untuk melindungi proyek dari berbagai risiko 

yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan. Risiko tersebut dapat 

berupa kerusakan pada pekerjaan konstruksi, kecelakaan kerja, kerugian 

akibat bencana alam, maupun risiko lainnya yang dapat mempengaruhi 

kelancaran proyek. Oleh karena itu, keberadaan KUHD sebagai dasar 

hukum asuransi memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang 

terlibat dalam proyek konstruksi, baik pemilik proyek, kontraktor, 
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maupun perusahaan asuransi dalam menjalankan hak dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 

merupakan regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan kegiatan 

usaha perasuransian di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian 

yang sebelumnya menjadi dasar hukum bagi industri asuransi di 

Indonesia. Pembaruan regulasi ini dilakukan untuk menyesuaikan 

perkembangan industri keuangan serta meningkatkan sistem 

pengawasan, perlindungan konsumen, dan stabilitas sektor 

perasuransian. Melalui undang-undang ini, pemerintah menetapkan 

berbagai ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha 

asuransi, termasuk perizinan perusahaan asuransi, tata kelola 

perusahaan, manajemen risiko, serta mekanisme pengawasan terhadap 

kegiatan usaha perasuransian. 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 juga menekankan 

pentingnya perlindungan bagi pemegang polis sebagai pihak yang 

menggunakan layanan asuransi. Regulasi ini mengatur kewajiban 

perusahaan asuransi untuk menjalankan kegiatan usahanya secara sehat, 

transparan, dan bertanggung jawab. Perusahaan asuransi diwajibkan 

memiliki kemampuan keuangan yang memadai, sistem manajemen 

risiko yang baik, serta memenuhi berbagai ketentuan yang ditetapkan 

oleh otoritas pengawas agar mampu memenuhi kewajibannya kepada 

pemegang polis ketika terjadi klaim. 

Pada konteks proyek konstruksi, undang-undang ini memberikan 

dasar hukum yang jelas bagi perusahaan asuransi dalam menyediakan 

berbagai produk asuransi konstruksi yang bertujuan untuk melindungi 

proyek dari berbagai risiko. Beberapa jenis asuransi yang umum 

digunakan dalam proyek konstruksi antara lain Contractor’s All Risk 

(CAR) yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan pada 

pekerjaan konstruksi serta Third Party Liability (TPL) yang melindungi 

pihak ketiga dari kerugian akibat kegiatan proyek. Dengan adanya 

regulasi ini, penyediaan produk asuransi konstruksi dapat dilakukan 

secara lebih terstruktur dan memiliki kepastian hukum, sehingga dapat 
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memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemilik proyek, 

kontraktor, maupun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek 

pembangunan. 

 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

merupakan salah satu regulasi penting yang mengatur penyelenggaraan 

kegiatan jasa konstruksi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur 

berbagai aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, serta tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam 

kegiatan konstruksi. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk 

menciptakan penyelenggaraan jasa konstruksi yang tertib, profesional, 

serta memiliki kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, seperti 

pemilik proyek, penyedia jasa konstruksi, dan tenaga kerja konstruksi. 

Salah satu hal penting yang ditekankan dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 adalah pentingnya penerapan manajemen risiko 

dalam proyek konstruksi. Proyek konstruksi pada umumnya memiliki 

tingkat risiko yang cukup tinggi karena melibatkan berbagai aktivitas 

teknis, penggunaan peralatan berat, serta kondisi lingkungan yang tidak 

selalu dapat diprediksi. Risiko tersebut dapat berupa kerusakan pada 

pekerjaan konstruksi, kecelakaan kerja, kegagalan struktur bangunan, 

maupun kerugian yang dialami oleh pihak lain yang terdampak oleh 

kegiatan proyek. 

Pada praktiknya, salah satu cara untuk mengelola dan 

meminimalkan risiko tersebut adalah dengan menggunakan asuransi 

proyek konstruksi. Asuransi berfungsi sebagai bentuk perlindungan 

finansial terhadap berbagai potensi kerugian yang mungkin terjadi 

selama pelaksanaan proyek. Melalui asuransi, risiko kerugian yang 

timbul akibat kecelakaan kerja, kerusakan material, bencana alam, atau 

kejadian tak terduga lainnya dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi 

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. 
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4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu regulasi penting yang 

mengatur mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh 

pemerintah di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan 

sistem pengadaan yang lebih transparan, efisien, akuntabel, serta mampu 

mendorong penggunaan anggaran negara secara efektif. Dalam 

peraturan tersebut diatur berbagai tahapan pengadaan, mulai dari 

perencanaan, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga 

pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan. 

Pada konteks proyek konstruksi yang didanai oleh pemerintah, 

peraturan ini juga menekankan pentingnya pengelolaan risiko selama 

pelaksanaan proyek. Salah satu bentuk pengelolaan risiko tersebut 

adalah kewajiban bagi kontraktor atau penyedia jasa konstruksi untuk 

memiliki asuransi proyek sebagai bagian dari persyaratan dalam 

pelaksanaan kontrak. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan 

perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi selama 

proses pembangunan, seperti kerusakan pada pekerjaan konstruksi, 

kecelakaan kerja, kerusakan peralatan, maupun kerugian yang dialami 

oleh pihak ketiga akibat kegiatan proyek. 

Dengan adanya kewajiban asuransi proyek, pemerintah sebagai 

pemilik proyek dapat meminimalkan potensi kerugian finansial yang 

mungkin timbul akibat kejadian yang tidak terduga selama pelaksanaan 

proyek. Selain itu, asuransi juga memberikan perlindungan bagi 

kontraktor karena risiko kerugian tertentu dapat dialihkan kepada 

perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku. 

 

B. Jenis Asuransi Proyek (CAR, TPL, dll.) 

 

Pada proyek konstruksi, berbagai jenis asuransi digunakan untuk 

melindungi proyek dari risiko kerugian yang dapat terjadi selama proses 

pembangunan. Setiap jenis asuransi memiliki fungsi dan cakupan 

perlindungan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan proyek dan potensi 

risiko yang dihadapi. Berikut beberapa jenis asuransi yang umum 

digunakan dalam proyek konstruksi: 
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1. Contractor’s All Risk (CAR) 

Contractor’s All Risk (CAR) merupakan salah satu jenis asuransi 

yang paling umum digunakan dalam proyek konstruksi. Asuransi ini 

dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko 

yang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada proyek selama masa 

pelaksanaan pembangunan. Dalam proyek konstruksi, terdapat banyak 

potensi risiko yang dapat terjadi secara tidak terduga, baik yang berasal 

dari faktor teknis, manusia, maupun lingkungan. Oleh karena itu, 

keberadaan asuransi CAR menjadi sangat penting untuk melindungi 

investasi proyek yang biasanya bernilai besar. 

Asuransi Contractor’s All Risk memberikan perlindungan 

terhadap berbagai jenis risiko yang dapat menimbulkan kerugian selama 

proses konstruksi berlangsung. Beberapa risiko yang umumnya 

ditanggung oleh asuransi ini antara lain kebakaran, ledakan, bencana 

alam seperti banjir atau gempa bumi, kesalahan manusia dalam 

pelaksanaan pekerjaan, pencurian material proyek, serta kerusakan yang 

terjadi akibat kecelakaan kerja. Dengan adanya perlindungan tersebut, 

kerugian finansial yang timbul akibat kejadian tak terduga dapat 

diminimalkan karena perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi 

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. 

Objek pertanggungan dalam asuransi CAR juga cukup luas. 

Umumnya, perlindungan mencakup pekerjaan konstruksi utama yang 

sedang dibangun, material bangunan yang digunakan dalam proyek, 

peralatan proyek, serta biaya yang diperlukan untuk membersihkan 

puing-puing setelah terjadi kerusakan. Hal ini penting karena kerusakan 

dalam proyek konstruksi tidak hanya berdampak pada struktur 

bangunan, tetapi juga dapat mempengaruhi berbagai komponen lain 

yang terlibat dalam proses pembangunan. 

 

2. Third Party Liability (TPL) 

Third Party Liability (TPL) merupakan jenis asuransi yang 

memberikan perlindungan terhadap tanggung jawab hukum yang 

mungkin timbul kepada pihak ketiga akibat kegiatan proyek konstruksi. 

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, aktivitas pekerjaan sering kali 

tidak hanya berdampak pada area proyek saja, tetapi juga dapat 
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mempengaruhi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, terdapat 

kemungkinan terjadinya kerugian yang dialami oleh pihak lain yang 

tidak terlibat secara langsung dalam proyek tersebut, seperti masyarakat 

sekitar, pemilik properti di sekitar lokasi proyek, atau pengguna fasilitas 

umum di area tersebut. 

Asuransi Third Party Liability berfungsi untuk memberikan 

perlindungan finansial apabila terjadi tuntutan hukum dari pihak ketiga 

yang mengalami kerugian akibat aktivitas proyek konstruksi. Kerugian 

yang dapat ditanggung oleh asuransi ini meliputi berbagai hal, seperti 

kerusakan pada properti milik pihak lain, cedera fisik atau bahkan 

kematian yang dialami oleh masyarakat di sekitar proyek, serta kerugian 

finansial yang muncul akibat dampak dari kegiatan konstruksi. Dalam 

situasi seperti ini, perusahaan asuransi akan menanggung biaya ganti rugi 

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. 

Keberadaan asuransi TPL sangat penting terutama pada proyek 

konstruksi yang berada di area publik atau kawasan dengan tingkat 

kepadatan penduduk yang tinggi. Pada lokasi seperti ini, risiko terjadinya 

kerugian terhadap pihak ketiga cenderung lebih besar karena aktivitas 

konstruksi dilakukan di lingkungan yang berdekatan dengan 

permukiman, jalan umum, atau fasilitas publik lainnya. Tanpa 

perlindungan asuransi, kontraktor atau pemilik proyek dapat 

menghadapi tuntutan hukum yang dapat menimbulkan kerugian finansial 

yang signifikan. 

 

3. Erection All Risk (EAR) 

Erection All Risk (EAR) merupakan jenis asuransi yang 

memberikan perlindungan terhadap kegiatan pemasangan mesin dan 

instalasi peralatan dalam proyek konstruksi. Asuransi ini umumnya 

digunakan pada proyek-proyek yang melibatkan pemasangan komponen 

mekanikal dan elektrikal dalam skala besar, seperti pembangunan pabrik 

industri, pembangkit listrik, fasilitas produksi, serta berbagai proyek 

infrastruktur yang memerlukan instalasi mesin atau peralatan teknis yang 

kompleks. Berbeda dengan asuransi konstruksi yang lebih fokus pada 

pembangunan struktur bangunan, asuransi EAR secara khusus dirancang 

untuk melindungi proses pemasangan dan pengoperasian awal berbagai 

peralatan industri. 
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Pada pelaksanaan proyek yang melibatkan instalasi mesin, 

terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi selama proses pemasangan. 

Risiko tersebut dapat berupa kerusakan mesin saat proses pengangkutan 

di lokasi proyek, kesalahan dalam proses pemasangan atau instalasi, 

kegagalan fungsi komponen, hingga kerusakan yang terjadi selama tahap 

pengujian atau testing sebelum peralatan tersebut mulai dioperasikan 

secara penuh. Asuransi Erection All Risk memberikan perlindungan 

terhadap berbagai kemungkinan kerugian tersebut sehingga kerusakan 

yang terjadi tidak sepenuhnya menjadi beban finansial bagi kontraktor 

atau pemilik proyek. 

Asuransi EAR juga dapat mencakup perlindungan terhadap 

komponen pendukung lain yang berkaitan dengan instalasi, seperti 

struktur penyangga, sistem kelistrikan, serta peralatan tambahan yang 

digunakan dalam proses pemasangan. Dengan adanya perlindungan ini, 

proyek yang melibatkan teknologi dan peralatan bernilai tinggi dapat 

dilaksanakan dengan tingkat keamanan finansial yang lebih baik. 

 

C. Manfaat dan Perlindungan Hukum Asuransi 

 

Asuransi dalam proyek konstruksi memiliki peran penting dalam 

memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dapat terjadi 

selama pelaksanaan proyek. Proyek konstruksi umumnya melibatkan 

investasi yang besar, penggunaan teknologi yang kompleks, serta 

berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh karena 

itu, keberadaan asuransi tidak hanya memberikan manfaat secara 

finansial, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak 

yang terlibat dalam proyek. Berikut beberapa manfaat dan perlindungan 

hukum dari penggunaan asuransi dalam proyek konstruksi: 

 

1. Perlindungan terhadap Risiko Kerugian Finansial 

Perlindungan terhadap risiko kerugian finansial merupakan salah 

satu manfaat utama penggunaan asuransi dalam proyek konstruksi. 

Proyek konstruksi pada umumnya melibatkan investasi yang sangat 

besar serta berbagai aktivitas teknis yang memiliki tingkat risiko tinggi. 

Selama pelaksanaan proyek, terdapat berbagai kemungkinan kejadian 

yang dapat menimbulkan kerugian finansial, seperti kerusakan bangunan 
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yang sedang dikerjakan, kecelakaan kerja yang melibatkan tenaga kerja, 

maupun bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran. Jika 

risiko-risiko tersebut terjadi tanpa adanya perlindungan asuransi, maka 

seluruh kerugian yang timbul harus ditanggung secara langsung oleh 

pemilik proyek atau kontraktor, yang dapat berdampak serius terhadap 

kelangsungan proyek. 

Dengan adanya asuransi, sebagian risiko kerugian tersebut dapat 

dialihkan kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. Dalam 

hal terjadi kerusakan atau kejadian yang dijamin dalam polis asuransi, 

perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi sesuai dengan 

ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Mekanisme ini membantu 

mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pihak yang 

terlibat dalam proyek, sehingga kerugian yang terjadi tidak secara 

langsung mengganggu kondisi keuangan proyek secara keseluruhan. 

Perlindungan asuransi juga berperan penting dalam menjaga 

stabilitas keuangan proyek konstruksi. Ketika terjadi kerusakan atau 

kecelakaan yang menimbulkan kerugian, proyek tetap memiliki sumber 

dukungan finansial melalui klaim asuransi untuk memperbaiki 

kerusakan atau melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Dengan demikian, 

kegiatan pembangunan dapat tetap berjalan sesuai dengan rencana tanpa 

mengalami gangguan yang signifikan akibat keterbatasan dana. 

 

2. Memberikan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak 

Memberikan perlindungan hukum bagi para pihak merupakan 

salah satu manfaat penting dari penggunaan asuransi dalam proyek 

konstruksi. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, terdapat banyak pihak 

yang terlibat, seperti pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, 

konsultan, serta tenaga kerja. Aktivitas konstruksi yang kompleks dan 

berisiko tinggi sering kali berpotensi menimbulkan kerugian, baik 

terhadap pihak yang terlibat langsung dalam proyek maupun terhadap 

pihak ketiga di sekitar lokasi proyek. Kerugian tersebut dapat 

menimbulkan tuntutan hukum yang berpotensi memicu sengketa antara 

para pihak. 

Dengan adanya asuransi proyek, para pihak memperoleh 

perlindungan hukum dan finansial apabila terjadi peristiwa yang 

menimbulkan kerugian dan memicu klaim atau tuntutan hukum. Dalam 
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kondisi tertentu, perusahaan asuransi dapat menanggung sebagian atau 

seluruh biaya kompensasi yang harus dibayarkan kepada pihak yang 

mengalami kerugian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 

polis asuransi. Misalnya, jika terjadi kecelakaan kerja yang 

menyebabkan cedera pada pekerja atau kerusakan properti milik pihak 

ketiga akibat aktivitas proyek, maka perusahaan asuransi dapat 

memberikan ganti rugi sesuai dengan cakupan perlindungan yang 

berlaku. 

Keberadaan asuransi juga membantu mengurangi potensi konflik 

hukum antara para pihak yang terlibat dalam proyek. Tanpa 

perlindungan asuransi, setiap kerugian yang terjadi dapat langsung 

menjadi tanggung jawab finansial salah satu pihak, yang dapat memicu 

perselisihan dan memperpanjang proses penyelesaian masalah. Dengan 

adanya mekanisme perlindungan melalui asuransi, penyelesaian klaim 

dapat dilakukan secara lebih terstruktur sesuai dengan ketentuan polis 

yang telah disepakati. 

 

3. Menjamin Kelangsungan Pelaksanaan Proyek 

Menjamin kelangsungan pelaksanaan proyek merupakan salah 

satu manfaat penting dari penggunaan asuransi dalam proyek konstruksi. 

Proyek konstruksi sering kali menghadapi berbagai risiko yang tidak 

dapat diprediksi, seperti kecelakaan kerja, kerusakan struktur bangunan, 

kegagalan peralatan, maupun bencana alam seperti banjir, gempa bumi, 

atau kebakaran. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat menyebabkan 

kerusakan pada proyek yang sedang berjalan dan berpotensi 

menimbulkan kerugian finansial yang besar. Jika kerugian tersebut tidak 

dapat ditangani dengan baik, maka proyek dapat mengalami 

keterlambatan bahkan terhenti karena keterbatasan dana untuk 

memperbaiki kerusakan yang terjadi. 

Dengan adanya asuransi proyek, risiko kerugian tersebut dapat 

dikelola dengan lebih baik karena perusahaan asuransi akan memberikan 

ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. 

Apabila terjadi kerusakan pada pekerjaan konstruksi atau peralatan 

proyek akibat kecelakaan atau bencana alam, dana dari klaim asuransi 

dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Hal ini 

memungkinkan kegiatan pembangunan untuk tetap dilanjutkan tanpa 
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harus menunggu penyediaan dana tambahan dari pemilik proyek atau 

kontraktor. 

Keberadaan asuransi juga memberikan rasa aman bagi para pihak 

yang terlibat dalam proyek, karena memiliki mekanisme perlindungan 

terhadap berbagai risiko yang dapat mengganggu jalannya pekerjaan. 

Perlindungan ini sangat penting terutama pada proyek konstruksi 

berskala besar yang memerlukan investasi dana yang sangat besar serta 

memiliki jangka waktu pelaksanaan yang panjang. 

 

D. Klaim dan Penyelesaian Sengketa Asuransi 

 

Pada pelaksanaan proyek konstruksi, risiko kerusakan proyek, 

kecelakaan kerja, atau kerugian terhadap pihak ketiga dapat terjadi 

sewaktu-waktu. Untuk mengatasi kerugian tersebut, pihak yang 

diasuransikan dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi 

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Proses 

klaim asuransi merupakan tahapan penting untuk memperoleh 

penggantian kerugian, namun dalam praktiknya proses ini juga dapat 

menimbulkan sengketa antara tertanggung dan perusahaan asuransi. 

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai prosedur 

klaim dan mekanisme penyelesaian sengketa asuransi. 

 

1. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi 

Prosedur pengajuan klaim asuransi dalam proyek konstruksi 

merupakan tahapan penting yang harus dilakukan ketika terjadi peristiwa 

yang menimbulkan kerugian terhadap proyek yang diasuransikan. 

Ketika suatu kejadian seperti kerusakan bangunan, kecelakaan kerja, 

atau bencana alam terjadi selama pelaksanaan proyek, pihak 

tertanggung, seperti kontraktor atau pemilik proyek, wajib segera 

melaporkan kejadian tersebut kepada perusahaan asuransi. Laporan ini 

harus disampaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan 

dalam polis asuransi, karena keterlambatan pelaporan dapat 

mempengaruhi proses penanganan klaim atau bahkan menyebabkan 

klaim tersebut tidak dapat diproses. 

Tahap berikutnya adalah proses verifikasi terhadap kejadian yang 

dilaporkan. Pada tahap ini, perusahaan asuransi akan memeriksa apakah 
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peristiwa yang terjadi termasuk dalam risiko yang dijamin dalam polis 

asuransi atau tidak. Untuk mendukung proses tersebut, pihak 

tertanggung biasanya diwajibkan untuk melengkapi berbagai dokumen 

pendukung yang diperlukan. Dokumen tersebut dapat berupa laporan 

kronologi kejadian, foto atau bukti visual kerusakan yang terjadi, laporan 

teknis dari pihak terkait, serta dokumen kontrak proyek yang 

menunjukkan nilai dan ruang lingkup pekerjaan yang diasuransikan. 

Perusahaan asuransi biasanya akan menunjuk surveyor atau loss 

adjuster yang bertugas melakukan pemeriksaan langsung di lokasi 

proyek. Pihak ini akan melakukan penilaian terhadap tingkat kerusakan 

yang terjadi serta menghitung besarnya kerugian yang dialami. Hasil 

pemeriksaan tersebut kemudian akan menjadi dasar bagi perusahaan 

asuransi untuk menentukan apakah klaim dapat disetujui serta berapa 

nilai ganti rugi yang akan diberikan kepada pihak tertanggung sesuai 

dengan ketentuan dalam polis asuransi (Hansen, 2021). 

 

2. Proses Penilaian Kerugian (Loss Assessment) 

Proses penilaian kerugian (loss assessment) merupakan tahap 

penting dalam proses klaim asuransi pada proyek konstruksi. Setelah 

pihak tertanggung melaporkan kejadian yang menimbulkan kerugian dan 

melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan, perusahaan asuransi 

biasanya akan menunjuk surveyor atau loss adjuster untuk melakukan 

pemeriksaan lebih lanjut terhadap kejadian tersebut. Pihak surveyor atau 

loss adjuster memiliki peran untuk melakukan investigasi secara objektif 

guna mengetahui penyebab terjadinya kerusakan serta menilai tingkat 

kerugian yang dialami oleh proyek. 

Pada proses investigasi ini, surveyor akan melakukan 

pemeriksaan langsung di lokasi proyek untuk melihat kondisi kerusakan 

yang terjadi. Selain itu, juga akan mempelajari berbagai dokumen yang 

berkaitan dengan proyek, seperti laporan kejadian, dokumen kontrak, 

spesifikasi teknis pekerjaan, serta ketentuan yang tercantum dalam polis 

asuransi. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan apakah 

kerugian yang terjadi benar-benar disebabkan oleh peristiwa yang 

dijamin dalam polis asuransi atau tidak. 

Surveyor atau loss adjuster akan melakukan penilaian terhadap 

besarnya nilai kerugian yang dapat diganti oleh perusahaan asuransi. 
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Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, 

seperti tingkat kerusakan pada proyek, nilai pekerjaan yang terdampak, 

serta batasan perlindungan yang tercantum dalam polis asuransi. Dalam 

beberapa kasus, perusahaan asuransi juga dapat mempertimbangkan 

faktor penyusutan atau ketentuan lain yang telah disepakati dalam 

kontrak asuransi. 

 

3. Pembayaran Klaim Asuransi 

Pembayaran klaim asuransi merupakan tahap akhir dalam proses 

penanganan klaim setelah dilakukan verifikasi laporan dan penilaian 

kerugian oleh perusahaan asuransi. Setelah pihak tertanggung 

melaporkan kejadian yang menimbulkan kerugian dan proses investigasi 

oleh surveyor atau loss adjuster selesai dilakukan, perusahaan asuransi 

akan mengevaluasi seluruh hasil pemeriksaan serta dokumen yang telah 

disampaikan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perusahaan asuransi 

kemudian akan memberikan keputusan mengenai apakah klaim yang 

diajukan dapat disetujui atau tidak sesuai dengan ketentuan yang 

tercantum dalam polis asuransi. 

Apabila klaim dinyatakan memenuhi syarat dan termasuk dalam 

risiko yang dijamin oleh polis, maka perusahaan asuransi akan 

melakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak tertanggung. Besarnya 

pembayaran klaim biasanya disesuaikan dengan nilai kerugian yang 

telah ditetapkan melalui proses penilaian kerugian serta batas nilai 

pertanggungan yang tercantum dalam polis asuransi. Dalam beberapa 

kasus, pembayaran klaim juga dapat memperhitungkan ketentuan lain 

seperti deductible atau batas maksimal pertanggungan yang telah 

disepakati sebelumnya antara tertanggung dan perusahaan asuransi. 

Pembayaran klaim ini memiliki peran yang sangat penting dalam 

menjaga kelangsungan pelaksanaan proyek konstruksi. Dana yang 

diterima dari perusahaan asuransi dapat digunakan oleh pihak 

tertanggung untuk memperbaiki kerusakan pada proyek, mengganti 

material yang rusak, atau menutupi kerugian lain yang timbul akibat 

peristiwa yang tidak terduga. Dengan adanya mekanisme pembayaran 

klaim tersebut, kerugian finansial yang dialami oleh pemilik proyek atau 

kontraktor dapat diminimalkan. 
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E. Ringkasan 

 

Asuransi dalam proyek konstruksi merupakan salah satu 

instrumen penting dalam pengelolaan risiko proyek. Proyek konstruksi 

memiliki tingkat risiko yang tinggi karena melibatkan berbagai aktivitas 

teknis, penggunaan alat berat, serta kemungkinan terjadinya kecelakaan 

kerja, kerusakan bangunan, atau kerugian terhadap pihak ketiga. Oleh 

karena itu, penggunaan asuransi menjadi bagian penting dalam 

melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam proyek 

konstruksi. 

Dasar hukum asuransi konstruksi di Indonesia berasal dari 

berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur perjanjian asuransi, Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Selain itu, dalam 

praktik proyek konstruksi, penggunaan asuransi juga biasanya diatur 

dalam klausul kontrak antara pemilik proyek dan kontraktor sebagai 

bagian dari sistem manajemen risiko proyek. 

Pada proyek konstruksi terdapat beberapa jenis asuransi yang 

umum digunakan, antara lain Contractor’s All Risk (CAR) yang 

memberikan perlindungan terhadap kerusakan fisik proyek selama masa 

pembangunan, Third Party Liability (TPL) yang melindungi dari 

tuntutan hukum pihak ketiga, serta Erection All Risk (EAR) yang 

digunakan untuk proyek yang melibatkan pemasangan mesin atau 

instalasi peralatan industri. Selain itu terdapat pula asuransi kecelakaan 

kerja dan asuransi tanggung jawab profesional yang memberikan 

perlindungan tambahan bagi tenaga kerja dan tenaga profesional yang 

terlibat dalam proyek. 
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F. Essay 

 

1. Jelaskan pengertian asuransi dalam proyek konstruksi serta 

perannya dalam pengelolaan risiko proyek. 

2. Uraikan dasar hukum yang mengatur pelaksanaan asuransi 

konstruksi di Indonesia. 

3. Jelaskan fungsi dan cakupan perlindungan dari Contractor’s All 

Risk (CAR) dalam proyek konstruksi. 

4. Apa yang dimaksud dengan Third Party Liability (TPL) dan 

mengapa asuransi ini penting dalam proyek konstruksi? 

5. Jelaskan perbedaan antara Contractor’s All Risk (CAR) dan 

Erection All Risk (EAR) dalam proyek konstruksi. 

6. Uraikan manfaat penggunaan asuransi bagi pemilik proyek dan 

kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi. 

7. Bagaimana mekanisme pengajuan klaim asuransi ketika terjadi 

kerusakan atau kerugian dalam proyek konstruksi? 

8. Jelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan penolakan klaim 

asuransi oleh perusahaan asuransi. 

9. Bagaimana cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan 

apabila terjadi perselisihan antara tertanggung dan perusahaan 

asuransi? 

10. Jelaskan pentingnya integrasi asuransi dalam sistem manajemen 

risiko proyek konstruksi. 
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BAB IX 

ADMINISTRASI KONTRAK DAN 

PENGENDALIAN PROYEK  

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan administrasi dokumen kontrak, 

memahami claim dan variation order, memahami keterlambatan 

proyek dan implikasi hukum, serta memahami manajemen risiko 

hukum proyek. Sehingga pembaca dapat memahami administrasi 

dokumen kontrak, mengelola claim dan variation order, menganalisis 

keterlambatan proyek beserta implikasi hukumnya, serta menerapkan 

manajemen risiko hukum dalam proyek konstruksi. 

Materi Pembelajaran 

• Administrasi Dokumen Kontrak 

• Claim dan Variation Order 

• Keterlambatan Proyek dan Implikasi Hukum  

• Manajemen Risiko Hukum Proyek 

• Ringkasan 

• Essay 

• Daftar Bacaan  

 

 

A. Administrasi Dokumen Kontrak 

 

Administrasi dokumen kontrak merupakan salah satu aspek 

penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi karena berkaitan dengan 

pengelolaan seluruh dokumen yang menjadi dasar hubungan hukum 

antara para pihak yang terlibat dalam proyek. Dokumen kontrak tidak 

hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga 

sebagai alat pengendalian proyek serta bukti hukum apabila terjadi 

perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, pengelolaan dokumen 

kontrak harus dilakukan secara sistematis, tertib, dan terstruktur agar 
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seluruh proses pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang telah disepakati bersama (Kerzner, 2022). 

 

1. Pengertian Administrasi Dokumen Kontrak 

Administrasi dokumen kontrak merupakan proses pengelolaan 

yang mencakup kegiatan pencatatan, pengarsipan, penyimpanan, serta 

pengendalian seluruh dokumen yang berkaitan dengan kontrak dalam 

suatu proyek konstruksi. Proses ini dimulai sejak tahap perencanaan 

proyek, saat dokumen kontrak mulai disusun dan disepakati oleh para 

pihak, hingga tahap pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian proyek. 

Administrasi dokumen kontrak memiliki peran penting dalam 

memastikan bahwa seluruh dokumen yang berkaitan dengan 

pelaksanaan proyek dapat dikelola secara sistematis, mudah diakses, 

serta terdokumentasi dengan baik. Melalui pengelolaan dokumen yang 

teratur, setiap perubahan, keputusan, maupun kesepakatan yang terjadi 

selama pelaksanaan proyek dapat tercatat secara jelas sehingga 

meminimalkan potensi kesalahpahaman di antara para pihak yang 

terlibat. 

Menurut Project Management Institute (PMI, 2021), 

administrasi kontrak merupakan bagian penting dari manajemen proyek 

yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan yang 

tercantum dalam kontrak dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 

proyek. Dalam praktiknya, administrasi kontrak tidak hanya berfungsi 

sebagai kegiatan pencatatan dokumen, tetapi juga sebagai alat 

pengendalian untuk memantau pelaksanaan kewajiban kontraktual, 

termasuk jadwal pekerjaan, kualitas pekerjaan, pembayaran, serta 

penyelesaian masalah yang mungkin timbul selama proyek berlangsung. 

Dengan adanya administrasi kontrak yang baik, setiap aktivitas proyek 

dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan 

dalam kontrak. 

Pada konteks proyek konstruksi, kontrak merupakan instrumen 

hukum yang sangat penting karena mengatur hubungan kerja antara 

berbagai pihak yang terlibat, seperti pemilik proyek (owner), kontraktor, 

konsultan perencana, serta konsultan pengawas. Kontrak tersebut 

memuat berbagai ketentuan mengenai ruang lingkup pekerjaan, jadwal 

pelaksanaan, nilai kontrak, mekanisme pembayaran, serta hak dan 
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kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, administrasi dokumen 

kontrak harus dilaksanakan secara profesional dan terstruktur agar dapat 

mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam 

pelaksanaan proyek konstruksi. Pengelolaan dokumen yang baik juga 

dapat menjadi bukti administratif yang penting apabila terjadi sengketa 

atau permasalahan hukum selama proyek berlangsung. 

 

 

2. Fungsi Administrasi Dokumen Kontrak 

Administrasi dokumen kontrak memiliki peranan yang sangat 

penting dalam pengelolaan proyek konstruksi karena berfungsi sebagai 

pedoman utama dalam pelaksanaan pekerjaan. Dokumen kontrak 

memuat berbagai ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak, seperti 

ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, nilai 

kontrak, serta mekanisme pembayaran. Ketentuan-ketentuan tersebut 

menjadi dasar bagi kontraktor, pemilik proyek, maupun pihak lain yang 

terlibat dalam proyek untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan adanya 

administrasi dokumen kontrak yang tertata dengan baik, seluruh pihak 

dapat memahami dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing 

sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan secara terarah dan sesuai 

dengan rencana. 

Administrasi dokumen kontrak juga berfungsi sebagai alat 

pengendalian proyek. Melalui pengelolaan dokumen yang sistematis, 

manajer proyek dapat memantau perkembangan pekerjaan, mencatat 

perubahan yang terjadi selama pelaksanaan proyek, serta memastikan 

bahwa seluruh kegiatan proyek berjalan sesuai dengan jadwal, anggaran, 

dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dokumen seperti 

laporan kemajuan pekerjaan, perubahan pekerjaan (Variation Order), 

serta dokumen pembayaran dapat digunakan sebagai alat kontrol untuk 

menilai apakah pelaksanaan proyek telah berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

Fungsi penting lainnya dari administrasi dokumen kontrak adalah 

sebagai bukti hukum apabila terjadi sengketa antara para pihak yang 

terlibat dalam proyek konstruksi. Dalam praktiknya, perbedaan pendapat 

antara pemilik proyek dan kontraktor dapat terjadi, misalnya terkait 
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keterlambatan pekerjaan, perubahan spesifikasi, atau masalah 

pembayaran. Dalam kondisi tersebut, dokumen kontrak dan dokumen 

pendukung lainnya menjadi alat bukti yang sangat penting untuk 

menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut Soeharto 

(2021), dokumentasi kontrak yang lengkap dan tertata dengan baik dapat 

membantu menyelesaikan sengketa secara lebih objektif karena seluruh 

kesepakatan telah tercatat secara resmi. 

 

3. Jenis Dokumen dalam Kontrak Konstruksi 

Pada pelaksanaan proyek konstruksi, dokumen kontrak terdiri 

dari berbagai jenis dokumen yang saling berkaitan dan berfungsi sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. Setiap dokumen memiliki peran 

tertentu yang mendukung kelancaran proyek serta memastikan bahwa 

seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah 

ditetapkan. Menurut FIDIC (2017) dan Project Management Institute 

(PMI, 2021), dokumen kontrak konstruksi umumnya terdiri dari 

beberapa komponen utama yang menjadi dasar pengaturan hubungan 

kerja antara pemilik proyek dan kontraktor. 

Salah satu dokumen utama adalah surat perjanjian kontrak, yaitu 

dokumen yang memuat kesepakatan resmi antara pemilik proyek dan 

kontraktor mengenai pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dokumen ini 

biasanya berisi identitas para pihak yang terlibat, ruang lingkup 

pekerjaan yang harus dilaksanakan, nilai kontrak yang disepakati, serta 

jangka waktu pelaksanaan proyek. Surat perjanjian kontrak menjadi 

dasar hukum utama yang mengikat para pihak dalam pelaksanaan 

proyek. 

Terdapat spesifikasi teknis, yaitu dokumen yang menjelaskan 

secara rinci mengenai standar teknis yang harus dipenuhi dalam 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dokumen ini mencakup informasi 

mengenai kualitas material yang digunakan, metode pelaksanaan 

pekerjaan, serta standar keselamatan kerja yang harus dipatuhi oleh 

kontraktor selama proyek berlangsung. Dokumen penting lainnya adalah 

gambar kerja (drawing) yang berfungsi sebagai panduan visual 

mengenai desain proyek. Gambar kerja menggambarkan bentuk, ukuran, 

serta detail teknis dari bangunan atau infrastruktur yang akan dibangun 
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sehingga kontraktor dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

rencana desain yang telah ditetapkan. 

Terdapat Bill of Quantity (BoQ) yang berisi daftar kuantitas 

pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam proyek konstruksi. Dokumen 

ini digunakan sebagai dasar perhitungan biaya proyek serta menjadi 

acuan dalam proses pembayaran kepada kontraktor berdasarkan volume 

pekerjaan yang telah diselesaikan. Selain itu, proyek konstruksi juga 

dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan proyek yang memuat rencana 

waktu pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan. Jadwal ini berfungsi 

sebagai alat pengendalian untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan 

dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 

Terakhir, terdapat addendum kontrak, yaitu dokumen tambahan yang 

berisi perubahan atau penyesuaian terhadap ketentuan kontrak yang telah 

disepakati sebelumnya. Addendum biasanya dibuat apabila terjadi 

perubahan ruang lingkup pekerjaan, jadwal proyek, atau kondisi tertentu 

yang memerlukan penyesuaian terhadap isi kontrak. 

 

4. Proses Administrasi Dokumen Kontrak 

Administrasi dokumen kontrak dalam proyek konstruksi 

merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan 

bahwa seluruh dokumen yang berkaitan dengan kontrak proyek dapat 

dikelola dengan baik. Proses ini umumnya dilaksanakan melalui 

beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pencatatan dokumen 

hingga evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak. Pengelolaan dokumen 

yang terstruktur sangat penting karena dokumen kontrak menjadi dasar 

pelaksanaan pekerjaan serta alat pengendalian dalam manajemen proyek 

konstruksi. 

Tahapan pertama dalam administrasi dokumen kontrak adalah 

pencatatan dokumen kontrak. Pada tahap ini dilakukan proses 

pengumpulan dan pencatatan seluruh dokumen yang berkaitan dengan 

kontrak proyek, seperti surat perjanjian kontrak, spesifikasi teknis, 

gambar kerja, jadwal pelaksanaan proyek, serta dokumen pendukung 

lainnya. Pencatatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua 

dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek telah 

terdokumentasi secara lengkap sejak awal proyek dimulai. Dengan 

adanya pencatatan yang baik, setiap dokumen dapat dilacak dengan 
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mudah apabila diperlukan dalam proses pengawasan maupun evaluasi 

proyek. 

Tahapan berikutnya adalah pengarsipan dokumen. Setelah 

dokumen dicatat, seluruh dokumen kontrak harus disimpan secara 

sistematis agar mudah ditemukan kembali ketika diperlukan. 

Pengarsipan dapat dilakukan secara manual melalui penyimpanan fisik 

maupun secara digital menggunakan sistem manajemen dokumen 

elektronik. Dalam praktik modern, banyak organisasi proyek konstruksi 

menggunakan sistem digital untuk mengelola dokumen karena lebih 

efisien, aman, serta memudahkan proses pencarian dan distribusi 

dokumen kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Tahapan selanjutnya adalah pengendalian dokumen. 

Pengendalian dokumen bertujuan untuk memastikan bahwa setiap 

perubahan atau revisi terhadap dokumen kontrak dapat diketahui, 

dicatat, dan dikendalikan dengan baik. Hal ini sangat penting karena 

dalam proyek konstruksi sering terjadi perubahan desain, perubahan 

jadwal, maupun penyesuaian terhadap kondisi lapangan. Dengan adanya 

sistem pengendalian dokumen yang baik, setiap perubahan dapat 

didokumentasikan secara jelas sehingga dapat mencegah terjadinya 

kesalahan atau perbedaan interpretasi di antara para pihak yang terlibat 

dalam proyek. 

Tahapan terakhir adalah evaluasi dokumen kontrak. Evaluasi ini 

dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan proyek telah berjalan 

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Melalui evaluasi 

dokumen, manajer proyek dapat mengidentifikasi kesesuaian antara 

rencana dan pelaksanaan pekerjaan serta menilai kinerja kontraktor dan 

pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek konstruksi. 

 

B. Claim dan Variation Order 

 

Pada pelaksanaan proyek konstruksi, sering terjadi perubahan 

kondisi di lapangan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana awal 

yang tercantum dalam kontrak. Perubahan tersebut dapat memengaruhi 

ruang lingkup pekerjaan, biaya, serta waktu pelaksanaan proyek. Oleh 

karena itu, dalam manajemen kontrak konstruksi dikenal konsep claim 

dan variation order yang berfungsi untuk mengakomodasi perubahan 
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atau tuntutan yang muncul selama pelaksanaan proyek. Kedua hal ini 

merupakan bagian penting dalam administrasi kontrak dan pengendalian 

proyek karena berkaitan langsung dengan aspek teknis, administratif, 

dan hukum dari suatu proyek konstruksi (Kerzner, 2022). 

 

1. Pengertian Claim dalam Proyek Konstruksi 

Claim dalam proyek konstruksi merupakan tuntutan atau 

permintaan kompensasi yang diajukan oleh salah satu pihak dalam 

kontrak kepada pihak lainnya akibat terjadinya kondisi tertentu yang 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Dalam banyak kasus, claim 

diajukan oleh kontraktor kepada pemilik proyek ketika terjadi perubahan 

kondisi yang menyebabkan kerugian, tambahan biaya, atau 

keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Bentuk claim yang diajukan 

dapat berupa permintaan tambahan biaya (additional cost), perpanjangan 

waktu pelaksanaan proyek (extension of time), atau kombinasi dari 

keduanya. Claim menjadi bagian penting dalam manajemen kontrak 

konstruksi karena proyek konstruksi sering menghadapi kondisi yang 

dinamis dan tidak selalu dapat diprediksi sejak awal perencanaan. 

Menurut FIDIC (2017), claim merupakan permintaan resmi yang 

diajukan oleh kontraktor atau pemilik proyek untuk memperoleh 

kompensasi atas kerugian yang timbul akibat kondisi yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam 

praktiknya, claim dapat muncul karena berbagai faktor, seperti 

perubahan ruang lingkup pekerjaan, keterlambatan pembayaran dari 

pemilik proyek, perubahan desain, kondisi lapangan yang tidak terduga, 

maupun adanya instruksi tambahan yang diberikan oleh pemilik proyek 

selama pelaksanaan pekerjaan. Kondisi-kondisi tersebut dapat 

menyebabkan bertambahnya biaya operasional atau waktu pelaksanaan 

proyek sehingga pihak yang dirugikan berhak mengajukan claim sebagai 

bentuk perlindungan terhadap kepentingannya. 

Pengajuan claim dalam proyek konstruksi harus dilakukan secara 

formal dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam kontrak. 

Biasanya kontrak proyek mengatur batas waktu serta tata cara pengajuan 

claim agar proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara tertib dan 

transparan. Dalam pengajuan claim, pihak yang mengajukan harus 

melengkapi berbagai dokumen pendukung yang relevan, seperti laporan 
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kemajuan pekerjaan, catatan harian proyek, bukti biaya tambahan yang 

dikeluarkan, serta analisis dampak terhadap jadwal pelaksanaan proyek. 

Dokumentasi yang lengkap sangat penting untuk memastikan bahwa 

claim yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun 

administratif. Dengan demikian, proses penyelesaian claim dapat 

dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan kontrak yang 

berlaku. 

 

2. Jenis-Jenis Claim dalam Proyek Konstruksi 

Pada pelaksanaan proyek konstruksi, claim dapat muncul dalam 

berbagai bentuk tergantung pada penyebab dan kondisi yang terjadi 

selama proyek berlangsung. Secara umum, claim dibedakan menjadi 

beberapa jenis berdasarkan faktor yang memicu terjadinya tuntutan 

kompensasi tersebut. Klasifikasi ini penting untuk membantu para pihak 

dalam memahami sumber permasalahan serta menentukan mekanisme 

penyelesaian yang tepat. Menurut FIDIC (2017) dan beberapa literatur 

manajemen proyek konstruksi, claim dalam proyek konstruksi umumnya 

terdiri dari beberapa jenis utama seperti delay claim, extra work claim, 

acceleration claim, dan differing site condition claim. 

Salah satu jenis claim yang paling sering terjadi adalah delay 

claim atau claim keterlambatan. Delay claim terjadi ketika kontraktor 

mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan akibat faktor 

yang berada di luar kendalinya. Contohnya adalah perubahan desain oleh 

pemilik proyek, keterlambatan pemberian gambar kerja, keterlambatan 

persetujuan dokumen, atau kondisi cuaca ekstrem yang menghambat 

pekerjaan di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, kontraktor dapat 

mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek 

(extension of time) atau meminta kompensasi atas biaya tambahan yang 

timbul akibat keterlambatan tersebut. 

Jenis claim berikutnya adalah extra work claim atau claim 

pekerjaan tambahan. Claim ini muncul ketika kontraktor diminta untuk 

melaksanakan pekerjaan tambahan yang tidak tercantum dalam ruang 

lingkup pekerjaan pada kontrak awal. Pekerjaan tambahan tersebut dapat 

berupa perubahan desain, penambahan volume pekerjaan, atau instruksi 

baru dari pemilik proyek. Karena pekerjaan tambahan ini membutuhkan 

sumber daya tambahan seperti tenaga kerja, material, dan peralatan, 
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maka kontraktor berhak mengajukan claim untuk memperoleh 

kompensasi biaya serta penyesuaian waktu pelaksanaan proyek. 

Terdapat acceleration claim, yaitu claim yang muncul ketika 

kontraktor diminta untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan guna 

mengejar keterlambatan proyek atau memenuhi target waktu tertentu. 

Upaya percepatan ini biasanya memerlukan tambahan tenaga kerja, 

penggunaan peralatan tambahan, kerja lembur, atau metode kerja yang 

lebih intensif. Akibatnya, biaya operasional proyek meningkat sehingga 

kontraktor dapat mengajukan claim untuk menutupi biaya tambahan 

tersebut. 

Jenis claim lainnya adalah differing site condition claim, yaitu 

claim yang terjadi apabila kondisi lapangan yang ditemukan selama 

pelaksanaan proyek berbeda dari kondisi yang dijelaskan dalam 

dokumen kontrak. Misalnya, kondisi tanah yang lebih keras atau lebih 

lunak dari yang diperkirakan, adanya batuan yang tidak terdeteksi 

sebelumnya, atau kondisi lingkungan yang berbeda dari hasil survei 

awal. Perbedaan kondisi ini dapat mempengaruhi metode konstruksi 

serta biaya pekerjaan sehingga kontraktor berhak mengajukan claim 

untuk mendapatkan penyesuaian biaya maupun waktu pelaksanaan 

proyek. 

 

3. Pengertian Variation Order 

Variation Order atau change order merupakan perubahan 

terhadap ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak 

proyek konstruksi. Perubahan ini biasanya dilakukan untuk 

menyesuaikan kebutuhan proyek yang berkembang selama proses 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dalam proyek konstruksi, kondisi 

yang terjadi di lapangan sering kali berbeda dengan perencanaan awal 

sehingga diperlukan penyesuaian terhadap desain, metode kerja, atau 

volume pekerjaan. Oleh karena itu, variation order menjadi salah satu 

mekanisme penting dalam administrasi kontrak untuk mengakomodasi 

perubahan tersebut secara resmi dan terstruktur. 

Menurut Project Management Institute (PMI, 2021), variation 

order merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk mengubah 

ketentuan kontrak yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan, spesifikasi 

teknis, nilai kontrak, maupun jadwal pelaksanaan proyek. Dokumen ini 
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berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur perubahan yang terjadi 

selama proyek berlangsung. Dengan adanya variation order, setiap 

perubahan yang dilakukan dalam proyek dapat dicatat secara formal 

sehingga menghindari kesalahpahaman atau sengketa antara pihak-pihak 

yang terlibat dalam kontrak. 

Pada praktiknya, variation order biasanya diajukan oleh pemilik 

proyek atau konsultan pengawas ketika terdapat kebutuhan perubahan 

terhadap desain atau spesifikasi pekerjaan. Namun, dalam beberapa 

kondisi, kontraktor juga dapat mengusulkan perubahan apabila 

ditemukan kondisi tertentu di lapangan yang memerlukan penyesuaian 

terhadap metode pelaksanaan pekerjaan. Setelah usulan perubahan 

diajukan, dokumen variation order harus melalui proses evaluasi dan 

persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak sebelum 

perubahan tersebut dapat dilaksanakan. Persetujuan ini penting untuk 

memastikan bahwa perubahan yang dilakukan telah dipertimbangkan 

dari aspek teknis, biaya, serta waktu pelaksanaan proyek. 

 

4. Jenis-Jenis Variation Order 

Pada pelaksanaan proyek konstruksi, variation order dapat 

muncul dalam berbagai bentuk perubahan yang mempengaruhi ruang 

lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, maupun jadwal pelaksanaan 

proyek. Perubahan ini biasanya dilakukan untuk menyesuaikan 

kebutuhan proyek yang berkembang selama proses konstruksi 

berlangsung. Menurut Project Management Institute (PMI, 2021), 

variation order merupakan bagian dari manajemen perubahan dalam 

proyek yang harus didokumentasikan secara resmi agar tidak 

menimbulkan perbedaan interpretasi antara para pihak yang terlibat 

dalam kontrak. Secara umum, variation order dalam proyek konstruksi 

dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu penambahan pekerjaan, 

pengurangan pekerjaan, perubahan spesifikasi teknis, dan perubahan 

jadwal proyek. 

Jenis variation order yang pertama adalah penambahan 

pekerjaan (addition). Penambahan pekerjaan terjadi ketika terdapat 

pekerjaan baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam dokumen 

kontrak awal. Penambahan ini biasanya muncul karena adanya 

kebutuhan tambahan dari pemilik proyek atau penyesuaian terhadap 
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desain proyek yang sedang dilaksanakan. Contohnya adalah 

penambahan fasilitas tertentu dalam proyek bangunan seperti ruang 

tambahan, instalasi sistem keamanan, atau perubahan desain interior. 

Penambahan pekerjaan ini tentu akan berdampak pada peningkatan 

biaya proyek serta kemungkinan perubahan jadwal pelaksanaan 

pekerjaan. 

Jenis kedua adalah pengurangan pekerjaan (omission). 

Pengurangan pekerjaan terjadi apabila sebagian pekerjaan yang telah 

tercantum dalam kontrak awal tidak lagi diperlukan atau dianggap tidak 

relevan dengan kebutuhan proyek. Dalam kondisi ini, pekerjaan tersebut 

akan dihapus dari ruang lingkup proyek sehingga nilai kontrak dapat 

mengalami pengurangan. Pengurangan pekerjaan biasanya dilakukan 

untuk menyesuaikan anggaran proyek atau karena adanya perubahan 

kebijakan dari pemilik proyek. 

Jenis variation order berikutnya adalah perubahan spesifikasi 

teknis. Perubahan ini berkaitan dengan penyesuaian terhadap jenis 

material yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan, maupun 

standar kualitas yang diterapkan dalam proyek. Misalnya, perubahan 

jenis material konstruksi yang lebih kuat atau lebih efisien, perubahan 

metode konstruksi yang lebih modern, atau penyesuaian terhadap standar 

keselamatan kerja. Perubahan spesifikasi teknis dapat mempengaruhi 

biaya serta durasi pelaksanaan proyek. 

Jenis terakhir adalah perubahan jadwal proyek. Perubahan jadwal 

biasanya terjadi sebagai akibat dari perubahan lingkup pekerjaan atau 

kondisi tertentu yang mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek. 

Misalnya, adanya penambahan pekerjaan, keterlambatan pengiriman 

material, atau kondisi cuaca yang menghambat pekerjaan di lapangan. 

Perubahan jadwal ini harus disepakati oleh semua pihak agar 

pelaksanaan proyek tetap dapat berjalan secara terencana dan sesuai 

dengan ketentuan kontrak yang berlaku. 

 

C. Keterlambatan Proyek dan Implikasi Hukum 

 

Keterlambatan proyek merupakan salah satu permasalahan yang 

paling sering terjadi dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Proyek 

konstruksi pada umumnya memiliki jadwal pelaksanaan yang telah 
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ditentukan secara rinci dalam kontrak kerja antara pemilik proyek dan 

kontraktor. Jadwal tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan 

agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati. Namun dalam praktiknya, berbagai faktor dapat 

menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek. Keterlambatan ini 

tidak hanya berdampak pada aspek teknis dan finansial, tetapi juga dapat 

menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat dalam 

kontrak konstruksi (Kerzner, 2022). 

 

1. Pengertian Keterlambatan Proyek 

Keterlambatan proyek merupakan kondisi ketika pelaksanaan 

atau penyelesaian suatu proyek konstruksi tidak dapat diselesaikan 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dalam 

kontrak konstruksi biasanya telah ditentukan secara jelas mengenai 

waktu mulai pekerjaan, durasi pelaksanaan proyek, serta tanggal 

penyelesaian akhir proyek. Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi 

kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang 

telah disepakati. Apabila kontraktor tidak mampu menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan jadwal tersebut, maka kondisi tersebut dapat 

dikategorikan sebagai keterlambatan proyek. Keterlambatan ini dapat 

berdampak pada berbagai aspek proyek, seperti peningkatan biaya 

pelaksanaan, terganggunya koordinasi antar pihak yang terlibat, serta 

potensi timbulnya sengketa antara pemilik proyek dan kontraktor. 

Menurut Project Management Institute (PMI, 2021), 

keterlambatan proyek dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang terjadi 

selama pelaksanaan pekerjaan. Beberapa faktor yang umum terjadi 

antara lain perubahan desain yang dilakukan oleh pemilik proyek, 

keterlambatan dalam pengiriman material konstruksi, keterbatasan atau 

kekurangan tenaga kerja, serta kurangnya koordinasi antara pihak-pihak 

yang terlibat dalam proyek. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi 

cuaca yang ekstrem, bencana alam, atau kondisi lingkungan yang tidak 

terduga juga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan proyek 

sehingga menyebabkan keterlambatan. 

Pada proyek konstruksi yang memiliki tingkat kompleksitas 

tinggi, keterlambatan sering kali tidak disebabkan oleh satu faktor saja, 

melainkan oleh kombinasi dari beberapa faktor yang terjadi secara 
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bersamaan. Misalnya, keterlambatan pengiriman material dapat 

memperlambat proses pekerjaan di lapangan, yang kemudian diperparah 

oleh perubahan desain atau keterbatasan tenaga kerja. Kondisi tersebut 

dapat menyebabkan jadwal proyek bergeser dari rencana awal yang telah 

ditetapkan dalam kontrak. 

 

2. Penyebab Keterlambatan Proyek 

Keterlambatan proyek konstruksi dapat terjadi akibat berbagai 

faktor yang berasal dari pihak kontraktor, pemilik proyek, maupun faktor 

eksternal di luar kendali para pihak. Dalam pelaksanaan proyek 

konstruksi, setiap tahapan pekerjaan saling berkaitan sehingga gangguan 

pada satu kegiatan dapat berdampak pada keseluruhan jadwal proyek. 

Oleh karena itu, keterlambatan proyek sering kali terjadi karena 

kombinasi dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Menurut 

Soeharto (2021), keterlambatan proyek pada umumnya disebabkan oleh 

kurangnya perencanaan yang matang, lemahnya sistem pengendalian 

proyek, serta kurang efektifnya koordinasi antara pihak-pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan proyek. 

Salah satu penyebab keterlambatan yang sering terjadi adalah 

perubahan desain atau pekerjaan selama pelaksanaan proyek. Perubahan 

desain biasanya dilakukan oleh pemilik proyek untuk menyesuaikan 

kebutuhan atau memperbaiki kekurangan dalam perencanaan awal. 

Namun, perubahan tersebut dapat mempengaruhi jadwal pekerjaan 

karena kontraktor harus melakukan penyesuaian terhadap metode kerja, 

penggunaan material, serta tahapan pelaksanaan proyek. Proses 

perubahan desain ini sering kali memerlukan waktu tambahan untuk 

proses perencanaan ulang dan persetujuan dari pihak terkait. 

Penyebab berikutnya adalah keterlambatan penyediaan material 

dan peralatan konstruksi. Material merupakan komponen penting dalam 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Apabila terjadi keterlambatan dalam 

pengiriman material atau peralatan dari pemasok, maka kegiatan 

pekerjaan di lapangan dapat terhambat. Kondisi ini dapat menyebabkan 

penundaan pada beberapa tahap pekerjaan sehingga jadwal proyek 

menjadi mundur dari rencana awal. 

Keterbatasan tenaga kerja juga dapat menjadi faktor yang 

menyebabkan keterlambatan proyek. Kurangnya tenaga kerja yang 
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memiliki keterampilan yang memadai atau masalah dalam pengelolaan 

tenaga kerja dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Jika 

jumlah tenaga kerja tidak mencukupi atau tidak memiliki kompetensi 

yang sesuai, maka produktivitas pekerjaan akan menurun dan berdampak 

pada keterlambatan penyelesaian proyek. 

Faktor lain yang sering menyebabkan keterlambatan adalah 

kondisi cuaca dan lingkungan. Faktor alam seperti hujan lebat, banjir, 

angin kencang, atau bahkan gempa bumi dapat menghambat aktivitas 

konstruksi di lapangan. Dalam beberapa jenis pekerjaan konstruksi, 

kondisi cuaca sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaan, terutama 

pada pekerjaan yang dilakukan di ruang terbuka. 

Masalah administrasi dan koordinasi juga dapat menjadi 

penyebab keterlambatan proyek. Keterlambatan dalam proses 

persetujuan dokumen, lambatnya pemberian instruksi kerja dari 

konsultan pengawas, atau kurangnya koordinasi antara pemilik proyek, 

kontraktor, dan konsultan dapat memperlambat pengambilan keputusan. 

Hal ini pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan di 

lapangan dan menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian proyek 

secara keseluruhan. 

 

3. Jenis-Jenis Keterlambatan Proyek 

Pada manajemen proyek konstruksi, keterlambatan proyek tidak 

selalu memiliki penyebab yang sama. Oleh karena itu, keterlambatan 

proyek biasanya diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan 

faktor penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan 

tersebut. Klasifikasi ini penting karena akan menentukan konsekuensi 

yang timbul, seperti pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan proyek, 

pemberlakuan denda keterlambatan, atau bahkan potensi terjadinya 

sengketa kontrak antara pemilik proyek dan kontraktor. Menurut Project 

Management Institute (PMI, 2021) dan praktik kontrak konstruksi 

internasional seperti FIDIC, keterlambatan proyek umumnya dibagi 

menjadi tiga jenis utama, yaitu excusable delay, non-excusable delay, 

dan concurrent delay. 

Jenis pertama adalah excusable delay, yaitu keterlambatan yang 

terjadi karena faktor di luar kendali kontraktor. Faktor-faktor tersebut 

biasanya tidak dapat diprediksi atau dicegah oleh pihak yang terlibat 
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dalam proyek. Contoh kondisi yang termasuk dalam kategori ini adalah 

bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau badai, perubahan 

kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan proyek, serta 

kondisi lapangan yang berbeda dari yang dijelaskan dalam dokumen 

kontrak. Dalam kondisi excusable delay, kontraktor umumnya tidak 

dikenakan sanksi karena keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh 

kesalahannya. Sebagai gantinya, kontraktor biasanya berhak 

mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek atau extension of 

time agar pekerjaan dapat diselesaikan tanpa melanggar ketentuan 

kontrak. 

Jenis kedua adalah non-excusable delay, yaitu keterlambatan 

yang terjadi akibat kesalahan, kelalaian, atau ketidakmampuan 

kontraktor dalam mengelola proyek. Beberapa contoh penyebab 

keterlambatan jenis ini antara lain perencanaan proyek yang kurang 

matang, manajemen proyek yang tidak efektif, kekurangan tenaga kerja, 

keterlambatan pengadaan material, atau kesalahan dalam pengaturan 

jadwal pekerjaan. Dalam kasus non-excusable delay, kontraktor 

biasanya bertanggung jawab penuh atas keterlambatan tersebut dan 

dapat dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan atau liquidated 

damages sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. 

Jenis ketiga adalah concurrent delay, yaitu keterlambatan yang 

terjadi karena beberapa faktor yang terjadi secara bersamaan dan 

melibatkan lebih dari satu pihak. Misalnya, keterlambatan dapat terjadi 

karena adanya perubahan desain dari pemilik proyek pada saat yang 

sama kontraktor juga mengalami masalah dalam penyediaan tenaga kerja 

atau material. Kondisi concurrent delay sering kali menimbulkan 

kesulitan dalam menentukan pihak yang paling bertanggung jawab atas 

keterlambatan tersebut. Oleh karena itu, situasi ini sering menjadi 

sumber sengketa kontrak dan biasanya memerlukan analisis jadwal 

proyek secara mendalam serta negosiasi antara para pihak untuk 

menentukan penyelesaiannya. 

 

4. Implikasi Hukum Keterlambatan Proyek 

Keterlambatan dalam proyek konstruksi tidak hanya berdampak 

pada aspek teknis dan operasional, tetapi juga dapat menimbulkan 

konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak. Dalam 
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praktik konstruksi, implikasi hukum dari keterlambatan proyek biasanya 

telah diatur secara jelas dalam dokumen kontrak yang disepakati oleh 

pemilik proyek dan kontraktor. Ketentuan tersebut bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-

masing pihak apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian 

pekerjaan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan potensi 

sengketa dapat diminimalkan serta penyelesaian masalah dapat 

dilakukan secara lebih terstruktur. 

Salah satu implikasi hukum yang paling umum adalah denda 

keterlambatan atau liquidated damages. Denda ini merupakan sejumlah 

uang yang harus dibayarkan oleh kontraktor kepada pemilik proyek 

apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan dalam kontrak. Besarnya denda biasanya dihitung 

berdasarkan persentase tertentu dari nilai kontrak untuk setiap hari 

keterlambatan. Penerapan liquidated damages bertujuan untuk 

memberikan kompensasi kepada pemilik proyek atas kerugian yang 

mungkin timbul akibat keterlambatan, seperti tertundanya pemanfaatan 

bangunan atau meningkatnya biaya operasional proyek. 

Keterlambatan proyek juga dapat berimplikasi pada 

perpanjangan waktu pelaksanaan proyek atau extension of time. Apabila 

keterlambatan terjadi karena faktor yang berada di luar kendali 

kontraktor, seperti perubahan desain dari pemilik proyek, kondisi 

lapangan yang tidak terduga, atau faktor alam, maka kontraktor berhak 

mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan. 

Permohonan tersebut harus disertai dengan bukti yang menunjukkan 

bahwa keterlambatan tersebut memang tidak disebabkan oleh kelalaian 

kontraktor. 

D. Manajemen Risiko Hukum Proyek  

 

Manajemen risiko hukum proyek merupakan salah satu aspek 

penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai potensi 

risiko hukum yang dapat muncul selama proses pelaksanaan proyek. 

Proyek konstruksi melibatkan banyak pihak seperti pemilik proyek, 

kontraktor, konsultan perencana, konsultan pengawas, serta pemasok 

material. Kompleksitas hubungan kerja antara berbagai pihak tersebut 
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dapat menimbulkan potensi konflik atau sengketa hukum apabila tidak 

dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko 

hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan 

proyek berjalan sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Kerzner, 2022). 

 

1. Pengertian Risiko Hukum dalam Proyek 

Risiko hukum dalam proyek konstruksi merupakan kemungkinan 

terjadinya kerugian, konflik, atau sengketa yang timbul akibat tidak 

terpenuhinya ketentuan hukum maupun kontrak yang telah disepakati 

oleh para pihak. Risiko ini dapat muncul apabila terdapat pelanggaran 

terhadap isi kontrak, ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, atau kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Dalam praktik proyek konstruksi, hubungan kerja antara pemilik proyek, 

kontraktor, konsultan perencana, dan konsultan pengawas diatur melalui 

kontrak yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, setiap 

pelanggaran terhadap ketentuan kontrak dapat menimbulkan 

konsekuensi hukum yang berdampak pada kelangsungan proyek. 

Risiko hukum dapat muncul dalam berbagai bentuk selama 

pelaksanaan proyek konstruksi. Salah satu bentuk yang paling umum 

adalah perselisihan kontrak antara pemilik proyek dan kontraktor. 

Perselisihan ini dapat terjadi karena perbedaan interpretasi terhadap isi 

kontrak, perubahan ruang lingkup pekerjaan, atau ketidaksepakatan 

mengenai pembayaran dan pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, 

keterlambatan proyek juga dapat menimbulkan risiko hukum, terutama 

apabila keterlambatan tersebut menyebabkan kerugian bagi salah satu 

pihak. Dalam kondisi tertentu, keterlambatan dapat memicu tuntutan 

denda, klaim kompensasi, atau bahkan pemutusan kontrak. 

Risiko hukum juga dapat timbul akibat kegagalan konstruksi, 

yaitu kondisi ketika hasil pekerjaan tidak memenuhi standar kualitas atau 

spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. Kegagalan 

konstruksi dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar serta 

memicu tuntutan hukum dari pemilik proyek atau pihak lain yang 

terdampak. Selain itu, terdapat pula risiko hukum yang berasal dari 

tuntutan pihak ketiga, misalnya masyarakat sekitar proyek yang 
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mengalami kerugian akibat aktivitas konstruksi, seperti kerusakan 

properti atau kecelakaan yang terjadi di sekitar lokasi proyek. 

 

2. Sumber Risiko Hukum dalam Proyek Konstruksi 

Risiko hukum dalam proyek konstruksi dapat berasal dari 

berbagai sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, proses 

teknis pekerjaan, maupun hubungan antara para pihak yang terlibat 

dalam proyek. Keberadaan berbagai pihak seperti pemilik proyek, 

kontraktor, konsultan perencana, dan konsultan pengawas menyebabkan 

proyek konstruksi memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Apabila 

koordinasi, pengaturan kontrak, atau pelaksanaan pekerjaan tidak 

dilakukan dengan baik, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan 

potensi sengketa atau masalah hukum. Oleh karena itu, pemahaman 

mengenai sumber-sumber risiko hukum menjadi sangat penting dalam 

upaya mencegah terjadinya konflik selama pelaksanaan proyek. 

Salah satu sumber utama risiko hukum adalah kontrak konstruksi 

yang tidak disusun secara jelas dan lengkap. Kontrak merupakan dasar 

hukum yang mengatur hubungan kerja antara para pihak dalam proyek. 

Apabila isi kontrak tidak menjelaskan secara rinci mengenai ruang 

lingkup pekerjaan, tanggung jawab masing-masing pihak, mekanisme 

pembayaran, maupun prosedur penyelesaian sengketa, maka hal tersebut 

dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara pihak yang terlibat. 

Perbedaan interpretasi terhadap isi kontrak sering menjadi penyebab 

utama terjadinya perselisihan dalam proyek konstruksi. 

Perubahan pekerjaan selama pelaksanaan proyek juga dapat 

menjadi sumber risiko hukum. Dalam praktik konstruksi, perubahan 

desain atau kebutuhan tambahan sering terjadi seiring dengan 

perkembangan proyek. Apabila perubahan tersebut tidak 

didokumentasikan secara resmi melalui prosedur Variation Order, maka 

dapat timbul perbedaan pendapat mengenai besarnya biaya tambahan 

atau kebutuhan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek. Kondisi ini 

berpotensi menimbulkan konflik antara pemilik proyek dan kontraktor. 

Sumber risiko hukum lainnya adalah keterlambatan proyek. 

Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan dalam kontrak, kontraktor dapat dikenakan sanksi 

berupa denda keterlambatan (liquidated damages). Dalam beberapa 
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kasus yang lebih serius, keterlambatan yang berkepanjangan bahkan 

dapat menyebabkan pemilik proyek memutuskan kontrak secara 

sepihak. 

Kegagalan konstruksi juga merupakan salah satu sumber risiko 

hukum yang signifikan. Kegagalan konstruksi dapat terjadi apabila 

bangunan yang dihasilkan tidak memenuhi standar keselamatan, 

spesifikasi teknis, atau mengalami kerusakan yang dapat membahayakan 

pengguna bangunan. Dalam kondisi tersebut, pihak-pihak yang terlibat 

dalam perencanaan, pengawasan, maupun pelaksanaan pekerjaan dapat 

dimintai pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, pengendalian 

mutu dan kepatuhan terhadap standar teknis menjadi aspek yang sangat 

penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi. 

 

3. Proses Manajemen Risiko Hukum 

Manajemen risiko hukum dalam proyek konstruksi merupakan 

proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, serta mengendalikan berbagai potensi masalah hukum 

yang dapat terjadi selama pelaksanaan proyek. Proses ini sangat penting 

karena proyek konstruksi melibatkan banyak pihak, dokumen kontrak 

yang kompleks, serta berbagai aktivitas teknis yang memiliki potensi 

menimbulkan sengketa hukum. Dengan menerapkan manajemen risiko 

hukum yang baik, para pihak yang terlibat dalam proyek dapat 

meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik serta memastikan bahwa 

pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan 

kontrak yang berlaku. 

Tahapan pertama dalam manajemen risiko hukum adalah 

identifikasi risiko hukum. Pada tahap ini, tim proyek melakukan proses 

pengenalan terhadap berbagai potensi risiko yang dapat muncul selama 

pelaksanaan proyek konstruksi. Identifikasi risiko biasanya dilakukan 

dengan meninjau dokumen kontrak, peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, kondisi lapangan, serta pengalaman dari proyek-proyek 

sebelumnya. Risiko yang diidentifikasi dapat berupa potensi sengketa 

kontrak, keterlambatan proyek, perubahan pekerjaan, kegagalan 

konstruksi, hingga kemungkinan adanya tuntutan dari pihak ketiga yang 

terdampak oleh kegiatan proyek. 
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Tahapan kedua adalah analisis risiko. Setelah berbagai risiko 

berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis 

untuk mengetahui tingkat kemungkinan terjadinya risiko serta dampak 

yang dapat ditimbulkannya terhadap proyek. Analisis ini biasanya 

dilakukan dengan mempertimbangkan aspek waktu, biaya, kualitas 

pekerjaan, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Dengan 

melakukan analisis risiko secara menyeluruh, tim proyek dapat 

menentukan tingkat prioritas dari setiap risiko yang ada sehingga dapat 

fokus pada risiko yang memiliki potensi dampak paling besar. 

Tahapan ketiga adalah pengendalian risiko. Pada tahap ini, tim 

proyek menyusun berbagai strategi untuk mengurangi, menghindari, 

atau mengalihkan risiko hukum yang telah diidentifikasi. Strategi 

pengendalian risiko dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti 

penyusunan kontrak yang lebih jelas dan rinci, peningkatan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pekerjaan, penerapan prosedur administrasi yang 

lebih ketat, serta penggunaan mekanisme asuransi untuk melindungi 

proyek dari kerugian tertentu. Pengendalian risiko bertujuan untuk 

meminimalkan kemungkinan terjadinya sengketa atau kerugian hukum 

selama pelaksanaan proyek. 

Tahapan terakhir adalah pemantauan risiko. Pemantauan 

dilakukan secara berkelanjutan selama proses pelaksanaan proyek untuk 

memastikan bahwa risiko hukum dapat dikendalikan dengan efektif. 

Pada tahap ini, tim proyek secara rutin mengevaluasi kondisi proyek, 

meninjau kembali potensi risiko yang mungkin muncul, serta melakukan 

penyesuaian terhadap strategi pengendalian risiko apabila diperlukan. 

Menurut Project Management Institute (PMI, 2021), proses pemantauan 

risiko yang dilakukan secara konsisten sangat penting untuk menjaga 

stabilitas proyek serta memastikan bahwa seluruh kegiatan proyek tetap 

berjalan sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku. 

 

 

E. Ringkasan 

 

Administrasi kontrak dan pengendalian proyek merupakan 

bagian penting dalam manajemen proyek konstruksi yang bertujuan 

untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan 
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ketentuan kontrak, jadwal yang telah ditetapkan, serta standar kualitas 

yang disepakati.  Administrasi dokumen kontrak mencakup pengelolaan 

berbagai dokumen penting seperti perjanjian kontrak, spesifikasi teknis, 

gambar kerja, Bill of Quantity (BoQ), serta jadwal pelaksanaan proyek. 

Pengelolaan dokumen yang baik dapat membantu meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, serta memudahkan proses pengawasan 

terhadap pelaksanaan proyek (Kerzner, 2022). 

Pada pelaksanaan proyek konstruksi, perubahan pekerjaan sering 

kali tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut biasanya dinyatakan dalam 

bentuk claim dan variation order. Claim merupakan tuntutan 

kompensasi yang diajukan oleh salah satu pihak akibat adanya kerugian 

atau perubahan kondisi proyek, sedangkan variation order merupakan 

perubahan resmi terhadap ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati 

dalam kontrak. Pengelolaan claim dan variation order yang baik sangat 

penting untuk mencegah terjadinya konflik serta memastikan bahwa 

setiap perubahan pekerjaan tercatat secara formal dalam administrasi 

kontrak (FIDIC, 2017). 

Keterlambatan proyek merupakan salah satu masalah yang paling 

sering terjadi dalam proyek konstruksi. Keterlambatan dapat disebabkan 

oleh berbagai faktor seperti perubahan desain, keterlambatan pengadaan 

material, masalah tenaga kerja, maupun kondisi lingkungan yang tidak 

terduga. Keterlambatan proyek dapat menimbulkan implikasi hukum 

berupa denda keterlambatan (liquidated damages), klaim biaya 

tambahan, perpanjangan waktu pelaksanaan proyek, bahkan pemutusan 

kontrak apabila keterlambatan tersebut sangat serius (PMI, 2021). 

Untuk meminimalkan berbagai potensi masalah tersebut, 

diperlukan penerapan manajemen risiko hukum proyek. Manajemen 

risiko hukum bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta 

mengendalikan berbagai risiko hukum yang dapat muncul selama 

pelaksanaan proyek. Upaya pengelolaan risiko hukum dapat dilakukan 

melalui penyusunan kontrak yang jelas, dokumentasi proyek yang 

lengkap, pengendalian perubahan pekerjaan, serta penggunaan 

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. 
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F. Essay 

 

1. Jelaskan pengertian administrasi kontrak dalam proyek konstruksi 

serta perannya dalam pengendalian proyek. 

2. Mengapa pengelolaan dokumen kontrak sangat penting dalam 

pelaksanaan proyek konstruksi? Jelaskan dengan contoh. 

3. Apa yang dimaksud dengan claim dalam proyek konstruksi? 

Sebutkan dan jelaskan beberapa jenis claim yang sering terjadi. 

4. Jelaskan pengertian variation order serta faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya perubahan pekerjaan dalam proyek 

konstruksi. 

5. Bagaimana prosedur pengajuan claim dalam proyek konstruksi agar 

dapat diterima oleh pihak pemilik proyek? 

6. Jelaskan berbagai penyebab keterlambatan proyek konstruksi serta 

dampaknya terhadap pelaksanaan proyek. 

7. Apa yang dimaksud dengan liquidated damages dalam kontrak 

konstruksi? Jelaskan tujuan penerapannya. 

8. Jelaskan perbedaan antara excusable delay, non-excusable delay, 

dan concurrent delay dalam keterlambatan proyek. 

9. Bagaimana penerapan manajemen risiko hukum dalam proyek 

konstruksi untuk mencegah terjadinya sengketa kontrak? 

10. Jelaskan pentingnya administrasi kontrak dan pengendalian proyek 

dalam meningkatkan keberhasilan proyek konstruksi. 
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BAB X 

HUKUM TATA RUANG DAN 

KETENTUAN BANGUNAN 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan SLF (Sertifikat Laik Fungsi), 

memahami GSB, GSJ, GSDanau, memahami KDB dan KLB, serta 

memahami konsekuensi hukum pelanggaran tata ruang. Sehingga 

pembaca dapat memahami ketentuan SLF, GSB, GSJ, dan GSDanau, 

menghitung dan menerapkan KDB serta KLB, serta menganalisis 

konsekuensi hukum akibat pelanggaran tata ruang dalam proyek 

konstruksi. 

Materi Pembelajaran 

• SLF (Sertifikat Laik Fungsi) 

• GSB, GSJ, GSDanau 

• KDB dan KLB 

• Konsekuensi Hukum Pelanggaran Tata Ruang 

• Ringkasan 

• Essay 

• Daftar Bacaan 

 

 

A. SLF (Sertifikat Laik Fungsi)  

 

Pada penyelenggaraan bangunan gedung, pemerintah 

menetapkan berbagai ketentuan untuk memastikan bahwa bangunan 

yang telah selesai dibangun dapat digunakan secara aman dan sesuai 

dengan peruntukannya. Salah satu instrumen penting dalam pengawasan 

tersebut adalah Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sertifikat ini menjadi bukti 

bahwa suatu bangunan telah memenuhi persyaratan teknis dan 

administratif sehingga layak digunakan oleh masyarakat. Penerapan SLF 

juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin 
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keselamatan, kenyamanan, serta kepastian hukum dalam pemanfaatan 

bangunan gedung. Oleh karena itu, setiap bangunan yang telah selesai 

dibangun diwajibkan untuk memperoleh SLF sebelum dapat digunakan 

secara resmi. 

 

 

1. Pengertian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan dokumen resmi yang 

diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan bahwa suatu 

bangunan gedung telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif 

sehingga layak untuk digunakan sesuai dengan fungsinya. Sertifikat ini 

menjadi bukti bahwa bangunan telah melalui proses pemeriksaan dan 

penilaian terhadap berbagai aspek penting, seperti keselamatan struktur, 

kesehatan lingkungan bangunan, kenyamanan bagi pengguna, serta 

kemudahan aksesibilitas. Dengan adanya SLF, pemerintah memastikan 

bahwa bangunan yang akan digunakan oleh masyarakat telah memenuhi 

standar keselamatan dan tidak menimbulkan risiko bagi penghuni 

maupun lingkungan sekitarnya. 

Pada penyelenggaraan bangunan gedung, SLF memiliki peran 

yang sangat penting sebagai tahap akhir sebelum bangunan dapat 

dimanfaatkan secara resmi. Setelah proses konstruksi selesai, bangunan 

tidak dapat langsung digunakan tanpa melalui proses evaluasi terhadap 

kesesuaian pembangunan dengan perencanaan yang telah disetujui 

sebelumnya. Proses pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh tim teknis 

yang menilai berbagai komponen bangunan, termasuk kekuatan struktur, 

sistem proteksi kebakaran, sistem sanitasi, ventilasi, pencahayaan, serta 

akses bagi penyandang disabilitas. Apabila seluruh persyaratan tersebut 

telah dipenuhi, maka pemerintah daerah dapat menerbitkan Sertifikat 

Laik Fungsi sebagai tanda bahwa bangunan tersebut telah memenuhi 

standar kelaikan fungsi. 

Dasar hukum penerapan SLF di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang 

menyatakan bahwa setiap bangunan gedung yang telah selesai dibangun 

wajib memiliki sertifikat laik fungsi sebelum digunakan. Ketentuan ini 

bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar 

bangunan yang digunakan benar-benar aman, sehat, dan sesuai dengan 
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standar yang telah ditetapkan. Selain itu, ketentuan mengenai SLF juga 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 

sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. 

 

2. Tujuan Penerbitan SLF 

Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) memiliki peran penting 

dalam sistem pengelolaan dan pengawasan bangunan gedung. SLF tidak 

hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai 

instrumen yang memastikan bahwa suatu bangunan telah memenuhi 

standar teknis dan dapat digunakan secara aman oleh masyarakat. 

Dengan adanya SLF, pemerintah dapat memastikan bahwa bangunan 

yang telah selesai dibangun benar-benar memenuhi persyaratan 

keselamatan, kesehatan, serta kenyamanan sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku. 

Salah satu tujuan utama penerbitan SLF adalah memastikan 

keselamatan struktur bangunan. Dalam proses penerbitan SLF, bangunan 

akan melalui tahap pemeriksaan teknis yang mencakup kekuatan 

struktur, stabilitas konstruksi, serta sistem perlindungan terhadap potensi 

bahaya seperti kebakaran atau kerusakan bangunan. Pemeriksaan ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa bangunan memiliki tingkat 

keamanan yang memadai sehingga tidak menimbulkan risiko bagi 

penghuni maupun masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, SLF 

menjadi jaminan bahwa bangunan tersebut aman untuk digunakan. 

SLF juga bertujuan untuk menjamin standar kesehatan 

lingkungan bangunan. Bangunan yang layak fungsi harus memiliki 

sistem ventilasi yang baik, pencahayaan yang cukup, serta fasilitas 

sanitasi yang memadai. Aspek kesehatan ini sangat penting karena 

berkaitan langsung dengan kenyamanan dan kualitas hidup para 

pengguna bangunan. Bangunan yang tidak memenuhi standar kesehatan 

dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti sirkulasi udara yang 

buruk, kelembapan tinggi, maupun kondisi lingkungan yang tidak 

higienis. 

Tujuan lainnya adalah memastikan bahwa bangunan digunakan 

sesuai dengan fungsi yang telah direncanakan dalam dokumen perizinan 

bangunan. Setiap bangunan memiliki fungsi tertentu yang telah 

ditetapkan dalam proses perencanaan dan perizinan, seperti bangunan 
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perkantoran, hunian, pusat perbelanjaan, atau fasilitas pendidikan. 

Penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi yang telah 

ditetapkan dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi 

keselamatan, lingkungan, maupun ketertiban tata ruang. 

Penerbitan SLF juga berfungsi sebagai alat pengawasan 

pemerintah terhadap pembangunan bangunan gedung. Melalui 

mekanisme ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan 

bangunan telah dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah serta 

ketentuan teknis yang berlaku. Menurut Sutedi (2021), keberadaan SLF 

menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga tertib 

penyelenggaraan bangunan gedung serta melindungi kepentingan 

masyarakat dalam penggunaan bangunan secara aman dan sesuai 

peruntukannya. 

 

3. Persyaratan Penerbitan SLF 

Untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF), pemilik 

bangunan harus memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa bangunan gedung yang telah selesai dibangun benar-

benar memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta 

kemudahan akses bagi para penggunanya. Dengan adanya proses 

verifikasi tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa bangunan yang 

digunakan oleh masyarakat tidak menimbulkan risiko yang dapat 

membahayakan keselamatan maupun lingkungan sekitar. 

Salah satu persyaratan utama dalam penerbitan SLF adalah 

kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG merupakan 

dokumen perizinan yang menunjukkan bahwa pembangunan bangunan 

telah memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah dan telah sesuai 

dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku. Sebelumnya, dokumen 

ini dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan adanya 

PBG, pemerintah dapat memastikan bahwa proses pembangunan telah 

dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui serta tidak 

melanggar ketentuan tata ruang dan peraturan pembangunan yang 

berlaku. 

Pemilik bangunan juga diwajibkan untuk menyerahkan berbagai 

dokumen teknis pembangunan sebagai bagian dari proses pengajuan 
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SLF. Dokumen-dokumen tersebut antara lain meliputi gambar 

perencanaan bangunan, laporan pengawasan selama proses konstruksi, 

serta dokumen hasil pengujian struktur bangunan. Dokumen ini sangat 

penting karena akan menjadi dasar bagi tim teknis pemerintah dalam 

melakukan evaluasi terhadap kondisi bangunan yang telah dibangun. 

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat menilai apakah bangunan 

telah dibangun sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. 

Pada proses penerbitan SLF, pemerintah daerah biasanya 

melakukan pemeriksaan langsung terhadap bangunan untuk memastikan 

bahwa seluruh persyaratan kelaikan fungsi telah terpenuhi. Pemeriksaan 

ini mencakup beberapa aspek penting, seperti keselamatan struktur 

bangunan, sistem proteksi terhadap bahaya kebakaran, serta sistem 

sanitasi dan drainase yang memadai. Selain itu, tim pemeriksa juga akan 

menilai sistem ventilasi dan pencahayaan bangunan guna memastikan 

kenyamanan bagi para pengguna. 

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah aksesibilitas bagi 

penyandang disabilitas, seperti ketersediaan jalur khusus, ramp, maupun 

fasilitas pendukung lainnya. Apabila seluruh persyaratan administratif 

dan teknis tersebut telah dipenuhi serta hasil pemeriksaan menunjukkan 

bahwa bangunan memenuhi standar kelaikan fungsi, maka pemerintah 

daerah dapat menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi sebagai bukti bahwa 

bangunan tersebut layak digunakan sesuai dengan peruntukannya. 

 

B. GSB, GSJ, GSDanau 

 

Pada perencanaan tata ruang dan pembangunan bangunan, 

pemerintah menetapkan berbagai ketentuan mengenai batas-batas 

pembangunan yang harus dipatuhi oleh setiap pemilik atau pengembang 

bangunan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga keteraturan tata 

kota, keselamatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Salah satu 

bentuk pengendalian pembangunan tersebut adalah pengaturan 

mengenai garis sempadan, yaitu batas minimum jarak antara bangunan 

dengan elemen tertentu seperti jalan, sungai, atau danau. Pengaturan 

garis sempadan ini menjadi sangat penting dalam pembangunan karena 

dapat mempengaruhi tata letak bangunan, kepadatan kawasan, serta 

fungsi ruang dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, setiap pembangunan 
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harus memperhatikan ketentuan mengenai Garis Sempadan Bangunan 

(GSB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), dan Garis Sempadan Danau agar 

tidak melanggar aturan tata ruang yang berlaku. 

 

1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) 

Garis Sempadan Bangunan (GSB) merupakan salah satu 

ketentuan penting dalam perencanaan dan pengendalian tata ruang 

perkotaan. GSB dapat diartikan sebagai batas minimum jarak yang harus 

dipenuhi antara bangunan dengan batas lahan tertentu yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Batas tersebut biasanya berkaitan 

dengan jarak bangunan dari tepi jalan, batas kavling, sungai, atau 

fasilitas umum lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa pembangunan bangunan dilakukan secara tertib dan tidak 

mengganggu fungsi ruang di sekitarnya. Dengan adanya GSB, 

pembangunan tidak dilakukan secara sembarangan sehingga tata kota 

dapat berkembang secara lebih terencana dan teratur. 

Penetapan GSB memiliki beberapa tujuan penting dalam 

pengelolaan lingkungan perkotaan. Salah satu tujuan utamanya adalah 

menciptakan tata kota yang lebih rapi dan terstruktur. Dengan adanya 

jarak minimal antara bangunan dan batas lahan, kawasan perkotaan dapat 

memiliki ruang terbuka yang cukup sehingga tidak terjadi kepadatan 

bangunan yang berlebihan. Ruang terbuka tersebut juga dapat berfungsi 

sebagai area resapan air, jalur evakuasi, maupun ruang bagi 

pengembangan infrastruktur kota di masa depan. 

GSB juga berperan dalam menyediakan ruang bagi berbagai 

infrastruktur publik seperti trotoar, saluran drainase, jaringan listrik, pipa 

air bersih, serta fasilitas utilitas lainnya. Apabila bangunan dibangun 

terlalu dekat dengan batas jalan atau fasilitas umum, maka pembangunan 

dan pemeliharaan infrastruktur tersebut dapat menjadi terhambat. Oleh 

karena itu, pengaturan GSB sangat penting untuk mendukung 

penyediaan fasilitas publik yang memadai bagi masyarakat. 

 

2. Garis Sempadan Jalan (GSJ) 

Garis Sempadan Jalan (GSJ) merupakan batas minimum jarak 

yang harus dipenuhi antara bangunan dengan badan jalan sebagaimana 

ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan tata ruang dan peraturan 
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bangunan gedung. Ketentuan ini berfungsi untuk mengatur posisi 

bangunan agar tidak terlalu dekat dengan jalan sehingga tidak 

mengganggu fungsi utama jalan sebagai sarana transportasi publik. 

Dengan adanya GSJ, pembangunan bangunan di sepanjang jalan dapat 

dilakukan secara lebih tertib dan terencana sehingga tercipta lingkungan 

perkotaan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. 

Salah satu tujuan utama penetapan GSJ adalah menjaga 

keselamatan pengguna jalan. Bangunan yang dibangun terlalu dekat 

dengan badan jalan dapat mengganggu jarak pandang pengemudi, 

terutama pada tikungan atau persimpangan jalan. Kondisi tersebut 

berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas karena pengemudi 

tidak memiliki ruang pandang yang cukup untuk melihat kendaraan atau 

pejalan kaki yang melintas. Dengan adanya batas sempadan yang jelas, 

jarak antara bangunan dan jalan dapat diatur sehingga aktivitas lalu lintas 

dapat berlangsung dengan lebih aman. 

Penentuan GSJ biasanya berdasarkan klasifikasi jalan yang ada 

di suatu wilayah. Jalan dengan kapasitas besar seperti jalan nasional atau 

jalan provinsi umumnya memiliki jarak sempadan yang lebih luas 

dibandingkan dengan jalan kabupaten, jalan kota, maupun jalan 

lingkungan. Hal ini disebabkan oleh tingginya volume lalu lintas pada 

jalan utama serta kebutuhan ruang yang lebih besar untuk pengembangan 

infrastruktur jalan di masa mendatang. Oleh karena itu, semakin besar 

fungsi dan kapasitas suatu jalan, maka semakin besar pula jarak 

sempadan yang harus dipenuhi oleh bangunan yang berada di sepanjang 

jalan tersebut. 

Pengaturan GSJ juga memiliki fungsi penting dalam mendukung 

penyediaan fasilitas publik di sepanjang jalan. Ruang sempadan jalan 

sering dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai fasilitas pendukung 

seperti trotoar bagi pejalan kaki, jalur sepeda, saluran drainase, taman 

kota, serta jaringan utilitas seperti kabel listrik, pipa air bersih, dan 

jaringan telekomunikasi. Dengan adanya ruang sempadan yang cukup, 

pemerintah dapat mengembangkan infrastruktur kota tanpa harus 

mengganggu bangunan yang telah berdiri. 
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3. Garis Sempadan Danau 

Garis Sempadan Danau merupakan batas minimum jarak yang 

harus dipenuhi antara bangunan dengan tepi danau atau badan air 

lainnya. Ketentuan ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari 

upaya pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan perairan. 

Penetapan garis sempadan danau bertujuan untuk melindungi 

lingkungan perairan dari dampak negatif pembangunan yang terlalu 

dekat dengan badan air. Dengan adanya batas tersebut, kegiatan 

pembangunan di sekitar danau dapat diatur sehingga tidak mengganggu 

fungsi ekologis danau maupun keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. 

Salah satu tujuan utama penetapan garis sempadan danau adalah 

melindungi ekosistem perairan. Danau merupakan salah satu sumber 

daya alam yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan 

lingkungan, seperti sebagai habitat berbagai jenis flora dan fauna, 

sumber air, serta pengatur sistem hidrologi suatu wilayah. Apabila 

pembangunan dilakukan terlalu dekat dengan tepi danau, maka aktivitas 

manusia berpotensi merusak ekosistem tersebut, misalnya melalui 

pembuangan limbah, perubahan kontur tanah, maupun aktivitas 

konstruksi yang tidak terkendali. 

Ketentuan mengenai garis sempadan danau di Indonesia diatur 

dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Tahun 2020 tentang Garis Sempadan Sungai dan Danau. Dalam 

peraturan tersebut dijelaskan bahwa kawasan di sekitar danau harus 

dijaga agar tetap memiliki ruang terbuka yang cukup. Ruang terbuka ini 

memiliki berbagai fungsi penting, salah satunya sebagai area resapan air 

yang dapat membantu menjaga keseimbangan siklus air serta 

mengurangi risiko terjadinya banjir di wilayah sekitar danau. 

Garis sempadan danau juga berfungsi untuk mencegah terjadinya 

pencemaran air. Pembangunan bangunan yang terlalu dekat dengan 

danau dapat meningkatkan risiko pencemaran akibat limbah domestik, 

limbah industri, maupun aktivitas manusia lainnya. Dengan adanya batas 

sempadan yang jelas, aktivitas pembangunan dapat dikendalikan 

sehingga kualitas air danau tetap terjaga dan tidak membahayakan 

lingkungan maupun masyarakat yang memanfaatkannya. 
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C. KDB dan KLB 

 

Pada perencanaan tata ruang dan pembangunan bangunan, 

pemerintah menetapkan berbagai ketentuan teknis yang bertujuan untuk 

mengendalikan pemanfaatan lahan agar pembangunan dapat 

berlangsung secara tertib, aman, dan berkelanjutan. Salah satu bentuk 

pengendalian tersebut adalah melalui pengaturan Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Kedua 

ketentuan ini digunakan untuk mengatur kepadatan bangunan dalam 

suatu kawasan sehingga tercipta keseimbangan antara bangunan, ruang 

terbuka, serta lingkungan sekitarnya. Dengan adanya pengaturan KDB 

dan KLB, pemerintah dapat mengontrol intensitas pembangunan di suatu 

wilayah agar tidak menimbulkan kepadatan yang berlebihan dan tetap 

sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

 

1. Pengertian Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) merupakan salah satu 

ketentuan penting dalam pengaturan tata ruang dan perencanaan 

pembangunan suatu kawasan. KDB dapat diartikan sebagai persentase 

maksimum luas lahan yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai 

dasar bangunan dibandingkan dengan luas total lahan yang dimiliki. 

Dengan kata lain, KDB menunjukkan seberapa besar bagian tanah yang 

dapat tertutup oleh bangunan, sementara sisanya harus tetap menjadi 

ruang terbuka. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan 

antara pembangunan fisik dan keberadaan ruang terbuka dalam suatu 

kawasan. 

Pada perencanaan kota dan pembangunan gedung, KDB 

berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan lahan. Menurut 

Adisasmita (2021), KDB digunakan untuk memastikan bahwa 

pembangunan tidak dilakukan secara berlebihan sehingga tetap tersedia 

ruang terbuka yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan. 

Ruang terbuka tersebut memiliki berbagai fungsi penting, seperti sebagai 

area resapan air hujan, ruang hijau, jalur sirkulasi udara, serta ruang 

aktivitas bagi penghuni bangunan. Dengan adanya pengaturan KDB, 

pemerintah dapat mengendalikan tingkat kepadatan bangunan sehingga 

kawasan perkotaan tetap nyaman, sehat, dan berkelanjutan. 
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Pengaturan KDB juga membantu menciptakan tata bangunan 

yang lebih teratur dan estetis. Apabila seluruh lahan digunakan untuk 

mendirikan bangunan tanpa menyisakan ruang terbuka, maka kawasan 

tersebut dapat menjadi padat, sempit, serta berpotensi menimbulkan 

berbagai permasalahan lingkungan seperti banjir, kurangnya sirkulasi 

udara, serta berkurangnya ruang hijau. Oleh karena itu, setiap 

pembangunan bangunan harus memperhatikan ketentuan KDB yang 

telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah oleh pemerintah 

daerah. 

 

2. Fungsi dan Tujuan Pengaturan KDB 

Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) memiliki peran 

yang sangat penting dalam perencanaan tata ruang dan pengendalian 

pembangunan suatu wilayah. KDB digunakan sebagai alat untuk 

mengatur seberapa besar luas lahan yang dapat digunakan untuk 

mendirikan bangunan, sehingga pembangunan tidak dilakukan secara 

berlebihan. Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah dapat 

mengendalikan kepadatan bangunan serta menjaga keseimbangan antara 

ruang terbangun dan ruang terbuka dalam suatu kawasan. 

Salah satu tujuan utama dari pengaturan KDB adalah menjaga 

keseimbangan antara bangunan dan ruang terbuka. Ruang terbuka yang 

tersedia di dalam suatu lahan memiliki fungsi yang sangat penting bagi 

lingkungan, terutama sebagai area resapan air hujan. Apabila seluruh 

lahan digunakan untuk mendirikan bangunan tanpa menyisakan ruang 

terbuka, maka air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah dengan baik 

sehingga berpotensi menimbulkan genangan air atau bahkan banjir. Oleh 

karena itu, pengaturan KDB membantu memastikan bahwa setiap 

pembangunan tetap menyediakan ruang terbuka yang cukup untuk 

mendukung keseimbangan lingkungan. 

Pengaturan KDB juga bertujuan untuk mencegah terjadinya 

kepadatan bangunan yang berlebihan. Pembangunan yang tidak 

terkendali dapat menyebabkan kawasan menjadi terlalu padat sehingga 

menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan, seperti kemacetan lalu 

lintas, berkurangnya ruang hijau, serta menurunnya kualitas lingkungan 

hidup. Dengan adanya batasan luas bangunan yang diperbolehkan pada 
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suatu lahan, pemerintah dapat mengatur tingkat kepadatan kawasan agar 

tetap sesuai dengan kapasitas infrastruktur dan daya dukung lingkungan. 

Pengaturan KDB juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas 

tata kota dan kenyamanan lingkungan. Dengan adanya ruang terbuka di 

sekitar bangunan, setiap bangunan memiliki jarak yang cukup dari 

bangunan lainnya. Kondisi ini sangat penting untuk mendukung 

pencahayaan alami serta sirkulasi udara yang baik di dalam bangunan. 

Selain itu, ruang terbuka juga dapat dimanfaatkan sebagai taman, 

halaman, maupun area aktivitas yang mendukung kenyamanan penghuni 

bangunan. 

 

3. Pengertian Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) merupakan salah satu 

ketentuan penting dalam perencanaan tata ruang yang digunakan untuk 

mengatur intensitas pembangunan pada suatu lahan. KLB dapat diartikan 

sebagai perbandingan antara total luas seluruh lantai bangunan dengan 

luas lahan tempat bangunan tersebut didirikan. Melalui pengaturan KLB, 

pemerintah dapat menentukan seberapa besar kapasitas pembangunan 

yang diperbolehkan pada suatu lahan, terutama dalam bentuk 

pembangunan vertikal atau bangunan bertingkat. Dengan demikian, 

KLB menjadi instrumen yang sangat penting dalam pengendalian 

kepadatan bangunan di suatu kawasan. 

Pada praktik perencanaan kota, KLB digunakan untuk mengatur 

tingkat kepadatan bangunan secara vertikal. Hal ini sangat penting 

terutama di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan, tetapi 

memiliki kebutuhan ruang yang tinggi untuk berbagai kegiatan seperti 

perkantoran, perumahan, perdagangan, maupun fasilitas publik. Menurut 

Tarigan (2022), KLB merupakan salah satu instrumen pengendalian tata 

ruang yang digunakan untuk mengatur tingkat intensitas pembangunan 

dalam suatu kawasan agar tetap sesuai dengan daya dukung lingkungan 

serta kapasitas infrastruktur yang tersedia. 

Dengan pengaturan KLB, pemerintah dapat mengendalikan 

jumlah lantai atau total luas bangunan yang dapat dibangun pada suatu 

lahan. Dengan adanya ketentuan ini, pembangunan gedung bertingkat 

dapat direncanakan secara lebih teratur sehingga tidak menimbulkan 

kepadatan yang berlebihan. Selain itu, KLB juga membantu menjaga 
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keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kualitas lingkungan 

perkotaan. 

 

4. Fungsi Pengaturan KLB dalam Tata Kota 

Pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) memiliki peranan 

yang sangat penting dalam perencanaan dan pengelolaan tata kota. KLB 

digunakan sebagai salah satu instrumen pengendalian pembangunan 

untuk mengatur intensitas pemanfaatan lahan, khususnya dalam 

pembangunan bangunan bertingkat. Dengan adanya ketentuan KLB, 

pemerintah dapat mengendalikan jumlah total luas bangunan yang 

diperbolehkan pada suatu lahan sehingga pembangunan dapat dilakukan 

secara lebih teratur dan sesuai dengan kapasitas lingkungan serta 

infrastruktur yang tersedia. 

Salah satu fungsi utama pengaturan KLB adalah mengendalikan 

tingkat kepadatan bangunan. Pembangunan yang tidak diatur dengan 

baik dapat menyebabkan kepadatan bangunan yang berlebihan sehingga 

memberikan tekanan besar terhadap fasilitas dan infrastruktur kota. 

Misalnya, apabila jumlah bangunan atau jumlah lantai bangunan terlalu 

tinggi dalam suatu kawasan, maka kapasitas jalan, sistem air bersih, 

jaringan listrik, serta sistem drainase dapat menjadi tidak memadai. 

Dengan adanya pengaturan KLB, pemerintah dapat membatasi intensitas 

pembangunan agar tidak melebihi kemampuan infrastruktur yang 

tersedia. 

KLB juga berfungsi untuk mendukung perencanaan 

pertumbuhan kota secara lebih terarah. Dalam perencanaan tata ruang 

wilayah, setiap kawasan memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti 

kawasan pusat bisnis, kawasan perdagangan, kawasan permukiman, 

maupun kawasan industri. Kawasan pusat kota atau pusat kegiatan 

ekonomi biasanya memiliki nilai KLB yang lebih tinggi karena 

diperuntukkan bagi pembangunan gedung bertingkat seperti 

perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, dan apartemen. Pembangunan 

vertikal di kawasan tersebut dianggap lebih efisien karena dapat 

menampung berbagai aktivitas dalam ruang yang terbatas. 

Kawasan permukiman biasanya memiliki nilai KLB yang lebih 

rendah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan lingkungan tempat 

tinggal serta mencegah terjadinya kepadatan penduduk yang terlalu 
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tinggi. Dengan nilai KLB yang lebih rendah, pembangunan di kawasan 

permukiman cenderung dibatasi pada bangunan dengan jumlah lantai 

yang lebih sedikit sehingga lingkungan tetap memiliki ruang terbuka 

yang cukup dan kualitas hidup masyarakat dapat terjaga. 

 

D. Konsekuensi Hukum Pelanggaran Tata Ruang 

 

Pada penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah menetapkan 

berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, pelaku usaha, 

maupun pemerintah daerah. Aturan tersebut bertujuan untuk memastikan 

bahwa pemanfaatan ruang dilakukan secara tertib, berkelanjutan, serta 

tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan 

masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih sering terjadi pelanggaran 

tata ruang, seperti pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang wilayah, pembangunan tanpa izin, atau pembangunan yang 

melanggar ketentuan garis sempadan dan koefisien bangunan. Oleh 

karena itu, pemerintah menetapkan berbagai konsekuensi hukum bagi 

pihak yang melakukan pelanggaran tata ruang sebagai bentuk 

pengendalian dan penegakan hukum. 

 

1. Sanksi Administratif 

Sanksi administratif merupakan salah satu bentuk penegakan 

hukum yang paling umum diterapkan terhadap pelanggaran dalam 

pemanfaatan ruang. Sanksi ini diberikan oleh pemerintah daerah atau 

instansi yang berwenang dalam bidang penataan ruang kepada pihak 

yang melakukan pembangunan atau pemanfaatan lahan yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama pemberian sanksi 

administratif adalah untuk menghentikan pelanggaran yang terjadi serta 

mengembalikan kondisi ruang agar sesuai kembali dengan rencana tata 

ruang yang berlaku. 

Pada praktiknya, sanksi administratif dapat diberikan dalam 

beberapa bentuk tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. 

Bentuk sanksi tersebut antara lain peringatan tertulis, yang biasanya 

diberikan sebagai tahap awal untuk memberikan kesempatan kepada 

pelanggar agar segera memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Apabila 

pelanggaran masih berlanjut, pemerintah dapat memberikan sanksi yang 
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lebih tegas seperti penghentian sementara kegiatan pembangunan atau 

penghentian sementara pelayanan umum yang berkaitan dengan kegiatan 

tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan penutupan lokasi 

pembangunan sebagai upaya untuk menghentikan aktivitas yang 

melanggar ketentuan tata ruang. 

Apabila pelanggaran tetap tidak diperbaiki, sanksi yang lebih 

berat dapat diterapkan, seperti pembekuan izin pembangunan maupun 

pencabutan izin yang telah diberikan sebelumnya. Dalam kasus yang 

lebih serius, pemerintah bahkan dapat melakukan pembongkaran 

bangunan yang terbukti melanggar ketentuan tata ruang. Tindakan ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan ruang kembali sesuai 

dengan rencana tata ruang wilayah serta untuk mencegah dampak negatif 

terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. 

Dasar hukum pemberian sanksi administratif ini diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang 

memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menindak setiap 

pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang. Penerapan sanksi tersebut 

merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketertiban pembangunan 

serta memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan secara 

bertanggung jawab. 

Ardhana Januar Mahardhani dalam bukunya Kebijakan 

Pendidikan dalam Perspektif Administrasi Publik: Teori dan Praktik 

menjelaskan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan 

penataan ruang, memerlukan mekanisme pengawasan dan penegakan 

aturan yang efektif. Tanpa adanya pengawasan dan sanksi yang jelas, 

kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dapat berjalan secara optimal 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sanksi administratif 

menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa 

kebijakan penataan ruang dapat dilaksanakan secara efektif dan 

memberikan manfaat bagi pembangunan yang tertib dan berkelanjutan. 

 

2. Sanksi Perdata 

Pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang juga dapat 

menimbulkan sanksi perdata apabila tindakan tersebut menyebabkan 

kerugian bagi pihak lain. Sanksi perdata merupakan bentuk 

pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku pelanggaran 
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melalui mekanisme gugatan di pengadilan. Dalam hal ini, pihak yang 

dirugikan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada pihak 

yang melakukan pelanggaran guna memperoleh ganti rugi atau 

pemulihan atas kerugian yang dialami. 

Sanksi perdata biasanya muncul ketika pelanggaran tata ruang 

menimbulkan dampak nyata terhadap masyarakat atau lingkungan 

sekitar. Misalnya, pembangunan bangunan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan tata ruang dapat menyebabkan terganggunya sistem drainase, 

menutup akses jalan umum, atau merusak lingkungan sekitar. Apabila 

kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka pihak 

yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan 

gugatan perdata terhadap pihak yang bertanggung jawab. 

Sebagai contoh, terdapat kasus pembangunan bangunan yang 

menutup atau menghalangi saluran air sehingga aliran air menjadi 

terhambat. Akibatnya, wilayah di sekitar bangunan tersebut mengalami 

banjir yang merugikan masyarakat setempat. Dalam kondisi seperti ini, 

masyarakat yang terdampak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan 

untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan 

pembangunan tersebut. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti 

rugi atas kerusakan yang dialami maupun permintaan agar pelaku 

pelanggaran memperbaiki atau mengembalikan kondisi lingkungan 

seperti semula. 

Tujuan utama penerapan sanksi perdata dalam pelanggaran tata 

ruang adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta 

memastikan bahwa setiap pihak yang melakukan pelanggaran 

bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya. Melalui 

mekanisme ini, hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan 

tata ruang, tetapi juga untuk menjaga keadilan bagi masyarakat yang 

dirugikan oleh tindakan pembangunan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

3. Sanksi Pidana 

Pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang juga dapat dikenakan 

sanksi pidana apabila pelanggaran tersebut tergolong serius serta 

menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan maupun 

masyarakat. Sanksi pidana merupakan bentuk penegakan hukum yang 
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paling tegas karena berkaitan langsung dengan proses peradilan pidana 

yang dapat berujung pada hukuman bagi pelaku pelanggaran. Penerapan 

sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta 

mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. 

Dasar hukum mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran tata 

ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa 

setiap pihak yang dengan sengaja memanfaatkan ruang tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat 

dikenakan sanksi pidana. Bentuk sanksi pidana yang dapat diberikan 

antara lain berupa pidana penjara maupun pidana denda. Pidana penjara 

diberikan sebagai hukuman atas tindakan yang melanggar ketentuan 

hukum, sedangkan pidana denda bertujuan untuk memberikan 

konsekuensi finansial kepada pelaku pelanggaran. 

Sanksi pidana biasanya diterapkan dalam kasus pelanggaran 

yang memiliki dampak luas atau berpotensi menimbulkan kerugian besar 

bagi masyarakat maupun lingkungan. Contohnya adalah pembangunan 

kawasan industri di wilayah yang seharusnya diperuntukkan bagi 

kawasan lindung, pembangunan di daerah resapan air yang dapat 

menyebabkan banjir, atau pembangunan yang merusak kawasan 

konservasi. Dalam kondisi seperti ini, pelanggaran tata ruang tidak hanya 

dianggap sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai tindakan 

yang merugikan kepentingan publik sehingga perlu dikenakan sanksi 

pidana. 

Penerapan sanksi pidana dalam penataan ruang juga tidak dapat 

dilepaskan dari pentingnya pengawasan dan kerja sama antar pihak. 

Dalam perspektif pemerintahan kolaboratif, Ardhana Januar Mahardhani 

dalam bukunya Pemerintahan Kolaboratif (Menjawab Tantangan Masa 

Depan) menekankan bahwa keberhasilan penegakan kebijakan publik 

tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan 

keterlibatan masyarakat serta sektor swasta. Melalui kerja sama tersebut, 

pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara lebih 

efektif sehingga pelanggaran dapat dicegah sejak awal. 
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E. Ringkasan 

 

Penataan ruang merupakan upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mengatur pemanfaatan ruang secara terencana, tertib, 

dan berkelanjutan. Melalui berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, 

seperti garis sempadan, koefisien bangunan, serta aturan pemanfaatan 

lahan, pembangunan diharapkan dapat berjalan secara seimbang antara 

kebutuhan pembangunan, keselamatan masyarakat, dan kelestarian 

lingkungan. 

Beberapa ketentuan penting dalam tata ruang antara lain Garis 

Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), dan Garis 

Sempadan Danau yang berfungsi untuk mengatur jarak minimal 

bangunan dari elemen tertentu seperti jalan maupun badan air. Ketentuan 

ini bertujuan menjaga keteraturan tata kota, keselamatan pengguna jalan, 

serta melindungi lingkungan dari dampak pembangunan yang tidak 

terkendali. 

Terdapat juga pengaturan mengenai Koefisien Dasar Bangunan 

(KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang digunakan untuk 

mengendalikan kepadatan pembangunan dalam suatu kawasan. KDB 

mengatur persentase luas lahan yang boleh ditutupi bangunan, 

sedangkan KLB mengatur total luas lantai bangunan yang diperbolehkan 

dalam suatu lahan. Kedua ketentuan ini penting untuk menjaga 

keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbuka. 

Pada pelaksanaannya, pelanggaran terhadap aturan tata ruang 

dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, baik berupa sanksi 

administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Penegakan hukum 

ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak mematuhi aturan 

yang telah ditetapkan serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan 

ruang. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Ardhana Januar Mahardhani dalam 

Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Administrasi Publik: Teori dan 

Praktik, kebijakan publik memerlukan mekanisme pengawasan dan 

penegakan aturan agar dapat berjalan secara efektif dalam masyarakat. 

Hal ini juga berlaku dalam kebijakan penataan ruang yang membutuhkan 

pengawasan serta partisipasi berbagai pihak agar pelaksanaannya dapat 

berjalan dengan baik. 
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Pada buku Pemerintahan Kolaboratif (Menjawab Tantangan 

Masa Depan) dijelaskan bahwa pengelolaan kebijakan publik yang 

efektif membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan 

sektor swasta. Dalam konteks tata ruang, kolaborasi tersebut sangat 

penting agar pembangunan dapat dilakukan secara bertanggung jawab 

dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

 

F. Essay 

 

1. Jelaskan pengertian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan mengapa 

dokumen tersebut penting dalam penggunaan suatu bangunan. 

2. Analisis fungsi SLF dalam menjamin keselamatan, kesehatan, dan 

kenyamanan pengguna bangunan. 

3. Jelaskan konsep Garis Sempadan Bangunan (GSB) serta peranannya 

dalam menciptakan keteraturan tata kota. 

4. Uraikan perbedaan antara Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis 

Sempadan Jalan (GSJ), dan Garis Sempadan Danau (GSDanau) 

dalam perencanaan tata ruang. 

5. Jelaskan pengertian Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan 

bagaimana penerapannya dalam mengendalikan kepadatan 

bangunan di suatu wilayah. 

6. Analisis fungsi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dalam mengatur 

intensitas pembangunan di kawasan perkotaan. 

7. Jelaskan berbagai jenis pelanggaran tata ruang yang sering terjadi 

dalam pembangunan bangunan gedung. 

8. Uraikan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pihak 

yang melanggar ketentuan tata ruang dan bangunan. 

9. Analisis hubungan antara kepatuhan terhadap peraturan tata ruang 

dengan upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. 

10. Jelaskan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan 

penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan bangunan. 

 

 

 

 

 



232 Aspek Hukum dan Administrasi Proyek Teknik Sipil 

 

G. Daftar Bacaan 

 

Mahardhani, A. J. (2020). Kebijakan pendidikan dalam perspektif 

administrasi publik: Teori dan praktik. Yogyakarta: UNY Press. 

Mahardhani, A. J. (2021). Pemerintahan kolaboratif (Menjawab 

tantangan masa depan). Yogyakarta: UNY Press. 

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta: 

Pemerintah Republik Indonesia. 

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat tentang Garis Sempadan Sungai dan Danau. 

Jakarta: Kementerian PUPR. 

Tarigan, R. (2022). Perencanaan pembangunan wilayah. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buku Ajar  233 

 

BAB XI 

HUKUM LINGKUNGAN DAN 

AMDAL 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang 

Lingkungan Hidup, memahami AMDAL dan izin lingkungan, 

memahami pelanggaran dan sanksi hukum, serta memahami tanggung 

jawab hukum atas pencemaran. Sehingga pembaca dapat memahami 

ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009, menerapkan AMDAL dan 

izin lingkungan, serta menganalisis pelanggaran, sanksi, dan tanggung 

jawab hukum atas pencemaran dalam proyek konstruksi. 

Materi Pembelajaran 

• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup 

• AMDAL dan Izin Lingkungan 

• Pelanggaran dan Sanksi Hukum 

• Tanggung Jawab Hukum atas Pencemaran 

• Ringkasan 

• Essay 

• Daftar Bacaan 

 

 

A. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan dasar hukum 

utama yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

di Indonesia. Undang-undang ini disahkan untuk menggantikan UU No. 

23 Tahun 1997 dengan tujuan memperkuat sistem perlindungan 

lingkungan serta menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan 

yang semakin kompleks. Dalam konteks pembangunan nasional, 

keberadaan undang-undang ini sangat penting karena memberikan 
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landasan hukum bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam 

menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

Menurut Rahmadi (2023), hukum lingkungan merupakan 

seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan 

lingkungan hidup serta berbagai aktivitas yang dapat mempengaruhi 

kualitas lingkungan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan 

kegiatan pembangunan dapat berjalan seimbang dengan upaya 

perlindungan lingkungan. 

 

1. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan 

salah satu konsep penting dalam pembangunan berkelanjutan yang 

bertujuan menjaga keseimbangan antara kegiatan pembangunan dan 

kelestarian alam. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Pasal 

1, dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

adalah upaya yang dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Upaya tersebut melibatkan 

berbagai kegiatan yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga 

penegakan hukum terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan 

dampak negatif terhadap lingkungan. 

Pada praktiknya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup tidak hanya berfokus pada upaya memperbaiki kerusakan 

lingkungan yang telah terjadi, tetapi juga menekankan pentingnya 

tindakan pencegahan sejak awal. Pemerintah bersama masyarakat dan 

pelaku usaha diharapkan dapat mengelola sumber daya alam secara 

bertanggung jawab sehingga kegiatan pembangunan tidak menyebabkan 

kerusakan lingkungan yang dapat merugikan kehidupan manusia. Oleh 

karena itu, setiap kegiatan pembangunan perlu memperhatikan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan agar pemanfaatan sumber daya 

alam tetap berada dalam batas yang aman bagi ekosistem. 

Menurut Siahaan (2021), perlindungan lingkungan hidup tidak 

hanya berkaitan dengan pencegahan pencemaran atau kerusakan 

lingkungan, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya alam secara 
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bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Hal ini berarti 

bahwa penggunaan sumber daya alam harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, sehingga generasi 

mendatang tetap dapat menikmati manfaat dari sumber daya tersebut. 

Konsep ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang 

menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. 

2. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia 

didasarkan pada sejumlah asas yang menjadi landasan dalam 

penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan. 

Asas-asas tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang 

menegaskan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan 

sumber daya alam harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta 

kepentingan masyarakat. Dengan adanya asas-asas ini, pengelolaan 

lingkungan hidup tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, 

tetapi juga memperhatikan kelestarian alam dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Salah satu asas yang penting adalah asas tanggung jawab negara, 

yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk 

menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara juga berkewajiban untuk 

melindungi lingkungan hidup dari kerusakan serta memastikan bahwa 

setiap kebijakan pembangunan memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Asas berikutnya adalah asas keberlanjutan, yang menekankan 

bahwa setiap kegiatan pembangunan harus memperhatikan 

keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Hal ini berarti bahwa 

pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar 

tidak mengurangi kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan 

generasi yang akan datang. 

Terdapat pula asas kehati-hatian (precautionary principle) yang 

mengharuskan setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak 

terhadap lingkungan dilakukan dengan sangat hati-hati. Prinsip ini 

menekankan pentingnya tindakan pencegahan sebelum kerusakan 
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lingkungan terjadi, terutama dalam kegiatan pembangunan yang 

memiliki risiko tinggi terhadap ekosistem. 

Asas lainnya adalah asas keadilan, yang menyatakan bahwa 

setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh lingkungan 

hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan 

lingkungan harus memperhatikan kepentingan seluruh lapisan 

masyarakat tanpa menimbulkan ketimpangan atau kerugian bagi pihak 

tertentu. Selain itu, asas partisipatif juga menjadi bagian penting dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. Asas ini memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan 

maupun pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi berdampak pada 

lingkungan. 

 

3. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki 

berbagai tujuan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan 

antara pembangunan dan kelestarian alam. Tujuan-tujuan tersebut diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa pengelolaan 

lingkungan tidak hanya bertujuan untuk melindungi alam, tetapi juga 

untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia serta mendukung 

pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya tujuan yang jelas, 

upaya perlindungan lingkungan dapat dilakukan secara terarah dan 

terintegrasi dalam berbagai kebijakan pembangunan. 

Salah satu tujuan utama perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup adalah melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran 

lingkungan dapat terjadi akibat berbagai aktivitas manusia, seperti 

kegiatan industri, pembangunan yang tidak terkendali, maupun 

eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Oleh karena itu, 

perlindungan lingkungan diperlukan agar kerusakan tersebut dapat 

dicegah atau diminimalkan sehingga lingkungan tetap dapat 

menjalankan fungsinya secara optimal. 

Perlindungan lingkungan hidup juga bertujuan untuk menjamin 

keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Lingkungan yang 

bersih dan sehat sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. 
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Apabila lingkungan mengalami pencemaran atau kerusakan, maka hal 

tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan serta 

mengganggu kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya upaya 

perlindungan lingkungan, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam 

lingkungan yang aman dan sehat. 

Tujuan lainnya adalah menjaga kelestarian fungsi lingkungan 

hidup. Lingkungan memiliki berbagai fungsi penting, seperti 

menyediakan sumber daya alam, menjaga keseimbangan ekosistem, 

serta mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup. Oleh karena itu, 

pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara bijaksana agar fungsi-

fungsi tersebut tetap terjaga. 

Perlindungan lingkungan juga bertujuan untuk mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi 

kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi 

mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, pengelolaan 

lingkungan juga bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan salah satu 

hak dasar setiap warga negara. 

 

B. AMDAL dan Izin Lingkungan 

 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan 

salah satu instrumen penting dalam sistem hukum lingkungan di 

Indonesia yang digunakan untuk mengendalikan dampak negatif suatu 

kegiatan terhadap lingkungan hidup. AMDAL menjadi bagian dari 

proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk memastikan 

bahwa setiap kegiatan usaha atau proyek pembangunan telah 

mempertimbangkan dampak lingkungan sebelum dilaksanakan. Dalam 

kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL memiliki peran strategis 

sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pemberian izin lingkungan 

bagi suatu usaha atau kegiatan. 

 

1. Pengertian AMDAL 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan 

salah satu instrumen penting dalam sistem perlindungan dan pengelolaan 
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lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

AMDAL diartikan sebagai kajian mengenai dampak besar dan penting 

dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan 

hidup, yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam proses 

pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha atau kegiatan 

tersebut. Dengan kata lain, AMDAL merupakan suatu proses analisis 

yang dilakukan sebelum suatu proyek atau kegiatan pembangunan 

dilaksanakan, untuk mengetahui kemungkinan dampak yang dapat 

timbul terhadap lingkungan. 

Pada praktiknya, AMDAL berfungsi sebagai alat untuk 

memprediksi dan menilai dampak lingkungan yang mungkin muncul 

akibat suatu kegiatan pembangunan. Melalui kajian ini, berbagai potensi 

dampak negatif terhadap lingkungan dapat diidentifikasi sejak tahap 

perencanaan. Dampak tersebut dapat berupa pencemaran air, udara, 

maupun tanah, kerusakan ekosistem, berkurangnya keanekaragaman 

hayati, serta gangguan terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lokasi 

proyek. Dengan adanya analisis yang dilakukan secara sistematis, 

pemerintah dan pihak pelaksana proyek dapat merancang langkah-

langkah yang diperlukan untuk mengurangi atau mencegah dampak 

negatif tersebut. 

AMDAL juga menjadi dasar dalam proses pengambilan 

keputusan oleh pemerintah mengenai kelayakan suatu kegiatan atau 

proyek. Apabila hasil kajian AMDAL menunjukkan bahwa dampak 

lingkungan yang ditimbulkan terlalu besar dan tidak dapat dikendalikan 

dengan baik, maka pemerintah dapat menolak rencana kegiatan tersebut. 

Sebaliknya, apabila dampak yang timbul masih dapat dikelola dengan 

baik melalui berbagai upaya pengelolaan lingkungan, maka proyek 

tersebut dapat dilanjutkan dengan tetap mematuhi ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

 

2. Tujuan AMDAL 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memiliki 

peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan pembangunan 

dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 

Secara umum, tujuan utama AMDAL adalah untuk menilai dan 
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mengendalikan dampak yang mungkin timbul dari suatu rencana usaha 

atau kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Dengan adanya 

AMDAL, setiap rencana pembangunan harus melalui proses kajian 

lingkungan terlebih dahulu sehingga potensi dampak yang dapat 

merugikan lingkungan maupun masyarakat dapat diidentifikasi sejak 

tahap perencanaan. 

Salah satu tujuan penting dari AMDAL adalah mengidentifikasi 

potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul dari suatu kegiatan 

pembangunan. Melalui proses analisis yang sistematis, berbagai 

kemungkinan dampak terhadap lingkungan dapat diperkirakan sejak 

awal, seperti pencemaran udara, air, atau tanah, kerusakan ekosistem, 

serta gangguan terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lokasi proyek. 

Dengan mengetahui potensi dampak tersebut lebih awal, pihak pelaksana 

proyek dapat merancang langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang 

tepat. 

Tujuan lainnya adalah mencegah atau meminimalkan dampak 

negatif terhadap lingkungan. AMDAL tidak hanya berfungsi untuk 

mengidentifikasi dampak, tetapi juga memberikan rekomendasi 

mengenai upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus 

dilakukan. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan 

dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan serta mengurangi 

kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan yang serius. 

AMDAL juga berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi 

pemerintah dalam memberikan izin usaha atau kegiatan. Hasil kajian 

AMDAL akan digunakan oleh pemerintah untuk menilai apakah suatu 

proyek layak dilaksanakan dari segi lingkungan. Apabila suatu proyek 

dinilai memiliki dampak lingkungan yang terlalu besar dan tidak dapat 

dikendalikan, maka pemerintah dapat menolak atau meminta perbaikan 

terhadap rencana kegiatan tersebut. 

Tujuan lain dari AMDAL adalah mendorong pembangunan yang 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan yang 

dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dapat 

menimbulkan kerusakan yang merugikan masyarakat dan generasi 

mendatang. Oleh karena itu, AMDAL menjadi salah satu instrumen 

penting untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara 

bertanggung jawab. 
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3. Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan 

dokumen yang wajib disusun untuk kegiatan usaha atau proyek yang 

diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap 

lingkungan hidup. Ketentuan mengenai kewajiban AMDAL diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai peraturan turunannya. 

Tujuan utama dari kewajiban ini adalah untuk memastikan bahwa setiap 

kegiatan pembangunan yang berpotensi memberikan dampak signifikan 

terhadap lingkungan telah melalui proses kajian yang komprehensif 

sebelum dilaksanakan. 

Pada dasarnya, tidak semua kegiatan usaha diwajibkan memiliki 

AMDAL. AMDAL hanya diwajibkan bagi kegiatan yang memiliki 

potensi menimbulkan perubahan besar terhadap kondisi lingkungan, 

baik dari segi fisik, kimia, biologi, maupun sosial ekonomi masyarakat. 

Penentuan apakah suatu kegiatan wajib memiliki AMDAL atau tidak 

biasanya didasarkan pada beberapa kriteria, seperti skala kegiatan, luas 

wilayah yang terdampak, jumlah sumber daya alam yang digunakan, 

serta potensi dampak terhadap masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. 

Beberapa contoh kegiatan yang umumnya wajib memiliki 

dokumen AMDAL antara lain kegiatan di bidang pertambangan, yang 

berpotensi menyebabkan perubahan besar pada kondisi tanah, air, dan 

ekosistem. Selain itu, pembangunan kawasan industri juga memerlukan 

AMDAL karena kegiatan industri dapat menghasilkan limbah yang 

berpotensi mencemari lingkungan. Kegiatan lain yang juga biasanya 

wajib memiliki AMDAL adalah pembangunan bendungan, karena 

proyek tersebut dapat mengubah aliran sungai, mempengaruhi ekosistem 

perairan, serta berdampak pada kehidupan masyarakat di sekitar wilayah 

tersebut. 

Proyek pembangunan infrastruktur berskala besar seperti 

pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, maupun pembangunan 

bandara juga termasuk kegiatan yang umumnya memerlukan AMDAL. 

Hal ini disebabkan karena proyek-proyek tersebut dapat mempengaruhi 

kondisi lingkungan, seperti perubahan tata guna lahan, peningkatan 

polusi udara dan suara, serta perubahan kondisi sosial ekonomi 
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masyarakat di sekitarnya. Kegiatan perkebunan skala besar juga sering 

diwajibkan memiliki AMDAL karena dapat mempengaruhi kondisi 

hutan, keanekaragaman hayati, serta sistem hidrologi suatu wilayah. 

Apabila suatu kegiatan usaha tidak memiliki potensi dampak 

besar terhadap lingkungan, maka biasanya tidak diwajibkan menyusun 

AMDAL. Sebagai gantinya, kegiatan tersebut cukup menyusun 

dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan) yang berisi rencana pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan yang lebih sederhana. Dengan adanya 

pengaturan ini, setiap kegiatan pembangunan dapat dikendalikan sesuai 

dengan tingkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. 

 

C. Pelanggaran dan Sanksi Hukum 

 

Pada sistem hukum lingkungan di Indonesia, pelanggaran 

terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan 

pelanggaran. Ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi hukum diatur 

secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan utama dari 

pemberian sanksi ini adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan 

kerusakan lingkungan serta memberikan efek jera kepada pelaku 

pelanggaran. Menurut Rahmadi (2023), penegakan hukum lingkungan 

merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan 

lingkungan hidup. Tanpa penegakan hukum yang tegas, berbagai 

peraturan lingkungan yang telah dibuat tidak akan berjalan secara efektif. 

Secara umum, pelanggaran hukum lingkungan dapat dikenakan tiga jenis 

sanksi, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. 

 

1. Bentuk Pelanggaran Lingkungan 

Pelanggaran terhadap hukum lingkungan hidup dapat terjadi 

dalam berbagai bentuk kegiatan yang menimbulkan pencemaran maupun 

kerusakan lingkungan. Pelanggaran tersebut biasanya dilakukan oleh 

individu, kelompok, maupun badan usaha yang tidak mematuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks hukum lingkungan di 
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Indonesia, setiap kegiatan usaha atau aktivitas manusia yang 

menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan atau merusak ekosistem 

dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lingkungan. 

Salah satu bentuk pelanggaran lingkungan yang sering terjadi 

adalah pembuangan limbah industri ke sungai tanpa melalui proses 

pengolahan yang memadai. Limbah industri yang mengandung bahan 

kimia berbahaya dapat mencemari air sungai sehingga mengganggu 

ekosistem perairan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang 

memanfaatkan air tersebut. Apabila limbah tidak diolah sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan, maka kualitas air dapat menurun dan 

menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. 

Bentuk pelanggaran lainnya adalah kegiatan industri yang tidak 

memiliki izin lingkungan atau dokumen Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL). Setiap kegiatan usaha yang berpotensi 

menimbulkan dampak terhadap lingkungan seharusnya memiliki 

dokumen lingkungan sebagai syarat utama sebelum kegiatan tersebut 

dijalankan. Tanpa adanya dokumen tersebut, kegiatan usaha tidak 

memiliki dasar pengelolaan lingkungan yang jelas sehingga berpotensi 

menimbulkan kerusakan lingkungan. 

Pembakaran hutan atau lahan secara ilegal juga merupakan salah 

satu pelanggaran lingkungan yang sering terjadi, terutama dalam 

kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan atau pertanian. Kegiatan 

ini dapat menyebabkan kebakaran hutan yang luas, menimbulkan polusi 

udara, serta merusak ekosistem hutan yang sangat penting bagi 

keseimbangan lingkungan. Pelanggaran lingkungan juga dapat terjadi 

dalam kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan aspek 

kelestarian lingkungan. Aktivitas pertambangan yang tidak dikelola 

dengan baik dapat menyebabkan kerusakan tanah, pencemaran air, serta 

hilangnya vegetasi alami. Selain itu, terdapat pula kegiatan usaha yang 

tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan, seperti melebihi batas 

emisi udara atau pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Menurut Siahaan (2021), pelanggaran lingkungan sering terjadi 

karena beberapa faktor, seperti lemahnya pengawasan dari pemerintah 

serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya 

perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan 
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yang lebih ketat serta peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku 

usaha agar kegiatan pembangunan dapat berjalan tanpa merusak 

lingkungan hidup. 

 

2. Sanksi Administratif 

Sanksi administratif merupakan salah satu bentuk penegakan 

hukum lingkungan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha 

atau kegiatan yang melanggar ketentuan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Sanksi ini diberikan tanpa melalui proses pengadilan 

dan biasanya menjadi langkah awal yang diambil oleh pemerintah untuk 

menghentikan atau memperbaiki kegiatan yang berpotensi menimbulkan 

pencemaran atau kerusakan lingkungan. Tujuan utama dari sanksi 

administratif adalah untuk memastikan bahwa pelaku usaha segera 

memperbaiki pelanggaran yang dilakukan sehingga dampak negatif 

terhadap lingkungan dapat dicegah atau diminimalkan. 

Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam Pasal 76 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa 

pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada 

setiap pelaku usaha atau kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan 

lingkungan hidup. Sanksi administratif dapat diberikan dalam beberapa 

bentuk sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. 

Bentuk sanksi administratif yang pertama adalah teguran tertulis. 

Teguran ini merupakan peringatan resmi yang diberikan kepada pelaku 

usaha agar segera memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan. 

Teguran tertulis biasanya menjadi tahap awal sebelum pemerintah 

mengambil tindakan yang lebih tegas. Jika pelaku usaha tidak segera 

memperbaiki pelanggaran tersebut, maka pemerintah dapat memberikan 

sanksi yang lebih berat. 

Sanksi berikutnya adalah paksaan pemerintah, yaitu tindakan 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan kegiatan yang 

menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Tindakan ini 

dapat berupa penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan saluran 

pembuangan limbah, atau tindakan lain yang bertujuan untuk mencegah 

dampak lingkungan yang lebih besar. 
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Pemerintah juga dapat memberikan pembekuan izin lingkungan, 

yaitu penghentian sementara kegiatan usaha sampai pelaku usaha 

memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan 

hidup. Apabila pelaku usaha tetap tidak mematuhi ketentuan yang 

berlaku, maka pemerintah dapat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas 

berupa pencabutan izin lingkungan, yang berarti kegiatan usaha tersebut 

tidak lagi diperbolehkan untuk beroperasi. 

 

3. Sanksi Perdata 

Pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup juga dapat 

dikenakan sanksi perdata apabila tindakan tersebut menimbulkan 

kerugian bagi masyarakat, pemerintah, maupun lingkungan hidup itu 

sendiri. Sanksi perdata merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum 

yang dilakukan melalui mekanisme gugatan di pengadilan. Tujuan dari 

penerapan sanksi perdata adalah untuk memberikan ganti rugi kepada 

pihak yang dirugikan serta memastikan bahwa pelaku pencemaran atau 

perusakan lingkungan bertanggung jawab atas dampak yang 

ditimbulkan. 

Pada hukum perdata, pihak yang merasa dirugikan akibat 

pencemaran atau kerusakan lingkungan memiliki hak untuk mengajukan 

gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. 

Gugatan ini dapat diajukan oleh beberapa pihak yang memiliki 

kepentingan terhadap perlindungan lingkungan. Pertama, gugatan dapat 

diajukan oleh masyarakat yang secara langsung terkena dampak 

pencemaran lingkungan, misalnya masyarakat yang mengalami 

gangguan kesehatan atau kerugian ekonomi akibat pencemaran air, 

udara, atau tanah. 

Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengajukan 

gugatan perdata terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Pemerintah 

dapat bertindak untuk melindungi kepentingan publik serta memastikan 

bahwa lingkungan yang rusak dapat dipulihkan kembali. Selain itu, 

organisasi lingkungan hidup juga dapat mengajukan gugatan terhadap 

pelaku pencemaran sebagai bentuk upaya perlindungan lingkungan dan 

kepentingan masyarakat secara luas. 

Menurut Rahmadi (2023), mekanisme gugatan perdata dalam 

hukum lingkungan memiliki tujuan utama untuk memberikan 
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kompensasi kepada pihak yang dirugikan serta untuk memulihkan 

kondisi lingkungan yang telah mengalami pencemaran atau kerusakan. 

Dengan adanya mekanisme ini, pelaku pencemaran tidak hanya 

dikenakan sanksi hukum, tetapi juga diwajibkan untuk bertanggung 

jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

 

4. Sanksi Pidana 

Sanksi pidana merupakan bentuk sanksi yang paling berat dalam 

penegakan hukum lingkungan. Sanksi ini diberikan kepada individu 

maupun badan usaha yang secara sengaja melakukan tindakan yang 

menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Penerapan 

sanksi pidana bertujuan untuk memberikan hukuman yang tegas kepada 

pelaku pelanggaran serta mencegah terjadinya tindakan serupa di masa 

mendatang. Dengan adanya ancaman pidana, diharapkan setiap pihak 

lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan usaha yang berpotensi 

berdampak terhadap lingkungan. 

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang lingkungan hidup 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-

undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan 

lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana. Bentuk sanksi pidana yang 

dapat dijatuhkan meliputi pidana penjara, pidana denda, atau kombinasi 

dari keduanya. Besarnya hukuman yang diberikan biasanya disesuaikan 

dengan tingkat kesalahan serta dampak kerusakan lingkungan yang 

ditimbulkan. 

Sebagai contoh, seseorang atau perusahaan yang dengan sengaja 

membuang limbah berbahaya ke sungai tanpa melalui proses pengolahan 

yang sesuai dapat dikenakan sanksi pidana apabila tindakan tersebut 

menyebabkan kerusakan lingkungan atau membahayakan kesehatan 

masyarakat. Dalam kasus yang lebih serius, seperti pencemaran 

lingkungan yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat atau 

merusak ekosistem secara luas, pelaku dapat dikenakan hukuman 

penjara dalam jangka waktu tertentu serta diwajibkan membayar denda 

dalam jumlah yang besar. 
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Penerapan sanksi pidana dalam hukum lingkungan memiliki 

fungsi yang sangat penting sebagai upaya penegakan hukum yang tegas. 

Melalui sanksi ini, pemerintah dapat memberikan peringatan kepada 

masyarakat dan pelaku usaha bahwa tindakan yang merusak lingkungan 

merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. 

 

D. Tanggung Jawab Hukum atas Pencemaran 

 

Tanggung jawab hukum atas pencemaran lingkungan merupakan 

salah satu aspek penting dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia. 

Ketentuan mengenai tanggung jawab ini diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Tujuan utama dari pengaturan tanggung jawab 

hukum ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pihak yang 

menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib 

mempertanggungjawabkan perbuatannya serta melakukan pemulihan 

terhadap lingkungan yang telah tercemar. 

Pada konteks hukum lingkungan, pencemaran lingkungan hidup 

dapat diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, 

zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah 

ditetapkan. Akibat dari pencemaran ini dapat menimbulkan berbagai 

dampak negatif seperti kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan 

masyarakat, serta kerugian ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. 

Menurut Rahmadi (2023), tanggung jawab hukum dalam pencemaran 

lingkungan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada 

masyarakat sekaligus memastikan bahwa pelaku pencemaran tidak dapat 

menghindari kewajiban untuk memperbaiki kerusakan yang 

ditimbulkan. 

 

1. Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum Lingkungan 

Pada hukum lingkungan, terdapat beberapa prinsip penting yang 

menjadi dasar dalam menentukan tanggung jawab hukum terhadap 

pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip tersebut 

digunakan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang melakukan 

kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan memiliki kewajiban 
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untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Dengan 

adanya prinsip tanggung jawab ini, hukum lingkungan berfungsi tidak 

hanya untuk menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga untuk 

mendorong pencegahan serta pemulihan lingkungan yang telah rusak. 

Salah satu prinsip utama dalam hukum lingkungan adalah 

polluter pays principle atau prinsip pencemar membayar. Prinsip ini 

menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan terjadinya pencemaran 

atau kerusakan lingkungan wajib menanggung seluruh biaya yang timbul 

akibat tindakan tersebut. Biaya tersebut tidak hanya mencakup ganti rugi 

kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga biaya yang diperlukan untuk 

memulihkan kondisi lingkungan yang telah tercemar. Dengan demikian, 

pelaku usaha tidak dapat mengalihkan beban kerugian kepada 

masyarakat atau pemerintah. Menurut Santosa (2022), penerapan prinsip 

polluter pays bertujuan untuk mendorong perusahaan agar lebih 

memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatannya serta menerapkan 

teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam proses produksi. 

Pada hukum lingkungan juga dikenal prinsip strict liability atau 

tanggung jawab mutlak. Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha 

dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang 

terjadi tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Artinya, selama 

kegiatan usaha tersebut terbukti menyebabkan kerusakan atau 

pencemaran lingkungan, maka pelaku usaha tetap harus bertanggung 

jawab, meskipun tidak ada bukti bahwa melakukan kesalahan secara 

sengaja. 

Prinsip strict liability biasanya diterapkan pada kegiatan yang 

memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan, seperti kegiatan 

pertambangan, industri kimia, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3), serta kegiatan lain yang menggunakan bahan atau 

teknologi yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang 

serius. Menurut Siahaan (2021), penerapan prinsip tanggung jawab 

mutlak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih 

kuat kepada masyarakat dan lingkungan dari risiko kerusakan yang 

ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang berbahaya. 
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2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum atas Pencemaran 

Pada hukum lingkungan, setiap pihak yang menyebabkan 

pencemaran atau kerusakan lingkungan memiliki kewajiban untuk 

bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Tanggung jawab 

hukum ini tidak hanya berupa pemberian sanksi, tetapi juga mencakup 

berbagai tindakan yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang 

dialami oleh masyarakat serta memperbaiki kondisi lingkungan yang 

telah rusak. Secara umum, tanggung jawab hukum atas pencemaran 

lingkungan dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, di antaranya 

berupa pemberian ganti rugi dan pelaksanaan pemulihan lingkungan. 

Salah satu bentuk tanggung jawab hukum yang paling umum 

adalah pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pelaku 

pencemaran lingkungan dapat diwajibkan untuk memberikan 

kompensasi kepada masyarakat atau pihak lain yang mengalami 

kerugian akibat pencemaran tersebut. Ganti rugi ini dapat mencakup 

berbagai bentuk kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian yang 

berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, apabila suatu 

perusahaan membuang limbah industri ke sungai sehingga menyebabkan 

air menjadi tercemar, masyarakat yang bergantung pada sungai tersebut 

dapat mengalami kerugian, seperti kehilangan sumber air bersih, 

menurunnya hasil pertanian, atau berkurangnya hasil perikanan. Dalam 

kondisi tersebut, pelaku pencemaran dapat diminta untuk memberikan 

ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak. 

Pelaku pencemaran juga memiliki kewajiban untuk melakukan 

pemulihan lingkungan. Pemulihan lingkungan merupakan upaya untuk 

mengembalikan kondisi lingkungan yang telah tercemar atau rusak agar 

dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Upaya pemulihan ini 

dapat dilakukan melalui berbagai tindakan, seperti rehabilitasi 

lingkungan, restorasi ekosistem, pembersihan limbah atau bahan 

berbahaya, serta berbagai langkah lain yang bertujuan untuk 

mengembalikan fungsi lingkungan seperti semula. 

 

E. Ringkasan 

 

Hukum lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam 

mengatur hubungan antara kegiatan pembangunan dan kelestarian 
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lingkungan hidup. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini 

menjadi landasan hukum utama dalam upaya menjaga keseimbangan 

antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. 

UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama 

antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Undang-undang ini 

mengatur berbagai prinsip penting seperti pembangunan berkelanjutan, 

kehati-hatian, tanggung jawab negara, serta partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, 

kegiatan pembangunan diharapkan dapat berjalan tanpa merusak fungsi 

lingkungan hidup. 

Salah satu instrumen penting dalam sistem hukum lingkungan 

adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL 

merupakan kajian yang dilakukan untuk menilai dampak besar dan 

penting dari suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan hidup. 

Dokumen AMDAL menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan 

kelayakan lingkungan suatu proyek serta sebagai syarat untuk 

memperoleh izin lingkungan. Melalui AMDAL, potensi dampak negatif 

terhadap lingkungan dapat diidentifikasi sejak tahap perencanaan 

sehingga langkah-langkah pencegahan dan pengelolaan dampak dapat 

dilakukan secara lebih efektif. 

Sistem hukum lingkungan juga mengatur mengenai berbagai 

bentuk pelanggaran dan sanksi hukum bagi pihak yang melakukan 

pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sanksi yang dapat diberikan 

meliputi sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi 

administratif biasanya berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau 

pencabutan izin usaha. Sementara itu, sanksi perdata dapat berupa 

kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam 

kasus yang lebih serius, pelaku pencemaran lingkungan juga dapat 

dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. 

Hukum lingkungan juga mengatur mengenai tanggung jawab 

hukum atas pencemaran lingkungan. Pihak yang menyebabkan 

pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab untuk 
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memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan serta memberikan ganti rugi 

kepada pihak yang dirugikan. Prinsip penting yang digunakan dalam hal 

ini adalah polluter pays principle, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa 

pihak yang mencemari lingkungan harus menanggung biaya pemulihan 

lingkungan. 

Pada beberapa kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap 

lingkungan, hukum lingkungan juga menerapkan prinsip strict liability 

atau tanggung jawab mutlak. Prinsip ini memungkinkan pelaku usaha 

untuk dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan tanpa 

perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Penerapan prinsip ini 

bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi 

lingkungan hidup dan masyarakat. 

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya menjadi tanggung 

jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. 

Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta memiliki hak untuk berpartisipasi dalam 

pengawasan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Partisipasi 

masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti melaporkan 

pelanggaran lingkungan, mengikuti proses penyusunan AMDAL, atau 

mengajukan gugatan hukum terhadap pelaku pencemaran. 

 

F. Essay 

 

1. Jelaskan pengertian hukum lingkungan serta tujuan utama 

dibentuknya hukum lingkungan di Indonesia! 

2. Uraikan peran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia! 

3. Jelaskan pengertian AMDAL serta fungsi AMDAL dalam kegiatan 

pembangunan! 

4. Sebutkan dan jelaskan komponen-komponen utama dalam dokumen 

AMDAL! 

5. Mengapa izin lingkungan menjadi syarat penting dalam pelaksanaan 

suatu kegiatan usaha atau pembangunan? Jelaskan! 

6. Jelaskan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hukum lingkungan 

yang sering terjadi dalam kegiatan industri atau pembangunan! 



Buku Ajar  251 

 

7. Uraikan jenis-jenis sanksi hukum yang dapat diberikan kepada 

pelaku pencemaran lingkungan menurut hukum lingkungan di 

Indonesia! 

8. Jelaskan prinsip polluter pays principle dalam hukum lingkungan 

serta berikan contoh penerapannya! 

9. Apa yang dimaksud dengan prinsip strict liability dalam hukum 

lingkungan? Mengapa prinsip ini penting diterapkan pada kegiatan 

berisiko tinggi? 

10. Jelaskan peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan 

serta penanggulangan pencemaran lingkungan! 
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BAB XII 
SENGKETA DAN KEPASTIAN HUKUM 

PROYEK KONSTRUKSI  
 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan penyebab sengketa jasa konstruksi, 

memahami penyelesaian melalui mediasi dan arbitrase, memahami 

penyelesaian melalui pengadilan, serta memahami kepastian hukum 

dan keberlanjutan proyek. Sehingga pembaca dapat mengidentifikasi 

penyebab sengketa jasa konstruksi, memilih dan menerapkan metode 

penyelesaian melalui mediasi, arbitrase, maupun pengadilan, serta 

memahami pentingnya kepastian hukum bagi keberlanjutan proyek 

konstruksi. 

Materi Pembelajaran 

• Penyebab Sengketa Jasa Konstruksi 

• Penyelesaian Melalui Mediasi dan Arbitrase  

• Penyelesaian Melalui Pengadilan 

• Kepastian Hukum dan Keberlanjutan Proyek  

• Ringkasan 

• Essay 

• Daftar Bacaan 

 

 

A. Penyebab Sengketa Jasa Konstruksi 

 

Sengketa dalam sektor konstruksi merupakan fenomena yang 

cukup umum terjadi karena proyek konstruksi melibatkan berbagai 

pihak, sumber daya yang besar, serta proses pekerjaan yang kompleks 

dan berjangka panjang. Menurut Ervianto (2021), sengketa konstruksi 

adalah perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak 

konstruksi yang muncul akibat ketidaksepakatan terhadap pelaksanaan 

kewajiban kontraktual. Sengketa tersebut dapat terjadi pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah proyek selesai. Secara 
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umum, penyebab sengketa jasa konstruksi dapat diklasifikasikan ke 

dalam beberapa faktor utama, yaitu faktor kontraktual, faktor teknis, 

faktor administratif, faktor keuangan, serta faktor eksternal. 

 

1. Ketidakjelasan atau Kelemahan Kontrak 

Kontrak kerja konstruksi merupakan dasar hukum utama yang 

mengatur hubungan antara para pihak yang terlibat dalam suatu proyek, 

seperti pemilik proyek, kontraktor, konsultan, maupun pihak lain yang 

terkait. Kontrak ini berfungsi sebagai pedoman yang menjelaskan hak 

dan kewajiban masing-masing pihak selama pelaksanaan proyek 

berlangsung. Oleh karena itu, penyusunan kontrak yang jelas, rinci, dan 

sistematis sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak 

memiliki pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan pekerjaan. 

Apabila kontrak tidak disusun dengan baik, maka hal tersebut dapat 

menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dan berpotensi memicu 

terjadinya sengketa konstruksi. 

Menurut Widjaja dan Yani (2022), kontrak konstruksi harus 

memuat secara jelas berbagai aspek penting yang berkaitan dengan 

pelaksanaan proyek. Beberapa aspek tersebut antara lain meliputi ruang 

lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan proyek, mekanisme 

pembayaran, pembagian risiko antara para pihak, serta prosedur 

penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Ketentuan-ketentuan 

tersebut harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan 

perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. 

Pada praktiknya, sengketa konstruksi sering terjadi karena 

adanya ketidakjelasan atau kelemahan dalam klausul kontrak. Salah satu 

bentuk ketidakjelasan yang sering muncul adalah definisi pekerjaan yang 

tidak dirumuskan secara rinci. Apabila ruang lingkup pekerjaan tidak 

dijelaskan secara detail, maka dapat terjadi perbedaan pemahaman 

mengenai pekerjaan apa saja yang menjadi tanggung jawab kontraktor. 

Selain itu, spesifikasi teknis yang tidak lengkap juga dapat menimbulkan 

masalah dalam pelaksanaan proyek karena pihak kontraktor dan pemilik 

proyek mungkin memiliki standar teknis yang berbeda. 
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2. Perubahan Desain atau Lingkup Pekerjaan (Variation Order) 

Pada pelaksanaan proyek konstruksi, perubahan desain atau 

lingkup pekerjaan merupakan hal yang cukup umum terjadi. Perubahan 

ini biasanya dikenal dengan istilah variation order, yaitu perubahan 

terhadap pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak awal. variation 

order dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti adanya kebutuhan 

teknis yang baru ditemukan selama proses pembangunan, kondisi 

lapangan yang berbeda dari perencanaan awal, atau permintaan dari 

pemilik proyek yang menginginkan penyesuaian terhadap desain 

bangunan. Meskipun perubahan tersebut sering kali diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas atau menyesuaikan proyek dengan kondisi nyata 

di lapangan, perubahan tersebut juga berpotensi menimbulkan sengketa 

apabila tidak dikelola dengan baik. 

Menurut Ervianto (2021), perubahan lingkup pekerjaan dalam 

proyek konstruksi dapat mempengaruhi beberapa aspek penting dalam 

pelaksanaan proyek, terutama terkait dengan biaya, waktu pelaksanaan, 

serta metode pekerjaan yang digunakan. Apabila perubahan desain atau 

pekerjaan tidak disertai dengan kesepakatan yang jelas mengenai 

konsekuensi biaya tambahan maupun penyesuaian waktu pelaksanaan, 

maka potensi terjadinya konflik antara pemilik proyek dan kontraktor 

akan semakin besar. 

Pada praktiknya, terdapat beberapa bentuk konflik yang sering 

muncul akibat adanya variation order. Salah satu konflik yang paling 

umum adalah perbedaan perhitungan biaya tambahan antara kontraktor 

dan pemilik proyek. Kontraktor biasanya mengajukan tambahan biaya 

untuk pekerjaan tambahan yang harus dilakukan, sementara pemilik 

proyek mungkin memiliki penilaian yang berbeda mengenai besarnya 

biaya tersebut. Selain itu, konflik juga dapat muncul apabila kontraktor 

menolak melakukan perubahan pekerjaan karena merasa perubahan 

tersebut berada di luar ruang lingkup kontrak awal atau tidak disertai 

dengan kompensasi yang memadai. 

 

3. Keterlambatan Penyelesaian Proyek 

Keterlambatan penyelesaian proyek merupakan salah satu 

masalah yang paling sering terjadi dalam sektor konstruksi dan sering 

menjadi penyebab utama timbulnya sengketa antara pihak-pihak yang 
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terlibat dalam proyek. Keterlambatan ini dapat menimbulkan berbagai 

dampak negatif, terutama kerugian finansial bagi pemilik proyek 

maupun kontraktor. Bagi pemilik proyek, keterlambatan dapat 

menyebabkan tertundanya pemanfaatan bangunan atau fasilitas yang 

sedang dibangun, sementara bagi kontraktor keterlambatan dapat 

mengakibatkan peningkatan biaya operasional, seperti biaya tenaga 

kerja, sewa peralatan, serta pengeluaran lainnya yang tidak direncanakan 

sebelumnya. 

Menurut Rahman (2020), keterlambatan proyek konstruksi dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan aspek teknis 

maupun manajerial dalam pelaksanaan proyek. Salah satu faktor yang 

sering menyebabkan keterlambatan adalah keterlambatan pengiriman 

material yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Apabila material 

tidak tersedia tepat waktu, maka pekerjaan konstruksi tidak dapat 

dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Selain itu, 

perubahan desain selama pelaksanaan proyek juga dapat mempengaruhi 

jadwal pekerjaan karena kontraktor harus menyesuaikan kembali metode 

kerja dan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. 

Faktor lain yang dapat menyebabkan keterlambatan adalah 

masalah tenaga kerja, seperti kurangnya tenaga kerja yang terampil atau 

terjadinya konflik antara pekerja dan manajemen proyek. Kondisi cuaca 

buruk juga sering menjadi penyebab keterlambatan, terutama pada 

proyek konstruksi yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan, 

seperti pembangunan jalan, jembatan, atau bangunan terbuka. Selain itu, 

masalah perizinan juga dapat menghambat jalannya proyek apabila 

proses perizinan tidak selesai tepat waktu. 

 

B. Penyelesaian Melalui Mediasi dan Arbitrase 

 

Pada sektor jasa konstruksi, penyelesaian sengketa melalui jalur 

non-litigasi telah menjadi praktik yang umum digunakan. Hal ini juga 

didukung oleh ketentuan hukum di Indonesia, khususnya dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa yang memberikan dasar hukum bagi 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut Rahmadi (2023), 

alternatif penyelesaian sengketa merupakan mekanisme penyelesaian 
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konflik yang dilakukan di luar proses pengadilan dengan tujuan 

mencapai kesepakatan secara lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan 

kerja sama antara para pihak. Dalam praktik konstruksi, metode yang 

paling sering digunakan adalah mediasi dan arbitrase. 

 

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi 

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa 

yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam proyek 

konstruksi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang 

melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang bertugas 

membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan 

secara damai. Dalam proses ini, mediator tidak memiliki kewenangan 

untuk mengambil keputusan atau memutus perkara, melainkan hanya 

berperan sebagai fasilitator yang membantu komunikasi dan negosiasi 

antara para pihak. Menurut Takdir Rahmadi (2023), mediasi merupakan 

proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh 

mediator yang bersifat netral untuk membantu para pihak mencapai 

kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks proyek 

konstruksi, mediasi sering dipilih karena memungkinkan penyelesaian 

konflik tanpa harus menghentikan pekerjaan proyek yang sedang 

berlangsung. 

Mediasi memiliki beberapa karakteristik utama yang 

membedakannya dari penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. 

Salah satu karakteristik penting adalah sifatnya yang sukarela, di mana 

para pihak secara sadar dan tanpa paksaan memilih untuk mengikuti 

proses mediasi. Selain itu, proses ini melibatkan mediator yang netral, 

yang berfungsi membantu membangun komunikasi yang konstruktif 

antara para pihak. Hasil dari mediasi juga bersifat berdasarkan 

kesepakatan bersama, bukan keputusan yang dipaksakan oleh mediator. 

Proses mediasi juga cenderung fleksibel dan informal, karena tidak 

terikat oleh prosedur hukum yang kaku seperti di pengadilan. Menurut 

Widjaja dan Yani (2022), pendekatan mediasi sangat efektif dalam 

sengketa konstruksi karena memberikan ruang dialog yang lebih luas 

bagi para pihak untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama 

serta tetap menjaga hubungan kerja sama. 
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Proses mediasi biasanya melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai 

dari pengajuan sengketa kepada mediator yang disepakati oleh kedua 

belah pihak. Setelah itu, masing-masing pihak akan menyampaikan 

posisi dan kepentingannya terkait sengketa yang terjadi. Selanjutnya, 

mediator membantu mengidentifikasi isu atau akar permasalahan yang 

menjadi sumber sengketa. Tahap berikutnya adalah negosiasi dan 

perundingan, di mana para pihak berdiskusi untuk mencari solusi yang 

dapat diterima oleh semua pihak. Apabila tercapai kesepakatan, maka 

hasil mediasi akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang menjadi 

dasar kesepakatan bersama. Menurut Ervianto (2021), kesepakatan yang 

dihasilkan melalui mediasi dapat memiliki kekuatan hukum apabila 

dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disepakati oleh para 

pihak. 

2. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase 

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan yang sering digunakan dalam berbagai 

bidang, termasuk sektor konstruksi. Arbitrase dilakukan oleh seorang 

atau beberapa arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa 

untuk memeriksa dan memutus perkara secara independen. Berbeda 

dengan mediasi yang hanya menghasilkan kesepakatan bersama, 

keputusan dalam arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihak. 

Menurut Widjaja dan Yani (2022), arbitrase adalah cara penyelesaian 

sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian 

arbitrase tertulis yang disepakati oleh para pihak. Dalam praktik 

konstruksi, arbitrase sering dipilih karena memberikan kepastian hukum 

yang lebih jelas serta mampu menyelesaikan sengketa secara lebih 

profesional dan efisien. 

Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki 

dasar hukum yang jelas. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, yang mengatur mekanisme, prosedur, serta 

kekuatan hukum dari putusan arbitrase. Selain itu, dalam sektor 

konstruksi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi yang memberikan ruang bagi para pihak untuk 

menggunakan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Menurut 

Rahmadi (2023), kedua undang-undang tersebut memberikan legitimasi 
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hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan 

melalui arbitrase selama terdapat kesepakatan dalam kontrak kerja 

konstruksi. 

Pada praktik jasa konstruksi di Indonesia, salah satu lembaga 

arbitrase yang paling sering digunakan adalah Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI). Lembaga ini menyediakan layanan penyelesaian 

sengketa di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan 

konstruksi. Menurut Santoso (2023), banyak kontrak kerja konstruksi di 

Indonesia yang mencantumkan klausul arbitrase BANI sebagai 

mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi konflik antara pemilik 

proyek dan kontraktor. 

Proses arbitrase biasanya dimulai dengan pengajuan permohonan 

arbitrase oleh pihak yang merasa dirugikan kepada lembaga arbitrase 

yang disepakati. Selanjutnya dilakukan penunjukan arbiter, baik oleh 

para pihak secara langsung maupun melalui lembaga arbitrase. Setelah 

itu, arbiter akan melakukan pemeriksaan perkara dengan mempelajari 

dokumen, bukti, serta keterangan dari para pihak. Tahap berikutnya 

adalah sidang arbitrase, di mana para pihak menyampaikan argumen dan 

bukti yang mendukung klaim masing-masing. Setelah seluruh proses 

pemeriksaan selesai, arbiter akan mengeluarkan putusan arbitrase yang 

bersifat final dan mengikat. Menurut Ervianto (2021), putusan arbitrase 

memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan setelah 

didaftarkan di pengadilan negeri. 

 

C. Penyelesaian Melalui Pengadilan 

 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan proses 

penyelesaian konflik yang dilakukan melalui lembaga peradilan negara 

dengan menggunakan prosedur hukum yang berlaku. Dalam sistem 

hukum Indonesia, sengketa jasa konstruksi pada umumnya termasuk 

dalam kategori sengketa perdata, sehingga penyelesaiannya dilakukan 

melalui peradilan umum sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. 

Menurut Rahmadi (2023), penyelesaian sengketa melalui pengadilan 

merupakan upaya hukum terakhir yang ditempuh apabila mekanisme 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil mencapai 

kesepakatan antara para pihak. 
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1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan 

Penyelesaian sengketa konstruksi melalui pengadilan merupakan 

salah satu mekanisme yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam 

sistem hukum di Indonesia. Mekanisme ini biasanya ditempuh apabila 

para pihak yang bersengketa tidak berhasil menyelesaikan masalah 

melalui cara alternatif seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Melalui 

pengadilan, sengketa konstruksi akan diperiksa dan diputus oleh hakim 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses ini, para 

pihak dapat mengajukan gugatan secara resmi untuk memperoleh 

keputusan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial. 

Salah satu dasar hukum utama dalam penyelesaian sengketa 

konstruksi melalui pengadilan adalah Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata). Dalam KUHPerdata diatur mengenai hubungan 

hukum antara para pihak dalam suatu perjanjian, termasuk hak dan 

kewajiban yang timbul dari kontrak kerja. Apabila salah satu pihak tidak 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka tindakan 

tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Selain itu, 

KUHPerdata juga mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu 

tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat pelanggaran 

terhadap hukum atau hak orang lain. Oleh karena itu, dalam sengketa 

konstruksi, gugatan yang diajukan ke pengadilan biasanya didasarkan 

pada dua hal tersebut, yaitu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. 

Penyelesaian sengketa konstruksi juga memiliki dasar hukum 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 

Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan jasa 

konstruksi, termasuk hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa 

konstruksi. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa 

sengketa konstruksi dapat diselesaikan melalui beberapa mekanisme, 

baik melalui pengadilan maupun melalui alternatif penyelesaian 

sengketa seperti mediasi atau arbitrase. Ketentuan ini memberikan 

kebebasan kepada para pihak untuk memilih mekanisme penyelesaian 

sengketa yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhannya. 

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan juga diatur dalam 

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement 

Buitengewesten (RBg). Kedua peraturan ini mengatur mengenai hukum 
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acara perdata di Indonesia, termasuk prosedur pengajuan gugatan, proses 

persidangan, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. 

Dengan adanya aturan tersebut, proses penyelesaian sengketa di 

pengadilan memiliki prosedur yang jelas dan terstruktur sehingga dapat 

memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. 

 

2. Jenis Sengketa Konstruksi yang Diselesaikan di Pengadilan 

Pada praktik penyelenggaraan proyek konstruksi, terdapat 

berbagai jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui pengadilan 

apabila upaya penyelesaian secara musyawarah, negosiasi, atau metode 

alternatif lainnya tidak berhasil mencapai kesepakatan. Sengketa 

konstruksi pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, 

kewajiban para pihak, serta kerugian yang timbul akibat kesalahan atau 

kelalaian dalam proyek. Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan 

untuk memperoleh kepastian hukum serta keputusan yang mengikat bagi 

para pihak yang bersengketa. 

Salah satu jenis sengketa yang paling sering terjadi dalam proyek 

konstruksi adalah wanprestasi dalam kontrak konstruksi. Wanprestasi 

merupakan kondisi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan 

kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. 

Menurut Subekti (2021), wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa 

bentuk, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan 

kewajiban tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, terlambat melaksanakan 

kewajiban, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. 

Dalam proyek konstruksi, wanprestasi dapat terjadi apabila kontraktor 

tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan, kualitas pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi yang 

tercantum dalam kontrak, atau pemilik proyek tidak melakukan 

pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. 

Sengketa konstruksi juga dapat muncul dalam bentuk perbuatan 

melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terjadi ketika tindakan 

seseorang atau suatu pihak menimbulkan kerugian bagi pihak lain 

meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan pelanggaran kontrak. 

Dalam konteks proyek konstruksi, perbuatan melawan hukum dapat 

berupa kelalaian yang menyebabkan kerusakan bangunan, pelanggaran 

terhadap standar keselamatan kerja, atau penggunaan material yang tidak 
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sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Rahman (2020), 

tindakan-tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain 

sehingga pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ganti rugi 

melalui pengadilan. 

Jenis sengketa lain yang juga sering terjadi adalah sengketa 

pembayaran proyek. Dalam proyek konstruksi, sistem pembayaran 

biasanya dilakukan secara bertahap berdasarkan progres pekerjaan yang 

telah diselesaikan. Sengketa pembayaran dapat timbul apabila pemilik 

proyek menunda pembayaran, kontraktor menagih pembayaran 

tambahan akibat perubahan pekerjaan, atau terjadi perbedaan 

perhitungan volume pekerjaan antara para pihak. Menurut Ervianto 

(2021), sengketa pembayaran sering berujung pada gugatan perdata di 

pengadilan apabila proses negosiasi atau perundingan tidak berhasil 

mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. 

Terdapat pula sengketa yang berkaitan dengan kegagalan 

bangunan. Kegagalan bangunan merupakan kondisi di mana bangunan 

tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau mengalami kerusakan 

serius akibat kesalahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun 

pengawasan proyek konstruksi. Menurut Santoso (2023), kegagalan 

bangunan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi berbagai 

pihak yang terlibat dalam proyek, seperti kontraktor, konsultan 

perencana, maupun konsultan pengawas. Sengketa yang berkaitan 

dengan kegagalan bangunan biasanya memiliki tingkat kompleksitas 

yang tinggi serta melibatkan kerugian yang besar, sehingga 

penyelesaiannya sering dilakukan melalui proses pengadilan untuk 

menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum. 

 

D. Kepastian Hukum dan Keberlanjutan Proyek 

 

Kepastian hukum dalam proyek konstruksi berkaitan dengan 

jaminan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga 

penyelesaian proyek dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi semua pihak 

yang terlibat dalam proyek, seperti pemilik proyek, kontraktor, konsultan 

perencana, konsultan pengawas, serta masyarakat yang terdampak oleh 

proyek tersebut. 
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Menurut Rahmadi (2023), kepastian hukum merupakan prinsip 

yang menjamin bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten 

sehingga memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap 

pihak dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks proyek konstruksi, 

kepastian hukum sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa 

serta memastikan bahwa proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan. 

 

1. Konsep Kepastian Hukum dalam Proyek Konstruksi 

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental 

dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan kejelasan, 

keteraturan, dan perlindungan hukum bagi setiap pihak yang terlibat 

dalam suatu kegiatan. Prinsip ini menuntut agar setiap aturan hukum 

disusun secara jelas, dapat dipahami dengan mudah, serta diterapkan 

secara konsisten oleh lembaga yang berwenang. Dengan adanya 

kepastian hukum, masyarakat maupun pelaku usaha dapat mengetahui 

hak dan kewajiban sehingga dapat bertindak sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. Menurut Satjipto Rahardjo (2020), kepastian 

hukum berarti bahwa hukum harus memberikan pedoman yang jelas 

mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat 

sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sosial. 

Pada konteks proyek konstruksi, kepastian hukum memiliki 

peran yang sangat penting karena kegiatan pembangunan biasanya 

melibatkan investasi yang besar, teknologi yang kompleks, serta kerja 

sama antara berbagai pihak seperti pemilik proyek, kontraktor, konsultan 

perencana, konsultan pengawas, dan pemerintah. Setiap pihak memiliki 

kepentingan, tanggung jawab, serta risiko yang berbeda sehingga 

diperlukan aturan hukum yang jelas untuk mengatur hubungan kerja 

sama tersebut. Tanpa adanya kepastian hukum, proyek konstruksi 

berpotensi menimbulkan berbagai konflik, sengketa kontrak, serta 

kerugian finansial yang dapat menghambat jalannya pembangunan. 

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum 

dalam proyek konstruksi adalah kejelasan regulasi dan peraturan 

perundang-undangan. Regulasi yang jelas akan memberikan pedoman 

mengenai standar pelaksanaan proyek, kewajiban para pelaku jasa 

konstruksi, serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh 
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pemerintah. Selain itu, kepastian dalam kontrak kerja konstruksi juga 

menjadi faktor yang sangat penting. Kontrak harus disusun secara rinci 

dan sistematis agar dapat mengatur secara jelas mengenai ruang lingkup 

pekerjaan, pembagian risiko, jadwal pelaksanaan proyek, serta 

mekanisme pembayaran. 

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah transparansi dalam 

proses perizinan. Proses perizinan yang transparan dan terstruktur akan 

memberikan kepastian bagi investor maupun pelaksana proyek 

mengenai legalitas kegiatan pembangunan yang dilakukan. Selain itu, 

keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga sangat 

diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi selama 

pelaksanaan proyek. Mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui 

negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun melalui pengadilan. 

 

2. Dasar Hukum Kepastian Hukum dalam Proyek Konstruksi 

Kepastian hukum dalam proyek konstruksi di Indonesia 

didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur 

penyelenggaraan jasa konstruksi secara menyeluruh. Keberadaan 

regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi 

seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi, mulai dari 

pemerintah, pemilik proyek, kontraktor, hingga konsultan perencana dan 

pengawas. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, pelaksanaan proyek 

konstruksi dapat berlangsung secara tertib, transparan, serta memberikan 

perlindungan hukum bagi setiap pihak yang berkepentingan. 

Salah satu regulasi utama yang mengatur kepastian hukum dalam 

sektor konstruksi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Jasa Konstruksi. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting 

dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, seperti pengaturan pelaku usaha 

jasa konstruksi, standar kompetensi tenaga kerja, penyelenggaraan 

kontrak kerja konstruksi, hingga tanggung jawab para pihak yang terlibat 

dalam proyek pembangunan. Melalui undang-undang ini, pemerintah 

berupaya menciptakan sistem penyelenggaraan jasa konstruksi yang 

lebih tertib dan profesional sehingga dapat meminimalkan terjadinya 

sengketa maupun pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek. 

Kepastian hukum dalam proyek konstruksi juga diperkuat oleh 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-
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undang ini memberikan berbagai penyederhanaan regulasi dan perizinan 

dalam sektor pembangunan dan investasi, termasuk dalam bidang 

konstruksi. Melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha menciptakan 

iklim investasi yang lebih kondusif dengan mempercepat proses 

perizinan serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek 

pembangunan infrastruktur. 

Di samping kedua undang-undang tersebut, terdapat pula 

berbagai peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan jasa 

konstruksi serta peraturan mengenai perizinan bangunan dan tata ruang. 

Peraturan-peraturan tersebut memberikan pedoman teknis mengenai 

pelaksanaan proyek konstruksi, standar keselamatan kerja, tata cara 

perizinan pembangunan, serta pengawasan terhadap kegiatan konstruksi 

agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Dengan adanya aturan 

yang jelas dan terstruktur, setiap proyek konstruksi dapat dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mengurangi 

risiko terjadinya pelanggaran atau konflik hukum. 

 

E. Ringkasan 

 

Sengketa dalam proyek konstruksi merupakan permasalahan 

yang sering terjadi akibat perbedaan kepentingan, interpretasi kontrak, 

maupun kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sengketa dapat muncul 

pada berbagai tahap proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

hingga penyelesaian pekerjaan. Menurut Ervianto (2021), kompleksitas 

proyek konstruksi yang melibatkan banyak pihak dengan tanggung 

jawab yang berbeda sering menjadi faktor utama munculnya konflik 

dalam proyek. 

Salah satu penyebab utama sengketa jasa konstruksi adalah 

ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan kontrak. 

Kontrak kerja konstruksi merupakan dasar hukum yang mengatur 

hubungan antara para pihak dalam proyek. Apabila salah satu pihak tidak 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati, maka dapat terjadi wanprestasi yang berpotensi 

menimbulkan sengketa. Selain itu, sengketa juga dapat muncul akibat 

perubahan pekerjaan (Variation Order), keterlambatan proyek, 

kesalahan perencanaan, maupun perbedaan penafsiran terhadap 
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ketentuan kontrak. Menurut Widjaja dan Yani (2022), penyusunan 

kontrak yang tidak jelas sering menjadi faktor yang memperbesar potensi 

konflik dalam proyek konstruksi. 

Pada praktik penyelenggaraan proyek konstruksi, sengketa dapat 

diselesaikan melalui berbagai mekanisme. Salah satu mekanisme yang 

sering digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui alternatif 

penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), seperti 

negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Mekanisme ini dianggap lebih efektif 

karena prosesnya relatif lebih cepat, biaya yang lebih rendah, serta 

mampu menjaga hubungan kerja sama antara para pihak. 

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan 

bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang bertugas 

memfasilitasi dialog antara para pihak agar dapat mencapai kesepakatan 

bersama. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan 

keputusan, tetapi membantu para pihak menemukan solusi yang saling 

menguntungkan. Menurut Rahmadi (2023), mediasi merupakan metode 

penyelesaian sengketa yang menekankan pendekatan musyawarah dan 

kesepakatan bersama sehingga sering digunakan dalam sengketa yang 

masih memungkinkan untuk diselesaikan secara damai. 

Sengketa konstruksi juga dapat diselesaikan melalui arbitrase, 

yaitu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan 

oleh arbiter yang dipilih oleh para pihak. Berbeda dengan mediasi, 

keputusan arbiter bersifat final dan mengikat sehingga memiliki 

kekuatan hukum yang lebih kuat. Di Indonesia, penyelesaian sengketa 

melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut 

Santoso (2023), arbitrase sering digunakan dalam sengketa konstruksi 

karena arbiter yang menangani perkara biasanya memiliki keahlian 

teknis yang relevan dengan bidang konstruksi. 

Apabila penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif 

tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh 

jalur litigasi melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan merupakan proses formal yang dilakukan berdasarkan 

hukum acara perdata. Dalam proses ini, pihak yang merasa dirugikan 

dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri untuk memperoleh 

putusan hukum yang mengikat. Sengketa konstruksi yang diselesaikan 
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melalui pengadilan biasanya berkaitan dengan wanprestasi kontrak, 

sengketa pembayaran, perbuatan melawan hukum, maupun kegagalan 

bangunan. Menurut Rahman (2020), proses litigasi sering memerlukan 

waktu yang cukup lama karena harus melalui berbagai tahapan 

persidangan serta kemungkinan adanya upaya hukum seperti banding 

dan kasasi. 

Aspek kepastian hukum juga menjadi faktor penting dalam 

keberhasilan proyek konstruksi. Kepastian hukum memberikan jaminan 

bahwa seluruh proses pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku serta memberikan perlindungan terhadap hak dan 

kewajiban para pihak. Menurut Satjipto Rahardjo (2020), kepastian 

hukum merupakan prinsip yang menjamin bahwa hukum dapat 

memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam menjalankan 

aktivitasnya. 

Pada konteks proyek konstruksi, kepastian hukum dapat 

diwujudkan melalui beberapa aspek penting, yaitu regulasi yang jelas, 

kontrak kerja konstruksi yang transparan, sistem perizinan yang efektif, 

serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Regulasi yang jelas 

memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan proyek, sementara kontrak 

yang disusun secara profesional dapat meminimalkan potensi konflik 

antara para pihak. Selain itu, proses perizinan yang transparan juga 

penting untuk memastikan bahwa proyek konstruksi dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan tata ruang dan peraturan lingkungan yang berlaku. 

Kepastian hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan 

keberlanjutan proyek konstruksi. Proyek yang memiliki landasan hukum 

yang kuat cenderung lebih stabil dan memiliki risiko konflik yang lebih 

rendah. Menurut Ervianto (2021), kepastian hukum dapat meningkatkan 

kepercayaan investor serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif 

dalam sektor konstruksi. Dengan adanya kepastian hukum, pelaku jasa 

konstruksi dapat menjalankan proyek dengan lebih aman dan terhindar 

dari berbagai risiko hukum yang dapat menghambat pelaksanaan 

pembangunan. 
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F. Essay 

 

1. Jelaskan faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya 

sengketa dalam proyek konstruksi serta bagaimana cara 

mencegahnya sejak tahap perencanaan proyek. 

2. Analisis peran kontrak kerja konstruksi dalam meminimalkan 

potensi sengketa antara pemilik proyek dan kontraktor dalam 

pelaksanaan proyek konstruksi. 

3. Jelaskan perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan 

hukum dalam sengketa proyek konstruksi serta berikan contoh kasus 

yang mungkin terjadi dalam praktik pembangunan. 

4. Uraikan mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi melalui 

mediasi serta kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan 

metode penyelesaian sengketa lainnya. 

5. Jelaskan konsep arbitrase dalam penyelesaian sengketa jasa 

konstruksi serta alasan mengapa metode ini sering dipilih dalam 

proyek konstruksi berskala besar. 

6. Analisis proses penyelesaian sengketa konstruksi melalui 

pengadilan serta dampaknya terhadap kelangsungan pelaksanaan 

proyek konstruksi. 

7. Jelaskan pentingnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

proyek konstruksi serta hubungannya dengan keberlanjutan 

pembangunan infrastruktur. 

8. Uraikan peran regulasi dan perizinan dalam menciptakan kepastian 

hukum bagi proyek konstruksi di Indonesia. 

9. Analisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan kepastian hukum 

pada sektor konstruksi serta strategi yang dapat dilakukan untuk 

mengatasinya. 

10. Jelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif 

dapat mendukung keberlanjutan proyek konstruksi serta 

meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. 
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GLOSARIUM 

 

 

Tafsir Proses interpretasi terhadap isi kontrak atau 

ketentuan hukum guna memahami maksud dan 

ruang lingkup hak serta kewajiban para pihak 

dalam proyek. 

 

Uji Uji adalah proses evaluasi teknis maupun 

administratif terhadap hasil pekerjaan proyek 

untuk memastikan kesesuaian dengan standar, 

spesifikasi, dan ketentuan kontrak. 

 

Set Set merujuk pada tindakan penetapan atau 

persetujuan terhadap suatu keputusan, dokumen, 

atau kondisi dalam proyek yang memiliki 

implikasi hukum dan administratif. 

 

Laporan Dokumen resmi yang memuat informasi 

mengenai perkembangan proyek, yang berfungsi 

sebagai alat kontrol, evaluasi, dan 

pertanggungjawaban kepada pihak terkait. 

 

Teknis Aspek pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang 

harus sesuai dengan standar teknik, spesifikasi, 

dan regulasi yang berlaku. 

 

Risiko Potensi terjadinya peristiwa yang dapat 

menimbulkan kerugian dalam proyek, baik dari 

aspek hukum, teknis, maupun administratif, 

yang harus dikelola melalui manajemen risiko. 

 

Dampak Konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan 

atau keputusan dalam proyek, yang dapat 

bersifat hukum, sosial, maupun lingkungan. 
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Nilai Besaran finansial atau ekonomis dari suatu 

pekerjaan atau kontrak dalam proyek yang 

menjadi dasar dalam perhitungan pembayaran 

dan evaluasi kinerja. 

 

Putusan Hasil keputusan lembaga peradilan atau arbitrase 

yang berkaitan dengan sengketa proyek, yang 

bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh 

para pihak. 

 

Sidang  Proses formal dalam penyelesaian sengketa 

proyek melalui mekanisme peradilan atau forum 

arbitrase. 

 

Pihak Individu atau badan hukum yang terlibat dalam 

proyek, seperti pemilik, kontraktor, konsultan, 

dan subkontraktor, yang memiliki hak dan 

kewajiban masing-masing. 

 

Berita Acara Dokumen resmi yang mencatat suatu kejadian 

atau hasil kegiatan proyek sebagai bukti 

administratif dan hukum. 

 

Urus Urus merujuk pada kegiatan pengelolaan 

administrasi proyek yang mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan 

dokumen dan prosedur. 

 

Lisensi Izin resmi yang diberikan oleh otoritas 

berwenang untuk melaksanakan kegiatan 

tertentu dalam proyek konstruksi. 

 

Tarif Besaran biaya yang ditetapkan untuk jasa atau 

pekerjaan tertentu dalam proyek, yang harus 

sesuai dengan kesepakatan kontrak. 
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SINOPSIS 
 

 

Buku ajar “Aspek Hukum dan Administrasi Proyek Teknik Sipil” 

membahas secara komprehensif peran penting aspek hukum dan tata 

kelola administrasi dalam penyelenggaraan proyek konstruksi. Dalam 

praktiknya, keberhasilan proyek teknik sipil tidak hanya ditentukan oleh 

perencanaan dan pelaksanaan teknis, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap 

regulasi, kejelasan kontrak, serta sistem administrasi yang tertib dan 

akuntabel. Buku ajar ini membahas konsep dasar hukum konstruksi, 

jenis dan prinsip kontrak proyek, perizinan, tanggung jawab para pihak, 

serta mekanisme administrasi proyek yang mendukung efektivitas 

pelaksanaan. Buku ajar ini disusun secara sistematis dan ringkas, 

sehingga memudahkan pembaca dalam memahami keterkaitan antara 

aspek hukum dan administrasi dalam konteks teknik sipil. 
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